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MESKIPUN  stabilitas  politik  dan  keamanan  dinilai  mulai  membaik,  namun 
evauasi  terhadap  kondisi  politik  dan  ekonomi  selama  tiga  bulan  pemerin- 
tahan  Megawati  belum  menunjukkan  perbaikan  yang  berarti.  Persoalan  pe- 
mulihan  keamanan  di  daerah-daerah  konflik,  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan 
otonomi  daerah  serta  penghapusan  KKN  tetap  menjadi  masalah  yang  masih  meng- 
gantung.  Di  bidang  ekonomi,  kemajuan  yang  dicapai  pemerintahan  Megawati  juga 
dinilai  belum  banyak  berarti.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  melambat,  inflasi  dua  digit, 
nilai  tukar  rupiah  yang  melemah  serta  defisit  anggaran  mencapai  2,5  persen  dari  PDB 
hanyalah  beberapa  indikator  betapa  masih  beratnya  persoalan  yang  dihadapi.  Dalam 
situasi  seperti  ini  pemerintah  juga  harus  menghadapi  akibat  yang  ditimbulkan  oleh 
tragedi  runtuhnya  World  Trade  Centre  di  New  York,  Amerika  Serikat. 

Dalam  tulisannya,  Iwan  Jaya  Aziz  mengemukakan  bahwa  dengan  terjadinya 
peristiwa  11  September  2001,  indikator  ekonomi  Indonesia  yang  telah  mengalami  per- 
burukan  sejak  munculnya  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997  semakin  menurun.  Bagi  Indo- 
nesia, akibat  yang  langsung  dirasakan  adalah  menurunnya  secara  drastis  minat  investasi 
yang  diikuti  oleh  dampak  sosial  seperti  melemahnya  tingkat  penyerapan  tenaga  ker- 
ja,  serta  perburukan  indikator  pemerataan  yang  berakibat  pada  membengkaknya  ang- 
ka  kemiskinan.  Hal  ini,  antara  lain,  disebabkan  oleh  peningkatan  anggaran  militer  Ame- 
rika yang  dengan  sendirinya  mengurangi  porsi  anggaran  yang  diperuntukkan  bagi  per- 
ubahan  taraf  hidup  masyarakat  sehingga  konsumsi,  impor  maupun  investasi  Amerika 
semakin  mengecil.  Untuk  meredam  agar  keadaan  tidak  bertambah  memburuk,  penjad- 
walan  utang  swasta  dan  penurunan  tingkat  bunga  menjadi  penting.  Dari  sudut  ekono- 
mi makro,  dengan  menggunakan  simulasi  model,  pilihan  kebijakan  yang  disarankan 
adalah  kebijakan  anggaran  yang  bersifat  ekspansif. 

Runtuhnya  WTC  juga  berdampak  pada  perdagangan  internasional,  pasar  ko- 
moditas,  pasar  keuangan  dan  pariwisata.  Syahril  Sabirin  mengemukakan  bahwa  ka- 
rena  sangat  rawan  terhadap  imbas  resesi  ekonomi  global,  Indonesia  perlu  memacu 
permintaan  domestik.  Selain  itu,  kestabilan  moneter  dan  kestabilan  sistem  keuangan 
termasuk  kestabilan  nilai  rupiah  merupakan  persyaratan  bagi  pemulihan  ekonomi  yang 
bersinambungan.  Dalam  hal  ini,  fungsi  Bank  Indonesia  untuk  menyerap  kelebihan  li- 
kuiditas  guna  menjaga  kestabilan  harga  dan  nilai  tukar  di  samping  menyediakan  bantuan 
likuiditas  kepada  sistem  keuangan  perlu  didukung  oleh  suatu  komitmen  nasional. 

Adanya  dampak  eksternal  yang  berpengaruh  pada  keadaan  ekonomi  internal 
Indonesia  mendukung  pendapat  Hans  Rimbert  Hemmer.  Hemmer  menyoroti  konse- 
kuensi  globalisasi  bagi  kebijakan  nasional  negara-negara  berkembang.  Di  antaranya 
adalah  terjadinya  liberalisasi  ekonomi  di  negara-negara  transisi  dan  berkembang  seba- 
gai  simpul  penting  yang  mendorong  ke  arah  integrasi  ekonomi  dunia.  Beberapa  usul- 
an  yang  dikemukakan  bagi  negara  transisi  maupun  negara  tertinggal  agar  globalisasi 
memberikan  peluang  kemakmuran  adalah  perlunya  dibangun  infrastruktur  kelembaga- 
an  seperti  kerangka  politis  dan  hukum,  penciptaan,  penyempurnaan  sistem  keuangan 
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serta  kebijakan  stabilisasi  ekonomi  makro.  Keikutsertaan  dalam  organisasi  internasional 
serta  perjanjian  internasional  perlu  dicermati  agar  tidak  merugikan. 

Upaya  memperbaiki  prosedur  penerapan  suatu  kebijakan  dan  pelaksanaan  stra- 
tegi-strategi^  yang  kongkret  telah  mendorong  pemikiran  tentang  konsep  governance. 
Raphaella  Dewantari  Dwianto  mehgaitkan  penggunaan  konsep  gayernance  dengan  pro- 
gram pembangunan  di  perkotaan  dengan  menekankan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  urban 
perlu  didasarkan  pada  inisiatif  masyarakat  lokal  di  mana  peran  negara  semakin  menyu- 
sut.  Dalam  pengertian  ini,  negara  ditempatkan  pada  posisi  horisontal  terhadap  berba- 
gai  organisasi  yang  menjalankan  peran  masing-masing  dalam  berbagai  bentuk  kemitraan. 

Strategi  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  pengambilah  keputusan  menu- 
rut  M.  Udin  Silalahi  pada  dasarnya  adalah  memberikan  penghargaan  yang  memadai 
kepada  keberadaan  individu.  Silalahi  berpendapat  bahwa  setiap  individu,  lembaga,  dan 
negara  mempunyai  kebebasan.  Bahkan  negara-negara  yang  menganut  sistem  ekono- 
mi pasar  menempatkan  kebebasan  individu  pada  posisi  yang  tinggi  dan  dengan  demikian 
ekonomi  menjadi  lebih  efisien.  Syarat-syarat  dasar  politik  ekonomi  yang  bebas  adalah 
dengan  menegakkan  ketaatan,  dan  peraturan  yang  memberikan  jaminan  kebebasan 
sehingga  dapat  diperoleh  kepastian. 

Selain  mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pelaksanaan  dan  imple- 
mentasi  kebijakan,  usaha-usaha  perbaikan  untuk  keluar  dari  krisis  ekonomi  dan  poli- 
tik juga  diarahkan  pada  reformasi  hukum  dan  undang-undang.  H.  Anton  Djawamaku 
menyoroti  beberapa  persoaian  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  amandemen 
UUD  1945  yang  sudah  dilaksanakan  untuk  ketiga  kalinya.  Proses  perubahan  yang 
dilakukan  secara  tambal-sulam  terhadap  UUD  1945  sudah  melampaui  batas  penger- 
tian amandemen  karena  sudah  mengubah  substansi.  Untuk  itu,  diusulkan  agar  pro- 
ses perubahan  UUD  1945  dilakukan  secara  sistematis  dan  dilakukan  oleh  sebuah  ba- 
dan  atau  komisi  negara  dan  bukan  semata-mata  oleh  MPR.  Bagian  akhir  edisi  kali 
ini  merangkum  dokumen  KTT  APEC  dan  KTT  ASEAN  Pasca  Tragedi  WTC 
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I 

PERKEMBANGAN  politik  selama  tiga 
bulan  terakhir  (Oktober-November- 
Desember)  tahun  2001  mulai  mema- 
suki  tahapan  konvergensi  politik,  berupa 
bertemunya  perbedaan  aliran  politik  di 
pemerintahan.  Faktor  kepemimpinan  po- 
litik Megawati  Soekarnoputri  dan  Hamzah 
Haz  yang  dikenal  kalem,  tidak  banyak 
bicara,  dan  kurang  suka  mempublikasikan 
pertengkaran  politik  mereka  (baik  di 
dalam  partai  atau  di  pemerintahan)  se- 
cara  terbuka,  cukup  kondusif  untuk  me- 
mulai  proses  stabilitasi  politik.  Tetapi  ke- 
mudian,  sikap  kehati-hatian  yang  demi- 
kian  menonjol  itu,  ternyata  membawa  ke- 
lembaman  politik.  Rezim  Megawati-Haz 
kemudian  hanya  pandai  memproduksi  kata- 
kata  progresif,  baik  dalam  pidato  resmi 
atau  bukan,  dan  ditambah  dengan  payung 
peraturan  yang  dibuat  bersama  DPR, 
atau  bahkan  lewat  Ketetapan  MPR. 

Kelembaman  politik  itu  sebetulnya  su- 
dah  dimulai  dengan  pembentukan  Kabi- 


net Gotong  Royong.  Kabinet  yang  terlam- 
bat  dibentuk  ini,  yang  sejak  awal  di- 
anggap  sebagai  The  Dream  Team,  khusus- 
nya  tim  ekonomi,  ternyata  kemudian  ku- 
rang berhasil  memberikan  harapan  per- 
baikan  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  bah- 
wa  faktor  stabilitas  politik  yang  mulai  kon- 
dusif bukan  jaminan  bagi  penyelesaian 
krisis  multi-dimensional  yang  dihadapi  oleh 
Indonesia.  Selain  faktor  dukungan  dunia 
internasional,  terutama  sekali  yang  dibu- 
tuhkan  adalah  adanya  kesamaan  plat- 
form perjuangan  dalam  kabinet,  serta 
prioritas  penyelesaian  persoalan. 

Padahal  kabinet  yang  diisi  oleh  lima 
partai  politik  besar,  ditambah  unsur  TNI, 
merupakan  pertanda  dimulainya  program 
bersama  untuk  menuntaskan  persoalan, 
sebagaimana  disebutkan  oleh  Megawati 
dengan  enam  program  kerja  kabinetnya 
ketika  diumumkan  tanggal  9  Agustus 
2001  (Djadijono,  2001:  231).  Akan  teta- 
pi, kabinet  yang  diisi  oleh  beragam  visi 
politik,  tanpa  ada  faktor  kepemimpinan 
yang  kuat  dan  sigap,  akan  membawa 
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kepada  kekurang-terarahan  dalam  mem- 
buat  kebijakan.  Tipikal  sebagai  solidarity 
maker  yang  ditonjolkan  Megawati-Haz 
membuat  keduanya  seakan  tak  bisa  meng- 
ambil  keputusan  cepat  dan  tepat  dalam 
situasi  yang  paling  dibutuhkan.  Hal  ini, 
antara  lain,  ditandai  dengan  tarik-ulur 
soal  PT  Semen  Gresik,  kematian  Theys 
H.  Eluay  yang  nyaris  tanpa  nada  belang- 
sungkawa  dari  Istana  Kepresidenan,  atau 
ketegasan  sikap  mengenai  kelompok-ke- 
lompok  sipil  bersenjata. 

Pekerjaan  paling  penting  yang  patut 
dicatat  adalah  keluarnya  UU  No.  18/ 
2001  tentang  Nanggroe  Aceh  Darussalam 
(NAD)  yang  ditandatangani  Megawati 
tanggal  9  Agustus  2001  dan  UU  Oto- 
nomi  Khusus  Propinsi  Papua  (OKPP)  yang 
disepakati  DPR  dan  Pemerintah  tanggal 
23  September  2001.  Sekalipun  ditandai 
oieh  perdebatan  kontra-produktif  menge- 
nai pembagian  70:30  atau  80:20  untuk 
Pusat  dan  Papua  menyangkut  hasil  ke- 
kayaan  alam  Papua,  keluarnya  UU  OKPP 
in!  sudah  merupakan  kemajuan  berarti, 
baik  bagi  pemerintahan  pusat  maupun 
bagi  kelompok  moderat  di  Papua  yang 
ingin  berjuang  tanpa  bersikap  konfron- 
tatif  dengan  Jakarta. 

Tetapi  kedua  UU  ini  membawa  ca- 
cat  dari  segi  pelaksanaan.  Keputusan 
Megawati  untuk  memperpanjang  status 
pemberlakuan  Inpres  No.  04/2001  ten- 
tang Langkah-Iangkah  Komprehensif  un- 


Pemerintah  baru  mengambil  tindakan  alas 
kelompok-kelompok  ini  ketika  sudah  terjadi  keru- 
suhan  atau  pertikaian.  Misalnya,  dalam  kasus  Las- 
kar  Jihad  versus  aktivis  PDI  Perjuangan  di  Ngawi, 
Jawa  Timur,  yang  meledak  tanggal  1  Desember 
2001. 


tuk  Menyelesaikan  Masalah  Aceh  terasa 
sekali  tumpang-tindih  dengan  UU  NAD. 
Inpres  No.  04/2001  yang  bersifat  represif 
seakan  mengabaikan  keberadaan  UU 
NAD  yang  berada  di  atas  Inpres  dari 
sisi  Tata  Urutan  Hukum  Ketatanegaraan. 
Padahal  Inpres  yang  dikeluarkan  di  era 
Abdurrahman  Wahid  itu  bersifat  semen- 
tara,  sebelum  disepakatinya  UU  NAD. 
Dengan  adanya  UU  NAD  yang  bersifat 
komprehensif,  Inpres  yang  menunjukkan 
security  approach  Jakarta/Militer  mestinya 
tak  lagi  diberlakukan.  Pemerintah  juga 
tak  menghiraukan  tuntutan  penghapusan 
Inpres  itu  oleh  berbagai  organisasi  rak- 
yat  Aceh,  misalnya  Fomm  Bersama  untuk 
Kemanusiaan  Rakyat  Aceh,  Aliansi  Pem- 
bebasan  Tapol/  Napol  Aceh,  Lembaga 
Bantuan  Hukum  Rakyat,  Sentra  Informasi 
Referendum  Aceh,  serta  Tim  Sebelas  Plus 
Panitia  Persiapan  Pemekaran  Provinsi  Aceh 
{Kompas,  3  September  2001). 

Sedangkan  untuk  Papua,  meninggal- 
nya  Theys  H.  Eluay  tanggal  11  November 
2001  menambah  buruk  hubungan  Papua  - 
Jakarta.  Paling  tidak,  ketika  Theys  dike- 
bumikan,  Wakil  Ketua  Presidium  Dewan 
Papua  (PDP)  Tom  Beanal  membacakan 
tiga  pernyataan  poiitik.  Pertama,  memin- 
ta  perlindungan  kepada  Perserikatan 
Bangsa  Bangsa  (PBB)  atas  PDP  dan  se- 
luruh  rakyat  Papua  serta  pejuang  hak- 
hak  dasar  Papua.  Kedua,  seluruh  TNI  di 
tanah  Papua  harus  ditarik  pada  masa 
yang  akan  datang.  Polisi  bertugas  men- 
jaga  keamanan  dan  ketertiban  bersama. 
Ketiga,  PBB  dan  Pemerintah  Rl  secara 
jujur,  adil,  aman,  dan  tertib,  segera  me- 
nyelenggarakan  referendum  di  tanah  Pa- 
pua {Kompas,  18  November  2001).  Se- 
dangkan tuntutan  lain  terhadap  peme- 
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rintah  adalah  berdialog  dengan  rakyat 
Papua.  Dalam  pertemuan  delegasi  PDP 
dengan  Ketua  DPR  Akbar  Tandjung, 
Sekjen  PDP  Thaha  Al  Hamid  berkata 
"...  Sudah  40  tahun  Papua  berintegrasi. 
Tapi  yang  ada  hanya  integrasi  kapitalis, 
Kami  kira  Papua  berbeda  dengan  Indo- 
nesia, Kita  punya  sejarah  yang  berbeda. 
Tidak  ada  salahnya  kalau  kita  bersaha- 
bat  dalam  susana  kebangsaan  yang  ber- 
beda. NKRI  tidak  mutlak  ..."  {Detik.com, 
4  Desember  2001). 

Pernyataan  Tom  Beanal  dan  Thaha 
Al  Hamid  itu  kembali  membawa  PDP  ke 
garis  keras,  setelah  sempat  dijadikan 
moderat  oleh  kepemimpinan  Theys  H. 
Eluay.  Dituduhnya  pihak  TNI  oleh  semen- 
tara  pihak  sebagai  pelaku  pembunuhan 
Theys,  sementara  di  pihak  lain  yang  di- 
tuduh  adalah  kelompok  garis  keras  di 
PDP,  menimbulkan  dua  konflik  sekali- 
gus.  Pertama,  konflik  vertikal  antara  Pa- 
pua dengan  Jakarta  (khususnya  TNI/PoIri) 
dan,  kedua,  konflik  di  kalangan  organi- 
sasi  perjuangan  di  Papua  sendiri.  Penye- 
lidikan  aparat  sepertinya  rriengarah  ke- 
pada  pertentangan  di  kalangan  PDP  atau 
Organisasi  Papua  Merdeka  lainnya. 

Sedangkan  untuk  masalah  Maluku,  se- 
kalipun  Megawati  sudah  menunjuk  Ham- 
zah  Haz  sebagai  person  in  charge  penye- 
lesaian  kasus  Maluku,  sampai  sekarang 
belum  terlihat  adanya  program  khusus 
yang  dilaksanakan  kantor  Wapres  (Piliang, 
2001).  Apabila  untuk  Aceh  yang  dita- 
ngani  Megawati  sudah  mulai  menam- 
pakkan  hasil,  lewat  UU  NAD  dan  ke- 
datangan  ke  Aceh  pada  awal  Oktober 
2001,  untuk  Maluku  belum  terlihat  ada- 
nya pembicaraan  serius,  baik  di  kalang- 
an pemerintah  maupun  legislatif.  Ke- 


adaan  ini  sekaligus  menunjukkan,  be- 
tapa  rumitnya  persoalan  Maluku. 

Untuk  konflik  di  Poso  juga  mengan- 
dung  persoalan.  Sebagai  daerah  perba- 
tasan  antara  penganut  mayoritas  Islam 
di  bagian  Selatan  Sulawesi  dan  Kristen 
di  Utara  Sulawesi,  daerah  Sulawesi  Tengah 
ini  rentan  terhadap  penyusupan  oleh  ke- 
lompok-kelompok  dari  daerah  Sulawesi, 
atau  daerah  lainnya.  Ketika  keadaan 
berangsur  pulih  -  akibat  kelelahan  -  di 
Maluku,  justru  situasi  di  Poso  kembali 
menyeruak.  Bahkan  sebanyak  348  kk 
(1.419  jiwa)  warga  Hindu  Bali  yang  men- 
diami  beberapa  desa  di  wilayah  Keca- 
matan  Poso  Pesisir,  Kabupaten  Poso,  di- 
evakuasi  keluar  dari  daerah  konflik  ter- 
sebut  (KCM,  4  Desember  2001).  Mega- 
wati dan  Haz  belum  menunjukkan  ko- 
mitmen  menyeluruh  atas  persoalan  Ini. 
Laporan  resmi  hanya  menyebutkan  pu- 
lihnya  situasi  ke^.manan  dan  tidak  diper- 
lukannya  penerapan  darurat  sipil,  seper- 
ti  yang  dilakukan  di  Maluku. 

Sedangkan  untuk  kasus  konflik  sosial 
di  Kalimantan  Tengah,  antara  Dayak  de- 
ngan Madura,  juga  belum  mendapatkan 
respons  positif  dari  rezim  Megawati.  Ma- 
lahan  Pemda  setempat  membuat  sejum- 
lah  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  ke- 
mungkinan  mengebiri  hak-hak  para  pe- 
ngungsi  asal  Madura.  Lambat  dan  lemah- 
nya  posisi  Pemerintahan  Pusat  membuat 
Pemda  leluasa  membuat  peraturan  yang 
menyenangkan  dirinya,  dengan  melupa- 
kan  faktor-faktor  sosial,  budaya,  atau 
faktor  politik  secara  nasional.  Apabila 
proses  "isolasionisme  modern"  ini  berke- 
lanjutan,  akan  sulit  membaurkan  kembali 
beragam  etnis  yang  ada  di  Indonesia. 
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II 

Semangat  progresif  Megawati  atas 
pemberantasan  KKN  juga  menyeruak  se- 
iring  dengan  pengangkatannya  sebagai 
presiden.  Megawati  mengumpulkan  ke- 
luarga  dekatnya  untuk  diingatkan  agar  ja- 
ngan  menggunakan  namanya  bagi  kepen- 
tingan  bisnis  masing-masing.  Bahkan  pida- 
to Megawati  dalam  ST  MPR  1  November 
2001  yang  menyebut  koruptor  sebagai 
maling,  semakin  memperlihatkan  komit- 
men  di  atas  kertas  rezim  Megawati  untuk 
membasmi  KKN. 

Tetapi  pidato  dan  sikap  politik  itu 
belum  nampak  dari  sisi  kebijakan  peme- 
rintah.  Sampai  kini,  masih  sedikit  laporan 
yang  didapatkan  dari  penyelenggara  ne- 
gara  mengenai  jumlah  harta  kekayaan 
mereka  ke  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan 
Pejabat  Negara  (KPKPN).  Bahkan  di  ka- 
langan  politisi  PDI  Perjuangan  juga  dite- 
mukan  kenyataan  serupa,  berupa  terlam- 
batnya  mereka  melaporkan  kekayaan, 
padahal  masa  kerja  di  DPR  sudah  me- 
masuki  tahun  ketiga.  Belum  lagi  laporan 
kekayaan  dari  anggota  DPRD  dan  peja- 
bat lokal  lainnya. 

Makanya,  masuk  akal  sikap  Sjahrir  (PiB) 
yang  meminta  Taufik  Kiemas  mundur  da- 
ri jabatannya  sebagai  anggota  DPR,  se- 
lain  mundur  dari  bisnis.  Kemunduran  itu 
gunanya  untuk  menghindari  munculnya 
konflik  kepentingan  antara  kedudukan 
Taufik  Kiemas  sebagai  anggota  DPR  dan 
seorang  suami  kepala  pemerintahan,  yang 
tidak  mustahil  bisa  merusak  citra  politik 
Presiden  Megawati  Soekarnoputri  {Kom- 
pas,  20/11).  Sikap  Sjahrir  itu  mengundang 
komentar  dari  Tjahjo  Kumolo,  orang  de- 
kat  Taufik  Kiemas,  yang  menyatakan  per- 


soalan  itu  tidak  relevan.  "...Selama  seba- 
gai suami  Wapres  sampai  suami  Presiden, 
Taufik  Kiemas  dapat  memilah  saat  mana 
berperan  sebagai  suami  Presiden  dan  ber- 
aktivitas  sosial  kemasyarakatan  dan  pada 
saat  mana  harus  bersikap  serta  bergerak 
sebagai  politisi",  jelas  Tjahjo  {KCM,  20/11). 
Padahal  komitmen  Megawati  untuk  men- 
cegah  KKN,  bukan  dilihat  dari  pidato  dan 
komitmen  saja,  melainkan  dari  segi  pe- 
laksanaan  politik. 

Sikap  itu  juga  yang  akan  dilihat  da- 
lam penuntasan  kasus  dugaan  penyele- 
wengan  dana  nonbudgeter  Bulog  oleh 
Akbar  Tandjung  yang  juga  Ketua  Umum 
Partai  Golkar.  Kasus  ini  akan  menjadi  pin- 
tu  gerbang  berikutnya  untuk  menilai  apa- 
kah  rezim  Megawati  betul-betui  serius 
dalam  memberantas  KKN,  baik  yang  ter- 
jadi  di  masa  lalu,  masa  kini,  atau  masa 
datang.  Didukung  tidaknya  Panitia  Khusus 
DPR  oleh  Fraksi  PDI  Perjuangan  untuk 
menuntaskan  kasus  Bulog  ini,  selain  me- 
neruskan  pemeriksaan  di  Kejaksaan  Agung, 
akan  memperlihatkan  posisi  yang  sebe- 
narnya  dari  rezim  Megawati  dengan  ken- 
daraan  politiknya  di  DPR.  Dalam  rapat 
Badan  Musyawarah  DPR  tanggal  10  De- 
sember  2001,  Bamus  berhasil  mencapai 
kesepakatan  untuk  membawa  keinginan 
membentuk  Panitia  Khusus  (Pansus)  DPR 
kepada  Rapat  Paripurna  DPR  bulan  Ja- 
nuari  2001.  Pada  tingkat  Bamus  DPR  ini, 
hanya  18  orang  wakil  Partai  Golkar  dan  3 
(tiga)  orang  wakil  PPP  yang  menolaknya. 

Keinginan  untuk  membuat  peraturan, 
dan  bukan  melaksanakannya,  juga  me- 
ngemuka  dalam  ST  MPR  2001,  khususnya 
Rantap  menyangkut  KKN.  Perdebatan  me- 
ngenai perlu  tidaknya  penon-aktifan  se- 
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orang  tersangka  pelaku  KKN  dari  jabatan- 
nya  di  lembaga  negara,  tidak  berhasil 
dicapai.  Pasal  2  Tap  MPR  No.  VIII/MPR/ 
2001  tentang  Rekomendasi  Arah  Kebijak- 
an  Pemberantasan  dan  Pencegahan  KKN 
hanya  menyebutkan,  "...mempercepat  pro- 
ses hukum  terhadap  aparatur  pemerin- 
tahan  terutama  aparat  penegak  hukum 
dan  penyelenggara  negara  yang  diduga 
melakukan  praktek  korupsi,  kolusi  dan 
nepotisme,  serta  dapat  dilakukan  tindak- 
an  administratif  untuk  memperlancar  pro- 
ses hukum".  Apa  yang  dimaksud  seba- 
gai  "tindakan  administratif"  tidak  begitu 
tegas.  Keadaan  ini  menunjukkan  betapa 
sulitnya  untuk  mencari  kesepakatan  poli- 
tik  menyangkut  persoalan  KKN  ini,  se- 
kalipun  berbagai  peraturan  sudah  dibuat, 
bahkan  sejak  awal  Orde  Baru. 

Ill 

Keinginan  pemerintah  untuk  merevisi 
UU  No.  22/1999  yang  dicurigai  sejumlah 
pihak,  juga  menunjukkan  betapa  rezim 
Megawati  belum  pada  posisi  yang  a// 
out  untuk  mengubah  posisi  Jakarta  atas 
daerah-daerah.  Penolakan  sejumlah  dae- 
rah  terhadap  upaya  revisi  atas  UU  No. 
22/1999  juga  menimbulkan  pertanya- 
an,  karena  ketika  UU  ini  keluar  meman'g 
muncul  banyak  suara  agar  UU  ini  dire- 
visi.  Sejumlah  pasal  yang  tidak  begitu 
jelas  dan  menimbulkan  interpretasi  gan- 
da  memang  membutuhkan  revisi,  begitu 
juga  peraturan  yang  mengikutinya. 

Penolakan  revisi  UU  No.  22/1999  di 
daerah  ini  disebabkan  oleh  minimal  ti- 
ga  hal  di  bawah  ini.  Ketiga  hal  ini  menun- 
jukkan bahwa  proyek  otonomi  daerah  ter- 
nyata  membawa  keuntungan  politik  yang 


tinggi  kepada  kelompok-kelompok  atau 
daerah-daerah  yang  memang  tak  mempu- 
nyai  masalah  dengan  rezim  Orde  Baru. 
Sedangkan  bagi  daerah-daerah  yang  mem- 
punyai  riwayat  hubungan  buruk  dengan  Ja- 
karta, sampai  sekarang  masih  menyimpan 
keinginan  untuk  membebaskan  diri.  Ke- 
tiga hal  itu  adalah:  Peitama,  elite  di  dae- 
rah sudah  menikmati  "nota  kesepahaman" 
yang  menyebabkan  sulitnya  pusat  mela- 
kukan pemantauan  terhadap  kinerja  ke- 
uangan  ataupun  proyek  pembangunan  di 
daerah.  Hal  ini  ditandai  dengan  sinyale- 
men  Ketua  Panitia  Anggaran  DPR  Benny 
Pasaribu  dari  PDI  Perjuangan  tentang 
bocornya  anggaran  Dana  Alokasi  Umum 
mencapai  40  persen  dan  munculnya  pe- 
jabat-pejabat  lokal  menggunakan  DAU 
untuk  kepentingan  pribadi  (Kompas,  27 
November  2001).  Sedangkan  sanggahan 
Partai  Golkar  atas  sinyalemen  tersebut  da- 
lam  kacamata  politik  bisa  dipahami,  kare- 
na n^emang  sebagian  besar  pejabat  di 
daerah  merupakan  politisi  Partai  Golkar 
atau  (mantan)  birokrat  Partai  Golkar.  UU 
No.  22/1999  juga  dikeluarkan  oleh  DPR 
hasil  Pemilu  1997  yang  dimenangkan  Partai 
Golkar  sebesar  74  persen. 

Kedua,  konflik  hubungan  pusat-daerah 
hanya  terbatas  di  "daerah-daerah  lama", 
seperti  Aceh  dan  Papua.  Sedangkan  yang 
menikmati  otonomi  daerah  adalah  dae- 
rah-daerah yang  memang  selama  ini  ti- 
dak mempunyai  masalah  sei^ius  dengan 
Jakarta.  Konflik  yang  menyangkut  PT  Se- 
men Padang  dan  PT  Semen  Tonasa,  mi- 
salnya,  bila  kita  kaitkan  dengan  tuntutan 
serupa  untuk  pembagian  keuntungan 
perusahaan  daerah  kepada  daerah  se- 
lama meletusnya  PRRI/Permesta  di  era 
Soekarno.  Adanya  otonomi  daerah  untuk 
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daerah-daerah  yang  tak  bermasalah,  se- 
perti  di  Pulau  Jawa  (termasuk  DKI  Jakar- 
ta), serta  terbentuknya  propinsi-propinsi 
baru  (Bangka-Belitung,  Banten,  Maluku 
Utara,  dan  Gorontalo)  telah  membuka  pe- 
luang  bagi  elite-elite  di  daerah  untuk 
menjadi  "raja-raja"  kecil  di  bawah  payung 
UU  No.  22/1999  itu. 

Ketiga,  secara  politik  terjadi  apa  yang 
disebut  sebagai  diaspora  Orde  Baru,  mi- 
nimal elite-elitenya  yang  memegang  ken- 
dali  politik  dan  ekonomi  selama  Orde 
Baru.  Munculnya  Abdullah  Puteh  di  Aceh, 
Abdul  Ghafur  di  Maluku  Utara,  Fadel  Mu- 
hammad di  Gorontalo,  atau  Djusrin  Dju- 
san  sebagai  Komisaris  PT  Semen  Padang 
yang  menjadi  pendorong  aksi  masyara- 
kat  Minang  dalam  kasus  "Maklumat  1 
November  2001"  merupakan  wajah-wajah 
lama  dalam  arena  politik  nasional,  dan 
sekarang  masuk  ke  kancah  politik  lokal. 
Sebagian  besar  dengan  alasan  pengab- 
dian  kepada  daerahnya  masing-masing. 

Sementara  itu,  keinginan  untuk  mere- 
visi  UU  No.  22/1999  itu  dari  sisi  kepen- 
tingan  politik  pusat  terhubung  dengan 
tiga  hal  di  bawah.  Ketiga  hal  ini  sama 
l^kuatnya,  yaitu  keinginan  untuk  mence- 
gah  agar  jangan  sampai  proyek  otonomi 
daerah  menjadi  langkah  menuju  disinte- 
grasi  bangsa,  Ketiga  persoalan  di  bawah 
ini  secara  politik  terkait  dengan  PDI  Per- 
juangan  dan  TNl/PoIri,  serta  unsur  pur- 
nawirawan,  yaitu:  Pertama,  konsep  nasio- 
nalisme  yang  diperjuangkan  oleh  PDI 
Perjuangan.  Dengan  nasionalisme  itu,  oto- 
nomi daerah  dipandang  sebagai  salah 
satu  faktor  disintegrasi  bangsa,  apabila 
tak  disikapi  dengan  hati-hati.  PDI  Per- 
juangan sebagai  partai  yang  berbasis- 


kan,  terutama,  di  Jawa  akan  sangat  ke- 
sulitan,  apabila  proyek  otonomi  daerah 
ini  makin  memperlemah  posisi  ideologi 
partainya.  Untuk  itulah  keinginan  merevisi 
UU  No.  22/1999  akan  mendapatkan  pen- 
dukung  utamanya  dari  PDI  Perjuangan. 

Kedua,  posisi  Megawati  sebagai  Presi- 
den  Rl  juga  sangat  penting  untuk  me- 
nunjukkan  betapa  proyek  otonomi  dae- 
rah bisa  mengarah  kepada  konsep  ne- 
gara  federal.  Konsep  yang  sempat  dito- 
lak  dalam  kampanye  PDI  Perjuangan  ini 
akan  menimbulkan  lemahnya  posisi  pe- 
merintahan  pusat,  juga  semakin  tipisnya 
peluang  bagi  politisi  nasionalis  untuk 
berkiprah  di  masa  mendatang.  Lepasnya 
Timor  Timur  dari  Indonesia,,  salah  satu 
bahan  kampanye  PDI  Perjuangan  dalam 
mengganjal  peluang  Habibie  dalam  SU 
MPR  1999,  telah  membuat  "trauma  po- 
litik" bagi  Megawati  sehingga  tak  ingin 
mengurangi  lagi  kesalahan  itu. 

Ketiga,  kohesivitas  militer/polisi  dan 
baiknya  hubungan  pemerintah  dengan  mi- 
liter/polisi. Sebagai  penjaga  amanat  per- 
satuan  dan  kesatuan  bangsa,  semakin  ko- 
hesifnya  militer  dan  kemampuannya  un- 
tuk mengembalikan  citra  diri  yang  rusak 
akibat  pelanggaran  HAM  di  masa  lalu, 
membawa  pengaruh  politik  bagi  keingin- 
an untuk  mempertahankan  NKRI  dalam 
bentuk  aslinya^  Peran  politik  militer/po- 
lisi yang  semakin  membaik  ini,  juga  di- 
tunjukkan  dengan  masuknya  11  purnawi- 
rawan  militer/polisi  ke  tubuh  PPP,  dan  ke- 
beradaan  purnawirawan  militer/polisi  ham- 
pir  di  semua  partai  besar.  Kuatnya  posisi 
militer  atau  purnawirawan  itu,  serta  di- 
tambah  dengan  sedikitnya  kader-kader 
dan  konsep  potensial  di  tubuh  sipil,  akan 
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kembali  membuka  peluang  bagi  militer/ 
polisi  untuk  mempengaruhi  kebijakan  po- 
litik  nasional,  termasuk  dalam  soal  oto- 
nomi  daerah. 

IV 

Seperti  telah  diduga  sebelumnya,  aksi 
terorisme  di  AS  tanggal  11  September  2001 
dan  rencana  sweeping  oleh  elemen-elemen 
Islam  garis  keras  di  Jakarta,  ternyata  ber- 
dampak  buruk  bagi  kondisi  Indonesia  se- 
cara  keseluruhan.  Pengusiran  warga  asing 
di  Indonesia  memang  tidak  terbukti,  se- 
lain  patroli  sejumlah  elemen  Islam  garis 
keras  di  hotel-hotel  di  Solo.  Sikap  Mega- 
wati yang  revisionis,  di  satu  sisi  langsung 
datang  ke  AS  untuk  mengucapkan  bela- 
sungkawa,  tetapi  ketika  di  Jakarta  (tang- 
gal 15  Oktober  2001)  menyatakan  bah- 
wa  tindakan  menyerang  negara  lain  tak 
bisa  dibenarkan  atas  nama  terorisme,  Ju- 
ga  berdampak  pada  tarik-ulur  kepenting- 
an  politik  Hamzah  Haz.  Haz  yang  semula 
memberikan  kebebasan  menyampaikan 
aspirasi  lewat  demonstrasi,  ternyata  kemu- 
dian  meminta  agar  demonstrasi  atau  kam- 
panye  boikot  produk  AS  agar  dihentikan. 

Keadaan  itu  menunjukkan  masih  rapuh- 
nya  soliditas  di  kalangan  pemerintahan  da- 
lam menyikapi  persoalan  yang  berasal 
dari  luar  negeri.  Tetapi  memang,  sebagai- 
mana  disampaikan  oleh  Arief  Budiman, 


Arief  Budiman  menyebut  persoalan  terorisme 
ini,  dan  sikap  Indonesia  dalam  berhubungan  de- 
ngan  USA,  merupakan  ujian  pertama  Megawati. 
Megawati  dinyatakan  lulus  dalam  ujian  ini.  Baca 
Arief  Budiman,  "Ekstrapolasi  Politik  2002".  Makalah 
pada  forum  Economic  Outlook  2002  oleh  Econit 
Advisory  Croup  di  Jakarta,  14  November  2001. 
Dalam  edisi  pendeknya,  makalah  ini  dimuat  da- 
lam situs  www.indonesiamu.com. 


bahwa  serangan  teroris  ke  New  York 
dan  Washington  DC  tanggal  11  Septem- 
ber 2001  itu  di  luar  perhitungan  semua 
orang.  Di  samping  itu,  melihat  bagai- 
mana  kerasnya  AS  membalasnya  ke  Af- 
ghanistan, maka  adanya  sikap  yang  revi- 
sionis dari  Megawati  bisa  dimaklumi, 
mengingat  tekanan  yang  begitu  kuat  dari 
dalam  negeri  oleh  -  justru  -  kelompok-ke- 
lompok  di  luar  partai  politik,  seperti  Ma- 
jelis  Ulama  Indonesia  (MUl). 

Yang  kurang  berhasil  dilakukan  oleh 
rezim  Megawati  adalah  bagaimana  me- 
lokalisir  persoalan  terorisme  ini,  atau  mi- 
nimal mengambil  "keuntungan"  positif  da- 
rinya  dalam  konstalasi  hubungan  interna- 
sional.  Keuntungan  yang  dimaksud,  anta- 
ra  lain,  untuk  menyelesaikan  persoalan 
pengungsi  dalam  negeri  atau  yang  ber- 
asal dari  luar  negeri,  menyelesaikan  pe- 
ngungsi Timor  Timur,  atau  mencegah  dunia 
untuk  mengambil  keuntungan  dalam  ka- 
sus  Papua,  Aceh,  atau  Maluku.  Keuntung- 
an politik  itu  bisa  juga  diimbangi  dengan 
keuntungan  ekonomi,  berupa  negosiasi 
untuk  mendapatkan  dana-dana  hibah  ba- 
gi penanganan  kasus-kasus  di  atas,  atau 
rehabilitasi  pemukiman  warga  akibat  tin- 
dak  kekerasan. 

Kegamangan  rezim  Megawati  ini  juga 
ditunjukkan  dengan  liputan  media  yang 
maha  luas  atas  persoalan  terorisme,  serta 
mengaitkannya  dengan  perbenturan  anta- 
ra  Islam  dengan  Barat,  dengan  melupa- 
kan  persoalan  dalam  negeri.  Begitu  juga 
dengan  rencana  sweeping  oleh  Front  Pem- 
bela  Islam  (FPI)  atas  warga  asing  yang 
terkesan  difasilitasi  dengan  luas  oleh  me- 
dia massa,  padahal  tak  satu  pun  kasus 
korban  pengusiran  yang  terjadi  dan  dila- 
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porkan.  Persoalan  terorisme  ini  kemudian 
seakan  berada  di  luar  konteks  persoalan 
riil  yang  dihadapi  oleh  Indonesia,  dan  ini 
berbeda  sekali  dengan  yang  ditunjukkan 
oleh  negara  tetangga  seperti  Pakistan  dan 
Filipina  yang  menggunakan  persoalan  te- 
rorisme ini  untuk  memperkuat  integritas 
nasional  masing-masing,  dan  bukan  ter- 
seok-seok  dalam  arus  yang  dimainkan  me- 
dia massa  global. 

V 

Sidang  Tahunan  MPR  2001  yang  ber- 
langsung  tanggal  1-9  November  2001  ter- 
nyata  kurang  berhasil  membawa  aspirasi 
pembaruan  dalam  momentum  reformasi. 
Pasal-pasal  krusial  yang  menyangkut  pemi- 
lihan  presiden  langsung,  serta  sistem  poli- 
tik  yang  dipakai,  menunjukkan  betapa 
anggota  legislatif  kurang  bekerja  dengan 
balk.  Hal  ini  kemudian  memicu  perten- 
tangan  dengan  Megawati  yang  sempat 
menyindir  anggota  DPR  yang  terpukau 
dengan  euforia  kebebasan  {Kompas,  1 
Desember  2001).  Persoalan  ini  juga  tak 
terlepas  dari  perkeiahian  yang  terjadi 
di  hari  pertama  ST  MPR  2001,  dan  ke- 
mudian kasus  saling  memegang  kerah 
baju  antara  Alvin  Lie  (Fraksi  Reformasi)  dan 
Gusti  Basan  (FPDI  Perjuangan)  dalam  rapat 
Komisi  V  DPR  bersama  Dirut  Jamsostek 
tanggal  28  November.  Megawati  bahkan 
merasa  tidak  mendapat  dukungan  dari 
DPR.  Kekesalan  dan  keluhan  Megawati  itu 
sungguh  beralasan,  sekalipun  juga  harus 
dimengerti  bahwa  dalam  kaitannya  de- 
ngan fungsi  check  and  balance,  anggota 
legislatif  memang  harus  lebih  berani  dan 
bebas  dalam  menyampaikan  kritiknya  ke- 
pada  pemerintah. 


ST  MPR  2001  menunjukkan  betapa  per- 
soalan kerakyatan  sedikit  sekali  menda- 
patkan  pembahasan,  ketimbang  persoal- 
an elite  yang  menyita  waktu.  Laporan  Me- 
gawati sendiri  disambut  dengan  ungkap- 
an  "haram  maklum^  karena  memang  baru 
terbentuk  tiga  bulan  sebelumnya.  Sikap 
kurang  kritis  dBxr  legislatif  ini,  yang  kenuF 
dian  juga  makin  terlihat  pasca  terbong- 
karnya  keterlibatan  Akbar  Tandjung  dalam 
kasus  penyelewengan  dana  nonbudgeter 
Bulog,  menunjukkan  betapa  proses  politik 
yang  terbangun  sangat  pragmatis,  dengan 
mempertimbangkan  posisi  masing-masing. 

Secara  keseluruhan,  perkembangan  po- 
litik selama  tiga  bulan  ini,  yang  juga  lima 
bulan  rezim  Megawati,  baru  berhasil  men- 
capai  stabilitas  politik  semu.  Stabilitas  po- 
litik itu  akan  kembali  terganggu  apabila 
ada  di  antara  aktor-aktor  politik  yang  me- 
micunya,  berdasarkan  isu  apapun.  Ter- 
tangkapnya  Tommy  Soeharto  membuka 
peluang  untuk  melemparkan  persoalan  po- 
litik tertentu  kepada  Tommy  Soeharto,  se- 
kaligus  kepada  Abdurrahman  Wahid  yang 
pernah  bertemu  di  Hotel  Borobudur  se- 
belum  Tommy  kabur.  Sementara  kasus 
Akbar  Tandjung  belum  begitu  jelas  keber- 
adaannya. 

Konflik  dalam  intern  partai  politik,  mi- 
salnya  di  PKB,  PBB  dan  PPP,  serta  po- 
tensi  konflik  di  PDI  Perjuangan  (menyang- 
kut fungsionaris  loyal  dan  oportunis)  dan 
di  Partai  Golkar  (pro-kontra  Akbar  Tan- 
djung) juga  akan  membawa  pengaruh 
pada  perkembangan  politik  selanjutnya. 
Dan  selama  Megawati  dan  Hamzah  Haz 
tidak  melepaskan  kedudukannya  sebagai 
Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta  Ketua 
Umum  PDI  Perjuangan  dan  Ketua  Umum 
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PPP,  akan  sulit  juga  untuk  mencegah  ma- 
suknya  persoalan-persoalan  internal  itu  da- 
lam  urusan  kenegaraan.  Belum  lagi  pada 
persoalan  daiam  tubuh  PKB  yang  terke- 
san  menunjukkan  berpihaknya  negara  ke- 
pada  salah  satu  kubu  yang  bertikai,  seper- 
ti  yang  disinyalir  Abdurrahman  Wahid  dan 
dibantah  oleh  Menko  Polkam  Susilo  Bam- 
bang  Yudhoyono,  juga  menyimpan  sejum- 
lah  kendala  politik. 

Hal  ini  menegaskan  bahwa  progresifi- 
tas  yang  ditunjukkan  oleh  rezim  Megawati, 
baik  lewat  pidato-pidatonya  yang  refor- 
mis,  maupun  dalam  upaya  membuat  UU 
atau  mengajukan  RUU,  baru  sebatas  re- 


torika  dan  'peraturan,  belum  masuk  ke  ta- 
hap  pelaksanaan  di  lapangan.  Taruhan  ter- 
besar  rezim  Megawati  adalah  melaksana- 
kan  retorika  yang  dimainkan  itu,  teruta- 
ma  menyangkut  pemenuhan  kebutuhan 
standar  minimum  ekonomi  rakyat,  maupun 
penyelesaian  konflik  jangka  pendek  dan 
menengah  yang  terjadi  di  daerah. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Indonesia:  Tenggelam  Berdiri 

Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PENDAHULUAN 

KONDISI  kepemimpinan  Megawati 
setelah  berumur  tiga  bulan  ternya- 
ta  tidak  seoptimis  permulaannya 
yang  begitu  menjanjikan.  Kabinet  yang  di- 
harapkan  dapat  mengembalikan  keper- 
cayaan  masyarakat,  ternyata  tidak  marti- 
pu  untuk  merumuskan  maupun  mengim- 
plementasikan  kebijakan-kebijakan  pen- 
ting  secara  transparan  dan  terkoordinasi. 

Dari  sisi  ekonomi,  tampaknya  Indo- 
nesia masih  harus  berhubungan  dengan 


lembaga-lembaga  donor  asing.  IMF  men- 
desak  agar  Letter  of  Intent  (Lol)  keempat 
segera  ditandatangani,  sebagai  akibat 
dari  perkembangan  dunia  yang  membuat 
asumsi-asumsi  dalam  Lol  sebeTumnya 
tampak  terlalu  optimis.  Selain  itu,  bantu- 
an  yang  diberikan  oleh  CGI  lebih  kecil 
daripada  sebelumnya  namun  dengan  sya- 
rat-syarat  yang  lebih  ketat.  Namun  ber- 
beda  dengan  sebelumnya,  bantuan  dari 
IMF  dan  CGI  tersebut  diberikan  tanpa 
adanya  prasyarat  berupa  reformasi  di  da- 
lam negeri. 
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Dalam  jangka  panjang,  pendekatan 
pemerintah  yang  lambat  ini  tidak  da- 
pat  dibiarkan.  Terlebih  dengan  kondisi 
perekonomian  dunia  yang  menurun,  pe- 
merintah diharapkan  dapat  memenuhi 
target  revisi  pertumbuhan  tahun  2002  ini 
sebesar  3,5  persen.  Untuk  itu,  pemerin- 
tah harus  melakukan  agenda  reforniasi 
pada  sumber-sumber  pertumbuhan  dalam 
negeri  seperti  investasi,  pengeluaran  pe- 
merintah dan  konsumsi  swasta.  Kaiau  ti- 
dak, maka  kita  harus  mengandalkan  per- 
baikan  sektor  ekspor  yang  sangat  ber- 
gantung  pada  perbaikan  ekonomi  du- 
nia. Indonesia  juga  tampaknya  tidak  siap 
dalam  membayar  beban  utang  yang 
akan  jatuh  tempo  pada  tahun  2004, 
yang  pembayaran  bunganya  sudah  men- 
capai  17  persen  dari  penerimaan.  Wa- 
lauputi  prioritas  tertinggi  diberikan  un- 
tuk mengurangi  beban  utang  melaiui 
rescheduling,  pemerintah  harus  mulai  da- 
pat  memperluas  tax  base  dan  mem- 
perbaiki  penerimaan,  sehingga  dapat 


menciptakan  surplus  anggaran  yang  di- 
perlukan  untuk  menghapus  utang. 

PERTUMBUHAN  EKONOMI:  PER- 
LAHAN  MENURUN 

Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  me- 
nurun  perlahan.  Sampai  dengan  bulan 
September  2001,  pertumbuhan  PDB  ada- 
lah  sebesar  3,3  persen,  yang  berarti  le- 
bih  rendah  daripada  angka  sebelumnya 
(4,6  persen)  pada  periode  yang  sama 
tahun  2000.  Pertumbuhan  yang  lambat 
irii  terutama  disebabkan  oleh  menu- 
runnya  investasi.  Penurunan  terakhir  da- 
lam ekspor  dan  ekspektasi  konsumen 
akan  memberikan  tekanan  pada  per- 
tumbuhan kuartal  keempat,  dan  akan 
beruntung  jika  pemerintah  dapat  men- 
capai  target  pertumbuhan  3,5  persen 
untuk  tahun  tersebut. 

Berdasarkan  label  1,  pertumbuhan  me- 
nurun  dari  4,6  persen  pada  tiga  kuartal 


label  1 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  SEKTOR  (%  PERUBAHAN) 

%  Perubahan  Kontribusi  terhadap 

Pertumbuhan  (%) 


Q1-Q3  2000      Q1-Q3  2001        Q1-Q3  2000     Q1-Q3  2001 

vs.  vs.  vs.  vs. 

Q1-Q3  1999      Q1-Q3  2000       Q1-Q3  1999     Q1-Q3  2000 


Pertanian 

(0,5) 

0,9 

(2,0) 

5,0 

Pertambangan 

1,6 

0,0 

3,0 

0,0 

Industri  Pengolahan 

6,8 

4,6 

38,0 

36,0 

Listrik,  Gas  dan  Air 

9,2 

8,7 

3,0 

4,0 

Bangunan 

8,7 

,6 

11,0 

3,0 

Perdagangan,  Hole!  &  Restoran 

5,7 

5,5 

19,0 

26,0 

Transportasi  &  Konnunikasi 

9,9 

6,7 

15,0 

15,0 

Keuangan 

5,3 

2,7 

8,0 

6,0 

Jasa 

2,2 

1,7 

5,0 

5,0 

PDB 

4,6 

3,3 

100,0 

100,0 

Sumber.  Badan  Pusat  Slatislik,  Berita  Resmi  Statistik  No.  33/IV/15  November  2001. 
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pertama  tahun  2000  menjadi  3,3  per- 
sen  pada  tiga  kuartal  pertama  tahun 
2001.  Kecuali  untuk  sektor  pertanian,  se~ 
mua  sektor  mencatat  pertumbuhan  yang 
lebih  lambat  pada  tiga  kuartal  pertama 
tahun  2001  dibandingkan  dengan  perio- 
de  yang  sama  tahun  sebelumnya.  Pe- 
nurunan  pertumbuhan  ini  terlihat  jelas 
pada  sektor  bangunan,  yang  menga- 
lami  penurunan  tajam  dari  8,7  persen 
menjadi  1,6  persen. 

Dari  sisi  pengeluaran,  penurunan  pa- 
da sembilan  bulan  pertama  tahun  2001 
dibandingkan  dengan  periode  yang  sa- 
ma tahun  2000  terutama  disebabkan 
oleh  merosotnya  investasi  (dari  18,7  per- 
sen pada  sembilan  bulan  pertama  ta- 
hun 2000,  menjadi  5  persen  pada  sem- 
bilan bulan  pertama  tahun  2001),  dan 
oleh  penurunan  yang  kecil  pada  ekspor 
dari  16,7  persen  menjadi  14  persen  (li- 
hat  label  2).  Sementara  itu,  pcngeluar 
an  untuk  impor  meningkat  drastis  se- 


lama  periode  tersebut,  dan  konsumsi 
(baik  swasta  maupun  pemerintah)  juga 
meningkat  (lihat  Tabel  2). 

PERKEMBANGAN  MONETER 

Tidak  efektifnya  kebijakan  moneter 
mendorong  inflasi  dan  tingkat  suku  bu- 
nga  membumbung  tinggi.  Bank  Indonesia 
menggunakan  tingkat  suku  bunga  yang 
impoten  untuk  memperbaiki  pertambah- 
an  uang  beredar  yang  sebenarnya  telah 
melebihi  target,  Tekanan  untuk  cost-push 
inflation  akan  berlanjut  tahun  2002  ini 
ketika  pemerintah  melakukan  pemotong- 
an  anggaran  untuk  subsidi  BBM  dan  lis- 
trik.  Tidak  ada  tanda-tanda  kebijakan 
moneter  yang  pasti,  sehingga  target  in- 
flasi pemerintah  sebesar  9  persen  tam- 
pak  optimis  dan  inflasi  dua  digit  sangat 
mungkin  terjadi.  Sementara  itu,  kondisi 
ekonomi  yang  memburuk  mengguncang 
pertumbuhan  kredit,  nilai  tukar  dan  bursa 
saham. 


Tabel  2 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  PENGELUARAN  (%  PERUBAHAN) 


%  Perubahan  Kontribusi  terhadap 

Pertumbuhan* 


Q1-Q3  2000 
vs. 

Q1-Q3^.1999 

Q1-Q3  2001 
vs. 

Q1-Q3  2000 

Q1-Q3  2000 
vs. 

Q1-Q3  1999  - 

Q1-Q3  2001 
vs. 

Q1-Q3  2000 

Konsumsi  Swasta 

3,3 

5,9 

28,0 

93,0 

Pengeluaran  Pemerintah 

4,7 

7,3 

4,0 

12,0 

Pertambahan  Modal 

18,7 

5,0 

44,0 

25,0 

Eksppr  Barang  dan  Jasa 

16,7 

14,0 

48,0 

83,0 

Impor  Barang  dan  Jasa 

9,7 

23,1 

(24,0) 

(113,0) 

PDB 

4,6 

3,3 

100,0 

100,0 

Catatan:  *Tidak  termasuk  perubahan  stok. 

Sumber:  Badan  Pusat  Statlstik,  Berita  Resmi  Statistii<  No.  33/IV/15  November  2001. 
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inflasi  dan  Suku  Bunga 

Inflasi  diperkirakan  tetap  bertahan  pa- 
da  angka  13  persen  hingga  akhir  tahun 
(lihat  Crafik  1).  Jika  Bank  Indonesia  (Bl) 
tidak  terus  memantau  uang  beredar  dan 
pemerintah  tidak  memperbaiki  kondisi 
perbankan  dan  tingkat  suku  bunga,  ma- 
ka  inflasi  akan  bertahan  pada  tingkat 
yang  lebih  tinggi  daripada  target  peme- 
rintah untuk  tahun  2002  ini  sebesar  9 
persen. 

Inflasi  dua  digit  adalah  akibat  dari 
pertumbuhan  uang  beredar  yang  berle- 
bih  dan  tidak  efektifnya  kebijakan  ting- 
kat suku  bunga.  Hal  ini  seiring  dengan 
memburuknya  perekonomian  yang  men- 
dorong  arus  modal  keluar  berkepan- 
jangan  sebesar  US$8-10  milyar  per  ta- 
hun, dan  meningkatnya  cash  in  circula- 
tion sebagai  akibat  dari  pilihan  masya- 

Grafik  ^ 


rakat  untuk  membelanjakan  uangnya  un- 
tuk barang  konsumsi  daripada  menyim- 
pan  di  bank. 

Tampaknya  kebijakan  moneter  sama 
sekali  tidak  efektif  -  Bl  mengabaikan 
peningkatan  uang  beredar  yang  berle- 
bihan  namun  melakukan  pengetatan  sim- 
bolis  terhadap  tingkat  suku  bunga  (lihat 
Crafik  2).  Dengan  tekanan  politik  yang 
dihadapi  oleh  Bl,  maka  tingkat  suku  bu- 
nga akan  tetap  flat  selama  beberapa 
waktu  ke  depan,  dan  penurunan  tingkat 
suku  bunga  tentunya  akan  meningkatkan 
inflasi  dan  depresiasi  nilai  tukar. 

Rupiah  dan  IHSG 

Kegagalan  pemerintahan  Megawati 
dalam  menata  perekonomian  dan  mem- 
buat  keputusan-keputusan  penting  yang 


LAJU  INFLASI  TAHUNAN 


Sumber.  Badan  Pusat  Statistik,  Berita  Slatistil<,  berbagai  edisi. 
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Grafik  2 
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Sumber.  Bank  Indonesia. 


bernilai  politis  -  terutama  yang  berkait- 
an  dengan  restrukturisasi  dan  penjualan 
aset  -  telah  menurunkan  kepercayaan 
publik.  Hal  tersebut,  ditambah  lagi  de- 
ngan pertumbuhan  uang  beredar,  telah 
menyebabkan  nilai  tukar  terdepresiasi 
kembali  (lihat  Grafik  3).  Nilai  tukar  turun 
pada  tingkat  Rp.1 0.500/US$  pada  bu- 
lan  Novennber  2001,  setelah  menguat 
pada  tingkat  Rp.  8.500/US$  ketika  Me- 
gawati dilantik  menjadi  Presiden. 

Jika  prospek  nilai  tukar  untuk  jangka 
pendek  bergantung  pada  kondisi  poli- 
tik  dan  keamanan,  prospek  jangka  me- 
nengah  dan  panjang  lebih  dipengaruhi 
oleh  fundamental  moneter.  Tampaknya 
sentimen  pasar  maupun  kebijakan  mo- 
neter tidak  menunjukkan  akan  ada  per- 
baikan  dalam  jangka  pendek,  sehingga 
rupiah   diperkirakan   akan   berada  di 


kisaran  Rp.1 1 .000/US$  untuk  tiga  bulah 
mendatang. 

Beberapa  bulan  belakangan  ini,  ting- 
ginya  ketidakpastian  politik  akibat  se- 
rangan  teroris  di  Amerika  Serikat,  ren- 
dahnya  kinerja  bursa  saham  dunia,  dan 
ketidakpastian  pada  agenda  pemerintah, 
telah  membuat  pasar  modal  menjadi  ter- 
puruk  (lihat  Grafik  4).  Setelah  meningkat 
dari  400  menjadi  sekitar  440  akibat 
adanya  pemerintahan  baru  pada  bulan 
Agustus,  bursa  saham  turun  menjadi  se- 
kitar 380-390  pada  bulan  Oktober  2001, 
dan  turun  lagi  ke  tingkat  360-380  pada 
bulan  November  2001.  Pasar  modal  tam- 
paknya khawatir  akan  kinerja  kabinet  ba- 
ru, terutama  dengan  lambatnya  proses 
penjualan  aset  dan  restrukturisasi.  Pen- 
dekatan  wait-and-see  dari  investor  asing 
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terhadap  kinerja  pemerintahan  Megawati 
dan  ekspektasi  bahwa  tingkat  suku  bu- 
nga  untuk  sementara  akan  tetap  ting- 


gi  tentu  akan  menghambat  peningkatan 
signifikan  dalam  indeks  untuk  beberapa 
bulan  ke  depan. 


Grafik  3 
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NERACA  PEMBAYARAN 

Pada  bulan  September  2001,  nilai 
ekspor  jatuh  pada  tingkat  terendah  (li- 
hat  Grafik  5).  Total  ekspor  masih  lebih 
tinggi  daripad?  estimasi  pemerintah  se- 
besar  US$49  milyar,  namun  lebih  rendah 
dibandingkan  tahun  2000  yang  lalu.  Impor 
juga  mengalami  penurunan,  namun  tidak 


cukup  rendah,  sehingga  total  neraca 
perdagangan  tampaknya  akan  memburuk 
untuk  tahun  2001.  Dalam  sembilan  bulan 
pertama  tahun  2001,  ekspor  turun  men- 
jadi  US$43,7  milyar  atau  5  persen  lebih 
rendah  daripada  periode  yang  sama  ta- 
hun sebelumnya.  Ekspor  non-migas  yang 
sebagian  besar  terdiri  dari  barang  manu- 
faktur  turun  sebesar  9  persen,  sementara 
ekspor  migas  relatif  stabil  (Grafik  6). 


Grafik  5 


(40.0)  J 

Sumber:  Badan  Pusat  Statlstik,  Berita  Statistik,  berbagal  edisi. 
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Grafik  7 

JMPOR  MENURUT  KATEGORI  (US$  Milyar) 


Sumber.  Badan  Pusat  Statist! k,  Berita  Statistik,  berbagai  edisi. 


Impor  kuartal  ketiga  tahun  2001  tumn 
sebesar  18  persen  akibat  depresiasi  nilai 
tukar  rupiah/US$  tahun  2001  sebesar  20 
persen,  dan  pertumbuhan  domestik  yang 
lebih  lambat  (estimasi  3,5  persen  untuk 
tahun  2002  ini  dibandingkan  dengan  4,8 
persen  untuk  tahun  2001  lalu).  Berdasar- 
kan  penggunaannya,  77  persen  dari  to- 
tal impor  adalah  impor  bahan  mentah 
dan  bahan  setengah  jadi  yang  merupa- 
kan  penyebab  utama  turunnya  impor; 
16  persen  adalah  barang  modal  dan  7 
persen  sisanya  adalah  barang  konsumsi 
(lihat  Grafik  7).  Impor  kuartal  keempat 
tahun  2001  diperkirakan  turun  namun  tidak 
sebesar  pada  kuartal  ketiga;  impor  ba- 
rang konsumsi  dan  barang  modal  tidak 
akan  turun  terlalu  jauh  dan  impor  bahan 
baku  sudah  mendekati  tahap  kritis. 


Rata-rata  kurs  Rp/US$  untuk  tahun  2001  di- 
bandingkan dengan  rata-rata  tahun  2000. 


Neraca  Modal:  Aliran  Keluar  Modal 
Netto 


Besarnya  outflow  dari  modal  swasta 
dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini 
masih  berlangsung  (lihat  Grafik  8).  Capital 
outflow  untuk  semester  pertama  tahun  ini 
adalah  sebesar  US$5  milyar,  di  mana  80 
persennya  merupakan  penanaman  mo- 
dal asing  (PMA).  Sementara  itu,  modal 
masuk  "resmi"  (pinjaman)  hanya  sedikit 
lebih  tinggi  daripada  pembayaran  utang. 
Akibatnya,  secara  keseluruhan  neraca 
modal  kita  memburuk.  S&P  {Standard  & 
Poor)  baru-baru  ini  menurunkan  sovereign 
credit  rating  Indonesia  menjadi  CCC;  pa- 
ra donor  telah  meningkatkan  syarat-sya- 
rat  pinjaman  (lihat  bagian  pembahasan 
tentang  "Lembaga-lembaga  Donor");  dan 
para  investor  asing  menghadapi  kondisi 
investasi  yang  lemah. 
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Grafik  8 


ALIRAN  MODAL  SWASTA 
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Sumber.  Bank  Indonesia,  Statistik  Ekonomi  Keuangan  Indonesia,  berbagai  edisi 


PERKEMBANGAN  FISKAL 

Pembiayaan  defisit  anggaran  yang  di- 
targetkan  sebesar  3,7  persen  dari  PDB 
tampaknya  akan  menjadi  momok  bagi 
pemerintah.  Anggaran  tahun  2002  telah 
disepakati  oleh  DPR  dengan  beberapa 
perubahan.  Target  defisit  sebesar  2,5 
persen  dari  PDB  terlihat  cukup  optimis 
mengingat  masalah  yang  dihadapi  pe- 
merintah untuk  membiayai  defisit  tahun 
2001  dan  lambatnya  refornnasi  ekonomi. 


Anggaran  Pemerintah  Tahun  2001: 
Membiayai  Kerugian? 

Defisit  anggaran  pemerintah  yang  sem- 
pat  mengalami  revisi  menjadi  5,2  per- 
sen dari  PDB  berhasil  diturunkan  kemba- 
li  ke  posisi  awal  sebesar  3,7  persen  dari 
PDB.  Namun  kemudian  timbul  masalah 
dalam  pembiayaan  defisit  anggaran  ter- 
sebut.  Perkiraan  penerimaan  sebesar 
Rp.  6,5  trilyun  dari  privatisasi  beberapa 


BUMN  belum  bisa  direalisasikan.  Renca- 
na  penjualan  51  persen  saham  pemerin- 
tah di  PT  Semen  Gresik  kepada  Cemex 
masih  tertunda  sampai  saat  ini.  Namun 
pemerintah  masih  mencoba  mengusulkan 
beberapa  langkah  solusi  untuk  kasus  ini 
yang  kelihatannya  mustahil  dilakukan. 
BPPN,  di  lain  pihak,  merencanakan  akan 
merealisasikan  Rp.  24  trilyun  dari  total 
Rp.  27  trilyun  yang  harus  disumbangkan- 
nya  untuk  anggaran.  Dalam  kasus  pen- 
jualan BCA,  setelah  mengalami  penunda- 
an  selama  satu  tahun,  kini  baru  diumum- 
kan  daftar  nama  sembilan  calon  pem- 
beli,  sehingga  tampaknya  penjualannya 
tidak  akan  selesai  dalam  waktu  dekat  ini. 

Dengan  adanya  kekhawatiran  bahwa 
sumber  dana  pembiayaan  domestik  tidak 
berhasil  didapat,  pemerintah  harus  me- 
lakukan  perhitungan  yang  matang  dan 
menunda  berbagai  pembayaran  untuk  ta- 
hun 2002.  Salah  satunya  adalah  pengu- 
muman  pemerintah  mengenai  rencana 
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penjuaian  sejumlah  kecil  obligasi  peme- 
rintah kepada  daerah.  Namun  hal  ini  ha- 
nya  akan  menjadi  beban  untuk  anggaran 
tahun  berikutnya. 


RAPBN  2002:  Pengesahan  DPR 

Menjelang  akhir  Oktober  2001,  DPR 
menyetujui  RAPBN  untuk  tahun  2002,  yang 
ditargetkan  mengalami  defisit  sebesar  2,5 
persen  dari  PDB  atau  senilai  Rp.  42,1 
trilyun  setelah  beberapa  revisi.  Kondisi 
ekonomi  dunia  yang  diperkirakan  melemah 
tahun  2002  ini  mendorong  pemerintah  un- 
tuk mengubah  beberapa  asumsi  dalam 
anggarannya.  Pertumbuhan  ekonomi  di- 
revisi  menjadi  4  persen;  laju  inflasi  me- 
ningkat  jadi  9  persen;  nilai  tukar  diperki- 
rakan lebih  lemah  menjadi  Rp.  9.000/US$; 
dan  estimasi  tingkat  suku  bunga  resmi 
tetap  14  persen.  Produksi  minyak  diasum- 
sikan  mencapai  1,32  juta  barrel  per  had, 
sedangkan  perkiraan  harga  minyak  tetap 
pada  angka  US$22/barrel. 

Total  pengeluaran  pemerintah  naik  se- 
besar 3,5  persen  dari  semula,  yang  se- 
bagian  besar  akan  dipergunakan  untuk 
pembiayaan  program  desentralisasi  dan 
pengeluaran  pembangunan.  Untuk  meng- 
imbangi  kenaikan  pengeluaran  tersebut, 
pemerintah  berencana  menaikkan  peneri- 
maan  pajak  dan  bukan  pajak.  Karena  pen- 
dapatan  dari  migas  tidak  dapat  diandal- 
kan,  Menteri  Keuangan  Boediono  menge- 
tengahkan  kemungkinan  adanya  dana  con- 
tingency untuk  menutupi  penerimaan  bu- 
kan pajak,  walaupun  belum  jelas  sumber 
dana  contingency  tersebut. 


Lembaga-lembaga  Donor:  Banyak- 
nya  Pemberian  Pinjaman  Saat  Ini 

Banyaknya  tawaran  bantuan  yang  da- 
tang  ke  Indonesia  tidak  boleh  membuat 
pemerintah  lengah  dalam  melaksanakan 
reformasi  jika  ingin  bantuan  tersebut  di- 
cairkan.  Indonesia  baru  saja  menandata- 
ngani  Lol  keempat  dengan  jarak  waktu 
tiga  bulan  dari  Lol  sebelumnya.  Kesepa- 
katan  terakhir  ini  merupakan  kesempat- 
an  kedua  setelah  program  pemerintah  di- 
anggap  gagal  oleh  tim  evaluasi  IMF.  Lol 
keempat  yang  ditandatangani  ini  jauh  ber- 
beda  dengan  Lol  yang  ketiga,  yaitu  men- 
cakup  4  bagian:  (1)  kebijakan  fiskal  dan 
moneter,  (2)  reformasi  sektor  keuangan, 
(3)  privatisasi,  pemulihan  aset  dan  restruk- 
turisasi  utang,  dan  (4)  reformasi  di  bidang 
pemerintahan  dan  hukum.  Sebagai  tam- 
bahan,  dalam  Lol  keempat  ini  terdapat 
klausul  yang  mengharuskan  Indonesia  di- 
monitor  oleh  IMF  agar  rescheduling  ta- 
hun 2002  dapat  dilakukan  pada  perte- 
muan  Paris  Club. 

Kesepakatan  dengan  IMF  yang  berni- 
lai  US$400  juta  ini  berbarengan  dengan 
tawaran  bantuan  oleh  CGI  sebesar  US$3,14 
milyar  yang  dijadwalkan  cair  tahun  2002 
ini.  Bantuan  CGI  ini  nilainya  lebih  kecil 
daripada  tahun  lalu  namun  dengan  per- 
syaratan  yang  lebih  ketat.  Menteri  Keuang- 
an Boediono  mengatakan  bahwa  komit- 
men  yang  lebih  kecil  ini  merefleksikan 
estimasi  defisit  anggaran  yang  lebih  ke- 
cil dan  berkurangnya  beban  utang  Indo- 
nesia di  masa  mendatang.  Namun,  dapat 
juga  diartikan  bahwa  para  donor  telah 
kehilangan  kesabaran  atas  lambatnya  re- 
formasi di  Indonesia,  sehingga  persyaratan 
utang  pun  diperketat. 


Mendeteksi  Pengaruh  Peristiwa 
11  September  2001  terhadap 
Ekonomi  Nasional* 

Iwan  Jaya  Azis 

Dalam  situasi  di  mana  faktor  eksternal  kurang  menguntungkan  seperti  yang 
terjadi  sekarang  ini  sebagai  akibat  dari  peristiwa  11  September  2001,  banyak 
negara  mengalihkan  perhatian  kekuatan  ekonomi  domestiknya,  baik  melalui  penu- 
runan  pajak  maupun  kenaikan  pengeluaran  pemerintah.  Kebijakan  anggaran  yang 
ekspansif  tentu  akan  memberikan  hasil  yang  positif  dari  segi  ekonomi  makro,  pe- 
merataan,  kesempatan  kerja  dan  kemiskinan.  Hanya  saja,  kebijakan  anggaran 
yang  ekspansif  tersebut  memerlukan  pra-kondisi  berupa  penjadwalan  utang. 
Sejauh  restrukturisasi  utang  tak  berhasil  dilakukan,  praktis  tak  satu  pun  kebijak- 
an dapat  efektif,  sebaik  dan  sesemp'urna  apapun  kebijakan  tersebut. 


PENDAHULUAN 

DALAM  keadaan  normal  pun,  ti- 
dak  niudah  memprediksi  kondi- 
si  ekononni  suatu  negara.  Jumlah 
dan  jenis  ketidakpastian  sangat  banyak. 
Setelah  peristiwa  11  September  2001,  ke- 
sulitan  makin  bertambah.  Namun,  bagai- 
manapun  juga  membuat  prediksi  dan 
mendeteksi  pengaruh  suatu  kejutan  se- 
perti peristiwa  11  September  2001  tetap 
bermanfaat.  Paling  tidak,  prediksi  terse- 
but dapat  memberikan  referensi  berupa 
skenario  yang  kemudian  bisa  digunakan 
untuk  mencermati  berbagai  trade-offs  da- 


Makalah  yang  disajikan  dalam  Seminar  Na- 
sional "Dampak  Tragedi  WTC  terhadap  Pereko- 
nomian  Indonesia  dan  Wacana  Program  Aksi  Pe- 
merintah", yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas 
Ekonomi  Universitas  Indonesia  di  Jakarta,  13  No- 
vember 2001. 


lam  rangka  mencari  kebijakan  untuk  mern- 
perkecil  dampak  kejutan  (perturbation). 

PROGNOSIS  KONDISI  EKSTERNAL 

Dua  menara  sukses  ekonomi  AS  se- 
lama  dasawarsa  terakhir  adalah  kenaik- 
an ekonomi  tinggi  tanpa  inflasi,  dan  ke- 
naikan produktivitas  yang  cepat  sejak 
pertengahan  1990-an  (di  atas  1,5  persen 
per  tahun).  Investasi  tinggi  di  tahun  1990- 
an  memberi  kontribusi  besar  pada  ke- 
naikan produktivitas.  Data  terakhir  se- 
lama  triwulan  III  tahun  2001  (termasuk 
bulan  September)  masih  menunjukkan 
kenaikan  produktivitas  tinggi.  Penurunan 
angka-angka  agregat  juga  belum  terlalu 
luar  biasa.  Misalnya,  pertumbuhan  eko- 
nomi negatif  hanya  0,4  persen  selama 
kuartal  III,  lebih  kecil  dibandingkan  de- 
ngan  prediksi  semula. 
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Salah  satu  faktor  yang  memungkinkan 
kenaikan  produktivitas  tentu  saja  kema- 
juan  teknologi.  Namun,  faktor  teknologi 
tidak  berdiri  sendiri.  Dia  memerlukan  sum- 
ber  daya  yang  tidak  hanya  manusia  dan- 
otak  (SDM),  namun  juga  dana.  Menurun- 
nya  anggaran  militer  sejak  perang  di- 
ngin berakhir  memberi  ruang  lebih  besar 
bagi  pengeluaran  non-militer,  termasuk 
infrastruktur  yang  sangat  diperlukan  ba- 
gi kemajuan  teknologi  dan.  peningkatan 
produktivitas.  Dengan  demikian,  episode 
1990-an  dapat  disebut  sebagai  Peace 
Dividend. 

Banyak  negara  lain  juga  mengalami 
hal  serupa.  Mereka  telah  menikmati  man- 
faat  suatu  perubahan  mendasar  dalam 
alokasi  sumber  sejak  awal  1990-an,  kare- 
na  berakhirnya  perang  dingin.  Perubahan 
tersebut  menghasilkan  tidak  hanya  per- 
tumbuhan  ekonomi,  namun  juga  perbaik- 
an  produktivitas,  kenaikan  konsumsi  da- 
lam negeri,  investasi,  dan  impor  barang 
non-militer.  Itulah  sebabnya,  berdasarkan 
semua  data  yang  ada,  interaksi  perda- 
gangan  dan  investasi  antarnegara  naik 
pesat  sejak  perang  dingin  berakhir. 

Kejutan  peristiwa  11  September  2001 
mengubah  semuanya.  Dalam  waktu  sing- 
kat,  anggaran  militer  menduduki  posisi 
penting  lagi.  Perubahan  komposisi  dra- 
matis semacam  ini  akan  memberi  dam- 
pak  serius  tidak  hanya  bagi  AS  saja,  na- 
mun juga  bagi  negara  lain.  Porsi  anggar- 
an militer  yang  menurun  sejak  berakhir- 
nya perang  dingin,  mulai  bergerak  naik 
dengan  cepat  (Military  Keynesianism),  se- 
hingga  kalaupun  resesi  panjang  dapat 
dicegah  melalui  kebijakan  anggaran  eks- 
pansif,  kontribusi  terhadap  perbaikan 


tingkat  hidup  masyarakat  tidak  akan  ba- 
nyak. Kenaikan  produktivitas  tinggi,  yang 
dalam  dasawarsa  terakhir  menjadi  de- 
terminan  utama  dari  the  new  economy 
(pertumbuhan  tinggi  dengan  inflasi  ren- 
dah),  akan  makin  sulit  dipertahankan. 
Trend  permintaan  impor  dan  investasi  ju- 
ga akan  sangat  berbeda  dengan  yang 
terjadi  selama  dasawarsa  terakhir.  jadi, 
dampak  terhadap  negara  lain  termasuk 
Indonesia  tidak  dapat  diekstrapolasi  se- 
kadar  berdasarkan  data  masa.lalu. 

Perubahan  drastis  dalam  komposisi 
anggaran  mempunyai  ramifikasi  yang  se- 
benarnya  jauh  lebih  besar  daripada  se- 
kadar  angka-angka  agregat.  Faktor  peng- 
ganda (multiplier)  berperan  penting  me- 
lalui pengaruh-balik  (feedback  effect)  dan 
dampak  tidak-langsung  (indirect  effect). 
Jenis  pengaruh  ini  bisa  lebih  besar  dari- 
pada pengaruh  langsungnya. 

Tentu  saja  faktor  pengganda  juga  ber- 
fungsi  pada  ekspansi  anggaran.  Penge- 
luaran US$1  juta  untuk  suatu  kegiatan 
akan  mendorong  kegiatan  lain,  sehingga 
pengaruh  totalnya  menjadi  lebih  besar. 
Namun,  banyak  studi  telah  membuktikan 
dengan  jelas  bahwa  ekspansi  di  sektor 
militer  mempunyai  nilai  pengganda  yang 
jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  eks- 
pansi di  sektor  non-militer  (lihat  misalnya 
studi  authorative  dari  Lawrence  Klein 
tentang  Peace  Dividend).  Corak  Military 
Keynesianism  selalu  lebih  didasarkan  pa- 
da  faktor  politik  daripada  pertimbangan 
sosial-ekonomi. 

Jadi,  dalam  beberapa  tahun  menda- 
tang  kondisi  eksternal,  khususnya  di  AS 
dan  beberapa  negara  maju  lainnya, 
akan  herein:  (1)  kurang  "bersahabat"  ter- 
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hadap  perbaikan  taraf  hidup  masyara- 
kat,  yang  berarti  tidak  banyak  dapat 
diharapkan  dari  kenaikan  konsumsi,  in- 
vestasi  dan  impor  mereka;  dan  (2)  dam- 
pak  kuantitatifnya  terhadap  negara  lain 
termasuk  Indonesia  makin  tidak  dapat 
diekstrapolasi  sekadar  berdasarkan  per- 
kembangan  masa  lalu.  Di  samping  itu, 
unsur  ketidakpastian  juga  makin  ba- 
nyak. Akibat  langsung  dari  ketidak- 
pastian ini  sudah  tercermin  melalui  pe- 
nangguhan  rencana  investasi  atau  eks- 
pansi  investor  di  hampir  semua  nega- 
ra. Implikasi  kongkretnya  mudah  didu- 
ga:  penurunan  minat  investasi,  penurun- 
an  potensi  impor  dari  negara  lain,  dan 
pemilik  modal  yang  melakukan  substi- 
tusi  portofolio,  termasuk  pengalihan  ke 
negara  lain  yang  mereka  anggap  mem- 
punyai  premium  risiko  {risk  premium)  le- 
bih  rendah. 

MENDETEKSI  PENGARUH  TER- 
HADAP EKONOMI  DOMESTIK 

Dari  berbagai  laporan  dan  tulisan 
yang  terbaca,  dampak  langsung  peris- 
tiwa  11  September  2001  terhadap  eko- 
nomi  Indonesia  sudah  terasa  di  bidang 
perdagangan-  internasional,  khususnya 
ekspor,  dan  pelarian  modal,  penang- 
guhan  rencana  pemasukan  modal  dari 
luar,  serta  kenaikan  premium  risiko.  Ji- 
ka  ini  benar,  yang  menjadi  pertanyaan 
adalah,  bagaimana  kita  dapat  men- 
deteksi  pengaruhnya  terhadap  ekono- 
mi  secara  keseluruhan,  dan  tindakan 
ata-u  kebijakan  apa  yang  dapat  mem- 
perkecil  pengaruh  negatif  gejala  tersebut. 

Kalaupun  kita  tahu  parameter  atau 
variabel  yang  secara  langsung  terkena 


dampak  peristiwa  11  September  2001, 
kesulitan  muncul  bila  kita  ingin  mem- 
perhitungkan  pengaruh  tidak  langsung 
dari  kejutan  tersebut.  Kalaupun  faktor 
pengganda  dapat  dihitung,  persoalan- 
nya  informasi  yang  digunakan  untuk 
menghitung  sering  tidak  komprehensif 
dan  hanya  menyangkut  komponen  ter- 
tentu  saja  (parsial),  sehingga  hasil  perhi- 
tungan  bisa  terlalu  umum,  dan  tidak  ba- 
nyak membantu  pengambilan  kebijakan. 
Suatu  kebijakan,  meskipun  dia  berciri 
monetcr  misalnya,  mempunyai  pengaruh 
sangat  besar  pada  sektor  lain  seperti 
perdagangan,  anggaran,  sektor  riil,  dan 
bahkan  juga  pada  indikator  sosial  se- 
pertj  pengangguran,  pemerataan  dan 
kemiskinan.  Hal-hal  semacam  ini  harus 
dipertimbangkan  dalarn  pemilihan  model 
dan  sistem  data  yang  akan  dipakai. 

Suatu  model  dikembangkan  dengan 
memperhitungkan  beberapa  faktor  di 
atas.  Di  bawah  ini  disampaikan  hasil 
perhitungan  salah  satu  skenario  kemung- 
kinan  dampak  peristiwa  11  September 
2001  terhadap  ekonomi  nasional,  ber- 


Dari  sudut  ini,  penggunaan  Neraca  Ekonomi 
Sosial  (NES)  atau  Social  Accounting  Matrix  (SAM), 
yang  di^abungkan  dengan  Neraca  Arus  Dana  (NAD) 
merupiikan  kandidat  sistem  data  yang  relevan  un- 
tuk dipakai.  Namun,  menghitung  faktor  penggan- 
da berdasarkan.  NES-NAD  hanya  merupakan  lang- 
kah  awal.  Masih  banyak  unsur  tingkah  laku  sosial 
ekonomi  yang  tidak  tertangkap  dalam  NES-NAD 
yang  masih  harus  diperhitungkan.  Misalnya,  bagai- 
mana mekanisme  pengaruh  tingkat  bunga  terha- 
dap nilai  tukar  dan  harga  secara  umum,  atau  ba- 
gaimana mengetahui  transmisi  dan  penurunan  eks- 
por karena  peristiwa  11  September  2001  terha- 
dap garis  kemiskinan  (jadi  juga  terhadap  tingkat 
kemiskinan)?  Pertanyaan-pertanyaan  semacam  ini 
tak  dapat  dijawab  oleh  faktor  pengganda  NES- 
NAD  semata. 
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dasarkan  model  tersebut.  Perlu  ditekan- 
kan  sebelumnya  bahwa  beberapa  indi- 
kator  ekonomi  Indonesia  sudah  cende- 
rung  memburuk  sebelum  11  September 
2001.  Misalnya,  nilai  tukar  sudah  mele- 
mah  sejak  pertengahan  Agustus  2001 
(Grafik  1),  inflasi  sudah  menabrak  2  digit 
sejak  bulan  Maret  2001,  pertumbuhan 
PDB  mulai  mengalami  penurunan  sejak 
kuartal  kedua,  demikian  juga  dengan 
investasi,  konsumsi  dan  ekspor.  Jadi,  per- 
lu dihindari  persepsi  bahwa  trend  pe- 
nurunan mulai  terjadi  hanya  sejak  pe- 
ristiwall  September  2001  saja. 

Dari  sudut  ekonomi  makro,  penurun- 
an nilai  PDB  riil  (RGDP)  sangat  tergan- 
tung  pada  besaran  penurunan  ekspor. 
Kalau  nilai  riil  ekspor  manufaktur  turun  10 
persen,  PDB  akan  mengalami  kontraksi 
sekitar  0,8  persen  (kolom  pertama  la- 
bel 1).  Bila  penurunan  ekspor  sampai  15 
persen,  melalui  faktor  pengganda  dan 
efek  harga  nilai  riil  PDB  bisa  turun 


sampai  1,3  persen  (kolom  kedua  label 
1).  Dari  sini  sudah  terlihat  jelas  bahwa 
hubungan  antara  ekspor  dan  PDB  tidak 
semudah  yang  diduga,  dan  jauh  dari  linier. 

Penurunan  ekspor  juga  memperlemah 
nilai  rupiah  (EXR)  sekitar  4,4  sampai  6,8 
persen.  Namun,  yang  agak  mencengang- 
kan,  perubahan  komposisi  portofolio  pe- 
laku  usaha  cukup  besar.  Rasio  aset  do- 
mestik  terhadap  aset  mata  uang  asing 
(RATIOTI)  dapat  turun  sampai  sekitar  22 
persen,  yang  berarti  bahwa  hanya  de- 
ngan penurunan  ekspor  saja  kepercaya- 
an  terhadap  aset  domestik  sudah  ter- 
pukul  keras. 

Seperti  disebutkan  di  atas,  di  sam- 
ping  penurunan  ekspor,  peristiwa  11  Sep- 
tember 2001  juga  mempunyai  dampak 
negatif  terhadap  arus  modal  dari  luar. 

2 

Semua  angka  merupakan  deviasi  terhadap  ni- 
lai baseline  (nilai  hipolelis  kalau  seandainya  ti- 
dak ada  peristiwa  11  September  2001). 
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label  1 

PENGARUH  PERISTIWA  11  SEPTEMBER 


Ex-Mfg  10% 

Ex-Mfg  1 5% 

Ex-Mfg  1 5% 
Pelarian  Modal 

Ex-Mfg  15% 
Pplarian  MnHal 
Risk  Prpmiiim 

RGDP 

-0,81% 

-1,31% 

-1,36% 

-1,38% 

EMP 

-2,12% 

-3,22% 

-3,25% 

-3,27% 

EXR 

4,43% 

6,83% 

11,08% 

12,96% 

PINDEX 

11,30% 

1 8,08% 

22,60% 

24,59% 

PQPL 

13,21% 

21,38% 

25,79% 

28,04% 

RISK 

15,52% 

24,14% 

24,14% 

24,97% 

RATIOTI 

-16,67% 

-22,22% 

-27,78% 

-27,78% 

RATIOTH 

31,43% 

50,48% 

71,43% 

70,48% 

YDIST 

4,36% 

6,26% 

6,69% 

6,81% 

Risk  premium  Indonesia  menjadi  lebih 
tinggi.  Dengan  memperhitungkan  dua  fak- 
tor  ini,  ditambah  dengan  perkembangan 
ekspor  seperti  yang  disebutkan  di  atas, 
nilai  PDB  dapat  turun  sampai  1,4  per- 
sen,  indeks  harga  menjadi  25  persen 
lebih  tinggi,  dan  rasio  aset  domestik  ter- 
hadap  aset  asing  turun  28  persen  (ko- 
lom  tera'.chir  Tabc!  1).  Sementara  itu, 
rupiah  bisa  melemah  sampai  13  persen. 
Sekadar  sebagai  perbandingan,  kalau  di- 
hitung  dari  11  September  2001  sampai 
31  Oktober  2001,  data  menunjukkan  bah- 
wa  nilai  rupiah  turun  sekitar  15  persen  (li- 
hat  Grafik  1). 

Bagaimana  dengan  dampak  sosial- 
ekonomi?  Tingkat  penyerapan  tenaga 
kerja  (EMP)  turun  sekitar  3,3  persen,  dah 
indikator  pemerataan  (YDIST)-  menunjuk- 
kan pemburukan  sampai  6,8  persen.  B^r- 
samaan  dengan  kenaikan  harga  (PINDEX), 
garis  kemiskinan  (PQPL)  juga  meningkat 
sekitar  28  persen.  Tentu  saja  kondisi  ke- 
miskinan tidak  hanya  tergantung  pada 


Kolom  3  Tabel  1  menunjukkan  hasil  simulasi 
tanpa  perubahan  risk  premium. 


angka  garis  kemiskinan,  namun  juga  pada 
tingkat  pendapatan  (atau  pengeluaran) 
kelompok  masyarakat  berpendapatan  ren- 
dah.  Namun,  Sulit  untuk  membayangkan 
dalam  situasi  seperti  sekarang  pendapat- 
an mereka  mengalami  kenaikan.  Hasil  si- 
mulasi juga  mengukuhkan  dugaan.  Pen- 
dapatan kelompok  ini  mengalami  penu- 
runan,  meskipun  hanya  sekitar  2  sampai 
3  persen.  Jadi,  tingkat  kemiskinan  cende- 
rung  naik. 

Tidak  sukar  untuk  memprediksi  bah- 
wa  kondisi  kemiskinan  akan  lebih  parah 
kalau  pengeluaran  kelompok  masyarakat 
berpendapatan  rendah  turun  lebih  tajam, 
karena  pemasaran  maupun  pasokan  ba- 
han  baku  untuk  produk  mereka  tergang- 
gu  oleh  kejutan  {perturbation)  tambahan, 
seperti  seandainya  usulan  atau  reaksi  un- 
tuk menutup  hubungan  perdagangan  de- 
ngan AS  direalisasikan. 

Faktor  lain  yang  ikut  mempengaruhi 
tingkat  risiko  tentu  saja  kemampuan  kita 
membayar  utang,  yang  antara  lain  dapat 
diindikasikan  melalui  besaran  debt  service 
ratio  (DSR).  Tingkat  risiko  yang  hanya  di- 
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pengaruhi  oleh  DSR,  jadi  belum  mem- 
perhitungkan  unsur  lain  seperti  risiko  ka- 
rena faktor  non-ekonomi,  diperkirakan 
dapat  naik  sampai  25  persen  (lihat  RISK 
di  label  1). 

Di  samping  itu,  agak  menarik  diper- 
hatikan  bahwa  berbeda  dengan  yang  ter- 
jadi  di  kalangan  pelaku  usaha  {corporate 
sector),  komposisi  portofolio  aset  kelom- 
pok  rumah  tangga  atau  masyarakat  yang 
tidak  bergerak  di  dunia  usaha  (RATIOTH) 
mengarah  ke  peningkatan  aset  domes- 
tik  dibandingkan  dengan  aset  mata  uang 
asing.  Ada  beberapa  interpretasi  yang 
dapat  dikemukakan.  Banyak  masyarakat 
yang  harus  melakukan  pengeluaran  un- 
tuk  kebutuhan  dalam  rupiah,  sedangkan 
di  kalangan  dunia  usaha  masih  banyak 
dari  mereka  yang  harus  membayar  utang 
dalam  mata  uang  asing  yang  jatuh  tem- 
po. Tentu  saja  tidak  tertutup  kemung- 
kinan  bahwa  unsur  spekulasi  juga  ada. 

Dengan  prognosis  seperti  tersebut  di 
atas,  maka  beberapa  alternatif  kebijakan 
menjadi  relevan  untuk  dievaluasi. 

EKSPERIMEN  BEBERAPA  KEBIJAKAN 

Sejak  krisis  tahun  1997,  kondisi  sek- 
tor  keuangan  Indonesia  menjadi  parah. 
Meskipun  berbagai  kebijakan  telah  di- 
ambil,  termasuk  rekapitalisasi  dan  strate- 
gi  lain  yang  disarankan  oleh  lembaga  in- 
ternasional,  sektor  ini  tidak  membaik  bah- 
kan  cenderung  memburuk.  Kalaupun  ada 


Interpretasi  semacam  ini  dapat  dikukuhkan 
oleh  hasil  simulasi,  karena  persamaan  permintaan 
uang  dan  aset  di  dalam  blok  moneter  digabung  de- 
ngan model  alokasi  portofolio  {Tobin's  model). 


perbaikan,  apakah  hasilnya  sepadan  de- 
ngan biayanya? 

Sejak  program  deregulasi  perbankan 
dicanangkan  di  akhir  tahun  1980-an,  ting- 
kat  kompetisi  antarbank  memang  naik. 
Namun,  tanpa  disadari  tingkat  bunga 
menjadi  tinggi  secara  tidak  wajar,  dan 
hal  ini  justru  memberi  insentif  bagi  du- 
nia perbankan  untuk  berperilaku  jauh  dari 
prudent.  Dari  sudut  konsep  ekonomi  mi- 
kro,  logika  liberalisasi  sektor  keuangan 
mengandung  konflik  internal.  Di  satu  sisi, 
didengungkan  saran  untuk  menciptakan 
pra-kondisi  seperti  pengawasan  yang  baik, 
peraturan  yang  ketat,  dan  sistem  penga- 
wasan yang  memadai.  Di  sisi  lain,  apa 
yang  direkomendasikan  justru  mencipta- 
kan insentif  bagi  pelaku  perbankan  un- 
tuk tidak  sejalan  atau  bahkan  berten- 
tangan  dengan  apa  yang  diharapkan 
dari  sederetan  pra-kondisi  tadi. 

Konsep  menaikkan  tingkat  bunga  da- 
lam ilmu  ekonomi  makro  memang  sangat 
populer  dan  mudah  dimengerti,  khusus- 
'nya  bila  dikaitkan  dengan  upaya  mence- 
gah  inflasi  (stabilisasi).  Namun,  makin  ter- 
ungkap  sekarang  bahwa  sebenarnya  ter- 
lalu  banyak  dimensi  yang  terabaikan  da- 
lam konsep  tersebut,  sehingga  dia  men- 
jadi tidak  realistis.  Sejak  frekuensi  krisis 
keuangan  rneningkat  di  banyak  negara, 
konsep  ini  mulai  dievaluasi  secara  kritis. 
Joseph  Stiglitz,  pemenang  Nobel  tahun 
2001  ini,  bahkan  tidak  ragu-ragu  menggu- 
nakan  istilah  traditional  macroeconomics 
vs.  new  finance-based  macroeconomics 
untuk  menunjukkan  kelemahan  konsep 
tingkat  bunga  berdasarkan  teori  ekono- 
mi makro  jenis  pertama. 
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Suatu  contoh  mungkin  dapat  mere- 
kapitulasi  argumentasi  di  atas.  Dalam 
konsep  ekonomi  makro  konvensional, 
terdapat  semacam  pengertian  implisit 
bahwa  selalu  ada  trade-off  antara  upaya 
menurunkan  tingkat  bunga  dengan  mem- 
perkuat  nilai  tukar  {uncovered  interest 
parity).  Jadi,  kalau  nilai  tukar.  menjadi  tu- 
juan  utama,  seperti  misalnya  ketika  ter- 
jadi  krisis  tahun  1997,  maka  tingkat  bu- 
nga harus  naik.  Prognosis  semacam  ini 
mengabaikan  sisi  mikro  keuangan.  Da- 
lam banyak  kasus,  kenaikan  tingkat  bu- 
nga yang  diharapkan  menarik  modal  ma- 
suk  (sehingga  dapat  memperkuat  nilai 
tukar)  sama  sekali  tidak  berhasil  mem- 
pengaruhi  insentif  pemilik  modal.  Bah- 
kan  sebaliknya  yang  terjadi:  dengan  ke- 
naikan tingkat  bunga,  pemilik  modal 
enggan  meminjamkan  dananya,  atau,  bagi 
yang  sudah  meminjamkan  dananya  se- 
belum  krisis,  mereka  makin  tidak  bermi- 
nat  untuk  menjadwalkan  {reschedule) 
utang.  Mengapa? 

Dari  pandangan  pemilik  modal,  ting- 
kat bunga  tinggi  yang  diumumkan  ha- 
nya  merupakan  "janji  bunga",  bukan  bu- 
nga yang  benar-benar  akan  mereka  te- 
rima.  Konsep  ekonomi  makro  konven- 
sional mengabaikan.  unsur  probabilitas, 
khususnya  probabilitas  bahwa  utang  baru 
tidak  akan  dapat  dibayar,  atau  utang 
lama  yang  kalau  dijadwalkan  tidak  bakal 
terbayar  karena  si  pengutang  pasti  tidak 
akan  mampu  Jadi,  kebijakan  menaikkan 
tingkat  bunga  menurut  konsep  ekonomi 
makro  konvensional  tidak  memperhitung- 


Aplikasi  pendekatan  alternatif  untuk  Indo- 
nesia sudah  disampaikan  penulis  di  beberapa 
publikasi. 


kan  persepsi  probability  of  default  yang 
akan  menurunkan  ekspektasi  penerimaan 
atau  franchise  value.  Sebagai  akibatnya, 
pemilik  modal  enggan  meminjamkan  da- 
nanya atau  memperpanjang  jadwal  pem- 
bayaran  utang. 

Dalam  keadaan  seperti  ini,  dapat  di- 
bayangkan  dampak  negatifnya  pada  ne- 
raca  keuangan  perusahaan  pengutang, 
yang  juga  berarti  menghapus  kemampu- 
an  investasi  mereka.  Maka  investasi  me- 
lorot,  dan  keadaan  yang  pada  awalnya 
hanya  berupa  krisis  keuangan  melebar 
menjadi  krisis  sektor  riil  alias  resesi.  Ba- 
gaimana  mungkin  kepercayaan  pasar  di- 
harapkan pulih  dalam  kondisi  seperti 
ini?  Kalau  yang  terkena  perusahaan  eks- 
por,  nilai  ekspor  juga  turun.  Bila  titik 
bad  equilibrium  semacam  ini  dialami,  ma- 
ka tidak  peduli  apakah  perusahaan/bank 
itu  baik  atau  tidak,  pengutang  atau  bu- 
kan, mereka  akan  terkena  imbas.  Pada 
akhirnya,  resesi  meluas,  dan  kepercayaan 
pasar  yang  semula  akan  ditingkatkan  oleh 
kenaikan  suku  bunga  justru  secara  ironis 
terpuruk. 

Proses  tidak  berhenti  di  sini  Dengan 
prospek  ekonomi  yang  suram,  tidak  ada 
insentif  bagi  kreditor  asing  untuk  men- 
jadwal  utang  luar  negeri,  yang  sebagian 
besar  dilakukan  oleh  dunia  usaha  bukan 
perbankan..  JHal  ini  menghasilkan  dampak 


Persepsi  pemilik  modal  tentang  probability 
of  default  juga  diperkuat  oleh  makin  besarnya 
kemungkinan  bahwa  investor  spekulatif,  bukan 
investor  produktif,  yang  berani  meminjam  kredit 
dengan  tingkat  bunga  tinggi  [adverse  selection). 
Kalau  persepsi  semacam  ini  sudah  sangat  tinggi, 
maka  pemilik  modal  atau  bank  cenderung  sangat 
konservatif,  tidak  mau  meminjamkan  kredit  sama 
sekali. 
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ganda:  Pertama,  posisi  neraca  perusaha- 
an  dalam  nilai  rupiah  memburuk,  yang 
berarti  bahwa  eksparisi  atau  investasi 
baru  tidak  dapat  diharapkan  (atau  bah- 
kan  perusahaan  yang  bersangkutan  bang- 
krut);  dan  kedua,  nilai  rupiah  cenderung 
melemah  karena  kebutuhan  mata  uang 
asing  untuk  mennbayar  utang  tetap  be- 
sar.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  sedikit 
ada  indikasi  rupiah  menguat,  dengan  ce- 
pat  arah  pergerakan  berbalik  lagi.  Pe- 
ngamatan  yang  lebih  teliti  tentang  per- 
gerakan nilai  rupiah  sejak  krisis  1997  akan 
memperjelas  argumentasi  di  atas. 

Apa  yang  terjadi  kalau  seandainya 
tingkat  bunga  tidak  dipaksakan  tinggi 
dan  penjadwalan  utang  secara  parsial 
berhasil  dilakukan?  Apakah  ada  jaminan 
bahwa  keadaan  akan  lebih  baik?  Per- 
tanyaan  serupa  yang  lebih  sering  penu- 
lis  dengar:  Apakah  ada  pilihan  kebijakan 
yang  lain?  Ini  pertanyaan  yang  absah  dan 
memang  harus  dijawab.  Tidak  seperti 
halnya  ilmu  pasti,  yang  relatif  tidak  sulit 
dibuktikan  melalui  eksperimen  di  labora- 
torium,  dalam  ilmu  ekonomi,  eksperimen 
alternatif  tidak  mudah  dilakukan.  Di  sini- 
lah  model  ekonomi  menjadi  berfung- 
si,  khususnya  untuk  melakukan  skenario 
counterf actual.  Tanpa  melakukan  ekspe- 
rimen semacam  ini,  siapa  saja  dapat  de- 
ngan mudah  mengajukan  kritik,  dan  siapa 
saja  dapat  berandai-andai.  Kalau  sudah 
demikian,  maka  kelihaian  berargumenta- 
si,  bukan  lagi  hasil  kongkret  suatu  studi, 
jadi  menonjol,  dan  risiko  bahwa  unsur 
politik  akan  lebih  berperan,  menjadi  besar. 

Hasil  simuiasi  ekperimen  counterf  actual 
di  mana  penurunan  tingkat  bunga  dikom- 
binasi  dengan  penjadwalan  sebagian  utang 


menunjukkan  bahwa  indikator  ekonomi 
makro  akan  dapat  lebih  baik,  meskipun 
penurunan  bunga  dan  besaran  penjad- 
walan utang  diasumsikan  relatif  kecil  saja 
(hanya  sekitar  10  persen).  Nilai  PDB  riil 
akan  lebih  besar,  nilai  tukar  lebih  kuat, 
dan  tingkat  harga  lebih  rendah.  Risiko 
yang  berkaitan  dengan  DSR  juga  mengecil. 

Menarik  untuk  diperhatikan  bahwa 
pengaruh  positif  terhadap  tingkat  risiko 
cenderung  lebih  besar  kalau  penjadwal- 
an dilakukan  terhadap  utang  swasta,  bu- 
kan utang  pemerintah.  Di  lain  pihak,  ting- 
kcit  pemerataan  pendapatan  akan  lebih 
baik  bila  penjadwalan  dilakukan  terha- 
dap utang  pemerintah.  Dari  sudut  ting- 
kat kemiskinan,  hasil  simuiasi  menunjuk- 
kan bahwa  penurunan  garis  kemiskinan 
tidak  tergantung  pada  apakah  penjad- 
walan dilakukan  terhadap  utang  swasta 
atau  utang  pemerintah..  Yang  jelas,  bila 
alternatif  kabijakan  di  atas  dapat  diambil, 
garis  kemiskinan  mengalami  penurunan. 
Dari  analisis  counterf  actual  terhadap  ke- 
bijakan mengatasi  krisis  tahun  1997  juga 
terungkap  bahwa  penjadwalan  utang 
luar  negeri  dan  pencegahan  kenaikan  ting- 
kat bunga  akan  tetap  efektif,  tidak  pe- 
duli  apakah  keduanya  diterapkan  seca- 
ra bersama-sama,  ataupun  salah  satu  di- 
terapkan secara  sendiri. 

Dengan  pertimbangan  di  atas,  dua 
kebijakan  serupa  dicoba  disimulasi  untuk 
melihat  efektivitas  pengaruhnya  terhadap 
dampak  peristiwa  11  September  2001.  Na- 
si! eksperimen  menunjukkan  bahwa  ha- 
nya penjadwalan  utang  yang  akan  efek- 
tif bila  diterapkan  secara  sendiri.  Tidak 
demikian  halnya  dengan  penurunan  ting- 
kat bunga.  Walaupun  demikian  bila  ke- 
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duanya  diterapkan  secara  bersama-sama, 
kemampuan  paket  kebijakan  untuk  me- 
ngurangi  pengaruh  kejutan  11  September 
2001  akan  makin  besar. 

Dalam  situasi  di  mana  faktor  eksternal 
kurang  menguntungkan  seperti  saat  ini, 
banyak  negara  yang  mengalihkan  perha- 
tian  pada  kekuatan  domestik,  baik  mela- 
lui  penurunan  pajak  maupun  kenaikan 
pengeluaran  pemerintah.  Eksperimen  ke- 
bijakan anggaran  ekspansif  juga  diterap- 
kan untuk  kasus  Indonesia.  Hasilnya  me- 
nunjukkan  bahwa  kenaikan  pengeluaran 
pemerintah  memang  akan  efektif,  dapat 
memberikan  hasil  positif  dari  sudut  eko- 
nomi  makro,  pemerataan,  kesempatan 
kerja  dan  kemiskinan.  Kekhawatiran  ter-. 
hadap  dampak  inflasi  dari  kebijakan  eks- 
pansif tidak  selalu  benar,  karena  sa- 
ngat  tergantung  pada  komposisi  penge- 
luaran serta  mekanisme  pembiayaannya. 
Tidak  mengherankan  bahwa  saat  ini  praktis 
semua  negara  yang  terkena  dampak  pe- 
ristiwa  11  September  2001  menerapkan 
kebijakan  anggaran  ekspansif. 

Tentu  saja  pilihan  kebijakan  dan  be- 
saran  nilai  perubahan  yang  diasumsikan 
di  tiap  ekperimen  seperti  yang  disam- 
paikan  di  atas  bersifat  subjektif.  Misal- 
nya,  mengapa  hanya  diasumsikan  penjad- 
walan  sekitar  10  persen  dari  nilai  utang, 
mengapa  tid.ak^,20  persen,  .30  persen, 
dan  seterusnya.  Tidak  ada  alasan  bahwa 
simulasi  alternatif  lain  dari  jenis  kebijak- 
an berbeda  tidak  dapat  dieksperimen- 


Dalam  kondisi  seperti  sekarang,  tnenutup  de- 
fisit  anggaran  tidak  dengan  penciptaan  uang  tetapi 
melalui  penjualan  aset  pemerintah,  termasuk  yang 
berada  dalam  pengawasan  BPPN,  merupakan  lang- 
kah  terbaik. 


kan.  Simulasi  di  atas  hanya  dimaksudkan 
untuk  menunjukkan  arah  perubahan  va- 
riabel  utama  bila  kebijakan  tertentu  di- 
ambil  dalam  upaya  memperkecil  dampak 
negatif  peristiwa  11  September  2Q01. 
Yang  jelas,  simulasi  semacam  ini  me- 
mungkinkan  kita  untuk  melihat  secara  jer- 
nih  hubungan  antarvariabel  yang  kom- 
pleks,  sehingga  kuaiitas  perdebatan  untuk 
memilih  kebijakan  dapat  diharapkan  le- 
bih  tinggi. 

Melalui  mekanisme  model,  teHihat  sa- 
ngat  Jelas  bahwa  tak  satu  pun  kebijakan 
yang  tidak  akan  memberi  dampak  sam- 
pingan  (negatif)  pada  indikator  lain,  mes- 
kipun  kebijakan  tersebut  mungkin  berman- 
faat  untuk  suatu  tujuan  tertentu.  Juga  per- 
lu  disadari  sekali  lagi  bahwa  tidak  semua 
trend  pemburukan  kondisi  disebabkan  ha- 
nya oleh  satu  kejutan,  seperti  peristiwa 
11  September  2001.  Proses  penurunan  ni- 
lai beberapa  indikator  agregat  sudah  ter- 
jadi  sebelum  1 1  September  2001 . 

Hal  penting  lain  menyangkut  tahapan 
(sequencing)  kebijakan.  Simulasi  anggaran 
ekspansif  yang  dilakukan  di  atas  dite- 
rapkan pada  hasil  eksperimen  kebijakan 
sebelumnya,  yaitu  penjadwalan  utang. 
Jadi,  efektivitas  kebijakan  anggaran  eks- 
pansif akan  sangat  tergantung  pada  ke- 
berhasilan  penjadwalan  utang  luar  ne- 
geri.  Melalui"  beberapa  kali  eksperimen, 
terungkap  jelas  bahwa  efektivitas  ham- 
pir  semua  kebijakan  akan  sangat  diten- 
tukan  oleh  penjadwalan  utang.  Sejauh 
restrukturisasi  utang  tak  berhasil  dilaku- 
kan, praktis  tak  satu  pun  kebijakan  dapat 
efektif,  sebaik  dan  sesempurna  apapun 
kebijakan  tersebut.  Itulah  sebabnya,  sulit 
dimengerti  mengapa  penjadwalan  utang 
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tidak  pernah  menjadi  usulan  sentral  di 
hampir  semua  letter  of  intent  (Lol),  terma- 
suk  di  Lol  yang  terakhir  sekalipun. 
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Upaya  Menjaga  Kestabilan  Moneter 
dan  Sistem  Keuangan  di  Indonesia 
Pasca  Tragedi  World  Trade  Centre* 

Syahril  Sabirin** 

Bencana  yang  mengguncang  Amerika  Serikat  pada  tanggal  7  7  September 
2001  tak  pelak  lagi  menimbulkan  kemerosotan  ekonomi  di  negara  itu,  dan  diper- 
kirakan  akan  memiliki  damp^k  pantulsn  yang  sangat  luas  dan  mendalam  pada 
tatanan  keuangan  dan  perekonomian  dunia,  termasuk  Indonesia.  Keadaan  ter- 
sebuJ  mengharuskan  Indonesia  untuk  lebih  banyak  berpaling  pada  kekuatan  eko- 
nomi dalam  negeri,  yakni  dengan  memacu  permintaan  domestik. 

Sementara  itu,  ruang  gerak  Bank  Indonesia  untuk  menjalankan  fungsinya  se- 
bagai  lender  of  last  resort  telah  sangat  dibatasi  oleh  UU  No.  23  tahun  1999. 
Padahal,  langkah  penyediaan  bantuan  likuiditas  kepada  pihak  perbankan,  yang 
dikenal  sebagai  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI),  sangatlah  penting  guna 
menghindari  chaos  yang  mengancam  stabilitas  keuangan  dan  kelangsungan  per- 
ekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kesamaan  pengertian,  kebulat- 
an  tekad,  dan  konsensus  nasional  dalam  menghadapi  tantangan  masa  depan  yang 
amat  berat  itu. 


DAMPAK  TRAGEDI  WTC  TERHADAP 
PEREKONOMIAN  INDONESIA 

SEJAK  pertengahan  tahun  2000,  eko- 
nomi Amerika  Serikat  mulai  me- 
nunjukkan  gejala  perlambatan  se- 
telah  dalam  kurun  waktu  delapan  tahun 
terakhir  mengalami  ekspansi  ekonomi.  The 
Fed,  Bank  Sentral  Amerika  Serikat,  telah 


* 

Makalah  yang  disampaikan  dalam  Seminar  Na- 
sional "Dampak  Tragedi  WTC  terhadap  Perekono- 
mian  Indonesia  dan  Wacana  Program  Aksi  Peme- 
rintah",  yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas  Eko- 
nomi Universitas  Indonesia  di  Jakarta,  13  Novem- 
ber 2001. 

Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada 
Doddy  Zulverdi  dan  Nanang  Hendarsyah,  keduanya 
adalah  Peneliti  Ekonomi  di  Bank  Indonesia,  atas 
bantuan  yang  diberikan  dalam  penyusunan  tulis- 
an  ini. 


mengantisipasi  gejala  perlambatan  terse- 
but  dengan  menurunkan  suku  bunga  jang- 
ka  pendek  sejak  Januari  2001.  Bahkan, 
pehuruan  suku  bunga  yang  telah  dilaku- 
kan  tergolong  sangat  agresif  karena  ge- 
jala perlambatan  tersebut  dalam  perkem- 
bangannya  lebih  mengarah  pada  keme- 
rosotan ekonomi  yang  lebih  dalam  (hard 
landing).  Sejalan  dengan  kebijakan  mo- 
neter yang  longgar,  kebijakan  fiskal  pun 
diarahkan  lebih  ekspansif.  Dengan  res- 
pons  kebijakan  ekonomi  makro  yang  cen- 
derung  ekspansif  tersebut,  perekonomi- 
an  Amerika  Serikat  diharapkan  dapat  kem- 
bali  menguat  selambat-lambatnya  mulai 
paruh  kedua  tahun  2001. 

Namun,  bencana  yang  mengguncang 
Amerika  Serikat,  yakni  runtuhnya  World 
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Trade  Center  (WTC)  di  New  York  pada 
tanggal  11  September  2001  yang  merupa- 
kan  salah  satu  simbol  imperium  keuang- 
an  dan  perdagangan  dunia,  telah  memu- 
pus  harapan  tersebut.  Bahkan,  karena 
ekonomi  Amerika  Serikat  selama  ini  men- 
jadi  pendorong  atau  penarik  pertumbuh- 
an  negara-negara  lain  maka  goncangan 
dan  kemerosotan  ekonomi  Amerika  Se- 
rikat tersebut  diperkirakan  akan  memiliki 
dampak  pantulan  (repercussion)  yang  sa- 
ngat  luas  dan  mendalam  pada  tatanan  fi- 
nansial  dan  perekonomian  dunia,  terma- 
suk  Indonesia. 

Pada  saat  terjadinya  Perang  Teluk 
di  awal  tahun  1990-an,  ekonomi  dunia 
tidak  mengalami  resesi  karena  disangga 
oleh  ekonomi  Jepang  dan  Eropa  Barat 
yang  sedang  berada  dalam  posisi  yang 
cukup  kuat  walaupun  ekonomi  Amerika 
Serikat  ketika  itu  sedang  mengalami 
perlambatan.  Demikian  pula  ketika  terja- 
di  krisis  Asia  tahun  1997  dan  krisis  Rusia/ 
Long-Term  Credit  Management  (LTCM) 
tahun  1998,  ekonomi  dunia  tidak  menga- 
lami resesi  yang  berat  karena  ditopang 
oleh  ekonomi  Amerika  Serikat  yang  cu- 
kup kuat  sekalipun  ekonomi  Jepang  da- 
lam kondisi  resesi  dan  ekonomi  Eropa 
Barat  melambat. 

Pada  saat  ini  situasinya  berbeda  ka- 
rena ketika  blok  kekuatan  ekonomi  ter- 
besar  di  dunia  tersebut  sedang  dalam  po- 
sisi sangat  lemah.  Konsekuensinya  ada- 
lah  kemungkinan  melambatnya  volume 
perdagangan  dunia,  terhambatnya  arus 
modal,  dan  meluasnya  fenomena  risk 
aversion  secara  global  di  kalangan  inves- 
tor internasional. 

Kendati  Otoritas  Moneter  dan  Otori- 
tas  Fiskal  di  Amerika  Serikat  telah  me- 
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nempuh  kebijakan  yang  sangat  ekspansif, 
masih  belum  jelas  seberapa  efektif  stimu- 
-  lus  kebijakan  ekonomi  makro  tersebut 
dapat  mengangkat  kembali  perekonomi- 
an dari  ancaman  kemerosotan  yang  sa- 
ngat dalam.  Beberapa  analis  memper- 
kirakan  bahwa  perekonomian  Amerika 
Serikat  akan  kembali  pulih  pada  per- 
tengahan  tahun  2002.  Selama  periode 
ketika  ekonomi  Amerika  Serikat  belum 
mengalami  pemulihan,  kiranya  perlu  di- 
cermati  dampak  kemerosotan  ekonomi 
Amerika  Serikat  terhadajj  perekonomian 
Indonesia. 

Pada  dasarnya,  derajat  imbas  keme- 
rosotan ekonomi  Amerika  Serikat  ke  ber- 
bagai  negara  akan  sangat  tergantung  pa- 
da seberapa  besar  keterbukaan  suatu 
negara  terhadap  transaksi  perdagangan 
dan  arus  modal  internasional.  Sekurang- 
nya  terdapat  lima  jalur  yang  akan  men- 
jadi  saluran  imbas  kemerosotan  ekonomi 
di  Amerika  Serikat  tersebut  ke  berbagai 
negara,  termasuk  Indonesia,  yakni:  (i)  jalur 
perdagangan  internasional  baik  secara 
langsung  maupun  tidak  iangsung;  (ii)  jalur 
pasar  keuangan;  (iii)  jalur  investasi  lang- 
sung; (iv)  jalur  pasar  komoditas;  dan  (v)  ja- 
lur pariwisata. 

Dari  jalur  perdagangan,  dampak  ter- 
besar  bersumber  dari  merosotnya  per- 
mintaan  impor  Amerika  Serikat  seiring  de- 
ngan  menurunnya  keyakinan  konsumen  di 
negara  tersebut.  Imbas  kemerosotan  im- 
por Amerika  Serikat  terhadap  kinerja  eks- 
por  Indonesia  diperkirakan  akan  terjadi 
baik  melalui  perdagangan  langsung  mau- 
pun melalui  intra-regional.  Imbas  negatif 
tersebut  diperkirakan  cukup  besar  meng- 
ingat  Amerika  Serikat  merupakan  negara 
tujuan  ekspor  nonmigas  utama  Indonesia 
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Gambar  2 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  (YOY)  TIGA  BLOK  EKONOMI,  1/1991  -  11/2001 
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Cambar  3 

BEBERAPA  KEMUNGKINAN  JALUR  IMBAS  RESESI  EKONOMI  AMERIKA  SERIKAT 
TERHADAP  PEREKONOMIAN  INDONESIA 
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dengan  pangsa  sekitar  17  persen,  disusul 
kemudian  oleh  Jepang  sebesar  16  persen, 
dan  Singapura  sebesar  10  persen. 

Di  jalur  pasar  keuangan,  tragedi  WTC 
diperkirakan  akan  menyebabkan  inves- 
tor-investor internasional,  baik  di  pasar 
modal  maupun  -pasar  valuta  asing,  cen- 
derung  bersikap  menghindari  risiko.  Aki- 
batnya,  para  investor  akan  semakin  meng- 
hindari negara-negara  yang  memiliki  risi- 
ko tinggi  seperti  Indonesia  kendati  pun 
mungkin  pasar  keuangan  di  negara-ne- 
gara tersebut  memiliki  potensi  keuntung- 


Data  selama  semester  1/2001,  Berita  Resmi 
Data  Statistik  BPS,  No.  21/Th.lV/1  Agustus  2001. 


an  yang  cukup  besar.  Di  pasar  valuta 
asing,  rupiah  justru  semakin  terpuruk  ka- 
rena  sentimen  negatif  yang  ditimbulkan 
oleh  aksi-aksi  di  dalam  negeri  pasca  Tra- 
gedi WTC  yang  menjurus  pada  sikap  yang 
tidak  bersahabaL 

Di  jalur  investasi  langsung,  sikap  in 
vestor  internasional  yang  cenderung  meng- 
hindari risiko,  apabila  terjadi  secara  ber- 
larut-larut,  akan  terwujud  dalam  bentuk 
penundaan  atau  pembatalan  penanam- 
an  modal  asing  (PMA)  di  negara-negara 
emerging  market,  termasuk  Indonesia.  Di 
pihak  lain,  dengan  pukulan  berat  yang 
tengah  dihadapi  perekonomian  Amerika, 
perusahaan-perusahaan  multinasional  Ame- 
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Gambar  5 

EKSPOR  NON  MICAS  INDONESIA  MENURUT  NECARA  TUJUAN 
SEMESTER  ^,  2000  DAN  2001 


Nilai  FOB  (jut  US$) 

Perubahan 

V.Peran  thd 

Negzra  Tujuan 

Mel 

Juni 

Semester  1 

Semester  1 

Juni  2001  thd  Total  Non  Migas 

2001 

2001 

2000 

2001 

Mei 
(Juta  US$) 

Semester  1  2001 

1 

Amerika  Serikal 

665.1 

677.4 

3,837.9 

3,852.3 

12.3 

17.3 

2 

Jepang 

588.4 

590.2 

3,517.0 

3,653.4 

1.8 

16.4 

3 

Singapura 

352.7 

371.8 

2.742.3 

2,336.4 

19.1 

10.5 

4 

Malaysia 

138.0 

170.1 

885.7 

843.3 

32.1 

3.8 

5 

China 

144.4 

137.6 

866.7 

756.3 

•€.8 

3.4 

6 

Korea  Selatan 

130.2 

109.3 

692.1 

740.1 

-20.9 

3.3 

7 

Jerman 

106.7 

107.1 

696.3 

675.8 

0.5 

3.0 

8 

Taiwan 

106.7 

97.1 

695.8 

617.5 

-9.7 

28 

9 

Australia 

66.0 

83.4 

442.8 

391.3 

17.4 

1.8 

Total  9  Negara 

2.298.2 

2,344.0 

14,376.6 

13,866,4 

45.8 

62.1 

Lainnya 

1,425.0 

1370,7 

8,451.8 

8,467.9 

-54.3 

37.9 

Total  Non  Migas 

3,723.2 

3,714.7 

22,828.4 

22,334.3 

-8.5 

100,0 

rika  diperkirakan  akan  lebih  memfokuskan  Di  jalur  pasar  komoditas  internasio- 

diri  pada  penanaman  modal  domestik.  nal,  yang  terpenting  bagi  Indonesia  ada- 

Bagi  Indonesia,  permasalahan  tersebut  lah  dampak  tragedi  WTC  terhadap  har- 

akan  semakin  mennpersulit  upaya  mening-  ga  minyak.  Di  satu  sisi,  situasi  politik  dan 

katkan  penanaman  modal  asing.  keamanan  yang  cenderung  memburuk  ke- 
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mungkinan  akan  memberikan  tekanan  kuat 
terhadap  kenaikan  harga  minyak  dunia, 
terutama  apabila  aksi  militer  Amerika  Se- 
rikat  menimbulkan  sentimen  negatif  yang 
meluas  di  negara-negara  produsen  minyak 
di  wilayah  Timur  Tengah.  Di  sisi  lain,  ke- 
merosotan  kegiatan  konsumsi  di  Amerika 
Serikat  -  sebagai  konsumen  bahan  bakar 
terbesar  di  dunia  -  akan  mendorong  pe- 
nurunan  permintaan  dan  harga  minyak. 

Di  jalur  industri  pariwisata,  memburuk- 
nya  situasi  keamanan  pasca  runtuhnya 
gedung  WTC  diperkirakan  akan  mengu- 
rangi  arus  masuk  wisatawan  asing  ke  In- 
donesia. Situasi  tersebut  apabila  berke- 
lanjutan  akan  memukul  industri  pariwisata 
Indonesia  yang  selama  ini  menjadi  salah 
satu  sumber  utama  penerimaan  devisa 
nonmigas. 

LANGKAH  KEBIJAKAN 

Bagi  perekonomian  Indonesia,  baik 
perdagangan,  pasar  keuangan,  investasi 
asing,  pasar  komoditas,  maupun  pariwisata 
merupakan  jalur-jalur  yang  sangat  rawan 
terhadap  imbas  resesi  ekonomi  global. 
Tidak  ada  jalan  lain,  gambaran  situasi 
eksternal  yang  kemungkinan  suram  ter- 
sebut mengharuskan  Indonesia  untuk  le- 
bih  banyak  berpaling  pada  kekuatan  eko- 
nomi dalam  negeri,  yakni  dengan  me- 
macu  permintaan  domestik.  Namun  itu 
pun  bukanlah  opsi  yang  mudah  untuk  di- 
tempuh  karena  kondisi  fundamental  eko- 
nomi Indonesia  masih  relatif  lemah. 

Dari  sisi  kebijakan  moneter,  situasi  eko- 
nomi yang  masih  ditandai  oleh  adanya 
tekanan  inflasi  yang  cukup  tinggi  dan  ni- 
lai  tukar  rupiah  yang  tidak  stabil  dan  cen- 
derung  depresiatif  mengakibatkan  kebi- 


jakan moneter  masih  harus  lebih  berpe- 
ran  sebagai  stabilisator  ketimbang  seba- 
gai stimulus  perekonomian.  Hal  ini  juga 
didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  ke- 
stabilan  moneter,  bersama-sama  dengan 
kestabilan  sistem  keuangan,  merupakan 
prasyarat  bagi  terciptanya  pemulihan  eko- 
nomi yang  bersinambungan. 

Untuk  menjaga  kestabilan  harga  dan 
nilai  tukar.  Bank  Indonesia  akan  terus 
berupaya  menyerap  kelebihan  likuiditas 
di  masyarakat  sehingga  tidak  dimanfaat- 
kan  untuk  transaksl-transaksi  spekulatif 
yang  dapat  memberikan  tekanan  baru 
terhadap  nilai  tukar  rupiah.  Kebijakan  mo- 
neter dilakukan  dengan  berpegang  teguh 
pada  prinsip  pengendalian  inflasi  ke  de- 
pan  {forward  looking  price  stabilization) 
tanpa  mengorbankan  proses  pemulihan 
yang  telah  berjalan.  Berdasarkan  prinsip 
ini,  penyerapan  likuiditas  akan  dilakukan 
secara  berhati-hati  untuk  menghindari  ke- 
iiaikan  suku  bunga  yang  berlebihan  yang 
pada  akhirnya  dapat  menciptakan  eks- 
pektasi  negatif  terhadap  kelangsungan 
proses  pemulihan  ekonomi  secara  kese- 
luruhan. 

Upaya  menghindari  timbulnya  tekan- 
an baru  terhadap  laju  inflasi  dan  nilai 
tukar  rupiah  juga  memerlukan  dukungan 
dari  kebijakan  non-moneter,  antara  lain: 

•  Dalam  jangka  pendek,  mengingat  te- 
kanan baru  terhadap  kenaikan  laju  in- 
flasi pada  sisa  tahun  2001  diperkirakan 
lebih  banyak  bersumber  dari  faktor 
musiman,  maka  untuk  mengendalikan- 
nya  perlu  upaya  memperlancar  pasok- 
an  dan  distribusi  bahan  pokok  yang  di- 
butuhkan  masyarakat. 

•  Langkah-langkah  untuk  menghindari  te- 
kanan baru  terhadap  melemahnya  ni- 
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lai  tukar  akan  dilakukan  dengan  me- 
manfaatkan  "forum  konsultasi"  antara 
Bank  Indonesia  dengan  asosiasi  per- 
bankan,  khususnya  bank  asing  dan  bank 
campuran  yang  menjadi  pelaku  terbe- 
sar  transaksi  valuta  asing. 

Dalam  rangka  menjaga  kestabilan  sis- 
tern  keuangan,  khususnya  perbankan,  Bank 
Indonesia  selalu  siap  sedia  menjalankan 
fungsi  lender  of  last  resort  sebatas  tidak 
melanggar  ketentuan  yang  berlaku  serta 
didukung  oleh  pemerintah  meialui  pro- 
gram penjaminan  dana  nasabah  bank. 
Selain  itu,  untuk  memperkuat  sistem  per- 
bankan,  salah  satu  prioritas  yang  akan  di- 
lakukan adalah  merapercepat  pemulihan 
fungsi  intermediasi  perbankan.  Untuk  itu, 
perlu  dilakukan  berbagai  upaya  seperti: 

•  Mempercepat  penyelesaian  restruktur- 
isasi  kredit  yang  sekarang  masih  ber- 
ada  di  tangan  BPPN. 

-  Mendorong  bank-bank  yang  berada  di 
bawah  kendali  pemerintah  untuk  me- 
ningkatkan  penyaluran  kredit,  khususnya 
ke  sektor  usaha  kecil  dan  menengah 
(UKM). 

•  Menghimbau  bank-bank  untuk  secara 
konsekuen  melaksanakan  ekspansi  kre- 
dit sesuai  dengan  business  plan  yang 
telah  disepakati,  dan  merencanakan 
business  plan  ke  depan  yang  lebih  me- 
nantang. 

•  Mengembangkan  pasar  sekunder  obli- 
gasi  pemerintah  untuk  memperkuat  kon- 
disi  likuiditas  bank-bank  rekapitalisasi. 

BEBERAPA  PRASYARAT  BAGI  EFEK- 
TIVITAS  KEBIJAKAN 

Kondisi  apa  yang  dibutuhkan  oleh 
Bank  Indonesia  untuk  mendukung  upaya 


menjaga  kestabilan  moneter  dan  sistem 
keuangan?  Untuk  menjawab  pertanyaan 
ini,  penulis  ingin  mengajak  kita  semua 
untuk  terlebih  dulu  melihat  langkah-lang- 
kah  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Seri- 
kat  dalam  menjaga  kestabilan  moneter 
dan  sistem  keuangan  pasca  tragedi  WTC, 
untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  me- 
lihat pengalaman  kita  sendiri  selama 
krisis  ekonomi  yang  terjadi  sejak  perte- 
ngahan  tahun  1997. 

Kiranya  disadari  bahwa  terpeliharanya 
stabilitas  keuangan  menjadi  permasalah- 
an  nasional  di  semua  negara  yang  ha- 
rus  diperhatikan  baik  oleh  pemerintah, 
bank  sentral  maupun  parlemen.  Hal  ini 
tidak  terlepas  dari  peran  strategis  sek- 
tor keuangan,  khususnya  perbankan,  da- 
lam memobilisasi  dana  masyarakat  dan 
menyalurkannya  kepada  berbagai  kegiat- 
an  ekonomi  serta  dalam  menjaga  kelan- 
caran  sistem  pembayaran  nasional.  De- 
ngan demikian,  terjadinya  kekacauan 
{chaos)  di  sektor  keuangan  akan  dapat 
menimbulkan  ancaman  serius  terhadap 
jalannya  roda  perekonomian  seperti  ke- 
tika  krisis  ekonomi  melanda  Indonesia  dan 
beberapa  negara  Asia  sejak  tahun  1997. 

Dalam  situasi  chaos  seperti  di  atas, 
kesulitan  likuiditas  merupakan  salah  satu 
ancaman  yang  dapat  dengan  cepat  meng- 
hantam  stabilitas  keuangan.  Di  bidang  per- 
-  bankan,  misalnya,  bank-bank  akan  menga- 
lami  kesulitan  likuiditas  untuk  melayani 
penarikan  dana  oleh  masyarakat  yang 
khawatir  akan  keamanan  dana  yang  di- 
simpannya  {bank  runs).  Di  pasar  modal, 
kesulitan  likuiditas  muncul  karena  keba- 
nyakan  investor  akan  menarik  investasi- 
nya  dengan  menjual  saham-sahamnya 
{panic  selling).  Permasalahan  bisa  menjadi 
lebih  parah  karena  dalam  situasi  panik 
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seperti  ini  penarikan  dana  oleh  para  de- 
posan  ataupun  penjualan  saham  oleh  in- 
vestor dilakukan  secara  serta-merta  dan 
serentak  {herding  behaviour). 

Oleh  karena  itu,  langkah  pertama  yang 
biasanya  ditempuh  dalam  situasi  di  mana 
terjadi  ancaman  chaos  di  sistem  keuang- 
an  adalah  adanya  pernyataan  dan  ko- 
niitmen  nasional  untuk  menyediakan  ban- 
tuan  likuiditas  kepada  sistem  keuangan. 
Ini  dapat  kita  amati  secara  jelas  pada 
apa  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  se- 
telah  serangan  Gedung  WTC.  Hanya  be- 
berapa  jam  setelah  serangan  itu,  Alan 
Greenspan  segera  mengeluarkan  pernya- 
taan pertamanya  bahwa  The  Fed,  Bank 
Sentral  Amerika  Serikat,  akan  menyedia- 
kan berapa  pun  kebutuhan  likuiditas  yang 
diperlukan  oleh  perbankan  Amerika  Se- 
rikat. Langkah  ini  kemudian  diikuti  dengan 
sidang  khusus  parlemen  Amerika  Serikat 
yang  juga  segera  menyetujui  alokasi 
dana  kepada  pemerintahnya  untuk  pe- 
nanggulangan  krisis  yang  terjadi.  Demi- 
kian  pula  di  pasar  modal,  Security  Ex- 
change Commission  (SEC)  di  Amerika  Se- 
rikat menempuh  langkah-langkah  untuk 
menghindari  anjioknya  harga  saham  an- 
tara  lain  dengan  membolehkan  transaksi 
buy  back. 

Langkah  Alan  Greenspan  tersebut  me- 
rupakan  implementasi  dari  fungsi  bank 
sentral  di  dunia  sebagai  lender  of  last 
resort.  Fasilitas  ini  disediakan  untuk  meng- 
atasi  kesulitan  likuiditas  jangka  pendek 
yang  dialami  oleh  bank-bank,  yang  dapat 
terjadi  karena  tidak  sinkronnya  peneri- 
maan  dana  dan  pengeluaran  dana  sehari- 
hari.  Dalam  memberikan  fasilitas  likuidi- 
tas dalam  rangka  lender  of  last  resort  ke- 
pada bank-bank  yang  membutuhkan,  bank- 
bank  sentral  menerapkan  persyaratan-per- 


syaratan  tertentu,  misalnya  jangka  waktu- 
nya  yang  pendek  dan  harus  dijamin  de- 
ngan surat-surat  berharga  berkualitas  ting- 
gi.  Fasilitas  ini  pada  umumnya  tidak  dibe- 
rikan  untuk  mengatasi  kesulitan  solvabili- 
tas  dalam  rangka  penyelamatan  suatu  bank 
ataupun  sistem  perbankan.  Masalah  solva- 
bilitas  biasanya  diatasi  melalui  skema  Asu- 
ransi  Deposito  (di  negara-negara  yang  me- 
miliki  skema  ini)  ataupun  Program  Penja- 
minan  Pemerintah  (seperti  di  negara-ne- 
gara Asia,  termasuk  Indonesia).  Di  samping 
itu,  skema  Asuransi  Deposito  ini  juga  ber- 
peran  dalam  mencegah  terjadinya  bank 
runs  karena  kepentingan  deposan  telah 
terproteksi  oleh  lembaga  asuransi  ini  (atau 
oleh  pemerintah  dalam  kasus  blanket 
guarantee)  ketika  sebuah  bank  ambruk. 

Situasi  seperti  yang  terjadi  di  Amerika 
Serikat  sebenarnya  dapat  kita  amati  di 
negara-negara  Asia,  khususnya  Korea  Se- 
latan,  Thailand  dan  Indonesia,  ketika  ne- 
gara-negara tersebut  mengalami  krisis  eko- 
nomi  sejak  pertengahan  tahun  1997.  Pa- 
da awal  terjadinya  krisis,  langkah  perta- 
ma yang  ditempuh  pada  waktu  itu  ada- 
lah diumumkannya  Paket  Bantuan  Likui- 
ditas dari  IMF  dan  berbagai  lembaga  in- 
tenasional  terhadap  negara-negara  terse- 
but. Langkah  ini  kemudian  diikuti  dengan 
penyediaan  bantuan  likuiditas  {liquidity 
support)  oleh  bank  sentral  terhadap  per- 
bankan, v/ang  untuk  kasus  Indonesia  di- 
kenal  sebagai  Bantuan  Likuiditas  Bank  In- 
donesia (BLBI).  Pada  awal  masa  krisis  te- 
lah ada  Keputusan  Pemerintah  yang  me- 
nugaskan  Bank  Indonesia  untuk  menyedia- 
kan dana  talangan  bagi  bank-bank  yang 
mengalami  kesulitan  likuiditas.  Penyedia- 
an BLBI  tersebut  diberikan  baik  dalam  kait- 
annya  dengan  fungsi  lender  of  last  resort 
maupun  dalam  pelaksanaan  Program  Pen- 
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jaminan  Pemerintah  (blanket  guarantee). 
Seperti  yang  dilakukan  di  Amerika  Seri- 
kat  baru-baru  ini,  dan  juga  di  negara-ne- 
gara  lain,  langkah  penyediaan  fasilitas  li- 
kuiditas tersebut  harus  dilakukan  segera 
dalam  situasi  krisis  di  mana  terjadi  chaos 
yang  mengancam  stabilitas  keuangan  dan 
kelangsungan  perekonomian  nasional. 

Dewasa  ini,  di  Indonesia  terdapat  dua 
skema  penyediaan  fasilitas  likuiditas  ke- 
pada  perbankan.  Yang  pertama  adalah  Fa- 
silitas Pendanaan  Jangka  Pendek  (FPJP) 
yang  disediakan  oleh  Bank  Indonesia  un- 
tuk membantu  kesulitan  likuiditas  jangka 
pendek  yang  dialami  bank-bank  dalam 
rangka  fungsinya  sebagai  lender  of  last 
resort.  Sesuai  dengan  UU  No.  23/1999, 
FPJP  tersebut  diberikan  untuk  jangka 
waktu  maksimal  90  hari  (termasuk  perpan- 
jangan)  dan  harus  dijamln  dengan  surat- 
surat  berharga  yang  berkualitas  tinggi.  Fa- 
silitas yang  kedua  adalah  Program  Pen- 
jaminan  Pemerintah  yang  hingga  saat  ini 
masih  berlaku.  Sebagaimana  diketahui,  da- 
lam pelaksanaan  program  ini  DPR  baru- 
baru  ini  telah  menyetujui  tambahan  alo- 
kasi  dana  yang  diajukan  Pemerintah  (yang 
dikenal  dengan  Rekening  502).  Dana  ter- 
sebut dikelola  oleh  BPPN  yang  pencair- 
annya  dilakukan  dengan  persetujuan  Men- 
teri  Keuangan. 

Pertanyaan  yang  timbul  adalah,  apa- 
kah"  kedua"  fasilitas' tersebut  mampu  ber-~ 
fungsi  sebagai  contingency  plan  untuk 
mengatasi  ancaman  terhadap  stabilitas 
keuangan  di  Indonesia?  Apabila  dilihat  da- 
ri  jumlah  ataupun  mekanisme  penyedia- 
annya,  secara  terus  terang  penulis  meli- 
hat  bahwa  kedua  fasilitas  tersebut  tidak 
akan  mampu  menjaga  stabilitas  keuangan 
apabila  terjadi  situasi  krisis  yang  menim- 
buikan  chaos  di  sistem  keuangan  mengi- 


ngat  sangat  besarnya  volume  kewajiban 
perbankan  dewasa  ini.  Apalagi  DPR  telah 
membatasi  penggunaan  dana  dalam  Re- 
kening 502  hanya  sebagai  penyediaan 
bantuan  likuiditas  bagi  bank-bank  yang 
sudah  dibekukan  operasinya  dan  tidak 
untuk  bank-bank  yang  masih  beroperasi. 
Sementara  itu,  ruang  gerak  Bank  Indone- 
sia dalam  menjalankan  fungsi  lender  of 
last  resort  telah  sangat  dibatasi  oleh  un- 
dang-undang  No.  23  tahun  1999.  Oleh 
karena  itu,  alternatif  yang  mungkin  dapat 
dilakukan  adalah  dengan  menyerahkan 
pelaksanaan  fungsi  ini  kepada  pemerin- 
tah atau  lembaga  lain  yang  didukung 
oleh  pemerintah,  misalnya  BPPN.  Hal  ini 
merupakan  permasalahan  nasional  yang 
perlu  kita  pikirkan  bersama,  meskipun 
tentu  saja  kita  tidak  menginginkan  situasi 
semacam  itu  terjadi. 

Belajar  dari  keberhasilan  Amerika  Se- 
rikat  dalam  mengatasi  dampak  negatif 
dari  tragedi  WTC  terhadap  kestabilan 
moneter  dan  sistem  keuangan,  kiranya 
mutlak  diperlukan  adanya  kepemimpinan 
dan  komitmen  nasional  mengenai  lang- 
kah penanganan  dan  penyediaan  likuidi- 
tas segera  setelah  krisis  itu  terjadi,  baik 
dari  Pemerintah  dan  Bank  Indonesia  mau- 
pun  dari  DPR.  Harus  terdapat  konsensus 
nasional  bahwa  krisis  telah  terjadi,  dan 
untuk  penanganannya  diperlukan  penye- 
diaan dana  ataupun  likuiditas  nasional. 
Termasuk  di  dalamnya  adalah  besarnya 
penyediaan  dana  yang  diberikan  oleh 
Bank  Indonesia  atau  mungkin  nanti  oleh 
lembaga  lain  berkaitan  dengan  fungsinya 
sebagai  lender  of  last  resort,  besarnya  da- 
na yang  disediakan  oleh  pemerintah  ber- 
kaitan dengan  pelaksanan  program  pen- 
jaminan  deposan,  ataupun  perlunya  alo- 
kasi  dana  khusus  dalam  APBN.  Harus 
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pula  terdapat  konsensus  mengenai  ke- 
mungkinan  terjadinya  biaya  yang  timbul 
dari  krisis  itu,  baik  yang  diperlukan  untuk 
pembangunan  kembali  prasarana  atau- 
pun  yang  terkait  dengan  kennungkinan 
tingkat  asset  recovery  yang  lebih  rendah 
daripada  fasilitas  likuiditas  yang  telah  di- 
berikan.  Hal  ini  penting  agar  tidak  terja- 
di  perbedaan  pendapat  di  kemudian  hari 
mengenai  fasilitas-fasilitas  yang  telah  dike- 
luarkan  baik  oleh  Bank  Indonesia  maupun 
pemerintah. 

Apabila  tidak  ada  konsensus  nasional 
seperti  di  atas,  situasi  chaos  yang  dapat 
nnengancam  stabilitas  keuangan  di  dalam 
negeri  akan  sulit  diatasi,  serta  dampak  dan 
biayanya  bagi  perekonomian  nasional  dan 
kelangsungan  hidup  negara  justru  akan  le- 
bih besar.  Selain  itu,  sebagaimana  penga- 
laman  kita  selama  krisis  ini,  tidak  adanya 
konsensus  tersebut  juga  menjadi  salah 
satu  faktor  yang  mengurangi  kredibilitas 
kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Bank  lii- 
donesia  dan  pemerintah,  terutama  da- 
lam kaitannya  dengan  upaya  percepatan 
pemulihan  ekonomi. 

Penulis  ingin  menekankan  pentingnya 
kesadaran  bersama  bahwa  setiap  penang- 
gulangan  krisis  menimbulkan  biaya  yang 
harus  dipikui.  Kalau  penanganan  krisis  ter- 
sebut dilakukan  secara  cepat,  benar,  dan 
konsisten,  biaya  tersebut  pada  akhirnya 
dapat  ditutup  kembali,  apakah  sebagi- 
an  atau  seluruhnya.  Keputusan  mengenai 
siapa  yang  akan  memikul  atau  menalangi 
biaya  tersebut  merupakan  keputusan  po- 
litik  yang  sulit,  namun  esensial.  Dalam  ke- 
nyataannya,  di  negara-negara  yang  meng- 
alami  krisis,  negaralah  yang  mengambil 
alih  tanggung-jawab  untuk  memikul  biaya 
tersebut.  Hal  ini  terjadi  sekurang-kurang- 
nya  adalah  atas  dasar  pertimbangan 


praktis.  Penanganan  krisis  memeHukan  tin- 
dakan  cepat,  sedangkan  keputusan  po- 
litik  untuk  membagi  beban  biaya  kepa- 
da  berbagai  unsur  masyarakat  memerlu- 
kan  waktu  yang  tidak  sedikit  untuk  me- 
rumuskan  dan  memutuskannya.  Oleh  ka- 
rena  itu,  secara  logika,  pemerintahlah 
yang  paling  tepat  bertindak  memikul 
atau  menalangi  biaya  tersebut,  untuk  ke- 
mudian dipertanggungjawabkan  kepada 
parlemen  dan  publik. 

Ketika  krisis  mula'i  melanda  Indonesia 
rnenjelang  akhir  tahun  1997  dan  krisis  ke- 
percayaan  terhadap  bank-bank  sudah  mu- 
lai  menyebabkan  penarikan  dana  nasabah 
secara  besar-besaran  dar]  bank-bank,  pe- 
merintah memutuskan  untuk  tidak  mem- 
biarkan  bank-bank  tutup  karena  kesulitan 
likuiditas.  Keputusan  iin  diambil  karena 
penutupan  bank  pada  waktu  itu  kemung- 
kinan  besar  akan  menimbulkan  domino 
effect  yang  merontokkan  seluruh  bank  na- 
sional sehingga  seluruh  sistem  pembayar- 
an  dan  sistem  moneter  akan  hancur.  Ke- 
putusan ini  mengandung  implikasi  bahwa 
jika  ada  bank  yang  d\-rush  sehingga 
mengalami  kesulitan  likuditas  dan  kalah 
kliring,  maka  Bank  Indonesia  harus  menu- 
tup  kekalahan  kliring  itu  dengan  membe- 
rikan  bantuan  (pinjaman)  likuiditas  (yang 
kemudian  dikenal  dengan  istilah  BLBI) 
agar  bank  tersebut  tidak  harus  diskors 
dari  kliring  dan  ditutup. 

Dengan  keputusan  tersebut  sebenar- 
nya  pemerintah  juga  telah  dengan  sa- 
dar  memutuskan  bahwa  biaya  dari  (pena- 
nganan) krisis  ditanggung  atau  ditalangi 
oleh  pemerintah.  Keputusan  politik  ini  se- 
makin  jelas  lagi  setelah  pemerintah  mem- 
berlakukan  penjaminan  atas  simpanan  na- 
sabah dan  kewajiban-kewajiban  lainnya 
dari  bank-bank  {blanket  guarantee)  mela- 
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lui  Keputusan  Presiden  No.  26  tahun  1998. 
Sesungguhnya  keputusan  politik  ini  ter- 
tuang  secara  lebih  gamblang  di  dalam 
komitmen  pemerintah  yang  antara  lain 
tertulis  di  dalam  Letter  of  Intent  (Lol)  ke- 
pada  IMF  bahwa  pemerintah  akan  meng- 
ganti  dana  yang  telah  dikeluarkan  oleh 
Bank  Indonesia  untuk  menyelamatkan 
bank-bank  (BLBI)  dengan  obligasi  peme- 
rintah. Pada  tahun  1998,  keputusan  poli- 
tik tersebut  juga  direstui  oleh  DPR  se- 
hingga  ia  merupakan  suatu  komitmen  dan 
konsensus  nasional.  Konsensus  nasional 
inilah  yang  menurut  hemat  penulis  meru- 
pakan modal  dasar  yang  kuat  untuk  da- 
pat  berhasil  menanggulangi  krisis.  Namun 
konsensus  nasional  ini  pula  yang  dalam 
perkembangan  politik  selanjutnya  menja- 
di  tidak  diakui  lagi,  sehingga  proses  pe- 
nanggulangan  krisis  menjadi  tidak  terfo- 
kus,  atau  bahkan  tidak  menentu. 


MENENGOK  KE  BELAKANG  SERTA 
MEMANDANG  KE  DEPAN 

Baik  dari  pengalaman  negara-negara 
Iain  maupun  dari  pengalaman  kita  sendiri 
selama  menangani  krisis  ekonomi,  terda- 
pat  beberapa  pelajaran  yang  dapat  kita 
ambil  untuk  dijadikan  pegangan  dalam 
menangani  dampak  tragedi  WTC  dan  kri- 
sis-krisis  lain  yang  mungkin  terjadi  di  ma- 
sa  depan  terhadap  kestabilan  moneter 
dan  sistem  keuangan,  yaitu: 

•  Setiap  krisis  ekonomi  dan  moneter  pa- 
da  hakikatnya  mengandung  unsur  kri- 
sis kepercayaan,  yaitu  kepercayaan  me- 
ngenai  masa  depan  ekonomi,  keperca- 
yaan mengenai  kestabilan  nilai  tukar, 
kepercayaan  mengenai  kepastian  hu- 
kum,  dan  lain  sebagainya. 
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•  Untuk  mengatasi  krisis  kepercayaan  di- 
butuhkan  kestabilan  politik  dan  konsis- 
tensi  kebijakan. 

•  Selain  itu,  kesamaan  pendapat,  kebu- 
latan  tekad,  serta  konsensus  nasional 
yang  dilandasi  oleh  kepentingan  nasio- 
nal merupakan  prasyarat  yang  sangat 
penting,  atau  bahkan  mutlak,  untuk  ke- 
berhasilan  upaya  penanggulangan  kri- 
sis. Tanpa  adanya  prasyarat  tersebut 
maka  upaya  penanggulangan  krisis  da- 
pat  berhenti  di  tengah  jalan.  Bagai- 
kan  meminum  obat  setengah  dosis, 
penyakit  tidak  sembuh  sementara  te- 
naga  dan  biaya  sudah  terkuras  habis. 
Dapat  pula  terjadi  bahwa  karena  ke- 
pentingan politik  golongan  yang  ter- 
lalu  menonjol  maka  kebijakan  penang- 
gulangan krisis  menjadi  berjaian  di  tem- 
pat,  atau  maju  mundur.  Ibarat  orang 
memanjat  batang  pohon  pinang,  pe- 
manjat  pertama  yang  baru  sampai  di 
tengah  tiang  sudah  ditarik  ke  bawah 
oleh  calon-calon  pemanjat  lain.  Oleh  ka- 
rena itu,  adalah  penting  sekali  untuk 
mencapai  konsensus  nasional  mengenai 
langkah-langkah  sulit  yang  harus  diambil 
untuk  mengatasi  krisis. 

Terbentuknya  pemerintahan  baru  teiah 
menimbulkan  harapan  akan  perbaikan  dan 
kelanjutan  upaya  penanggulangan  krisis. 
Berbagai  l^ngkah  awal  yang  diambil  pe- 
merintahan baru  telah  meningkatkan  ke- 
percayaan terhadap  rpasa  depan  ekono- 
mi Indonesia  secara  berarti.  Namun  ma- 
sih  banyak  keputusan  politik  yang  sulit 
yang  harus  diambil  pemerintah  di  minggu- 
minggu  dan  bulan-bulan  mendatang.  Un- 
tuk itu  diperlukan  kesamaan  pengertian, 
kebulatan  tekad,  dan  konsensus  nasional 
dalam  menghadapi  tantangan-tantangan 
masa  depan  yang  amat  berat. 


Negara  Berkembang  dalam  Proses 
Globalisasi:  Untung  atau  Buntung? 


Hans-Rimbert  Hemmer 


Ujud  globalisasi  dan  dampaknya  terhadap  perkembangan  ekonomi  mempu- 
nyai  banyak  konsekuensi  terhadap  kebijakan  nasional  negara-negara  berkembang. 
Dengan  semakin  terintegrasinya  pasar  keuangan  secara  internasional  maka 
negara  berkembang  dapat  melakukan  liberalisasi  secara  nasional  dan  interna- 
sional untuk  dapat  melakukan  investasi  secara  multilateral.  Agar  negara-negara 
berkembang  berhasil  berintegrasi  dengan  ekonomi  dunia,  maka  infrastruktur 
kelembagaan  yang  diperlukan  harus  dibangun,  tentunya  dengan  mempertim- 
bangkan  biaya  dan  manfaat  yang  berorientasi  pada  masalah-masalah  pemba- 
ngunan.  Dalam  kaitan  ini  kerja  sama  pembangunan  diharapkan  dapat  mem- 
bantu  turut  sertanya  suatu  negara  dalam  globalisasi  untuk  melakukan  program- 
program  reformasi  dengan  mengikutsertakan  lembaga-lembaga  internasional 
sektor  keuangan  dan  lembaga  internasional  lainnya  melalui  bantuan  keuangan 
dan  bantuan  teknis. 


PENDAHULUAN 

GLOBALISASI  adalah  istilah  po- 
puler  yang  sering  digunakan, 
dan  oleh  banyak  pihak  dikaitkan 
dengan  ketakutan  akan  pengangguran  dan 
semakin  meningkatnya  ketidakadilan  di 
tingkat  nasional  maupun  internasional. 
Namun  di  sisi  lain  banyak  pihak  meng- 
anggap  globalisasi  sebagai  peluang  agar 
seluruh  dunia  dapat  merasakan  kemajuan 
yang  telah  dicapai  oleh  urnat  manusia.  De- 
ngan demikian  maka  penilaian  terhadap 
globalisasi  ternyata  mencakup  seluruh  spek- 
trum  antara  dipersetankan  dan  diagung- 
agungkan. 

Dalam  tulisan  yang  berlandaskan  suatu 
studi  (Hemmer  et.  ai,  2000)  yang  bertema 
sama  ini  diupayakan  suatu  pengamatan 


khusus  terhadap  dampak  ekonomis  globali- 
sasi terhadap  negara  berkembang  (terma- 
suk  negara  ambang  dan  negara  transfor- 
masi),  dan  terutama  ingin  membahas  ber- 
bagai  peluang  yang  tersedia  bagi  peru- 
musan  kebijakan  pembangunan.  Oleh  ka- 
rena  itu  dalam  bagian  ini  pertama-tama 
akan  dibahas  secara  singkat  istilah  global- 
isasi, berbagai  penyebab  globalisasi  mau- 
pun bentuk-bentuk  utamanya.  Seianjutnya 
di  bagian  berikut  akan  dibahas  dampak 
globalisasi  terhadap  kebijakan  ekonomi 
pembangunan.  Peluang-peluang  pengem- 
bangan  kebijakan  pembangunan  untuk 
mengarahkan  globalisasi  sedemikian  rupa 
agar  bagi  negara  berkembang  terjadi  dam- 
pak positif  pertumbuhan,  penyebaran  pen- 
dapatan  dan  lingkungan  hidup,  akan  di- 
bahas kemudian  sebelum  diakhiri  dengan 
rangkuman  penutup. 
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Istilah  Globalisasi 

Menurut  suatu  definisi  abstral<,  global- 
isasi adalah  proses-proses  tingkat  dunia, 
yang  berperanserta  terhadap  pembentukan 
dan  pengembangan  sistem-sistem  global 
{Krueger,  1999:  18).  Definisi  semacam  ini 
dapat  diinterpretasi  sangat  secara  luas. 

Semua  pihak  sepakat  bahwa  globalisa- 
si menjangkau  semua  sektor  ekonomi  dan 
kemasyarakatan.  Namun  secara  primer  glo- 
balisasi merupakan  suatu  fenomena  eko- 
nomi yang  berdampak  luas  ~  bukan  hanya 
berdampak  ekonomi  saja.  Para  ahli  ekono- 
mi sekalipun  tidak  memiliki  definisi  baku 
mengenai  istilah  globalisasi,  tetapi  semua 
definisi  menekankan  terjadinya  internasio- 
nalisasi  aktivitas  ekonomi  secara  ekstrem. 

Globalisasi  berarti  pembagian  tugas 
tingkat  dunia  yang  semakin  marak,  yang 
terlihat  pada  pembagian  proses  produksi 
yang  terdiri  atas  beberapa  tahap  ke  berba- 
gai  lokasi  berjauhan.  Pembagian  proses  pro- 
duksi tersebut  terutama  menyebabkan  per- 
tumbuhan  pesat  perdagangan  barang  in- 
ternasional, investasi  asing  langsung  mau- 
pun terjadinya  integrasi  antarsemua  pasar 
modal  dunia.  Oleh  karena  itu  saling  keter- 
gantungan  pasar  dan  proses  produksi  ber- 
bagai  negara  semakin  meningkat  (Nunnen- 
kamp  et.  al.,  1994:  3).  Di  samping  itu  ter- 
bentuknya  jaringan  proses-proses  ekono- 
mi dapat  dinyatakan  sebagai  ciri  uta- 
ma  globalisasi  (6MZ,  1999:  2;  Hemmer, 
1999:  1;  dan  Narulal  and  Dunning,  2000: 
141).  Dipandang  dari  sisi  konsumen,  glo- 
balisasi juga  terwujud  melalui  semakin 
disesuaikannya  struktur  permintaan  dan 
konsumsi  nasional  maupun  lokal  terhadap 
contoh-contoh  internasional. 


Penyebab  Globalisasi 

Apa  saja  penyebab  sesungguhnya  dari 
proses  globalisasi?  Sering  didiskusikan  be- 
berapa penyebab,  di  mana  di  sini  akan  di- 
diskusikan tiga  penyebab  yang  menurut 
analisis  ekonomi  dianggap  sebagai  paling 
penting. 

Liberalisasi  Arus  Barang  dan  Modal 

Selama  rezim  GATT-47  terjadi  pengu- 
rangan  hambatan  bea  antarnegara  industri 
yang  sangat  berarti,  setelah  masa  puncak 
proteksi  yang  terjadi  setelah  krisis  eko- 
nomi dunia  tahun  1920-an  hingga  Perang 
Dunia  II.  Di  samping  itu  terbentuk  atau 
sedang  terbentuk  sejumlah  kawasan  inte- 
grasi regional  yang  berarti  (misalnya,  Uni 
Eropa,  NAFTA).  Pada  akhir  Putaran  Uru- 
guay (2004)  beban  bea  rata-rata  negara  in- 
dustri terkemuka  akan  berada  di  bawah  5 
persen,  dan  96  persen  beban  bea  di  selu- 
ruh  Hiinia  ak?n  mematuhi  ketentuan  hukum 
GATT-94  atau  WTO  {Hasse,  1996:  292). 

Dalam  tatanan  perdagangan  dunia  yang 
baru,  di  samping  reintegrasi  perdagangan 
pertanian  dan  tekstil,  juga  disertakan  ber- 
bagai  perjanjian  perdagangan  jasa  antar- 
negara (GATS)  dan  perlindungan  kekaya- 
an  intelektual  (TRIPS).  Di  samping  itu  ju- 
ga dicoba  untuk  mengkonversi  berbagai 
hambatan  perdagangan  non-tarif  yang  ter- 
utama dilakukan  oleh  negara-negara  ber- 
kembang,  menjadi  bea  {tarification).  Ham- 
batan-hambatan  semacam  ini  direncanakan 
akan  semakin  berkurang  selama  tahun-ta- 
hun  mendatang. 

Di  samping  upaya-upaya  integrasi  yang 
cukup  berhasil  di  pasar  barang  maupun  ja- 
sa, maka  seiring  GATT-94  juga  diupayakan 
terjadinya  kemudahan  ketentuan  investasi 
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transnasional.  Melalui  dijalinnya  perjanjian 
TRIM  {trade-related  investment-measures), 
maka  berbagai  persyaratan  yang  mengham- 
bat  investasi  langsung  (yang  dikenal  de- 
ngan  ketentuan  local  content)  berhasil  di- 
kurangi  {Senti,  1994:  332). 

Impuls  globalisasi  penting  iainnya  ada- 
lah  semakin  berkurangnya  kebijakan  regu- 
lasi  devisa  dan  liberalisasi  pasar  keuangan 
di  banyak  negara.  Trend  dunia  ke  arah  arus 
pembayaran  yang  tidak  diregulasi  pemerin- 
tah,  setta  penganrianan  konvertibllitas  mata 
uang  telah  menciptakan  masyarakat  pem- 
bayaran internasional  di  samping  masyara- 
kat perdagangan  internasional.  Dikurangi- 
nya  kontrol  arus  modal,  dihilangkannya  re- 
gulasi  batasan  maksimum  bunga  bank,  ser- 
ta  dibukanya  sektor  perbankan  untuk  sek- 
tor  swasta  dalam  maupun  luar  negeri  sa- 
ngat  berperan  terhadap  semakin  terbuka- 
nya  akses  pasar  keuangan,  dan  dengan  de- 
mikian  ke  arah  terwujudnya  arus  modal  in- 
ternasional yang  bebas.  Menurunnya  biaya 
transaksi  akibat  langkah-langkah  liberali- 
sasi tersebut  merupakan  impuls  penting  ba- 
gi  semakin  meluasnya  pembagian  kerja  di 
tingkat  internasional  {Hasse,  1996:  294). 

Bertambahnya  Kapasitas  Produksi 
di  Seluruh  Dunia 

Salah  satu  penyebab  penting  lain  dari 
globalisasi  adalah  semakin  berkembangnya 
industrialisasi  di  berbagai  lokasi  dunia.  Se- 
rangkaian  negara  berkembang  belakangan 
ini  telah  meninggalkan  status  sebagai  pe- 
masok  bahan  baku  dan  konsumen  produk 
jadi  sederhana,  dan  telah  mencapai  status 
negara  industri  (dikenal  sebagai  newly  in- 
dustrialized countries/N\Cs) . 


Secara  keseluruhan  banyak  negara  ber- 
kembang selama  dua  dasawarsa  terakhir, 
di  samping  pertumbuhan  ekonomi  secara 
umum,  mengalami  peningkatan  produksi 
industri  yang  pesat  {Bank  Dunia,  2000: 
182  ff.).  Proses  catching  up  ini  sangat  me- 
ningkatkan  jumlah  pemasok  di  tingkat  du- 
nia. Kapasitas  produksi  global  bertambah, 
dan  persaingan  di  banyak  pasar  menjadi 
jauh  lebih  tajam. 

Proses  ini  akan  menjadi  semakin  cepat  ' 
lagi,  kalau  Cina,  India  dan  Eropa  Timur  yang 
mempunyai  potensi  pasar  yang  sangat  be- 
sar,  berintegrasi  sepenuhnya  ke  dalam  per- 
saingan dunia.  Integrasi  ini  akan  menye- 
babkan  hampir  tidak  ada  lagi  hambatan  aki- 
bat dimensi  pasar  yang  terlalu  kecil,  yang 
di  masa  lalu  merupakan  faktor  penghambat 
strategi  globalisasi  bagi  banyak  perusaha- 
an  {Nunnenkamp  et.  ai,  1994:  2). 

Kemajuan  Teknologi  sebagai  Fak- 
tor Pendukung  Penurunan  Biaya 
Transpor  dan  Komunikasi 

Suatu  persyaratan  mendasar  untuk  ter- 
bentuknya  ekonomi  dunia  yang  saling  ter- 
kait  adalah  pengembangan  teknologi  untuk 
mengatasi  batasan  mobilitas  manusia  aki- 
bat ruang  dan  waktu.  Oleh  karena  itu,  ha- 
nya  melalui  teknologi  transportasi  dan  ko- 
munikasi barulah  globalisasi  dalam  bentuk- 
nya  seperti  sekarang  ini  dimungkinkan. 

Setelah  lompatan  perkembangan  perta- 
ma  abad  ke-19  (kereta  api,  kapal  uap),  tek- 
nologi transportasi  modern  mengalami  ta- 
hap  kualitas  yang  baru  selama  dasawarsa- 
dasawarsa  setelah  Perang  Dunia  II  (teruta- 
ma  hubungan  penerbangan  antarbenua,  ka- 
pal barang  yang  besar  dan  teknologi  peti 
kemas).  Perkembangan  dinamis  ini  sangat 
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menurunkan  biaya  mengatasi  ruang,  se- 
hingga  sangat  menaikkan  tingkat  mobilitas 
manusia  dan  barang. 

Perkembangan  teknologi  komunikasi  se- 
lama  beberapa  dasawarsa  terakhir  juga  sa- 
ngat dramatis.  Revolusi  mikroelektronika, 
yang  menyebabkan  dorongan  teknologi 
yang  luar  biasa  di  sektor  telekomunikasi 
dan  pengolahan  data,  menyebabkan  penu- 
runan  biaya  transaksi  dan  komunikasi  yang 
sangat  berarti.  Boleh  dikatakan  bahwa  se- 
cara  de  facto  pengiriman  data  melalui  in- 
ternet atau  jaringan  intranet  perusahaan  ti- 
dak  memerlukan  waktu  lagi.  Hal  ini  mem- 
permudah  komunikasi  antarmitra  dagang, 
dan  sangat  memperbaiki  efisiensi  manaje- 
men  perusahaan  internasional. 

Kemajuan  teknologi  yang  digambarkan 
di  atas  mempertinggi  tingkat  mobilitas  un- 
tuk  kebanyakan  faktor  produksi,  sehingga 
keterikatan  lokasi  faktor-faktor  tersebut  ber- 
kurang.  Oleh  karena  itu,  suatu  konsekuen- 
si  menentukan  dari  globalisasi  berbunyi: 
Semakin  murah  biaya  untuk  memindahkan 
produk  antara  atau  faktor  produksi  ke  lo- 
kasi-lokasi  yang  cukup  jauh,  maka  sema- 
kin besar  pula  persaingan  antarlokasi  eko- 
nomi  yang  sebenarnya  berjauhan  {Straub- 
haar,  1996:  223). 

Perwujudan  Globalisasi:  Temuan 
Empiris 

Ada  berbagai  perwujudan  globalisasi. 
Di  samping  fenomena-fenomena  ekologi 
(problematika  pemanasan  bumi  dan  lapisan 
ozon)  juga  terdapat  fenomena-fenomena 
politis  dan  sosiologis.  Dari  sudut  pandang 
ekonomi  terutama  perlu  diperhatikan  tiga 
perwujudan  utama,  karena  paling  jelas 
memperlihatkan  trend  ke  arah  dunia  eko- 
nomi terglobalisasi: 


Pertumbuhan  Perdagangan  Dunia 

Perdagangan  barang  dunia  terus-mene- 
rus  mengalami  pertumbuhan  sejak  dasa- 
warsa 1950-an,  dengan  perkembangan  pa- 
ling pesat  tercatat  selama  dasawarsa 
1980-an.  Sebagai  contoh,  ekspor  tingkat 
dunia  tumbuh  dari  US$2,3  milyar  pada 
tahun  1980  menjadi  US$6,7  milyar  pada 
tahun  1999.  Pada  saat  ini  jasa  mencakup 
sekitar  20  persen  dari  ekspor  tingkat  du- 
nia, sehingga  perannya  dalam  perdagang- 
an dunia  menjadi  semakin  penting. 

Perdagangan  dunia  masih  tetap  didomi- 
nasi  oleh  negara-negara  industri,  yang  se- 
cara  bersama-sama  menguasai  dua  pertiga 
dari  seluruh  arCis  perdagangan.  Tetapi  pang- 
*  sa  negara-negara  berkembang  terus  berkem- 
bang,  walaupun  secara  jangka  pendek  me- 
ngalami penurunan  akibat  Krisis  Asia. 

Di  antara  negara-negara  berkembang,  se- 
bagian  besar  negara  di  Asia  mengalami  pe- 
ningkatan  volume  perdagangan  yang  sa- 
ngat pesat.  Sebaliknya  Afrika  maupun  ke- 
lompok  negara  paling  tertinggal  (least  de- 
veloped countries/lDCs)  yang  kebanyakan 
di  antaranya  berada  di  Afrika,  hampir  tak 
berperan  pada  perluasan  perdagangan  ter- 
sebut. Kedua  kelompok  negara  tersebut 
mempunyai  struktur  ekspor  yang  terdiri 
dari  hanya  beberapa  produk,  kebanyakan 
di  antaranya  barang  primer,  sedangkan  le- 
bih  dari  80  persen  ekspor  barang  negara- 
negara  berkembang  maupun  negara-negara 
ambang  maju  di  Asia  merupakan  produk  in- 
dustri (Hemmer  at.  a/.,  2000:  9  ff.). 

Pertumbuhan  Investasi  Langsung 

Ciri-ciri  utama  investasi  asing  langsung 
{foreign  direct  investment/FD\)  adaiah  pe- 
ransertanya  pada  jumlah  modal  investasi 
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dan  pengaruh  jangka  panjang  terhadap  ak- 
tivitas  usaha.  Volume  FDI  selama  dua  dasa- 
warsa  belakangan  di  seluruh  dunia  mening- 
kat  dari  US$500  milyar  (1980)  menjadi 
US$4,100  milyar  (1998)  (UNCTAD,  1999: 
489).  Aliran  modal  tahunan  selama  jang- 
ka waktu  tersebut  meningkat  dari  US$38 
milyar  menjadi  US$638  milyar  [IMF,  1999 
dan  1987).  Jadi  trend  ke  arah  internasio- 
nalisasi  produksi  sangat  terasakan. 

Di  samping  itu,  perusahaan-perusahaan 
transnasional  mengembangkan  internasional- 
isasi  perusahaan  mereka  juga  melalui  upa- 
ya-upaya  lainnya.  Salah  satu  tandanya  ada- 
lah  perkembangan  drastis  arus  pembayaran 
paten  dan  lisensi  di  tingkat  internasional. 

Negara-negara  berkembang  memperole4i 
manfaat  lebih  besar  dari  perkembangan  ke 
arah  internasionalisasi  ini,  karena  pening- 
katan  pangsa  investasi  langsung  ke  nega- 
ra-negara tersebut.  Namun  tidak  semua  ne- 
gara  memperoleh  manfaat  yang  sama  be- 
sar. Terutama  negara-negara  terbelakang 
masih  tetap  tersisih  dari  trend  ke  arah 
produksi  mendunia  tersebut,  sedangkan 
sebagian  besar  aliran  masuk  diterima  oleb 
beberapa  negara  transisi  (terutama  ne- 
gara-negara industri  baru  Asia). 

Pertumbuhan  Arus  Modal  Inter- 
nasional 

Di  samping  FDI,  arus  modal  berbentuk 
pinjaman,  kredit  bank  dan  penyertaan  sa- 
ham  juga  sangat  meningkat.  Arus  modal 
netto  di  negara  berkembang  antara  tahun 
1990  hingga  1996  tumbuh  tiga  kali  lipat 
menjadi  US$97  milyar.  Namun  dalam  kait- 
an  ini  pun  Afrika  tetap  terSiiih. 

Berbeda  dengan  FDI,  arus  modal  sema- 
cam  ini  mudah  sekali  berpindah-pindah,  se- 


perti  yang  terlihat  nyata  pada  Krisis  Asia. 
Juga  terdapat  perbedaan  mendasar  antara 
arus  modal  jangka  pendek  dan  jangka  pan- 
jang. Kalau  arus  modal  jangka  panjang  se- 
lama dasawarsa  1990-an  hampir  selalu  me- 
ngalami  pertumbuhan,  maka  arus  modal 
jangka  pendek  selama  paruh  kedua  dasa- 
warsa tersebut  mengalami  penurunan  sangat 
berarti  dan  bahkan  sebagian  negara  ber- 
kembang mengalami  penarikan  modal. 

DAMPAK  GLOBALISASI  TERHADAP 
KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN 

Globalisasi  mempunyai  dampak  berarti 
terhadap  hampir  semua  sektor  kemasyara- 
katan  suatu  negara.  Tulisan  ini  terlalu  sing- 
kat  untuk  membahas  semua  dampak  terse- 
but. Oleh  karena  itu  uraian  selanjutnya 
membatasi  terhadap  dampak-dampak  per- 
wujudan  globalisasi  di  atas,  yang  dari  sudut 
pandang  ekonomi  relevan  terhadap  per- 
tumbuhan, penyebaran  pendapatan  dan 
lingkungan  hidup  negara-negara  berkembang. 

Dampak  Liberalisasi  dan  Pertum- 
buhan  Perdagangan   Tingkat  Dunia 

Liberalisasi  perdagangan  berlandaskan 
pada  perbedaan  harga  komparatif  akibat 
keunggulan  efisiensi  dan  spesialisasi  ser- 
ta  pada  keunggulan  perdagangan  intra-in- 
dustri,  di  samping  menyingkirkan  penyim- 
pangan  sistem  harga  relatif  yang  disebab- 
kan  oleh  hambatan-hambatan  perdagangan. 
Tetapi  liberalisasi  ini  hanya  sempurna  ka- 
lau turut  mencakup  sektor  jasa.  Oleh  karena 
itu,  liberalisasi  perdagangan  barang  saja  ti- 
dak dapat  menghasilkan  pengurangan  pe- 
nyimpangan  harga  secara  menyeluruh. 

Lebih  dari  itu,  orientasi  terhadap  per- 
saingan  internasional  yang  disebabkan  oleh 
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pembukaan  ekonomi  dalam  negeri  terhadap 
luar  negeri  menyebabkan  peningkatan  efi- 
siensi  proses-proses  ekonomi  secara  keselu- 
ruhan.  Dalam  rangka  liberalisasi  perdagang- 
an  juga  terjadi  perbaikan  alokasi  sumber 
daya,  dan  peluang  pertumbuhan  ekonomi 
semakin  membaik.  Oleh  karena  itu  kalau  di- 
pandang  secara  jangka  pendek,  apabila  ti- 
dak  ada  efek  eksternal  dan  faktor-faktor 
sebelumnya  tetap,  maka  terjadi  pening- 
katan kemakmuran  ekonomi  bangsa  yang 
berperanserta  dalam  globalisasi. 

Tetapi  secara  jangka  menengah  dan  pan- 
jang,  efek  pertumbuhan  perdagangan  luar 
negeri  sangat  melebihi  dampak  statis  ke- 
makmuran. Ekonomi  bangsa-bangsa  yang 
terbuka  pada  umumnya  tumbuh  lebih  ce- 
pat  daripada  ekonomi  bangsa-bangsa  ter- 
tutup,  karena  peningkatan  produktivitas  dan 
investasi  yang  didorong  oleh  perdagang- 
an. Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  pe- 
ningkatan modal  sumber  daya  manusia  dan 
akses  lebih  mudah  terhadap  masukan  uari 
luar  negeri  dan  terhadap  pengetahuan  in- 
ternasional.  Di  sini  terdapat  pengecualian 
ekonomi-ekonomi  negara  yang  umumnya 
kaya  sumber  daya,  yang  akibat  mengekspor 
barang  primer  yang  miskin  teknologi  ha- 
nya  mengalami  sedikit  saja  peningkatan 
modal  sumber  daya  manusia  (diistilahkan 
"perangkap  spesialisasi"),  di  mana  negara- 
negara  semacam  itu  sangat  peka  terhadap 
perubahan  harga  bahan  baku  akibat  ku- 
rangnya  diversifikasi  produk  ekspor  mereka. 

Pendapat  teoretis  ini  didukung  oleh  da- 
ta empiris.  Kebanyakan  studi  empiris  men- 
capai  kesimpulan  bahwa  negara-negara  ber- 
kembang  yang  terbuka  akan  tumbuh  lebih 
cepat  daripada  negara-negara  berkembang 
yang  tertutup,  dan  lebih  dari  itu  dapat  di- 
amati  terjadinya  konvergensi  -  jadi  penye- 


larasan  pendapatan  per  kapita  ~  pada  eko- 
nomi-ekonomi bangsa  yang  bersifat  terbuka 
(lihat,  antara  lain,  Sachs  and  Warner,  1995). 

Dampak  distribusi  yang  disebabkan  oleh 
liberalisasi  perdagangan  di  negara-negara 
berkembang  akan  menimbulkan  dampak 
jangka  pendek  peningkatan  pendapatan^ 
akibat  terjadinya  spesialisasi  ke  arah  pro- 
duksi  barang  padat  karya.  Tetapi  secara 
jangka  menengah  maupun  jangka  panjang 
negara-negara  tersebut  juga  akan  meng- 
alami menurunnya  peran  tenaga  kerja  ti- 
dak  terampil  akibat  kemajuan  teknologi 
internasional,  sama  seperti  negara-nega- 
ra industri.  Oleh  karena  itu,  maka  hanya 
subjek  ekonomi  yang  mempunyai  modal 
barang  dan  sumber  daya  manusia  mini- 
mum saja  yang  mampu  menanggung  pen- 
danaan  penghidupannya  sendiri. 

Dampak  lingkungan  hidup  dari  perda- 
gangan luar  negeri  bersifat  mendua.  Sela- 
ma  biaya  lingkungan  hidup  tidak  tercakup 
dalam  biaya  transportasi  internasional,  ma- 
ka dari  sudut  pandang  ekonomi  keseluruh- 
an  dapat  dicapai  arus  perdagangan  ber- 
volume  besar. 

Terutama  negara  berkembang  terancam 
cenderung  menghancurkan  landasan  peng- 
hidupan  alaminya  akibat  terbentuknya 
struktur  produksi  yang  merusak  lingkungan 


Verkembangan  ini  diterangkan  ol^h  teori  neo 
klasik  perdagangan  luar  negeri  dalam  rangka  teo- 
rema  proporsionalitas  faktor  produksi.  Menurut  teo- 
rema  ini,  suatu  negara  mempunyai  keunggulan  kom- 
paratif  produksi  produk  tertentu,  kalau  secara  sangat 
intensif  memanfaatkan  faktor  produksi  yang  dimi- 
liki  negara  tersebut  secara  relatif  melimpah.  Pada 
kasus  negara-negara  berkembang  ini  adalah  barang- 
barang  yang  intensitas  sumber  dayanya  tinggi  dan 
padat  karya.  Melalui  spesialisasi  kepada  barang  pa- 
dat karya  timbul  peningkatan  kebutuhan  tenaga  ker- 
ja, sehingga  terjadi  peningkatan  pengupahan. 
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(misalnya  penambangan  sumber  daya  se- 
cara  berlebihan).  Tetapi  sebaliknya  pem- 
bukaan  terhadap  perdagangan  luar  negeri 
dapat  menyebabkan  penyebaran  teknologi 
yang  ramah  lingkungan,  dan  apabila  terjadj 
perkembangan  ekonomi  yang  positif  akan 
menyebabkan  berkurangnya  pencemaran 
lingkungan  yang  disebabkan  oleh  kemis- 
kinan.-  Tetapi  permasalahan  lingkungan  hi- 
dup  memang  merupakan  salah  satu  ma- 
salah  utama  di  era  globalisasi  ini  {Gottwald 
and  Hemmer,  1998). 

Dampak  dari  Pertumbuhan  Inves- 
tasi  Langsung 

Investasi  langsung,  sebagai  bentuk  alir- 
an  modal  yang  sangat  penting,  mempu- 
nyai  peran  utama  bagi  pertumbuhan  negara 
berkembang.  Sebab,  investasi  langsung  bu- 
kan  hanya  memindahkan  modal  barang,  te- 
tapi juga  mengalihkan  pengetahuan  dan 
moda!  sumbe-"  dava  manusia. 

•  Alih  modal  barang  meningkatkan  inves- 
tasi di  negara  penerima,  yang  mencetus- 
kan  pertumbuhan  ekonomi. 

•  Alih  pengetahuan  terutama  terwujud  da- 
lam  bentuk  cara  manajemen  dan  cara 
produksi  yang  modern. 

•  Tetapi  alih  pengetahuan  juga  memerlu- 
kan  modal  sumber  daya  manusia,  yang 
seringkali  tak  tersedia  di  negara  berkem- 
bang. Oleh  karena  itu  perusahaan  trans- 
nasional  seringkali  mendapatkan  modal 
sumber  daya  manusia  itu  melalui  pe- 
nempatan  tenaga  kerja  dari  luar  negara 
penerima.  Tetapi  karena  penempatan 
semacam  ini  umumnya  hanya  bersifat 
sementara,  maka  dampak  utama  ter- 
hadap modal  sumber  daya  manusia 


setempat  dihasilkan  melalui  pendidik- 
an,  pelatihan  dan  learning-on-the-job  di 
masing-masing  negara  penerima, 

•  Sebagai  tambahan,  investasi  langsung 
dari  luar  negeri  dapat  memperbaiki  ca- 
dangan  devisa  suatu  negara,  terutama 
kalau  investasi  tersebut  selanjutnya  te- 
tap  terkait  dengan  luar  negeri,  karena 
pertama-tama  ditujukan  untuk  melayani 
pasar-pasar  di  luar  negara  penerima. 

•  Akhirnya  investasi  langsung  dari  luar 
negeri  seringkali  meningkatkan  efisiensi 
ekonomi  keseluruhan  bangsa,  karena 
menyebabkan  peningkatan  persaingan. 

Dari  ciri-ciri  investasi  langsung  luar  ne- 
geri ini  jelas  terlihat  dampaknya  yang  sa- 
ngat mendorong  pertumbuhan  ekonomi. 
Dalam  berbagai  studi  empiris  dampak  yang 
menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  ini 
telah  dibahas  {Balasubramanyam  et.  a/., 
1999;  dan  Borensztein  et.  al.,  1998;  dan 
Blomstroem  et.  al.,  1999).  Tetapi  studi-studi 
tersebut  juga  menekankan  bahwa  agar 
dampak  tersebut  tenA/ujud,  terlebih  dulu 
harus  ada  modal  sumber  daya  manusia 
ukuran  tertentu  di  suatu  negara,  karena 
kalau  tidak  maka  know-how  tersebut  ti- 
dak  dapat  dimanfaatkan  bagi  sektor-sek- 
tor  ekonomi  lain,  atau  bahkan  tidak  dapat 
dialihkan  samasekali. 

Investasi  luar  negeri  langsung  secara 
jangka  menengah  justru  cenderung  bersi- 
fat negatif  terhadap  pemerataan  pendapat- 
an  —  walaupun  banyak  perusahaan  baru 
menciptakan  lapangan  kerja  ~  karena  men- 
dorong kemajuan  teknologi  yang  condong 
hemat  tenaga  kerja,  sehingga  tenaga  kerja 
tidak  terampil  di  negara-negara  berkem- 
bang juga  menjadi  semakin  tidak  berarti 
(Tsa/,  1995  dan  Chen  et.  al.,  1995).  Kenya- 
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taan  ini  hanya  dapat  diubah  ke  arah  po- 
sitif  melalui  upaya  jangka  panjang  per- 
tumbuhan  ekonomi  --  yang  antara  lain  ter- 
wujud  melalui  investasi  asing  langsung. 

Dampak  investasi  asing  langsung  terha- 
dap  alam  sangat  dipertentangkan:  Ada  pi- 
hak  yang  menggunakan  istilah  dumping 
lingkungan  hidup,  artinya  industri  yang 
sangat  mencemari  lingkungan  sengaja  di- 
pindah  ke  negara  berkembang.  Sementara 
pihak  lain  menekankan  transfer  know-how 
melalui  teknik  produksi  yang  ramah  ling- 
kungan. Tetapi  masih  belum  ada  bukti  yang 
cukup  untuk  membuktikan  adanya  trend 
yang  jelas  ke  salah  satu  dari  antara  kedua 
arah  tersebut. 

Dampak  dari  Pertumbuhan  Arus 
Modal  Internasional 

Akibat  bergabungnya  banyak  pasar  ke- 
uangan  nasional  ke  dalam  sistem  keuang- 
an  internasional  setelah  adanya  liberalisasi 
arus  modal,  maka  terciptalah  situasi  keter- 
sediaan  modal  yang  melebihi  kemampuan 
menabung  masing-masing  negara.  Dengan 
demikian  maka  peluang  berinvestasi  sema- 
kin  terbuka,  karena  hambatan  bagi  modal 
untuk  menemukan  pemanfaatan  yang  pa- 
ling produktif  menjadi  berkurang. 

Tetapi  dampak  yang  ditimbulkan  oleh 
situasi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  peman- 
faatan dana  yang  terjadi.  Arus  masuk  mo- 
dal pertama-tama  akan  memperbaiki  neraca 
perdagangan,  tetapi  dampak  jangka  pan- 
jang dipengaruhi  oleh  seleksi  penanaman 
arus  modal  tersebut.  Kalau  diinvestasikan 
ke  sektor  ekspor,  maka  di  masa  depan  pun 
akan  ada  kecenderungan  ke  arah  perbaik- 
an  neraca  perdagangan.  Di  samping  itu  in- 
vestasi ke  sektor  ekonomi  umumnya  meng- 


hasilkan  perbaikan  efektivitas  produksi  di 
negara-negara  berkembang.  Akses  kepada 
investor  asing  ke  pasar  keuangan  nasional 
umumnya  juga  akan  menyebabkan  pening- 
katan  efisiensi  pasar  nasional,  sehingga  se- 
cara  umum  pengusaha  merasakan  penurun- 
an  biaya  investasi,  sehingga  timbul  impuls 
pertumbuhan  lainnya. 

Tetapi  arus  modal  jangka  pendek  yang 
mudah  sekali  berpindah  berperanserta  me- 
ningkatkan  potensi  instabilitas  pasar  ke- 
uangan, dan  seperti  yang  diperlihatkan  oleh 
Krisis  Asia,  dapat  berakibat  fatal  kalau  in- 
frastruktur  keuangan  tidak  memenuhi  per- 
syaratan  arus  modal  internasional,  Walau- 
pun  data  fundamental  ekonomi  makro  di 
Asia  baik,  ternyata  terjadi  penarikan  modal 
besar-besaran  akibat  perilaku  panik  berke- 
lompok. 

Peningkatan  arus  modal  secara  teoretis 
bersifat  memperbaiki  penyebaran  penda- 
patan,  karena  menyebabkan  penyelarasan 
pembiayaan  faktor-faktor  produksi  antara 
negara-negara  berkembang  dengan  negara- 
negara  industri.  Bagi  negara  berkembang  hal 
ini  berarti  bahwa  akibat  semakin  tersedia- 
nya  modal  maka  biaya  modal  menurun,  se- 
dang  biaya  tenaga  kerja  meningkat.  Karena 
di  negara-negara  berkembang  penguasaan 
modal  umumnya  berada  di  tangan  bebera- 
pa  gelintir  orang  kaya  saja,  perubahan  ini 
akan  menghasilkan  penyebaran  pendapat- 
an  yang  lebih  merata. 

Tetapi  masih  belum  ada  bukti  empiris 
untuk  membuktikan  pemikiran  di  atas.  Le- 
bih besar  kemungkinan  bahwa  semakin  pa- 
dat  modalnya  proses-proses  produksi  akan 
menyebabkan  dualisme  pasar  tenaga  kerja. 
Tenaga  kerja  tidak  terampil  semakin  sulit  di- 
tempatkan  dalam  proses-proses  produksi 
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padat  modal,  sedangkan  tenaga  kerja  te- 
rampil  sangat  diuntungkan.  Jadi  arah  per- 
kembangan  penyebaran  pendapatan  suatu 
negara  akibat  alih  modal  sangat  bergantung 
kepada  kebijakan  nasional  suatu  negara  -- 
terutama  kepada  kebijakan  pendidikannya. 

Dampak  lingkungan  hidup  dari  arus  mo- 
dal hanya  berupa  peluang  pertumbuhan 
ekonomi  yang  disebabkan  oleh  arus  modal 
tersebut.  Pada  umumnya  pencemaran  ling- 
kungan hidup  memang  meningkat  akibat 
peningkatan  aktivitas  ekonomi,  tetapi  se- 
iring  dengan  peningkatan  pendapatan  juga 
semakin  timbul  keinginan  masyarakat  akan 
kualitas  lingkungan  hidup  yang  lebih  baik. 
Di  samping  itu  masyarakat  miskin  semakin 
sedikit  memerlukan  melakukan  tindakan 
pengrusakan  lingkungan  hidup  demi  me- 
nyambung  hidup. 

DAMPAK  GLOBALISASI  TERHA- 
DAP KEBIJAKAN  PEMBANGUNAN 
NEGARA-NEGARA  BERKEMBANG 

Berbagai  perwujudan  globalisasi  dan 
dampaknya  terhadap  perkembangan  ekono- 
mi, tentu  mempunyai  banyak  konsekuensi 
terhadap  kebijakan  nasional  negara-negara 
berkembang  agar  dapat  memanfaatkan  dam- 
pak-dampak  positif  globalisasi  dan  sedapat- 
nya  menghindari  dampak-dampak  negatif. 
Sebagian  besar  konsekuensi  tersebut  berla- 
ku  sama  terhadap  semua  negara  berkem- 
bang. Tetapi  ada  usulan-usulan  yang  khu- 
sus  ditujukan  kepada  negara-negara  tran- 
sisi  dan  negara-negara  tertinggal,  sehing- 
ga  dikelompokkan  secara  terpisah. 

Konsekuensi  Umum 

Pada  dasarnya  kebijakan-kebijakan  yang 
diperlukan  dapat  dikategorikan  sebagai 


Persyaratan  Umum,  Kebijakan  Stabilisasi 
Makroekonomi,  Kebijakan  Ekonomi  Luar 
Negeri,  serta  Kebijakan  Sumber  Daya  dan 
Struktur. 

Persyaratan  Umum. 

Dampak  globalisasi  terhadap  suatu  ne- 
gara sangat  dipengaruhi  oleh  situasi  ke- 
rangka  setempat.  Agar  mendapatkan  dam- 
pak yang  mendorong  pembangunan,  nega- 
ra yang  bersangkutan  pertama-tama  harus 
mengupayakan  situasi  kerangka  politis  dan 
hukum,  karena  merupakan  persyaratan  tak 
terhindarkan  bagi  pembangunan  yang  ber- 
hasil  untuk  semua  negara.  Dalam  kaitan  ini 
demi  kelestarian  proses  pembangunan  yang 
menguntungkan  semua  lapisan  masyarakat, 
akan  semakin  dirasakan  perlunya  sistem 
kemasyarakatan  yang  bersifat  demokratis. 

Seiring  dengan  reformasi  ke  arah  ekono- 
mi pasar,  penciptaan  atau  penyempurna- 
an  sistem  keuangan  merupakan  persyarat- 
an kerangka  yang  menentukan  bagi  alokasi 
sumber  daya  yang  efisien  selama  proses 
pembangunan.  Elemen  sentral  tatanan  eko- 
nomi pasar  lainnya  adalah  persaingan  demi 
menjamin  efisiensi  dari  proses-proses  eko- 
nomi. Oleh  karena  itu  negara-negara  ekono- 
mi dituntut  membangun  lembaga-Iembaga 
pengawas  persaingan  yang  efisien. 

Tidak  semua  pihak  akan  diuntungkan  se- 
lama proses  globalisasi.  Oleh  karena  itu,  pi- 
hak-pihak  yang  tidak  mampu  mengakumu- 
lasi  sejumlah  modal  sumber  daya  manusia 
yang  memadai  tergantung  kepada  bantuan 
hibah.  Bantuan  hibah  ini  boleh  saja  dilaku- 
kan  oleh  pihak  swasta,  tetapi  perlu  dileng- 
kapi  oleh  bantuan  hibah  pemerintah  sesuai 
makna  istilah  ekonomi  pasar  sosial.  Di  sam- 
ping itu  pemberian  ganti  rugi  kepada  ke- 
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lompok-kelompok  yang  dirugikan  akibat 
globalisasi  diperlukan,  agar  timbul  ikiim 
yang  positif  terhadap  globalisasi,  dan  denni 
mengatasi  hambatan  terhadap  langkah- 
langkah  reformasi  yang  diperlukan  demi 
ekonomi  secara  keseluruhan. 

Kebijakan  Stabilisasi  Ekonomi  Makro 

Stabilitas  merupakan  salah  satu  persya- 
ratan  utama  bagi  perkembangan  ekonomi. 
Oleh  karena  itu  kebijakan  stabilisasi  ekono- 
mi makro  mempunyai  peran  sangat  menen- 
tukan  dalam  proses  pembangunan.  Stabili- 
sasi ini  pada  dasarnya  mencakup  upaya 
menghindari  inflasi  dan  menghindari  dam- 
pak  crowding-out,  serta  melalui  kebijakan 
ekonomi  yang  stabil  dan  dapat  diramalkan. 
Parameter  aktivitas  yang  utama  di  sini  ada- 
lah  kebijakan  moneter  dan  keuangan.  Kebi- 
jakan moneter  harus  berada  di  tangan  sua- 
tu bank  sentral  yang  independen,  yang 
mempunyai  tujuan  utama  memerangi  atau 
menghindari  laju  inflasi  yang  tinggi.  Infla- 
si tinggi  akan  menyebabkan  penyimpang- 
an  harga  relatif,  sehingga  mengganggu 
alokasi  sumber  daya. 

Tetapi  upaya  moneter  untuk  memerangi 
inflasi  hanya  dapat  berhasil  kalau  diiringi 
dengan  kebijakan  keuangan  yang  mantap, 
yang  tidak  tergantung  kepada  penerimaan 
pajak  inflasi.  Dalam  kaitan  ini,  di  samping 
mengurangi  pengeluaran  pemerintah  yang 
tidak  produktif  diperlukan  reformasi  sis- 
tem  perpajakan.  Reformasi  perpajakan  ini 


Crowding  out  umumnya  dipahami  sebagai  ter- 
singkirnya  permintaan  pihak  swasta  akibat  permin- 
taan  pihak  pemerintah.  Situasi  ini  umumnya  berlang- 
sung  melalui  mekanisme  bunga  bank,  yakni  apabila 
permintaan  kredit  pihak  pemerintah  meningkatkan 
bunga  bank  sehingga  kredit  untuk  pengusaha  men- 
jadi  semakin  mahal. 


umumnya  berupaya  mengurangi  berba- 
gai  kelemahan  administratif  dan  teknis 
maupun  tindak  korupsi,  serta  memperluas 
landasan  penarikan  pajak. 

Kebijakan  Ekonomi  Luar  Negeri 

Kebijakan  luar  negeri  haruslah  bertuju- 
an  mencapai  integrasi  ke  pasar  dunia.  Demi 
tujuan  tersebut  suatu  negara  pertama-tama 
perlu  membangun  infrastruktur  yang  diper- 
lukan untuk  perdagangan  (telekomunika- 
si,  jalan,  pelabuhan,  dan  sebagainya),  agar 
biaya  informasi  dan  transaksi  perdagangan 
internasional  tidak  merupakan  hambatan  tak 
teratasi  bagi  upaya  ekspor  perusahaan-peru- 
sahaan  nasional. 

Pada  saat  ini  masih  dipertentangkan, 
apakah  liberalisasi  perdagangan  perlu  dilak- 
sanakan  melalui  penghapusan  menyeluruh 
hambatan  perdagangan,  atau  diawall  mela- 
lui strategi  pertumbuhan  ekspor  yang  juga 
menyertakan  bea  pendidikan  bersifat  semen- 
tara  demi  membangun  industri  setempat. 
Secara  umum  perlu  ditekankan  bahwa  akses 
terhadap  tahapan  pra-produksi  dari  luar  ne- 
geri jangan  dihambat  melalui  hambatan 
bea,  karena  akan  berdampak  luas  terhadap 
daya  saing  internasional  perusahaan  nasio- 
nal. Namun  berkaitan  dengan  penghapus- 


Alasan  yang  dikemukakan  untuk  intervensi 
pemerintah  yang  bersifat  sementara  selama  proses 
pembukaan  ekonomi  terhadap  luar  negeri  ini  ada- 
lah  argumentasi  infant-industry.  Argumentasi  ini 
berlandaskan  asumsi  bahwa  dalam  produksi  barang 
industri  seringkali  terdapat  dampak  skala  dinamis, 
yang  disebabkan  oleh  akumulasi  pengalaman  proses 
produksi.  Apabila  sektor  produksi  seperti  ini  baru 
mulai  dikembangkan  di  suatu  negara,  maka  indus- 
tri tersebut  pada  awalnya  akan  kaiah  bersaing  de- 
ngan pesaing  luar  negeri  yang  sudah  bcrproduksi 
lebih  lama.  Oleh  karena  itu,  industri  baru  tersebut 
perlu  dilindungi  dari  persaingan  luar  negeri  hingga 
mampu  bersaing  secara  internasional. 
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an  batasan  bea  perlu  diperhatikan  kondisi 
anggaran  pemerintah  apabila  pendapatan- 
nya  sangat  tergantung  kepada  penerimaan 
bea.  Dalam  hal  ini  perlu  menciptakan  sum- 
ber  pendapatan  alternatif,  agar  aktivitas  pe- 
merintahan  tidak  terganggu. 

Selama  tahun-tahun  terakhir  ini  sema- 
kin  banyak  negara  berkembang  mengikuti 
contoh  Uni  Eropa,  dan  berupaya  memaju- 
kan  pembukaan  ekonomi  melalui  integrasi 
regional.  Perjanjian  integrasi  regional  se- 
perti  ini  berdampak  positif  kalau  berperan- 
serta  menambah  volume  perdagangan  antar- 
negara  mitra  integrasi,  dan  bukannya  bertu- 
juan  primer  mengalihkan  perdagangan  de- 
ngan  mitra  dari  luar  kawasan  integrasi  ke- 
pada mitra  di  dalam  kawasan  integrasi. 

Dampak  mana  dari  kedua  dampak  di 
atas  yang  mendominasi  terutama  tergan- 
tung kepada  komposisi  kawasan  integra- 
si yarig  LerberiLuk.  Dalam  suatu  integrasi 
Utara-Selatan  antara  negara  industri  dan 
negara  berkembang  umumnya  perda- 
gangan antara  negara  anggota  akan  me- 
ningkat  terlebih  dulu  akibat  perbedaan 
antara  struktur  produksi  negara-negara 
anggota.  Tetapi  dalam  suatu  integrasi 
Selatan-Selatan  (hanya  antarnegara  ber- 
kembang) para  ahli  ekonomi  lebih  skeptis, 
karena  dalam  kasus  seperti  ini  negara- 
negara  anggota  semua  mempunyai  struk- 
tur biaya  relatif  sama  dan  mempunyai 
diversifikasi  produk  yang  rendah,  sehing- 
ga tidak  banyak  terjadi  peningkatan  per- 
dagangan. Tetapi  kedua  bentuk  integrasi 
di  atas  memperbaiki  peluang  mencapai 
economies  of  scale  yang  sebelumnya  tidak 
dimungkinkan  akibat  kecilnya  pasar  da- 
lam negeri,  sehingga  mendorong  peluang 
masuknya  aliran  investasi  luar  negeri. 


Negara-negara  berkembang  mempunyai 
pilihan  melaksanakan  kebijakan  nilai  mata 
uang  yang  fleksibel  atau  yang  tetap.  Pada 
pilihan  nilai  mata  uang  tetap,  maka  dalam 
kasus  currency  board  misalnya  te^dapat  ke- 
mungkinan  mengimpor  stabilitas  dari  ne- 
gara yang  dipilih  untuk  mengikat  mata 
uang  setempat.  Tetapi  dalam  kasus  ini  ha- 
rus  diperhitungkan  risiko  terbentuknya  ni- 
lai mata  uang  yang  berlebihan,  dengan  dam- 
pak negatif  terhadap  produksi  barang  yang 
dapat  diperdagangkan,  sehingga  terjadi  pe- 
manfaatan  sumber  daya  yang  kurang  tepat 
Di  samping  itu  pengikatan  nilai  mata  uang 
meningkatkan  ancaman  destabilisasi  eko- 
nomi akibat  krisis  moneter. 

Dilihat  secara  menyeluruh,  nilai  tukar 
yang  fleksibel  merupakan  alternatif  ekono- 
mi yang  lebih  baik  walaupun  berpeluang 
mengalami  guncangan,  sepanjang  terpe- 
nuhi  persyaratan  institusi  keuangan  berupa 
terbentuknya  pasar  devisa  yang  berfungsi 
secara  cukup  baik. 

Pembukaan  suatu  negara  terhadap  lalu 
lintas  modal  internasional  pada  umumnya 
perlu  dinilai  sebagai  hal  yang  positif.  Te- 
tapi agar  dapat  memanfaatkan  keuntungan- 
keuntungannya  tanpa  harus  mengalami 
dampak  negatifnya,  terutama  fluktuasi  ni- 
lai mata  uang,  sektor  keuangan  setempat 
sebelumnya  sudah  harus  berkembang  cu- 
kup maju.  Terutama  pengawasan  perbankan 
yang  efisien  merupakan  persyaratan  yang 
penting  untuk  melakukan  liberalisasi  arus 
modal  yang  bersifat  luas. 


Pada  pembentukan  currency  board  suatu  ne- 
gara membakukan  nilai  mata  uang  setempat  de- 
ngan mata  uang  asing  tertentu  (misalnya,  US$  atau 
Euro),  dan  dalam  kasus  ideal  menjamin  seluruh  jum- 
lah  uang  setempat  dengan  cadangan  dalam  uang 
mata  asing  tersebut. 
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Kebijakan  Sumber  Daya  dan  Struktur 

Kebijakan  sumber  daya  dan  struktur  juga 
berperan  dalam  meningkatkan  persyaratan 
kerangka  suatu  negara.  Subsidi  sebaiknya 
hanya  diberikan  pada  kasus-kasus  langka 
dan  proses  pertimbangannya  sangat  ber- 
hati-hati.  Secara  teoretis  memang  subsidi 
dapat  menyebabkan  dampak  pembangun- 
an  positif  karena  menarik  investasi  luar 
negeri  langsung.  Tetapi  juga  terdapat  poten- 
si  bahaya  yang  besar  karena  bisa  mennun- 
cak  pada  upaya  saling  nnengungguli  antar- 
negara  calon  penerima,  atau  karena  kelom- 
pok-kelompok  kepentingan  tertentu  berha- 
sil  memperoleh  subsidi  untuk  aktivitas  yang 
tidak  atau  kurang  berdampak  positif  terha- 
dap  pembangunan. 

Keunggulan  aglomerasi  yang  terjadi  aki- 
bat  konsentrasi  satu  tempat,  misalnya  peru- 
sahaan-perusahaan  sektor  ekonomi  terten- 
tu, harus  dimanfaatkan  secara  terarah.  Hal 
ini  misalnya  dapat  dilakukan  melalui  penem- 
patan  investasi  langsung  luar  negeri  berde- 
katan  dengan  pesaing  lokal,  nrclalui  kebi- 
jakan regional.  Dalam  kaitan  ini  jangan  di- 
lupakan  bahwa  aglomerasi  pusat-pusat  per- 
kotaan  di  negara  berkembang  seringkali 
telah  berkembang  terlalu  jauh. 

Infrastruktur  material  dan  institusional 
merupakan  faktor  pembangunan  yang  sa- 
ngat penting  dan  di  banyak  negara  merupa- 
kan kelemahan  yang  sangat  menentukan. 
Oleh  karena  itu,  pengembangan  infrastruk- 
tur tersebut  mempunyai  posisi  utama  da- 
lam setiap  strategi  pembangunan,  dan 


^Pentingnya  infrastruktur  tersebut  telah  dite- 
kankan  beberapa  kali  di  atas  (misalnya,  penyempur- 
naan  institusi  keuangan  atau  makna  infrastruktur  te- 
lekomunikasi  dan  lalu  lintas  untuk  perdagangan  in- 
ternasional) . 


umumnya  merupakan  persyaratan  agar 
dapat  berperanserta  dalam  globalisasi. 

Dalam  melaksanakan  perubahan  institu- 
sional, perlu  diperhatikan  agar  kerja  sama 
lembaga-lembaga  baru  tersebut  dengan  lem- 
baga-lembaga  yang  sudah  ada  ~  jadi  selu- 
ruh  tatanan  institusional  -  tetap  berfungsi. 
Oleh  karena  itu,  fokus  reformasi  institusio- 
nal tidak  hanya  dapat  dibatasi  terhadap  lem- 
baga-lembaga yang  terkait  dengan  perda- 
gangan luar  negeri  saja,  walaupun  lemba- 
ga-lembaga tersebut  merupakan  pendorong 
pembangunan  yang  penting. 

Proses  perkembangan  ekonomi  tidak  bo- 
leh  seiring  dengan  penghancuran  landasan 
kehidupan  alami  suatu  negara.  Untuk  meng- 
hindari  hal  ini  maka  kebijakan  lingkungan 
hidup  harus  mempunyai  tujuan  pembangun- 
an berkelanjutan.  Suatu  proses  pembangun- 
an yang  disesuaikan  dengan  persyaratan 
pembangunan  berkelanjutan  mensyaratkan 
kepada  negara-negara  berkembang  agar  me- 
manfaatkan  sumber  daya  ekonomi  yang  ada 
secara  efisie.n  dan  mampu  memenuhi  kebu- 
tuhan  dasar  penduduk,  tetapi  sekaligus  te- 
tap berupaya  melestarikan  kinerja  lingkung- 
an hidup  dan  landasan  kehidupan  abmi  un- 
tuk beberapa  generasi  mendatang. 

Persyaratan  yang  harus  ada  demi  terben- 
tuknya  kesadaran  akan  lingkungan  hidup 
dan  kebijakan  lingkungan  hidup  yang  ber- 
hasil  adalah  informasi  mengenai  permasa- 
lahan""  yang  dihadapi,  tetapi  hal  ini  di  ba- 
nyak negara  berkembang  belum  ada.  Oleh 
karena  itu  pembentukan  sistem-sistem  in- 
formasi yang  berfungsi  mengumpulkan 
data  lingkungan  sangatlah  penting. 

^Untuk  analisis  mendalam  lentang  konsep  pem- 
bangunan yang  melestarikan  dan  peluang  pewujud- 
annya  di  negara-negara  berkembang,  lihat  Stengel 
(1995). 
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Penelitian  pertunnbuhan  ekonomi  saat 
ini  meletakkan  modal  sumber  daya  manu- 
sia  dan  pengetahuan  sebagai  tema-tema 
penting  penentu  pertumbuhan  ekonomi 
bangsa.  Dengan  demikian  sangat  penting 
untuk  menggarisbawahi  pentingnya  kebi- 
jakan  pendidikan  yang  efisien  dan  dise- 
suaikan  dengan  kebutuhan  bag!  perkem- 
bangan  ekonomi  suatu  negara.  Terutama 
ketersediaan  modal  sumber  daya  manu- 
sia  sangat  menentukan  bagi  kemampuan 
suatu  negara  untuk  membentuk  penge- 
tahuannya  sendiri  dan  mengadaptasi  pe- 
ngetahuan dari  negara  lain,  serta  untuk 
melakukan  diversifikasi  struktur  produk- 
si  dan  ekspor. 

Selanjutnya  angkatan  kerja  yang  ber- 
kualitas  merupakan  faktor  pemilihan  lokasi 
yang  penting,  sehingga  sangat  berperan  ter- 
hadap  daya  tarik  investasi  langsung  dari 
luar  negeri  dan  dengan  demikian  sangat  ber- 
peran terhadap  dampak-dampak  positif  yang 
menyertai  investasi  langsung  tersebut.  Kebi- 
jakan  pendidikan  juga  sangat  berperan  da- 
lam  upaya  pengentasan  kemiskinan,  kare- 
na  banyak  orang  miskin  hanya  mampu  me- 
ningkatkan  pendapatan  mereka  melalui  pe- 
ningkatan  modal  sumber  daya  manusia  yang 
mereka  miliki.  Oleh  karena  itu  maka  kebi- 
jakan  pendidikan  yang  seluas-luasnya  ber- 
peranserta  mengurangi  kemiskinan  dan 
mewujudkan  pemerataan  pendapatan. 

Usulan  Khusus  untuk  Negara- 
negara  Transisi 

Kebanyakan  negara  transisi  telah  relatif 
kuat  terintegrasi  ke  dalam  ekonomi  dunia. 
Tetapi  struktur  internal  negara-negara  ter- 
sebut masih  banyak  memiliki  kekurangan 
yang  menghambat  pemanfaatan  globalisa- 


si  secara  optimal.  Beberapa  usulan  untuk 
mengatasi  persoalan  itu,  antara  lain: 

•  Berbeda  dengan  negara-negara  terting- 
gal,  negara-negara  transisi  mempunyai 
infrastruktur  institutional  yang  kurang 
lebih  telah  lengkap.  Permasalahan  ne- 
gara-negara ini  seringkali  bukan  tiada- 
nya  kelembagaan,  tetapi  organisasi- 
nya  yang  tidak  efisien  dan  kurangnya 
kerja  sama  antarlembaga.  Oleh  kare- 
na itu  sangat  penting  untuk  semakin 
menyelaraskan  kerja  sama  antarlembaga 
seiring  dengan  penyempurnaan  lem- 
baga-lembaga  tersebut. 

•  Sistem  keuangan  negara-negara  transisi 
memang  telah  sangat  berkembang  di- 
bandingkan  dengan  negara  berkembang 
pada  umumnya,  tetapi  pasar  keuangan 
perlu  dibangun  lebih  jauh.  Dihapuskan- 
nya  hambatan  aktivitas  perbankan  dan 
lembaga  keuangan  lainnya  dapat  ber- 
peran dalam  penyempurnaan  ini.  Te- 
tapi peningkatan  persaingan  sektor 
perbankan  juga  dapat  dicapai  mela- 
lui pemberian  izin  operasi  bank  asing. 
Hanya  saja,  perlu  diperhatikan  bah- 
wa  bank  dalam  negeri  jangan  sampai 
mengalami  kelemahan  daya  saing  ka- 
rena kebijakan  represi  keuangan  yang 
masih  terjadi  di  banyak  negara. 

•  Untuk  mengurangi  risiko  krisis  keuang- 
an, maka  dalam  rangka  membuka  ekono- 
mi perlu  diperkenalkan  standar  interna- 
sional  dan  ketentuan  pembukuan  dan  ad- 
ministrasi  keuangan  yang  meningkatkan 
transparansi.  Regulasi  perkreditan  yang 
ketat  seperti  ini  harus  diiringi  oleh  pem- 
bentukan  atau  penyempurnaan  penga- 
wasan  perbankan.  Akhirnya  -  sepanjang 
belum  ada  -  perlu  dibentuk  pasar  modal 
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dalam  negeri  untuk  menggantikan  ben- 
tuk-bentuk  pendanaan  informal.  Tindak- 
an-tindakan  tersebut,  dan  tindakan-tin- 
dakan  lainnya  untuk  membangun  infra- 
struktur  keuangan  hams  diiringi  dengan 
peningkatan  transparansi  sistem  keuang- 
an negara  tersebut. 

•  Dampak  dari  krisis-krisis  keuangan  bebe- 
rapa  tahun  belakangan  ini  menunjukkan 
bahwa  di  banyak  negara  transisi  proses 
perkembangan  ekonomi  tidak  diiringi 
oleh  pengembangan  sistem  scsial  yang 
sebanding,  walaupun  kemampuan  untuk 
melakukannya  sebenarnya  ada.  Proses 
pembangunan  yang  lestari  hanya  bisa 
terwujud,  kalau  selama  masa  booming 
dilakukan  persiapan  untuk  "masa  pa- 
ceklik"  agar  pembangunan  yang  telah 
diraih  tidak  terancam  oleh  gelombang 
peningkatan  kemiskinan  yang  sangat 
drastis  dan  guncangan  sosial  yang  terjadi. 

•  Situasi  persaingan  di  pasar-pasar  nega- 
ra-negara  transisi  masa  kini  terutama  di- 
pengaruhi  oleh  perusahaan-perusahaan 
transnasional,  di  mana  semakin  banyak 
perusahaan  transnasional  justru  berasal 
dari  negara-negara  transisi  sendiri.  Per- 
kembangan ini  bukan  hanya  mensyarat- 
kan  pembentukan  lembaga  pengawas 
persaingan  di  tingkat  nasional,  tetapi  se- 
makin sering  memeriukan  kerja  sama  de- 
ngan lembaga-lernbaga  pengawas  per- 
saingan dari  negara  lain. 

•  Akibat  tingkat  perkembangannya,  ne- 
gara-negara transisi  dapat  memfokuskan 
kebijakan  pendidikannya  kepada  pendi- 
dikan  tinggi  atau  sektor  penelitian,  ka- 
rena  penyediaan  sarana  pendidikan  da- 
sar  umumnya  sudah  mencapai  tingkat 
tertentu.  Namun  aktivitas  penelitian  yang 


dilancarkan  sebaiknya  ditujukan  untuk 
menutup  celah-celah  sistem  penelitian  in- 
ternasional  yang  relevan  bagi  negara-ne- 
gara berkembang  (misalnya  proses  pro- 
duksi  padat  karya)  dan  bukan  ditujukan 
untuk  mengejar  prestise. 

•  Terakhir,  negara-negara  yang  sudah  me- 
ngalami  kemajuan  besar  perkembangan 
ekonomi  harus  memperhatikan  agar  per- 
kembangan demokrasi  berkembang  se- 
jajar  dengan  perkembangan  ekonomi. 
Itu  adalah  satu-satunya  cara  agar  pemba- 
ngunan ekonomi  yang  menyertakan  se- 
mua  pihak  dapat  dilestarikan. 

Usulan  Khusus  untuk  Negara- 
negara  Tertinggal 

Masalah  utama  kebanyakan  negara  ter- 
tinggal adalah  bahwa  dampak  positif  glo- 
balisasi  tidak  menyentuh  negara-negara 
tersebut  karena  tidak  memiliki  persyaratan 
yang  diperlukan  untuk  berperanserta: 

•  Tidak  memadainya  persyaratan  kerang- 
ka  stabilitas  adalah  salah  satu  penye- 
bab  utama  fenomena  ini.  Akibat  ke- 
kacauan  masyarakat,  pertentangan  ke- 
kuasaan  dan  perang  saudara,  banyak 
negara  tertinggal  tidak  mempunyai 
peluang  untuk  berperanserta  pada 
dampak-dampak  pembangunan  melalui 
integrasi  ke  ekonomi  dunia^- 

•  Tidak  adanya  banyak  institusi  yang 
penting  bagi  pembangunan  adalah  pe- 
nyebab  penting  lainnya.  Oleh  karena  itu 
pembentukan  lembaga-lernbaga  tersebut 
harus  merupakan  prioritas  utama  seiring 
dengan  pembentukan  persyaratan  ke- 
rangka  yang  stabil.  Dengan  demikian  tu- 
gas  utama  kebijakan  ekonomi  haruslah 
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mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  pa- 
ling kurang  berkembang,  dan  mendorong 
pengembangannya  dengan  mengundang 
prakarsa  pihak  swasta. 

Dalam  kaitan  ini  pengembangan  infra- 
struktur  keuangan  mempunyai  makna 
khusus.  Di  negara  tertinggal  kalangan 
miskin  dan  bahkan  kawasan-kawasan  pe- 
desaan  harus  dilepaskan  secara  menye- 
luruh  dari  ketergantungan  kepada  kredit 
informal,  dengan  cara  -  misalnya  melalui 
organisasi  kredit  mikro  ~  memberikan  ke- 
pada mereka  akses  ke  pasar  kredit  resmi. 
Tetapi  pasar  modal  sebaiknya  baru  di- 
buka  terhadap  luar  negeri  apabila  di  da- 
lam negeri  telah  terbentuk  struktur-struk- 
tur  yang  diperlukan. 

•  Dalam  kebijakan  anggaran  harus  diper- 
hatikan  agar  pengeluaran  yang  jumlah- 
nya  sangat  terbatas  itu  difokuskan  ter- 
hadap sektor-sektor  yang  paling  penting 
bagi  kebijakan  pembangunan.  Pendapat- 
an  harus  ditingkatkan  melalui  perluasan 
jumlah  objek  pajak  dalam  rangka  mem- 
bangun sistem  pendapatan  pemerintah 
yang  mempunyai  kinerja  lebih  baik  dan 
tidak  menghambat  reformasi  yang  di- 
perlukan, seperti  penurunan  bea  masuk 
misalnya.  Tanpa  landasan  pendapatan 
pemerintah  yang  stabil  tidak  mungkin 
mendanai  sektor-sektor  kebijakan  pem- 
bangunan dan  membangun  elemen- 
elemen  kebijakan  sosial  yang  dibutuhkan 
oleh  ekonomi  pasar  sosial. 

•  Di  sektor  kebijakan  ekonomi  luar  negeri, 
ekonomi  setempat  tidak  dapat  dibuka  se- 
cepatnya  dan  seluas-luasnya  selama  in- 
frastruktur  institusional  belum  memenuhi 
persyaratan  bagi  ekonomi  terbuka.  Oleh 
karena  itu  bagi  kebanyakan  negara  ter- 


tinggal upaya  pembukaan  yang  berta- 
hap merupakan  strategi  globalisasi  yang 
paling  tepat.  Walaupun  dalam  praktek 
melakukan  pembukaan  pasar  bertahap 
bermasalah,  bea  yang  mendidik  industri 
setempat  dapat  menciptakan  keunggul- 
an  persaingan  di  beberapa  sektor.  Sektor 
industri  sebaiknya  dikonsentrasikan  ter- 
hadap produksi  produk  unggulan  sek- 
tor primer,  karena  negara  berkembang 
umumnya  mempunyai  keunggulan  kom- 
paratif  di  sektor  ini.  Dengan  know-how 
yang  kemudian  diperoleh  (antara  lain 
dari  luar  negeri)  industrialisasi  kemu- 
dian dapat  dikembangkan  secara  ber- 
tahap ke  sektor-sektor  [ain. 

•  Negara  tertinggal  berukuran  kecil,  yang 
dimensi  pasarnya  yang  terbatas  sehing- 
ga  mendiskualifikasi  negara-negara  ter- 
sebut  untuk  investasi  asing,  mempero- 
leh  peluang  baru  berpartisipasi  dalam 
arus  investasi  langsung  internasional  me- 
lalui perjanjian  integrasi  regional.  Teta- 
pi perjanjian  integrasi  semacam  ini  lebih 
menguntungkan  kalau  dijalin  dengan 
negara-negara  yang  lebih  maju  diban- 
dingkan  kalau  hanya  dijalin  antarnegara 
berkembang  yang  miskin  saja. 

•  Rendahnya  modal  sumber  daya  manu- 
sia  merupakan  penghalang  pemba- 
ngunan utama  di  kebanyakan  negara 
berkembang.  Oleh  karena  itu  pengem- 
bangan sumber  daya  manusia  meru- 
pakan prioritas  utama  selain  pemba- 
ngunan infrastruktur.  Tetapi  akibat  ter- 
batasnya  anggaran,  titik  berat  yang  di- 
pilih  harus  tepat.  Di  negara  tertinggal 
titik  berat  ini  umumnya  adalah  pendi- 
dikan  dasar  yang  menjangkau  seluruh 
lapisan,  yang  harus  dilengkapi  dengan 
kebijakan  kesehatan  yang  sejalan. 
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KONSEKUENSI  KEBIJAKAN  PEM- 
BANGUNAN  BAGI  MASYARAKAT 
INTERNASIONAL 

Negara-negara  Industri  dan  Ke- 
rangka  Ketentuan  Global 

Persyaratan  kerangka  perdagangan  luar 
negeri  yang  menjadi  ruang  gerak  negara- 
negara  berkembang  sebagian  besar  diten- 
tukan  oleh  negara-negara  industri.  Oleh  ka- 
rena itu  negara-negara  industri  juga  dapat 
berperan  besar  daiam  keberhasilan  upaya 
pembangunan  negara-negara  berkembang. 
Berkaitan  dengan  tatanan  perdagangan  in- 
ternasional  yang  baru  ini  berarti  bahwa  ke- 
tentuan dasar  "keterbukaan  pasar"  harus  di- 
laksanakan  secara  kbnsekuen,  agar  nega- 
ra-negara berkembang  benar-benar  mem- 
punyai kesempatan  untuk  memanfaatkan 
dampak-dampak  positif  dari  perdagangan 
bebas.  Pada  saat  ini  rincian  ketentuan  Or- 
ganisasi  Perdagangan  Dunia  (World  Trade 
Organization MJO)  masih  belum  begitu 
bersahabat  terhadap  negara-negara  ber- 
kembang, karena  misalnya  justru  kelompok 
produk-produk  di  mana  negara-negara 
berkembang  mempunyai  keunggulan  kom- 
paratif,  masih  belum  sepenuhnya  menjadi 
bagian  dari  ketentuan  WTO. 

Selanjutnya  ketentuan  WTO  juga  ja- 
ngan  terlalu  dipenuhi  dengan  standar-stan- 
dar  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang  ber- 
orientasi  kepada  keadaan  negara-negara  in- 
dustri sehingga  tidak  selalu  sesuai  dengan 
kebutuhan  negara-negara  berkembang.  Di- 


^Sebagai  contoh,  ekspor  hasil  pertanian  nega- 
ra  berkembang  dikenakan  bea  tinggi  serta  disaingi 
subsidi  ekspor  yang  diberikan  kepada  produsen  ha- 
sil pertanian  negara-negara  industri  (terutama  Uni 
Eropa). 


kaitkannya  standar-standar  seperti  ini  de- 
ngan kebijakan  perdagangan  juga  mengan- 
dung  bahaya  akan  disalahgunakan  untuk 
tujuan  proteksionistis.  Kelihatannya  kom- 
petensi  tatanan  perdagangan,  tatanan  so- 
sial dan  tatanan  lingkungan  hidup  sebaik- 
nya  tetap  dibiarkan  diatur  secara  terpisah, 
dan  lembaga-lembaga  internasional  yang 
berwenang  di  masing-masing  sektor  terse- 
but  (WTO,  Organisas'i  Buruh  Internasional 
{International  Labour  Organization/\LO), 
Organisasi  Kesehatan  Dunia  {World  Health 
Organization/WHO),  Perjanjian  Lingkung- 
an Hidup  Internasional)  perlu  ditingkatkan 
kewenangannya  dalam  rangka  melaksana- 
kan  tugas-tugasnya  masing-masing  (perda- 
gangan bebas,  perlihdungan  hak-hak  so- 
sial mendasar,  perlindungan  lingkungan 
hidup  global)  (untuk  pembahasan  lebih 
mendalam  mengenai  permasalahan  ini,  li- 
hat  Cans  (2000)  dan  Langhammer  (1999). 

Dalam  sektor  investasi  langsung,  sua- 
tu perjanjian  investasi  multilateral  seba- 
gai  landasan  ketentuan  investasi  langsung 
luar  negeri  dapat  mempunyai  dampak  po- 
sitif. Perjanjian  multilateral  ini  sebaiknya 
dicetuskan  oleh  negara-negara  industri  di 
mana  perjanjian  ini  dapat  menyempurna- 
kan  perencanaan  sehingga  meningkatkan 
daya  tarik  bagi  investasi  langsung,  kare- 
na meningkatkan  transparansi  dan  mening- 
katkan posisi  perundingan  negara-negara 
calon  penerima  investasi  terhadap  perusa- 
haan  calon  investor. 

Dengan  semakin  terintegrasinya  pasar 
keuangan  secara  internasional  maka  upa- 
ya liberalisasi  nasional  sebaiknya  dileng- 
kapi  suatu  liberalisasi  tingkat  internasio- 
nal. Inti  dari  diskusi  saat  ini  adalah  perta- 
nyaan:  apakah  perlu  ada  lender  of  last 
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resort.  Pembentukan  institusi  ini  --  atau 
dilaksanakannya  fungsi  ini  oleh  Dana  Mo- 
neter  Internasional  {International  Monetary 
Fund/IMF)  misalnya  --  masih  diperdebat- 
kan  karena  akan  menyebabkan  permasalah- 
an  moral  hazard.  Moral  hazard  ini  dapat 
dihindari,  kalau  misalnya  ekonomi  swasta 
lebih  diwajibkan  untuk  mempersiapkan  diri 
terhadap  risiko.  IMF  dan  Bank  Dunia  juga 
perlu  kembali  membatasi  tugas  kompetensi 
di  antara  kedua  lembaga,  di  mana  Bank 
Dunia  sebagai  knowledge  bank  sebaiknya 
menangani  masalah-masalah  sosial  dan  pe- 
lestarian  lingkungan  hidup. 

Seperti  telah  disinggung  sebelumnya, 
agar  negara-negara  berkembang  berhasi! 
berintegrasi  dengan  ekonomi  dunia,  maka 
infrastruktur  kelembagaan  yang  diperlukan 
harus  dibangun.  Tetapi  usulan  yang  berkait- 
an  dengan  kebijakan  nasional  menganai 
pembangunan  kelembagaan  telah  menun- 
jukkan  bahwa  infrastruktur  tersebut  jangan 
hanya  dikembangkan  dengan  memperhati- 
kan  aspek  perdagangan  luar  negeri  saja. 
Kalau  kapasitas  keuangan  dan  administrasi 
terbatas,  maka  bias  kebijakan  pembangun- 
an yang  terlalu  mengutamakan  perdagang- 
an luar  negeri  akan  menyebabkan  sektor- 
sektor  pembangunan  yang  relevan  lainnya 
menjadi  terabaikan.  Oleh  karena  itu  masya- 
rakat  internasional  perlu  memperhatikan 
agar  negara  tertinggal  tidak  terbebani  ber- 


Fungsi  lender  of  last  resport  adalah  fungsi  pen- 
ting  bank  sentral  nasional.  Di  tingkat  internasional 
ini  berarti  bahwa  ada  institutsi  supranasional  yang 
pada  saat  krisis  menyediakan  likuiditas  krisis  secu- 
kupnya  apabila  diperlukan. 

9 

Istilah  moral  hazard  berarti  bahwa  kalau  ter- 
dapat  asimetri  informasi  antarmitra  transaksi,  maka 
apabila  terjadi  pengurangan  risiko  yang  jelas,  salah 
satu  pihak  akan  melakukan  tindakan-tindakan  le- 
bih berisiko  daripada  sebelumnya. 


lebihan  akibat  keharusan  memenuhi  per- 
janjian-perjanjian  multilateral. 

Kenyataan  yang  sama  berlaku  terhadap 
persyaratan  dari  program-program  reforma- 
si  yang  turut  disusun  oleh  IMF  dan  Bank 
Dunia  {Hemmer  and  Marienbiirg,  2000). 
Perjanjian  semacam  ini  memang  pada  umum- 
nya  mengandung  ketentuan-ketentuan  khu- 
sus  dan  jangka  waktu  peralihan  bagi  ne- 
gara-negara berkembang,  tetapi  umumnya 
masa  penyesuaian  yang  diberikan  terlalu 
singkat.  Dalam  kaitan  ini  Perjanjian  menge- 
nai  aspek-aspek  perdagangan  dari  kekaya- 
an  intelektual  {Trade  Related  Aspects  of 
Intellectual  Property  Rights/JR\PS)  sering 
dikritik.  Perjanjian  ini  memang  mengun- 
tungkan  negara-negara  berkembang  yang 
teknologinya  sudah  maju,  karena  perlin- 
dungan  paten  yang  lebih  baik  akan  men- 
dorong  investasi  di  sektor-sektor  teknologi 
tinggi  dan  juga  membantu  perkembangan 
teknologi  di  negara  yang  bersangkutan.  Te- 
tapi perjanjian  ini  menuntut  kepada  ne- 
gara-negara terbelakang  pembentukan  in- 
stitusi-institusi  yang  mahal  demi  pelaksana- 
an  pengawasan  hak  kekayaan  intelektual, 
sedang  manfaat  yang  diterima  oleh  nega- 
ra-negara tertinggal  dari  perjanjian  terse- 
but sangat  terbatas.  Negara-negara  terting- 
gal jarang  memiliki  kapasitas  teknologi 
yang  akan  diuntungkan  oleh  perjanjian  ter- 
sebut, dan  mereka  harus  pula  membayar  le- 
bih mahal  untuk  barang-barang  yang  dilin- 
dungi  paten  (obat-obatan,  benih  pertanian, 
piranti  lunak,  dan  sebagainya)  {Wiennann, 
1999:  38).  Oleh  karena  itu,  perjanjian  ting- 
kat multilateral  harus  selalu  dipertimbang- 
kan  dari  sudut  pandang  biaya-manfaat  yang 
berorientasi  pembangunan,  sehingga  dapat 
diketahui  apakah  bagi  negara-negara  ber- 
kembang beban  biaya  dan  administratif 
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perjanjian  itu  melebihi  manfaat  yang  me- 
reka  peroleh. 

Konsekuensi  terhadap  Kerja  Sama 
Pembangunan 

Strategi-strategi  pembangunan  yang  ber- 
orientasi  globalisasi  negara-negara  berkem- 
bang  seperti  ini  dapat  didukung  oleh  kerja 
sama  pembangunan.  Dalam  kaitan  ini  di- 
perlukan  seleksi  prioritas  yang  ketat.  Kerja 
sama  pembangunan  diharapkan  dapat  mem- 
bantu  turut  sertanya  suatu  negara  dalam 
globalisasi,  di  mana  kerja  sama  pembangun- 
an terutama  dapat  berperanserta  memba- 
ngun  institusi  setempat  dan  kualitas  lokasi 
lainnya.  Ini  berarti  bahwa  konsultasi  ban- 
tuan  asing  akan  semakin  bermakna.  Kon- 
sultasi bantuan  asing  dapat  mendukung 
good  governance,  pembangunan  institusi, 
memperbaiki  kerangka  hukum  serta  mendo- 
rong  perkembangan  ekonomi  swasta,  se- 
hingga  persyaratan  kerangka  untuk  inves- 
tasi  swasta  semakin  menarik.  Di  samping 
itu  daya  tarik  lokasi  dapat  ditingkatkan  me- 
lalui  proyek-proyek  infrastruktur  dan  pen- 
didikan,  sehingga  biaya  transaksi  interna- 
sional  menurun  dan  pengembangan  modal 
sumber  daya  manusia  dipengaruhi  secara 
positif.  Terutama  untuk  sektor  terakhir  per- 
lu  juga  dimanfaatkan  peluang  kemitraan 
antara  pemerintah -swasta. 

Namun  banyak  dari  aktivitas  di  atas  ba- 
ru  terasa  dampaknya  secara  jangka  panjang. 
Oleh  karena  itu  aktivitas  pembangunan  dan 
pengentasan  kemiskinan  berjangka  mene- 
ngah  tidak  boleh  diabaikan,  walaupun  tidak 
berperanserta  langsung  terhadap  globalisasi. 

Dalam  upaya  pemberdayaan  agar  dapat 
berperanserta  dalam  globalisasi,  lembaga- 


lembaga  internasional  sektor  keuangan 
dan  lembaga  internasional  lainnya  perlu  di- 
ikutsertakan.  Terutama  berkaitan  dengan 
implementasi  program-program  reformasi 
yang  disepakati  bersama  lembaga-lemba- 
ga  tersebut,  maka  lembaga-lembaga  in- 
ternasional itu  dapat  membantu  negara- 
negara  berkembang  melalui  bantuan  ke- 
uangan maupun  teknis. 

Kerja  sama  pembangunan  bilateral  mau- 
pun multilateral  juga  perlu  mendorong  pe- 
wujudan  tujuan-tujuan  sosial,  lingkungan 
hidup  dan  hak-hak  asasi  manusia  di  nega- 
ra-negara berkembang,  namun  jangan  sam- 
pai  mengganggu  daya  saing  negara-negara 
tersebut. 

Di  samping  mendukung  pusat-pusat  mo- 
dernitas  di  negara-negara  berkembang  yang 
miskin  dan  semakin  meningkatnya  peran 
kerja  sama  pembangunan  multilateral,  maka 
dukungan  terhadap  terwujudnya  dialog  po- 
litik  antarnegara  berkembang  juga  merupa- 
kan  konsekuensi  dari  kerja  sama  pemba- 
ngunan yang  ingin  membantu  turut  serta- 
nya suatu  negara  dalam  globalisasi. 

Yayasan-yayasan  politik  yang  mempu- 
nyai  jaringan  kontak  internasional  dapat 
mempunyai  peran  penting  dalam  mendo- 
rong terjadinya  dialog  antarnegara  berkem- 
bang. Kegiatan  yayasan  politik  dapat  ber- 
langsung  dalam  sektor  pengurangan  kele- 
mahan  informasi,  aktivitas  pendidikan  dan 
dalam  perbaikan  struktur  kelembagaan.  Di 
negara-negara  berkembang,  yayasan-yayasan 
politik  juga  perlu  mendesak  ditambahkan- 
nya  komponen  sosial  terhadap  ekonomi 
pasar  justru  dalam  era  globalisasi,  dan  di 
jerman  mereka  perlu  mengurangi  rasa  ta- 
kut  masyarakat  terhadap  globalisasi  mela- 
lui penyebaran  informasi.  akan  saling  keter- 
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kaitan.  Di  samping  itu  dukungan  terha- 
dap  demokratisasi  tetap  merupakan  tugas 
utama  yayasan-yayasan  politik,  karena  de- 
mokratisasi juga  mendukung  proses  per- 
kembangan  ekonomi  negara-negara  ber- 
kembang  dalam  era  globalisasi  ini. 

rangkuman 

Pembahasan  dalam  studi  ini  mencapai 
kesimpulan  bahwa  globalisasi  meningkatkan 
peluang  kemakmuran  bagi  negara-negara 
berkembang.  Tetapi  agar  dampak  pening- 
katan  kemakmuran  dari  globalisasi  mulai 
berakar,  negara-negara  berkembang  perlu 
memenuhi  sejumlah  persyaratan.  Stabilitas 
politik  dan  hfukum,  kelengkapan  minimal 
infrastruktur  kelembagaan  dan  material 
serta  modal  awal  sumber  daya  manusia 
merupakan  persyaratan  dasar  tak  terhin- 
darkan  agar  dapat  berpartisipasi  secara 
berhasil  dalam  proses  globalisasi. 

Banyak  di  antara  negara-negara  paling 
miskin  tidak  memenuhi  persyaratan  dasar 
tersebut.  Oleh  karena  itu  pernyataan  yang 
sering  diutarakan,  yang  mengatakan  bah- 
wa negara-negara  tersebut  akan  menderita 
di  bawah  globalisasi  dan  tingkat  kesejahte- 
raan  penduduknya  akan  semakin  menurun, 
tidak  dapat  diterima.  Justru  kurangnya  ke- 
mampuan  berpartisipasi  dalam  globalisasi 
itulah  yang  menyebabkan  terhambatnya 
proses  pembangunan  d:  negara-negara  itU; 
Konsekuensi  dari  kenyataan  itu  adalah  bah- 
wa pembangunan  negara-negara  itu  sema- 
kin tertinggal  dibandingkan  dengan  negara- 
negara  yang  berpartisipasi  dalam  globalisasi. 

Faktor  yang  paling  penting  agar  mam- 
pu  berperanserta  dalam  globalisasi  adalah 
pembenahan  struktur  nasional.  Oleh  karena 


itu  tanggung  jawab  utama  keberhasilan 
berperanserta  pada  globalisasi  ini  ada  di 
tangan  para  pengambil  keputusan  setempat. 

Tetapi  masyarakat  internasional  memang 
mempunyai  kemungkinan  (dan  kewajiban) 
untuk  mendukung  pembentukan  struktur- 
struktur  yang  diperlukan  melalui  kerja  sama 
pembangunan.  Lebih  jauh  dari  itu  negara- 
negara  industri  mempunyai  tanggung  ja- 
wab untuk  memastikan  bahwa  globalisasi 
berlangsung  dalam  alur  yang  dapat  diper- 
tanggungjawabkan  sehingga  serfiua  negara 
diuntungkan.  Perilaku  sejumlah  negara  in- 
dustri saat  ini  ~  misalnya  dalam  sektor  per- 
tanian  yang  penting  untuk  negara-negara 
berkembang  (subsidi  ekspor  Uni  Eropa, 
liberalisasi  yang  tertunda)  —  kalau  dipan- 
dang  dari  sudut  pandang  kebijakan  pemba- 
ngunan bersifat  kontraproduktif. 
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Potensi  Governance  dalam 
Kaitan  dengan  Pasca  Program 

Perbaikan  Kampung* 

Raphaella  Dewantari  Dwianto 

Perubahan  cara  pemerintahan  dari  government  ke  governance  saat  ini  men- 
jadiXtopik  pembahasan  di  kalangan  pakar  ilmu-ilmu  sosial.  Konsep  governance 
muncul  dari  usaha  untuk  memahami  perubahan  cara  dan  gaya  pemerintahan  da- 
lam sistem  politik  ekonomi  Eropa  Barat  setelah  1970-an,  kemudian  berkembang 
mencakup  cara  organisasi  institusional  dan  pembentukan  tatanan  dalam  rangka  pe- 
laksanaan  strategi  kongkret  dan  penerapan  kebijakan.  Di  artikel  ini,  penults  berang- 
kat  dari  usaha  memahami  konsep  governance  dengan  mengangkat  argumen  dari 
jessop,  Stoker  dan  Rhodes.  Penults  akan  memfokuskan  pembahasan  pada  po- 
tensi governance  dalam  pasca  program  perbaikan  kampung  di  Jakarta,  dikaitkan  de- 
ngan kemungkinan  membangun  sebuah  struktur  urban  governance. 


PENDAHULUAN 

KONSEP  atau  ide  baru  yang  mun- 
cul dalam  ilmu-ilmu  sosial  tidak 
saja  dapat  membimbing  kita  ke 
penemuan  wilayah-wilayah  permasalahan 
baru,  akan  tetapi  juga  dapat  menjadi  pem- 
buka  jalan  menuju  suatu  sudut  pandang 
baru  bagi  permasalahan-permasaiahan  yang 
sudah  ada  sebelumnya.  Salah  satu  di  an- 
tara  konsep^-konsep  baru  tersebut  adalah 
governance.  Dewasa  ini,  governance  men- 
jadi pusat  perhatian  para  akademisi  ne- 


Penelitian  lapangan  untuk  program  perbaikan 
kampung  Jakarta  yang  menjadi  bagian  dalam  tulis- 
an  ini  didukung  oleh  dana  penelitian  dari  ttie  Toyota 
Foundation  individual  research  fund  (A)  tahun  fiskal 
2000. 

Dalam  bahasa  Indonesia  dapat  dipakai  kata 
"penadbiran"  untuk  governance.  Akan  tetapi  penu- 
lis  akan  tetap  menggunakan  istilah  dalam  bahasa 


gara-negara  Barat,  dan  ini  dapat  dilihat 
pula  dari  semakin  menghangatnya  perde- 
batan  yang  mengarah  pada  pembentukan 
teori  mengenai  konsep  ini. 

Perdebatan  mengenai  governance  pa- 
da awalnya  terlahir  dari  usaha  para  aka- 
demisi untuk  mengerti  perubahan  cara 
dan  gaya  pemerintahan  dalam  sistem  po- 
litik ekonomi  negara-negara  Eropa  Barat 
setelah  tahun  1970-an,  melalui  suatu  pe- 
mahaman  empiris.  Perdebatan  mengenai 
governance'  ini  kemudian  meluas  melam- 
paui  batas-batas  geografis  Eropa  Barat 
dan  berkembang  menjadi  perdebatan  me- 
ngenai cara  organisasi  institusional  dan 
pembentukan  tatanan  dalam  rangka  pelak- 
sanaan  strategi -strategi  yang  kongkret  dan 


Inggris,  untuk  memudahkan  pembandingannya  de- 
ngan government. 
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penerapan  kebijakan-kebijakan.  Dengan 
berpijak  pada  kecenderungan  topik  per- 
debatan  di  kalangan  akademisi  tadi,  di  da- 
lam  tulisan  ini  penulis  akan  melakukan  pe- 
ninjauan  terhadap  topik  local  governance 
yang  muncul  di  tingkat  manajemen  perko- 
taan.  Penulis  akan  mencoba  melihat  per- 
masalahan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh 
local  governance,  dengan  menempatkan- 
nya  sebagai  organisasi  institusional  yang 
didirikan  di  antara  para  stakeholders  mau- 
pun  institusi  terkait,  dengan  melalui  serang- 
kaian  proses  perencanaan  pembentukan 
institusi  tingkat  yang  lebih  tinggi,  dan  pro- 
ses penetapan?  pelaksanaan?  evaluasi 
atas  strategi-strategi  kongkret  perkotaan, 
khususnya  di  OKI  Jakarta.  Dalam  tulisan 
ini,  strategi  kongkret  perkotaan  mengacu 
ke  program  perbaikan  kampung  di  per- 
kotaan, yang  selama  ini  menjadi  objek 
penelitian  lapangan  yang  dilakukan  oleh 
penulis. 

Untuk  itu,  pada  bagian  awal  tulisan 
ini  penulis  akan  mengetengahkan  bebe- 
rapa  argumen  mengenai  governance  de- 
ngan berpijak  pada  konsep-konsep  yang 
diajukan  oleh  Bob  Jessop,  Gerry  Stoker, 
dan  Rod  A.W.  Rhodes,  dengan  meletak- 
kan  fokus  pada  latar  belakang  dan  karak- 
teristik  dari  kerangka  konsep  governance 
itu  sendiri.  Pada  bagian  berikutnya  pe- 
nulis akan  mengamati  perspektif  analisis 
governance  ini  dengan  mengaitkannya  pa- 
da program  perbaikan  kampung.  Melalui 
tahap  penguraian  seperti  disebutkan  di 
atas,  penulis  ingin  menjelaskan  bahwa 
problematika  dalam  manajemen  perkota- 
an atau  kebijakan  perkotaan  yang  sela- 
ma ini  dipusatkan  pada  local  government 
kini  sedang  mengalami  pergeseran  ke 
local  governance. 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXX/2001,  No.  4 

PERUBAHAN  CARA  PEMERINTAH- 
AN:  DARI  GOVERNMENT  MENJADI 
GOVERNANCE 

Dalam  argumennya,  Jessop  mengemu- 
kakan  bahwa  di  dalam  masyarakat  Ford- 
ism, di  mana  model  yang  dominan  ada- 
lah  model  produksi  massal  -  konsumsi 
massal  di  bawah  sistem  Taylor,  atau  de- 
ngan kata  lain  di  dalam  masyarakat  di 
mana  konsumsi  dari  kelas  pekerja  itu  sen- 
diri dimasukkan  sebagai  satu  bagian  dari 
proses  penggandaan  kapital  dan  sebagi- 
an  besar  dari  hubungan  sosial  di  masya- 
rakat tersebut  bersifat  hirarkis,  cara  pe- 
merintahan  yang  sesuai  adalah  bentuk 
hierarkis  atas-bawah  yang  dipimpin  oleh 
negara  {state-guided  top-down  hierarchical 
form)  yang  didasarkan  pada  penciptaan 
kebijakan  permintaan  yang  efektif  dan  ja- 
minan  sosial  yang  bersifat  redistributif  me- 
lalui pengeluaran  negara  (Jessop,  1997). 
Inilah  yang  kita  kenal  dengan  sebut- 
an  government.  Sehubungan  dengan  ini. 
Stoker  menguraikan  pandangannya  menge- 
nai government  sebagai  berikut  (Stoker, 
1998:17): 

"Anglo-American  political  theory  uses  the 
term  'government'  to  refer  to  the  formal 
institutions  of  the  state  and  their  mono- 
poly of  legitimate  coercive  power.  Gov- 
ernment is  characterized  by  its  ability  to 
make  decisions  and  its  capacity  to  en- 
force them.  In  particular  government  is 
understood  to  refer  to  the  formal  and  in- 
stitutional processes  which  operate  at  the 
level  of  the  nation  state  to  maintain  public 
order  and  facilitate  collective  action". 

Namun  demikian,  negara  kesejahtera- 
an  Fordism  dan  Keynesian  yang  disebutkan 
di  atas  saat  ini  mengalami  kegoyahan  se- 
iring  dengan  timbulnya  perubahan-peru- 
bahan  dalam  paradigma  teknologi  dari 
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Fordism  itu  sendiri,  termasuk  di  dalamnya 
pengenalan  mengenai  sistem  produksi  yang 
fleksibel,  fleksibilitas  mata  uang  interna- 
sional  dan  kapital,  liberalisasi  pasar-pasar 
komoditas,  tenaga  kerja  dan  jasa,  yang 
juga  dibarengi  oleh  transformasi  ruang 
ekonomis  dan  politis  Gessop  menyebut- 
nya  relativistication  of  scale)  (Jessop, 
1998a).  Dalam  kondisi  demikian,  yang 
dihaiapkan  dari  negara  bukan  lagi  semata- 
rnata  menjamin  tersedianya  lapangan  pe- 
kerjaan  bagi  setiap  anggota  usia  produk- 
tif,  melainkan  lebih  pada  memberikan 
prioritas  bagi  reaiisasi  daya  saing  di  du- 
nia  internasional  melalui  intervensi  ke  sek- 
tor-sektor  permintaan.  Untuk  dapat  me- 
menuhi  fungsi  tersebut,  di  satu  pihak  ne- 
gara perlu  berusaha  mengatasi  perma- 
salahan-permasalahan  spesifik  di  tingkat 
lokal.  Akan  tetapi,  sangat  sulit  bagi  ne- 
gara untuk  dapat  menerapkan  kebijakan- 
kebijakan  terinci  yang  sanggup  menjawab 
setiap  permasalahan  di  tingkat  lokal. 
Dengan  demikian,  negara  dituntut  untuk 
mendelegasikan  kewenangan  kepada 
tingkat  yang  lebih  rendah,  yakni  peme- 
rintah  daerah.  Di  lain  pihak,  semakin  ti- 
dak  dapat  dipungkiri  bahwa  negara  ti- 
dak  mampu  lag!  menangani  masalah-ma- 
salah  yang  muncul  dalam  skala  yang  me- 
lampaui  batasan  negara.  Sehubungan  de- 
ngan ini,  negara  juga  dihadapkan  pada 
keharusan  mendelegasikan  kewenangan 
untuk  penentuan  kebijakah  dan  peraturan 
kepada  lemba^a-lembaga  ekstra-nasional 
(Jessop,  1994). 


Dasar  dari  argumen  ini  adalah  paradigma  re- 
gulasi,  dan  untuk  penjelasan  lebih  jauh  tentang 
ini  iihat  Lipietz  (1998). 

Hal  ini  sering  dikatakan  sebagai  principle  of 
subsidiary  yang  menyerahkan  permasalahan  yang 


Kedua  kondisi  tersebut  di  atas  me- 
nunjukkan  bahwa  perangkat  negara-bang- 
sa  sedang  mengalami  ketidakberdayaan, 
sementara  itu  yang  semakin  berkembang 
adalah  pengaturan  kebijakan  yang  ber- 
sifat  intermestik  (internasional  -f-  domes- 
tik)  dan  interlokal  (internasional  +  lokal) 
namun  transnasional.  Kemudian,  argumen 
dari  Stoker  di  atas,  yaitu  mengenai  gov- 
ernment yang  menekankan  pada  proses 
formal  dan  institusiOnal  yang  beroperasi 
di  tingkat  negara-bangsa  untuk  menja- 
ga  tata  masyarakat  dan  memfasiiitasi  tin- 
dakan  kolektif,  telah  kehilangan  arti,  se- 
hingga  dari  sini  muncullah  berbagai  ben- 
tuk  governance  yang  memiliki  sifat  le- 
bih terdesentralisasi.  Argumen  mengenai 
governance  yang  senantiasa  dibedakan 
dari  government  tadi  memiliki  karak- 
teristik  yaitu  menempatkan  negara-bang- 
sa dalam  posisi  horisontal  terhadap  ber- 
bagai organisasi  yang  menjalankan  peran 
masing-masing  dalam  bermacam-macam 
bentuk  kemitraan,  dan  memandang  in- 
tervensi oleh  negara  sebagai  sesuatu 
yang  non-hierarkis  dan  lebih  terdesentral- 
isasi. Dengan  pemahaman  atas  govern- 
ance yang  demikian  ini,  titik  perhatian 
lebih  ditekankan  pada  meningkatnya  ke- 
sempatan  untuk  menjembatani  penga- 
turan-pengaturan  kebijakan  yang  tidak 
diberi  embel-embel  hak-hak  istimewa, 
dengan  manajemen  perkotaan  atau  ke- 
bijakan urban  yang  didasarkan  pada  ini- 
siatif  masyarakat  lokal. 


dekat  dengan  kehidupan  sehari-hari  komunitas 
tertentu  kepada  pemerintah  daerah  tingkat  yang 
lebih  rendah,  dan  pemerintahan  transnasional  me- 
nangani hal-hal  yang  melampaui  batasan  tentorial 
maupun  kemampuan  negara. 
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Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  ba- 
gian  berikut  dari  tulisan  ini  akan  mengu- 
raikan  secara  kongkret  mengenai  peru- 
musan  dan  orientasi  dari  konsep  govern- 
ance yang  dalam  hal  ini  senantiasa  dili- 
hat  sebagai  sesuatu  yang  sama  sekali 
berbeda  dari  government  yang  disertai 
kontrol  dari  pusat  (oleli  negara). 

GOVERNANCE  SEBAGAI  BENTUK 
CO-GOVERNMENT 

Dewasa  ini,  kemampuan  negara  da- 
lam menjalankan  (mengelola)  pemerin- 
taiian,  yang  oleh  Jessop  dijabarkan  seba- 
gai kemampuan  mengambil  berbagai  ke- 
putusan  serta  meiaksanakan  keputusan 
tersebut,  mengalami  kemunduran  sedemi- 
kian  rupa  sehingga  dalam  hal  pengatur- 
an  berbagai  hubungan  di  bidang  eko- 
nomi  dan  sosial,  peran  negara  sema- 
kin  menyusut.  Sebagai  gantinya,  muncul 
governance  sebagai  suatu  gaya  penge- 
lolaan  non-hierarkis  yang  mengusahakan 
penyesuaian  dan  koordinasi  di  antara 
berbagai  organisasi  dalam  suatu  hubung- 
an timbal-balik.  Mengenai  governance 
sendiri  telah  banyak  dibahas  oleh  para 
pakar  ilmu  sosial,  dan  untuk  itu  penulis 
akan  mengemukakan  secara  singkat  tiga 
akademisi  yang  mengajukan  pemikiran 
masing-masing  mengenai  governan'k:e, 
yaitu  Jessopy  Stoker  dan  Rhodes. 

Jessop  menempatkan  governance  se- 
bagai model  heterarki  {heterarchy)  dan 
pengelolaan  yang  bersifat  dari  dan  oleh 
diri  sendiri  (self-organizing),  dengan  tiga 
sifat  khusus:  Pertama,  merupakan  jaring- 
an  antarperseorangan  yang  bersifat  dari 
dan  oleh  diri  sendiri;  kedua,  merupakan 
koordinasi  antarorganisasi  yang  dicapai 


melalui  musyawarah;  dan  ketiga,  merupa- 
kan pengarahan/pelaksanaan  yang  dila- 
kukan  bersama  di  antara  sistem,  dengan 
sifat  tidak  terpusat  di  satu  titik,  dan  di- 
tengahi  oleh  wacana  tertentu.  Jessop 
memberikan  paparan  lebih  lanjut  menge- 
nai ketiga  karakteristik  di  atas.  Yang  di- 
maksudnya  dengan  jaringan  antarperse- 
orangan yang  bersifat  dari  dan  oleh  diri 
sendiri  (karakteristik  pertama)  adalah  bah- 
wa  tiap  individu  dengan  Jelas  menun- 
jukkan  fungsi  masing-masing,  namun  ti- 
dak dipaksa  untuk  berpartisipasi  dalam 
institusi  maupun  organisasi  tertentu.  Ka- 
rakteristik kedua  yang  menyebutkan  ko- 
ordinasi antarorganisasi  melalui  musya- 
warah menuhjuk  pada  peruridingari  (ne- 
gosiasi)  untuk  mencapai  "kesepakatan 
strategis"  yang  didasarkan  pada  keuntung- 
an  bersama,  atau  dengan  kata  lain  me- 
rupakan usaha  penyesuaian  dan  koordi- 
nasi untuk  mengatur  sumber-sumber  daya 
utama  yang  saling  diperlukan  s^tu  sa- 
ma lain  dalam  rangka  mewujudkan  hasil 
yang  menguntungkan  bagi  setiap  pihak. 
Karakteristik  ketiga,  yaitu  pengarahan 
bersama  oleh  sistem-sistem  yang  tidak 
terpusat  di  satu  titik  dan  ditengahi  wa- 
cana tertentu  tadi  senantiasa  memper- 
timbangkan  pengaruh  yang  mungkin  di- 
timbulkan  oleh  jalan  pikiran  tiap  sistem 
terhadap  sistem  lainnya,  dan  menjalan- 
kan pelaksanaan  (pengaturan)  yang  bersi- 
fat plural  dan  tidak  tersentralisasi. 

Jessop  menekankan  bahwa  individu, 
organisasi,  institusi  dan  sistem  yang  ikut 
serta  dalam  tiga  bentuk  karakteristik 
tersebut,  masing-masing  mempertahankan 
keotonomiannya  terhadap  pihak  lain, 
namun  tetap  saling  berkait  dalam  sua- 
tu mekanisme,  sambil  saling  terus  meng- 
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usahakan  penyesuaian  sebagai  pihak-pi- 
hak  yang  saling  tergantung  satu  sama 
lain.  Karena  tiap  pihak  mempertahankan 
logika  masing-masing  yang  bersifat  khu- 
sus  dan  pelik,  maka  sebuah  institusi 
atau  sistem  tidak  akan  mungkin  mene- 
rapkan  penguasaan  menyeluruh  dan  se- 
penuhnya  terhadap  institusi  atau  sistem 
tertentu  Gessop,  1998b). 

Sementara  Stoker  nnelihat  governance 
sebagai  "keragaman  bentuk  pengelolaan 
yang  berbasis  pada  prinsip  kemitraan 
dua  arah".  Salah  satu  dasar  dari  pan- 
dangan  Stoker  tersebut  adalah  kenyata- 
an  bahwa  baik  di  antara  pelaku  publik 
maupun  swasta,  tidak  ada  yang  memi- 
liki  kapasitas  pengetahuan  maupun  sum- 
ber-sumber  yang  memungkinkannya  un- 
tuk  dapat  mengatasi  berbagai  masalah 
seorang  diri,  dan  bahwa  kini  pembatas 
di  antara  sektor  publik  dan  swasta, 
maupun  batasan  di  dalam  sektor-sektor 
itu  sendiri  telah  menjadi  kabur.  Selanjut- 
nya,  Stoker  mengemukakan  bahwa  ke- 
mitraan dalam  governance  terdiri  dari 
tiga  pilar:  Pertama,  hubungan  principal- 
agent  yang  bersifat  pemberian  keper- 
cayaan  untuk  peiaksanaan,  dan  bukan 
berdasar  pada  hubungan  atasan-bawah- 
an.  Kedua,  musyawarah  antarorganisasi 
untuk  suatu  proyek  bersama,  yang  me- 
mungkinkan  tiap  organisasi  mencapai 
tujuan  masing-masing  justru  melalui  usa- 
ha  saling  menyesuaikan  dan  memadu- 
kan  kapasitas  yang  dimiliki.  Ketiga,  koor- 
dinasi  sistematis  yang  mengembangkan 
visi  dan  kemampuan  pelaksanaan  ber- 
sama dari  segenap  organisasi,  serta  me- 
milih/menggunakan  tatanan  maupun  struk- 
tur  untuk  diterapkan  di  antara  organi- 
sasi-organisasi  terkait  (Stoker,  1998). 


Sementara  itu,  Rhodes  memahami  gov- 
ernance sebagai  "cara  baru  pemerintah- 
an  masyarakat"  yang  merupakan  "ja- 
ringan  antarorganisasi  dari  dan  oleh  diri 
sendiri".  Karakteristik  jaringan  yang  di- 
kemukakan  oleh  Rhodes  ini  meliputi: 
Pertama,  "saling  ketergantungan  antar- 
organisasi" yang  justru  menjadi  jembatan 
yang  menghubungkan  batas-batas  di  an- 
tara sektor  publik,  sektor  swasta,  dan 
sektor  volunter.  Kedua,  "interaksi  berke- 
lanjutan  di  antara  anggota  dalam  ja- 
ringan" yang  didasarkan  pada  perlunya 
melakukan  tukar-menukar  berbagai  sum- 
ber^  serta  mendiskusikan  berbagai  tuju- 
an bersama.  Ketiga,  "interaksi  yang  kom- 
petitif  yang  disesuaikan  menurut  aturan- 
aturan  yang  telah  dimusyawarahkan  dan 
disepakati  oleh  para  anggota  dalam  ja- 
ringan, dan  yang  didasarkan  pada  rasa 
saling  percaya.  Keempat,  sifat  otonomi 
relatif  terhadap  negara  (Rhodes,  1996). 

label  1  menunjukkan  definisi  dan  ka- 
rakteristik governance  dari  ketiga  pakar 
ilmu  sosial  yang  telah  diuraikan  di  ata?. 
Tampak  jelas  bahwa,  berbagai  faktor 
yang  membentuk  masyarakat  tetap  mem- 
pertahankan keotonomiannya,  sementara 
masing-masing  menerapkan  strategi  mau- 
pun rencananya  dalam  suatu  hubungan 
tumpang-tindih  dengan  faktor-faktor  pem- 
bentuk  lainnya.  Di  sini  dapat  dilihat  ada- 
nya  pengaruh  dari  "teori  autopoiesis". 
Sifat-sifat  khusus  yang  dapat  ditarik  da- 
ri situ  adalah:  Pertama,  pengorganisasian 
dari  dan  oleh  diri  sendiri,  otonomi,  ke- 


Autopoiesis  pada  awalnya  merupakan  termi- 
nologi  untuk  sistem  sematologi  yang  memiliki  arti 
"menghasilkan  sendiri".  Teori  ini  menunjukkan  bah- 
wa sistem  secara  berkelanjutan  mereproduksi  fak- 
tor-faktor dari  sistem  itu  sendiri. 
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label  1 

DEFINISI  GOVERNANCE  DAN  KARAKTERISTIKNYA 

Definisi 

Karakteristik 

Sumber 

Jessop,  B. 

Berbagai  model 
heterarchy  (pengelola- 
an  dari  dan  oleh  diri 
sendiri) 

•  Jaringan  antarperseorangan  dari 
dan  oleh  diri  sendidi 

•  Koordinasi  antarorganisasi 
■  melalui  musyawarah 

•  Pelaksanaan  bersama  antarsisteni, 
tidak  terpusat  di  satu  titik  dan 

m    ditengahi  wacana  tertentu 

Jessop  {1998b) 

Stoker,  G.  Model  beragam  dari 

kemitraan  timbal-balik 


•  Hubungan  principal-agent 

•  Musyawarah  antarorganisasi 

•  Koordinasi  sistematis  (kemitraan) 


Stoker  (1 998) 


Rhodes,  RAW. 


Jaringan  antarorganisasi, 
dari  dan  oleh  diri 
sendiri 


Saling  ketergantungan  antar- 
organisasi 

Interaksi  berkelanjutan,  antar- 
anggota  dalam  jaringan 
Interaksi  korflpetitif 
Otonomi  relatif  terhadap  negara 


Rhodes  (1996) 


mitraan,  saling  ketergantungan,  penye- 
suaian;  kedua,  hubungan  multi-strata,  plu- 
ral, horisontal;  ketiga,  relativisasi  penem- 
patan  sektor  publik  yang  dl  dalamnya 
termasuk  juga  negara.  Dalam  art!  luas, 
governance  dimengerti  sebagai  keseiuruh- 
an  dari  semua  organisasi,  termasuk  or- 
ganisasi  atau  sistem  hierarkis  yang  men- 
jadi  faktor  penting  pemerintahan  {gov- 
ernment), Konsep  dari  Jessop,  Stoker, 
dan  Rhodes  di  atas  mengemukakan  gov- 
ernance dalam  arti  sempit  dengan  mem- 
bandingkannya  dengan  government.  Da- 
lam hal  ini,  governance  dilihat  sebagai 
institusi  pengorganisasian  dari  dan  oleh 
diri  sendiri,  dan  terdiri  dari  berbagai  or- 


^Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Ueki  (1999),  di 
dasar  pendekatan  governance  in!  terletak  satu 
sistem  perumusan  pemikiran  dari  sudut  pandang 
yang  mengindentifikasi  cara-cara  organisasi  institu- 
sional  dan  pembentukan  tatanan,  dalam  rangka 
pelaksanaan  strategi-strategi  kongkret  dan  penerap- 
an  kebijakan-kebijakan. 


ganisasi  yang  relatif  mandiri,  atau  de- 
ngan kata  lain,  governance  termasuk  da- 
lam kategori  co-government. 

Konsep  governance  seperti  tersebut 
di  atas  sudah  dibuktikan  keefektifannya 
melalui,  antara  lain,  semakin  meningkatnya 
kegiatan  organisasi  non-pemerintah  dan 
nirlaba,  semakin  bertambah  pentingnya 
organisasi  yang  melampaui  batas-batas 
negara  seperti  Uni  Eropa  dan  NAFTA 
{North  American  Free  Trade  Area),  semakin 
meningkatnya  jumlah  proyek  kerja  sama 
antara  sektor  publik  dan  swasta,  berkem- 
bangnya  kecenderungan  "swastanisasi  pe- 
kerjaan  umum,  serta  desentraiisasi.  Akan 
tetapi,  di  sini  sepatutnya  kita  melihatnya 
sebagai  sesuatu  yang  saling  berhubungan 
secara  organik,  yang  menunjukkan  adanya 
perubahan  cara  pemerintahan  secara  ke- 
seluruhan,  dan  tidak  sekadar  melihatnya 
sebagai  kasus  yang  terpisah-pisah.  Di 
samping  itu,  untuk  menguji  keabsahan 
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konsep  dalam  ilmu-ilmu  sosial,  kita  juga 
perlu  meninjau  kemampuan  adaptasi  dari 
konsep  governance  ini  di  luar  batasan 
waktu  dan  ruang. 

Sehubungan  dengan  itu,  dalam  ba- 
gian  berikut  penulis  akan  melihat  kem- 
bali  efektivitas  dan  kemampuan  adap- 
tasi dari  konsep  governance  di  atas.  Un- 
tuk  itu  penulis  akan  mengetengahkan 
program  perbaikan  kampung  sebagai 
objek  pemikiran  bagi  konsep  govern- 
ance, mengingat  program  perbaikan  kam- 
pung sendiri  selama  ini  telah  menjadi 
objek  penelitian  lapangan  dari  penulis. 

PROGRAM  PERBAIKAN  KAMPUNG 
SEBAGAI  BENTUK  PELAKSANAAN 
GOVERNMENT 

Program  perbaikan  kampung  yang  di- 
mulai  di  Jakarta  tahun  1969  dengan  na- 
ma  proyek  MHT  (Muhamad  Husni  Tham- 
rin),  dikenal  sebagai  proyek  perbaikan 
infrastruktur  permukiman  yang  dalam  pe- 
laksanaannya  mengikutsertakan  penduduk 
di  wilayah  yang  bersangkutan  sehingga 
proyek  MHT  ini  dikenal  juga  sebagai 
program  perbaikan  yang  memasukkan  prin- 
sip  swadaya.  Sebelumnya,  proyek-proyek 
perbaikan  infrastruktur  daerah  permukim- 
an lebih  merupakan  penggusuran  tempat 
tinggal  yang  dikategorikan  liar  atau  tidak 
layak.  Di  satu  pihak,  penggusuran  justru 
membuat  kondisi  kemiskinan  menjadi  le- 
bih parah  karena  program  relokasi  tanpa 
mempedulikan  kondisi  sosial  ekonomi 
penduduk  yang  bersangkutan  hanya  akan 
menghapiiskan  kesempatan  kerja  bagi 
penduduk  setempat.  Di  lain  pihak,  peng- 
gusuran cenderung  menimbulkan  kere- 
sahan  sosial  yang  disebabkan  oleh  peng- 


gunaan  dana  dalam  jumlah  sangat  besar 
untuk  perbaikan  infrastruktur  yang  ke- 
mungkinan  kembalinya  dana  tersebut  sa- 
ngat kecil,  ditambah  lagi  dengan  pene- 
rapan  kekerasan  fisik  dalam  usaha  peng- 
gusuran penduduk. 

Dalam  'hal  ini,  pelaksanaan  proyek 
MHT  di  Jakarta  membutuhkan  relatif  se- 
dikit  biaya,  sementara  proyek  ini  beru- 
saha  mengikutsertakan  potensi  pendu- 
duk kampung  seefektif  mungkin.  Dengan 
demikian,  tidak  mengherankan  bila  pro- 
yek MHT  mampu  mendapatkan  reputasi 
yang  baik  di  dunia  internasional.  Berkait- 
an  dengan  hal  ini,  manfaat  dari  keikut- 
sertaan  penduduk  sebagai  dasar  bagi 
program  swadaya  yang  difokuskan  pa- 
da  menggali  potensi  ekonomi  di  dalam 
wilayah  permukiman  kumuh  dan  permu- 
kiman liar,  tidak  hanya  berhubungan  de- 
ngan bidang  teknologi  maupun  kepen- 
tingan  pblitik,  seperti  yang  telah  dike- 
mukakan  oleh  Ward  et  al.  (1982),  na- 
mun  juga  beberapa  hal  berikut  yang 
ditunjukkan  oleh  Taylor  (1982),  antara 
lain,  potensi  besar  tenaga  kerja,  peren- 
canaan  dan  pengambilan  keputusan  yang 
didasari  oleh  berbagai  jaringan  komu- 
nikasi  lokal  di  dalam  komunitas  yang 
bersangkutan,  dan  pencerminan  langsung 
kebutuhan  penduduk  di  wilayah  itu. 


Menurut  Ward  et  al.  (1982),  bagi  negara-ne- 
gara  dunia  ketiga,  pembangunan  dengan  meman- 
faatkan  sumber  daya  manusia  (tenaga  kerja)  yang 
jumlahnya  sangat  banyak  dan  murah  akan  lebih 
memungkinkan  untuk  dilaksanakan,  apalagi  mengi- 
ngat sumber  daya  manusia  yang  demikian  ini  meng- 
akar  di  komunitas  setempat  dan  menggunakan  tek- 
nologi yang  sesuai  dengan  kondisi  lokal,  daripada 
mengejar  pembangunan  skala  besar  dengan  men- 
dirikan  fasilitas-fasilitas  modern  untuk  produksi  yang 
akan  menelan  biaya  besar. 
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Proyek  MHT  sendiri  pada  akhirnya 
menunjukkan  hasil  positif  melalui  pelak- 
sanaannya  yang  difokuskan  pada  pem- 
bangunan  infrastruktur  dengan  didukung 
terutama  oleh  dana  Bank  Dunia  dalam 
periode  pelaksanaan  kedua  (tahun  1974 
hingga  1976)  dan  ketiga  (tahun  1976 
hingga  1979)  (Devas,  1980).  Kemudian, 
Taylor  (1982)  yang  melakukan  peneliti- 
an  mengenai  dampak  program  perbaik- 
an  kampung  menyimpulkan  bahwa  di 
kampung-kampung  yang  mengalami  per- 
baikan  fisik  melalui  program  ini,  penda- 
patan  keluarga  di  wilayah  yang  ber- 
sangkutan  juga  menunjukkan  peningkat- 
an,  dan  hal  ini  mendorong  timbulnya 
inisiatif  penduduk  untuk  berusaha  mem- 
perbaiki  kondisi  bangunan  rumah  ma- 
sing-masing.  Jelas  di  sini  bahwa  penga- 
ruh  fisik  dari  pelaksanaan  program  per- 
baikan  kampung  sudah  diakui  oleh  ma- 
syarakat  luas,  dan  salah  satu  faktor  pen- 
ting  yang  sering  ditekankan  sehubungan 
dengan  hal  ini  adalah  keberhasilan  ke- 
ikutsertaan  penduduk  setempat.  Sebe- 
lum  melihat  lebih  jauh  lagi  mengenai 
keikutsertaan  penduduk,  kita  perlu  ter- 
lebih  dulu  mengetahui  proses  pelaksa- 
naan program  perbaikan  kampung  atau 
proyek  MHT  ini. 

Menurut  Sawa  (1994),  permohonan  un- 
tuk pembangunan  kampung  (atau  RW)  di- 
terima  per  kecamatan.  Berdasarkan  ini  ke- 
mudian  unit  perbaikan  kampung  DKI  Ja- 
karta atau  BAPPEM  (Badan  Pelaksana 


Pembangunan  Proyek  MHT)  mulai  mem- 
pelajari  permohonan  tersebuL  Unit  itu  di- 
bentuk  sebuah  unit  yang  lingkupnya  men- 
cakup  bagian-bagian  terkait  di  dalam 
kantor  pemerintah  daerah  Jakarta.  Dari 
situ,  unit  memberikan  penilaian  menge- 
nai derajad  kepentingan,  sifat  mende- 
sak,  dan  prioritas  dari  usulan  pemba- 
ngunan tadi  berdasarkan  standar  resmi 
yang  telah  ditetapkan,  kemudian  mene- 
tapkan  paket  program  pembangunannya. 
Dalam  pelaksanaan  program,  penduduk  di 
wilayah  yang  bersangkutan  diharapkan 
menyumbangkan  tenaga  dan  bahan  ma- 
terial, meskipun  pengarahan  serta  peng- 
ambilan  keputusan  dilakukan  oleh  rapat 
pertemuan  penduduk  yang  diprakarsai 
oleh  kecamatan.  Dalam  pertemuan-perte- 
muan  ini  penduduk  mendapatkan  penga- 
rahan mengenai  tahap'-tahap  dan  cara 
pelaksanaan  pembangunan  dari  teknisi- 
teknisi  yang  dikirim  oleh  pemerintah  DKI 
Jaka.ta  (Sawa,  1994).  Dengan  demikian, 
dapat  dikatakan  bahwa  keikutsertaan 
penduduk  sebenarnya  hanya  nama  saja, 
dan  pada  kenyataannya  penduduk  hanya 
menyumbang  tenaga  dan  bahan-bahan 
dasar.  Seperti  tampak  dalam  Tabel  2, 
keikutsertaan  penduduk  dalam  penyusun- 
an  rencana  amat  kurang,  sementara  da- 
lam pengelolaan  program,  camat  atau 
lurah  mewakili  penduduk  untuk  berne- 
gosiasi  dengan  unit  program  perbaikan 
kampung  tadi.  Tidak  dapat  dipungkiri 
bahwa  dalam  MHT  terdapat  kondisi  be- 
rat  di  atas  (top  heavy)  (Devas,  1980). 


Hasil  penelitian  tentang  kondisi  ekonomi  kam- 
pung yang  dilal<ukan  oleh  Hayase  et  al.  (1983)  juga 
menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan  penda- 
patan  penduduk  di  wilayah  yang  mengalami  proyek 
perbaikan  kampung. 


Unit  ini  ccndcrung  mclimpahkan  wewcnang 
ke  Icmbaga  pemerintah  di  tiap  wilayah  pelaksana- 
an program  perbaikan  kampung. 
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label  2 


KEIKUTSERTAAN  PENDUDUK  DALAM  MHT,  TAHUN  1972 


Nama  KamDung 

Keikutsertaan 

Keikutsertaan  dalam  Ha 

il 

Ya 

Tidak 

Perencanaan 

Sumbangan 

Sumbangan 

Tenaga 

Material 

(Jakarta  Pusat) 
Kramat  Pulo 

d/,dj 
95,48 

2,51 

4,01 
5,67 

45,99 
89,69 

28,05 
2,03 

Kramat  Lontar 

75,21 

12,82 

0,00 

32,35 

4,90 

Kramat  Sawah 

14,91 

85,09 

0,00 

0,00 

Paseban 

13,64 

85,91 

9,68 

0,00 

35,48 

Salemba  Tengah 

30,44 

68,32 

0,00 

27,45 

59  82 

Kawikawi  barai 

93,11 

6,40 

7,90 

4  J,  /  y 

1  af"i  Ti mi  ir 

90,98 

9,02 

7,40 

ob,/o 

5,78 

35,25 

61,87 

2,83 

O  O  CO 

38,00 

33,02 

k'oroi"  Pintii  Air 

61,94 

37,31 

0,00 

1  5,47 

42,86 

L/UKUII  ixaltTL 

69,82 

26,54 

1  /in 
1 ,4o 

1 8,81 

59,41 

Gakarta  Utara) 

80,25 

16,25 

4,78 

45,99 

ft  ^fi 

O,  J  o 

Koja-1 

72,09 

27,91 

3,22 

-41 ,94  - 

54,84 

KA p n II 3 

JVICll  *f~J-tCi  L-'UCl 

81,23 

14,85 

4,93 

57,57 

3,62 

Oakarta  Barat) 

55,21 

34,43 

5,76 

52,55 

ZD,  1  H 

Tanah  Serial 

80,48 

18,34 

3,61 

55,80 

1  n  1 

I.U,  1  J 

Tanah  Serial  Utara 

80,55 

19,45 

10,93 

56,95 

ZZ,  1  u 

jemDatan  besi 

66,11 

31,47 

2,87 

52,76 

24,94 

Kali  Rani 

78,47 

21,02 

4,33 

46,97 

36,58 

l3\A/a  l^riiw'iil' 
J  dWd  1x1  U  I\U  L 

7,04 

91,08 

5,26 

57,89 

10,53 

(Jakarta  Selatan) 

55,21 

34,43 

4,76 

61,14 

:  Z,U J 

Gembira 

6,54 

93,46 

28,57 

71,43 

U,UU 

Bukit  Duri  Selatan 

51,52 

48,39 

3,95 

67,80 

23,1  6 

Kebon  Baru 

51,35 

33,49 

7,92 

47,12 

"11    Q  7 

1  1  ,o/ 

Menteng  Dalam 

70,68 

11,81 

2,63 

67,46 

/,bD 

(lakarta  Timur) 

63,40 

33,47 

13,03 

41,03 

19,39 

Kebon  Nanas 

46,98 

50,27 

7,74 

44,75 

22,10 

PiQ;^ na^ n  R:^ rii 

)    lOdI  l>^dl  1    L/dl  u 

58,39 

38,59 

0,00 

25,68 

35,52 

Waringin 

44,50 

52,00 

4,17 

25,00 

9,37 

Ciaiiih  Sari 

100,00 

0,00 

23,91 

28,26 

21,74 

Kebon  Kelapa 

56,93 

36,63 

9,37 

19,53 

29,69 

Kavii  Manis-I 

55,47 

44,53 

2,92 

67,88 

20,44 

Pal  Meriam 

63,43 

32,70 

2,76 

45,59 

15,17 

Pisangan  Lama 

83,78 

12,72 

25,86 

46,08 

13,12 

TOTAL  Dl  JAKARTA 

62,90 

33,48 

7,18 

49,43 

21,19 

Sumber:  Kantor  Sensus  d 

an  Statistik  DKI,  dikutip  c 

Jari  Sawa  (1 994). 

Sifat  dari  proyek 

MHT  yaitu 

mema- 

semakin 

nyata  pada  paruh 

akhir  proyek 

sukkan  prinsip  "keikutsertaan  pei 

nduduk" 

MHT  di 

Jal< 

;arta,  sejalan  d 

engan  sema- 

yang  ternyata  lebih 

merupakan 

"mobili- 

kin  tarn 

paknya  "partisipasi" 

aktif  pendu- 

sasi  penduduk"  ini  te 

rus  bertahan 

bahkan 

duk  mel 

lalui 

RT/RW.  Ketika 

program  per- 
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baikan  kampung  ini  kemudian  juga  di- 
kembangkan  ke  kota-kota  lain  di  Indo- 
nesia, "mobilisasi  penduduk"  dalam  pro- 
gram perbaikan  kampung  ini  semakin 
mencolok  dengan  dilibatkannya  RT/RW 
untuk  menggalang  "partisipasi"  penduduk 
(Sawa,  1994).  RT/RW  itu  sendiri,  berda- 
sarkan  hasil  penelitian  lapangan  yang 
dilakukan  oleh  Logsdon  (1975),  merupa- 
kan  organisasi  yang  dibentuk  dalam  rang- 
ka  menciptakan  sebuah  sistem  untuk 
program  pembangunan  yang  didasarkan 
pada  gotong  royong,  di  mana  pendu- 
duk menyumbangkan  sumber-sumber  yang 
dimiliki,  dan  merupakan  organisasi  yang 
difungsikan  sebagai  jalur  top-down  dari 
pemerintah  ke  rakyat.  Lebih  jauh  la- 
gi,  "mobilisasi  penduduk"  ini  oleh  Harms 
(1982)  dikatakan  sebagai  sifat  yang  di- 
tambahi  dengan  kontrol  penduduk  di 
tingkat  wilayah  tempat  tinggal. 

Dari  penjelasan  di  atas,  bila  dilihat  dari 
satu  sudut  pandang  tertentu,  bahwa  pro- 
gram perbaikan  kampung  memiliki  karak- 
teristik  swadaya,  keikutsertaan  penduduk, 
dan  murah,  yang  saling  berintegrasi  de- 
ngan kuat  hingga  membentuk  satu  sistem 
yang  dilaksanakan  di  bawah  government. 

PASCA  PROGRAM  PERBAIKAN 
KAMPUNG  DAN  GOVERNANCE 

Seperti  dikemukakan  tadi,  cara  pe- 
laksanaan  dalam  program  perbaikan  kam- 
pung merupakan  cara  government,  yang 
dalam  hal  ini  berbeda  dengan  sistem 
Fordism,  akan  tetapi  sejalan  dengan  pro- 
ses perkembangan  kebijakan  pembangun- 
an daerah  di  Indonesia  yang  pada  da- 
sarnya  diarahkan  ke  kebijakan  bagi  inte- 
grasi  nasional  sebagai  jawaban  dari  ge- 


jolak  kondisi  politik  yang  menyertai  le- 
dakan  jumlah  penduduk  di  tahun  1950- 
an  dan  1960-an.  Tampak  jelas  bahwa 
yang  menjadi  dasar  pemikiran  dari  pro- 
gram perbaikan  kampung  ini  adalah  teori 
urban  involution  dan  over-urbanization 
yang  menekankan  pada  hal-hal  seperti  mi- 
salnya  keadaan  peningkatan  jumlah  pen- 
duduk di  daerah  pedesaan  pada  masa 
setelah  perang  kemerdekaan  sehingga 
mendorong  migrasi  dari  pedesaan  menu- 
ju  perkotaan,  membengkaknya  kondisi  kri- 
tis  kampung  dilihat  dari  banyaknya  pe- 
kerja  sektor  informal  di  perkotaan  serta 
kondisi  perumahannya,  terhentinya  pem- 
bangunan perkotaan,  dan  semakin  tera- 
kumulasinya  kemiskinan  di  perkotaan. 

Akan  tetapi,  bila  kita  melihat  lebih 
jauh  lagi,  program  perbaikan  kampung 
yang  sebagian  memasukkan  juga  kebi- 
jakan integrasi  nasional,  dan  yang  dasar 
pemikirannya  mencakup  "urbanisasi  yarig 
mengalami  distorsi"  atau  "urbanisasi  tan- 
pa  industrialisasi",  saat  ini  tidak  lagi  bisa 
bertahan  begitu  saja  dalam  situasi  yang 
sudah  berbeda.  Pertama-tama  perlu  di- 
ingat  bahwa  kota  Jakarta  sendiri  ber- 
kembang  dan  melebar  dengan  pesat, 
bergabung  dengan  kota-kota  sekitarnya 
membentuk  suatu  wilayah  metropolitan 
Jabotabek  Gakarta,  Bogor,  Tangerang  dan 
Bekasi).  Sementara  itu  kota  Jakarta  juga 
dilibatkan  dalam  tata  dunia  internasional 
baru  pasca  Fordism.  Di  tengah-tengah  si- 
tuasi seperti  ini,  muncul  klas  masyarakat 
yang  berpusat  pada  klas  menengah  ba- 
ru, sehingga  perhatian  kini  dipusatkan  pa- 
da cadangan  tenaga  kerja  lokal  in  situ 
yang  murah  dan  begitu  banyak  jumlah- 
nya  di  wilayah  "desa-kota"  di  mana  dae- 
rah pertanian  dan  non-pertanian  berpadu, 
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juga  pada  persediaan  tanah  yang  (relatif) 
murah  (McGee,  1991;  Miyamoto,  1999). 

Masih  dalam  sangkut  paut  dengan 
hal  di  atas,  yang  kemudian  menjadi  per- 
tanyaan  adalah  bagaimana  membentuk 
strategi  bagi  program  perbaikan  infra- 
struktur  untuk  permukiman  kumuh  dan  ka- 
wasan  kumuh,  yang  muncul  di  tengah- 
tengah  terjadinya  dikotomi  klas  bawah 
perkotaan  dan  dikotomi  built  environ- 
ment daerah  perkotaan,  serta  memiiiki 
kondisi  topografi  yang  berbeda  dengan 
kampung.  Bersamaan  dengan  ini,  pro- 
gram perbaikan  kampung  sendiri  meng- 
alami  pergeseran  menjadi  program  pem- 
bangunan  infrastruktur  komunitas  yang  le- 
bih  menekankan  pada  peran  penduduk 
setempat  dan  organisasi-organisasi  non- 
pemerintah  dalam  merancang  serta  me- 
laksanakan  berbagai  proyek  (Jellinek, 
1996),  sehingga  pertanyaan  berikutnya 
adalah  sistem  seperti  apa  yang  dapat 
menjawab  kondisi  demikian? 

Sudah  jelas  bahwa  pada  dasarnya  stra- 
tegi maupun  sistem  baru  yang  diharapkan 
di  atas,  tidak  dapat  lagi  merupakan  se- 
kadar  perpanjangan  dari  program  per- 
baikan kampung  yang  sudah  ada  sela- 
ma  ini,  yang  mengumandangkan  keikut- 
sertaan  penduduk.  Seperti  yang  juga  per-, 
nah  dikemukakan  oieh  Abrams  (1964), 
yaitu  bahwa  setidaknya  strategi  maupun 
sistem  baru  itu  bukan  hanya  sekadar  pe- 
nyusunan  kembalt  model  keeikutsertaan 
penduduk  yang  menghidupkan  sistem  tra- 
disional  gotong-royong  di  desa  ke  da- 


Di  dalam  tulisan  ini  tidak  akan  dijelaskan  le- 
bih  lanjut  mengenai  teori  EMR  (Extended  Metro- 
politan Region)  dan  teori  desa-kota.  Penjelasan  le- 
bih  rinci  mengenai  ini  dapat  dilihat  di  Ginsburg 
(1991)  dan  McGee  (1995). 


lam  pembangunan  permukiman  klas  ba- 
wah di  perkotaan.  Di  samping  itu,  temuan 
dari  pengamatan  lapangan  yang  dilaku- 
kan  oleh  Yoshihara  and  Dwianto  (1996) 
menunjukkan  bahwa  RT/RW  yang  dilibat- 
kan  sebagai  alat  untuk  menggalang  "ke- 
ikutsertaan  penduduk"  atau  "mobilisasi 
penduduk"  dalam  program  perbaikan  kam- 
pung, di  dalam  penyelenggaraan  organi- 
sasinya,  RT/RW  tetap  didasarkan  pada 
prinsip  pengambilan  keputusan  lewat  mu- 
syawarah  seluruh  anggota,  sementara  itu 
ada  pula  wilayah  yang  berusaha  meme- 
nuhi  kebutuhan  penduduknya  dengan  ti- 
dak. terikat  pada  batas  RT/RW  namun 
mengupayakannya  di  luar  batas  tersebut, 
dan  ada  pula  wilayah  yang  menolak  "mo- 
bilisasi dari  atas". 

Selain  itu,  terdapat  pula  contoh  wila- 
yah yang  berusaha  mengatasi  masalah- 
masalah  antarwilayah  melalui  kerja  sama 
dengan  organisasi  non-pemerintah  atau 
nirlaba  di  lua--  batas  RT/RW,  meskipun  ha- 
rus  diakui  bahwa  hal  ini  belum  merupa- 
kan kecenderungan  yang  menyeluruh.  Te- 
muan-temuan  lapangan  yang  disebutkan 
tadi  mengisyaratkan  bahwa  pada  saat 
menyusun  strategi  atau  sistem  untuk  per- 
baikan permukiman  kumuh  atau  kawasan 
kumuh,  bentuk  government  yang  mengan- 
dung  unsur  penguasaan  terpusat  oleh 
sektor  publik  yang  bersifat  top-down  mau- 
pun bottom-up  dengan  antara  lain  men- 
jalankan  mobilisasi  organisasi  penduduk 
seperti  RT/RW,  menjadi  tidak  realistis  lagi. 

Tentu  saja  penulis  tidak  bermaksud 
mengingkari  efektifnya  strategi  swadaya 
yang  dalam  perencanaannya  mendasarkan 
diri  pada  komunitas  yang  bersangkutan, 
berusaha  menggali  dan  memanfaatkan  po- 
tensi  penduduk,  dan  berdasar  pada  ja- 
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ringan-jaringan  komunikasi  lokal  di  da- 
lam  komunitas  itu.  Namun  demikian,  un- 
tuk  dapat  memberdayakan  penduduk, 
menghidupkan  kembali  komunitas,  dan 
menciptakan  kesempatan  kerja  bagi  pen- 
duduk,  bila  dibandingkan  dengan  model 
government  yang  mengembalikan  segala 
sesuatunya  ke  satu  sistem  atau  satu  fak- 
tor,  model  governance  lebih  efektif  dan 
lebih  realistis  karena  mengikutsertakan  ber- 
bagai  sektor  dan  pelaku  yang  masing- 
masing  dapat  mempertahankan  otonomi- 
nya  hingga  batas  tertentu,  dan  dengan 
melalui  suatu  proses  berkesinambungan 
dalam  saling  berbentur  -  mengusahakan 
kompromi  -  menjalin  hubungan,  sektor-sek- 
-  tor  dan  pelaku-pelaku  ini  akhirnya  men-  ~ 
capai  kesepakatan  bersama.  Yang  sangat 
penting  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  or- 
ganisasi  institusional  dan  tatanan  dalam 
governance  didasarkan  pada  inisiatif  pen- 
duduk  setempat,  dan  bahwa  tidak  ada 
bentuk  baku  untuk  kerangka  pengaturan/ 
penyesuaian  maupun  bentuk  baku  untuk 
gabungan  dari  berbagai  sektor  dan  pe- 
laku tadi.  Governance  justru  mengkono- 
tasikan  keragaman,  dan  direalisasikan  me- 
lalui sejarah  masing-masing  wilayah  dan 
melalui  berbagai  sumber  yang  dimiliki 
wilayah  tersebut  serta  teknologi  madya 
yang  ada.  Dengan  demikian,  seperti 
Krausse  (1975)  pernah  membuat  klasifi- 
kasi  kampung,  kini  juga  diperlukan  kla- 
sifikasi  yang  lebih  rinci  menge"nai  permu- 
kiman  kumuh  dan  kawasan  kumuh. 

PENUTUP 

Sudah  merupakan  hal  yang  lumrah 
apabila  kita  ingin  mencobakan  sebuah 
konsep  Barat  ke  dalam  masyarakat  per- 
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kotaan  yang  bukan  Barat,  maka  kita  per- 
lu  mengamati  dan  mempertimbangkan  ber- 
bagai kondisi  sejarah  masyarakat  yang 
bersangkutan,  kondisi  politik  ekonominya, 
dan  lebih  jauh  lagi,  perkembangan  khas 
urbanisasi  kota  tersebut.  Kemudian  kon- 
sep itu  ditinjau  kembali  konteksnya  dan 
bila  perlu  dicabut  dari  konteks  terdahulu 
dan  ditata  kembali  sesuai  dengan  kon- 
teks yang  baru.  Dengan  demikian,  kita 
perlu  merekonstruksi  bentuk  governance 
yang  menempatkari  perusahaan,  organi- 
sasi  internasional  (seperti  Bank  Dunia), 
organisasi  non-pemerintah,  organisasi  nir- 
laba,  dan  organisasi  penduduk  setempat 
pada  posisi  horisontal  dengan  pemerin- 
tah  daerah,  dan  bersama^sama  memben- 
tuk,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi 
strategi-strategi  perkotaan. 

Dalam  merekonstruksi  bentuk  govern- 
ance ini,  kita  tidak  dapat  mengabaikan 
hubungan  patron-klien,  musyawarah  dan- 
mufakat,  serta  gotong-royong  yang  men- 
jadi  bagian  dari  dasar  masyarakat  Indo- 
nesia. Seperti  yang  dapat  dilihat  di  atas 
tadi,  di  dalam  strategi  mobilisasi  organi- 
sasi RT/RW  dalam  pelaksanaan  program 
perbaikan  kampung,  dasar-dasar  masya- 
rakat tersebut  terlalu  dimanfaatkan  se- 
bagai  alat  dan  dimanipulasi.  Sementara 
yang  diharapkan  di  masa  sekarang  ini 
adalah  menuju  ke  satu  tujuan  strategis, 
menempatkan  dasar-dasar  tadi  di  atas 
prinsip  kemanusiaan,  dan  mengusahakan 
kesinambungan  dari  saling  memeriksa  dan 
koordinasi,  sambil  berusaha  memahami 
satu  sama  lain,  sementara  masing-masing 
faktor  mempertahankan  kemandiriannya. 
Proses  ini  sangat  terkait  erat  dengan  kon- 
disi krisis  yang  kini  tengah  dialami  ma- 
syarakat Indonesia,  yakni  membangun  se- 
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buah  struktur  urban  governance  yang  ter- 
desentralisasi  sebagai  satu  bagian  dari 
rencana  besar  untuk  reformasi  bidang  po- 
litik  dan  ekonomi. 

Di  akhir  tulisan  ini,  penulis  akan  sedi- 
kit  menyinggung  implikasi  pendekatan 
governance  ini  dalam  ilmu-ilmu  sosial  di 
Indonesia.  Selama  ini,  teori  urban  involu- 
tion dan  over-urbanization  menempatkan 
kota-kota  di  Asia  yang  ternnasuk  dalam 
mega  city  seperti  halnya  Jakarta,  seba- 
gai kota  primata.  Kemudian,  pemberian 
posisi  yang  demikian  itu  menjadi  dasar 
bagi  serangkaian  konsep  yang  membe- 
narkan  sistem  program  perbaikan  kam- 
pung  "dari  bawah"  dengan  dihubungkan  - 
pada  program  pembangunan  "dari  atas". 
Pendekatan  governance,  selain  menje- 
laskan  bahwa  hal  tersebut  merupakan 
sistem  yang  sangat  tersentralisasi,  juga 
menunjukkan  perlunya  kerangka  konsep- 
tual  baru  untuk  menjawab  kondisi  ber- 
gesernya  Jakarta  menjadi  kota  interna- 
sional  yang  dihubungkan  dengan  tata 
dunia  baru  sebagai  akibat  dari  globali- 
sasi,  dan  menjawab  permasalahan  se- 
makin  pluralnya  kampung  maupun  pen- 
duduk  kampung  di  perkotaan.  Kerangka 
baru  itu  diharapkan  dapat  menjadi  acuan 
untuk  memahami  berbagai  kondisi  bagi 
pasca  proyek  MHT,  yang  membimbing 
ke  arah  perencanaan  dari  dalam  masya- 
rakat  sendiri,  dengan  memanfaatkan  po- 
tensi  penduduk,  dan  jaringan  komunikasi 
di  wilayah  itu  sendiri. 
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Kebebasan  dan  Kekuasaan  sebagai 
Salah  Satu  Elemen  Politik  Ekonomi 

M.  Udin  Silalahi 


Di  dalam  menjalankan  politik  ekonomi  suatu  negara,  kebebasan  dan  ke- 
kuasaan merupakan  elemen  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lam.  Set.ap 
individu  lembaga  negara,  perusahaan  dan  organisas,  poht.k  mempunyai  kebe- 
bTan  dan  kekLaan,  tetapi  kebebasan  dan  kekuasaannya  terikat  dengan  per- 
aturan dan  norma-norma  kesusilaan.  Negara-negara  yang  menganut  sistem  eko- 
nomi pasar  menempatkan  kebebasan  individu  pada  posisi  yang  tmgg,  yang  me- 
rupakan hak  kodrati  setiap  individu.  Pengakuan  ini  biasanya  ditetapkan  di  da- 
lam Undang-undang  Dasar  suatu  negara. 

Dalam  tulisan  ini  dijelaskan,  bagaimana  peran  kebebasan  dan  kekuasaan 
yang  ada  pada  setiap  individu,  lembaga  negara,  perusahaan  dan  organisasi  po- 
litik untuk  mengembangkan  individu,  menjalankan  lembaga  negara,  perusa- 
haan dan  organisasi  politik.  Karena  maju  tidaknya  individu,  lembaga  negara, 
perusahaan  dan  organisasi  politik  tersebut  sangat  tergantung  kepada  mdividu- 
individu  tersebut  yang  mempunyai  kebebasan  dan  kekuasaan  yang  tenkat  de- 
ngan peraturan  yang  berlaku  dan  norma-norma  kesusilaan. 


PENDAHULUAN 

DI  dalam  politik  ekonomi  suatu 
negara,  baik  itu  di  negara  yang 
sedang  berkembang  maupun  di 
negara  maju,  kebebasan  dan  kekuasaan 
saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Lan- 
dasan  dasar  suatu  kebebasan  dan  kekua- 
■  saan  umumriya  ditetapkan'  di  dalam  Uri- 
dang-Undang  Dasar  suatu  negara,  yang 
menjadi  dasar  hak  pribadi  setiap  orang 
dan  lembaga  negara  yang  dijabarkan  di 
dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan 
pemerintah  dan/atau  ketentuan-ketentuan 
lainnya.  Adanya  ketentuan  UUD  dan  per- 
aturan pelaksanaannya  sekaligus  merupa- 
kan pembatasan  kebebasan  pribadi  dan 


pembatasan  kekuasaan  lembaga-lembaga 
negara. 

Di  negara-negara  maju  secara  ekspli- 
sit  kebebasan  perseorangan  ditetapkan 
di  dalam  Undang-Undang  Dasarnya.  Misal- 
nya  di  dalam  pasal  2  Undang-Undang  Da- 
sar Jerman  ditetapkan,  bahwa  setiap 
orang  mempunyai  hak  bebas  atas  per- 
kembangan  pribadinya  sendiri,  sejauh  dia 
tidak  melanggar  hak-hak  orang  lain  dan 
tidak  bertentangan  dengan  peraturan  per- 
undang-undangan  atau  hukum  kesusilaan. 
Setiap  orang  mempunyai  hak  akan  kehi- 
dupan  dan  keselamatan  secara  fisik.  Ke- 
bebasan perseorangan  adalah  suatu  hal 
yang  tidak  dapat  diganggu-gugat  dan  hak 
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ini  hanya  boleh  dibatasi  melalui  undang- 
undang.  Jaminan  kebebasan  perseorangan 
ini  merupakan  salah  satu  syarat  pelaksa- 
naan  ekonomi  pasar. 

Tulisan  ini  dapat  merupakan  suatu  da- 
sar  pertimbangan  perlunya  kebebasan  pri- 
badi  ditetapkan  secara  ekplisit  di  dalam 
amandemen  UUD  1945  yang  keempat 
nanti  yang  merupakan  hak  kodrati  setiap 
orang. 

KEBEBASAN  PRIBADI  DAN  EKO- 
NOMI PASAR 

Kebebasan  setiap  pribadi  menuntut 
bahwa  setiap  orang  ^nempunyai  hak 
yang  pasti  dan  jelas.  Dengan  demikian 
dia  dapat  bertindak  sesuka  hatinya,  un- 
tuk  mengembangkan  kemampuannya  dan 
menggunakan  pengetahuannya  sendiri.  Ti- 
dak  seorang  pun  yang  boleh  melakukan 
paksaan  terhadapnya,  untuk  menerobos 
atau  mengurangi  haknya.  Hak  ini  harus 
kelihatan  jelas,  terbatas  dan  terjamin.  Hak 
ini  tidak  terjadi  atau  ada  bukan  karena 
pemberian  yang  berwenang,  tetapi  hak 
ini  adalah  yang  sudah  diakui  oleh  semua 
orang  sebagai  peraturan  tingkah  laku  yang 
abstrak  yang  mempunyai  karakter  larangan- 
larangan  umum.  Misalnya,  jangan  membu- 
nuh,  jangan  berdusta,  jangan  mencuri  dan 
sebagainya.  Inilah  yang  disebut  peraturan 
"tingkah  laku  yang  terjamin  bebas,  pera- 
turan ini  berisi  hal-hal  yang  negatif,  yang 
melarang  jenis-jenis  tingkah  laku  yang  su- 
dah pasti  kepada  semua  orang.  Kalau  se- 
mua orang  misalnya  menaati  "tidak  mem- 
bunuh",  maka  setiap  orang  dapat  mera- 
sa  aman  bahwa  dia  tidak  akan  dibunuh 
oleh  seseorang  sesuka  hatinya.  Kalau  ti- 
dak seorang  pun  yang  mau  mencuri 


atau  menjarah  hak  milik  orang  lain,  maka 
hak  milik  pribadi  semua  orang  terjamin 
dari  pencurian  atau  penjarahan.  Kalau  ti- 
dak seorang  pun  yang  melanggar  perjan- 
jian  yang  disepakati,  maka  karena  me- 
naruh  hormat  terhadap  perjanjian  itu,  per- 
janjian  tersebut  tidak  akan  dilanggar.  De- 
mikianlah  hak-hak  ini  yang  keputusan  pe- 
laksanaannya  dipercayakan  kepada  ma- 
nusia  itu  sendiri  melalui  batasan  peratur- 
an tingkah  laku  yang  terjamin  bebas. 

Peraturan  tingkah  laku  seperti  ini  mem- 
punyai sifat-sifat  tertentu,  yaitu  bersifat 
umum,  pasti  dan  abstrak.  Peraturan  ting- 
kah laku  ini  bersifat  "umum"  dalam  art! 
tidak  dapat  dilaksanakan  secaira  diskrirnl- 
natif.  Peraturan  tingkah  laku  ini  bersifat 
"pasti"  dalam  arti,  bahwa  dalam  pelaksa- 
naannya,  akibatnya  dapat  diduga  sebe- 
lumnya.  Peraturan  tingkah  laku  ini  bersi- 
fat "abstrak"  dalam  arti,  bahwa  peraturan 
tersebut  tidak  mengeluarkan  motivasi 
tertentu  dan  tujuan  yang  khusus.  Peratur- 
an-peraturan  ini  tidak  hanya  berlaku  un- 
tuk perseorangan  tetapi  juga  untuk  lem- 
baga-lembaga  kenegaraan,  perusahaan- 
perusahaan,  dan  organisasi-organisasi  ke- 
masyarakatan. 

Dari  penjelasan  singkat  di  atas  dapat 
disimpulkan  bahwa,  tidak  seorang  pun 
boleh  menerobos  ke  dalam  lingkungan 
wilayah  priba"d1  yang  terjamin  tersebut, 
baik  itu  negara  maupun  organisasi-organi- 
sasi lainnya.  Kebebasan  pribadi  hanya 
boleh  dibatasi  melalui  peraturan  perun- 
dang-undangan.  Oleh  karena  itu  kebe- 
basan pribadi  adalah  "kebebasan  yang 
terikat  peraturan".  jadi,  orang  miskin  juga 
terlindung  oleh  peraturan  tingkah  laku 
yang  terjamin  bebas  itu,  demikian  juga 
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orang  kaya  di  dalam  pemilihan  pola  ting- 
kah  lakunya  melalui  peraturan  tersebut 
menjadi  terbatas.  Peraturan  seperti  ini 
bedaku  kepada  semua  orang  tanpa  pan- 
dang  bulu,  dan  ini  dapat  disebut  "per- 
aturan keadilan".  Peraturan  seperti  ini  ti- 
dak  hanya  bedaku  kepada  perseorangan, 
tetapi  juga  berlaku  kepada  aparat  ne- 
gara  dan  penegak  keadilan,  bahkan  per- 
aturan ini  menjadi  suatu  karakter  da- 
lam perumusan  perundang-undangan  yang 
mendasari  suatu  peraturan  negara  hukum. 

Tentu  saja  ada  yang  mengartikan  ke- 
bebasan  sebagai  suatu  "pelaksanaan  pri- 
badi  tanpa  kendali".  Kemudian  ini  digu- 
nakan  orang  untuk  menerobos  peratur- 
an tingkah  laku  yang  terjamin  bebas  dan 
membenarkan  perdagangan  tanpa  atur- 
an.  Dan  hasilnya  adalah  suatu  "masyara- 
kat  sikut-sikutan".  Jadi  menangnya  (maju- 
nya)  seseorang  adalah  karena  penyalah- 
gunaan  kata  k^bebasan  v/ang  bedebihan, 
sehingga  mengabaikan  peraturan  ting- 
kah laku  yang  pasti,  bebas  dan  terjamin 
tersebut. 

Oleh  karena  itu  yang  menjadi  inti  po- 
litik  ekonomi  adalah  peraturan  jaminan 
kebebasan  keadilan,  sebagaimana  di- 
maksud  di  "negara-negara  hukum".  Per- 
aturan jaminan  kebebasan  keadilan  ter- 
masuk  kepada  dasar-dasar  nilai  tingkah 
laku  manusia  selama  manusia  menga- 
kuinya.  Keyakinan  nilai  yang  sama  seper- 
ti ini  dibiarkan  terjadi  pada  semua  orang 
yang  melibatkan  diri  akan  suatu  peng- 
harapan  yaitu,  bahwa  sesama  manusia 
juga  mengikuti  pola  tingkah  laku  yang 
sama.  Melalui  hal  ini  semua  informasi  di- 
sampaikan,  yaitu  apa  yang  diharapkan 
seseorang  atau  yang  tidak  diharapkan- 


nya  dari  sesamanya  pada  kesempatan 
tertentu.  Lebih  jauh  lagi  peraturan  ting- 
kah laku  jaminan  kebebasan  mempunyai 
fungsi  informasi  dan  menjadikan  suatu 
peraturan  tindakan  yang  silih  berganti, 
yang  tak  henti-hentinya  menghasilkan  in- 
formasi dan  tanpa  melalui  suatu  institusi 
yang  terencana.  Inilah  yang  dinamakan 
sebagai  "peraturan  tingkah  laku  yang 
spontan".  Melalui  peraturan  ini  manusia 
dimungkinkan  bertindak  dengan  berorien- 
tasi  kepada  tujuan  tertentu,  walaupun  tu- 
juan  setiap  orang  sangat  berbeda-beda, 
bahkan  ada  juga  yang  mempunyai  tuju- 
an yang  kontroversial,  /yang  dapat  sa- 
ling  bertentangan  atau  bahkan  sangat  ti- 
dak masuk  akal.  Peraturan  tingkah  laku 
tersebut  tidak  mengharuskan  adanya  tu- 
juan bersama,  tetapi  hanya  mengikuti 
peraturan  tingkah  laku  jaminan  kebebas- 
an yang  umum.  Inilah  yang  disebut  suatu 
peraturan  kebebasan  manusia. 

Peraturan  kebebasan  manusia  ini  di- 
hadapkan  kepada  aspek  ekonomi  dan 
titik-tolak  penjelasannya  adalah  elemen- 
elemen  yang  bereaksi  dan  yang  menga- 
dakan  reaksi.  Misalnya  sebut  saja  suatu 
perusahaan,  yang  di  dalamnya  tidak  ha- 
nya terdapat  individu-individu,  tetapi  ju- 
ga organisasi-organisasi,  khususnya  or- 
ganisasi  perusahaan.  Perusahaan-perusa- 
haan  ini  dianggap  menikmati  kebebas- 
an tindakan  tingkah  laku  secara  pribadi 
sebagaimana  dimaksud  dengan  kebe- 
basan yang  terikat  peraturan  dan  ber- 
laku bagi  setiap  orang. 

Di  dalam  kerangka  peraturan  jamin- 
an kebebasan,  atau  dengan  kata  lain  per- 
aturan keadilan,  pelaku  usaha  dapat  me- 
nentukan  sendiri  tujuannya  dengan  be- 
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bas  dan  membuat  sarananya  menurut 
pengetahuannya  sendiri  secara  otonomi 
dan  dari  situ  membangun  sendiri  peru- 
sahaannya.  Para  pelaku  usaha  dapat 
menetapkan  kemungkinan  adanya  tukar- 
menukar  barang  antara  suatu  perusaha- 
an  dengan  perusahaan  yang  lain.  Dalam 
ha!  ini  mereka  saling  menerima  barang, 
dan  tukar-menukar  ini  dapat  juga  di- 
ganti  dalam  bentuk  uang.  Tindakan  tu- 
kar-nienukar  ini  dilakukan  karena  ke- 
dua  belah  pihak  secara  ekonomis  sa- 
ling menguntungkan.  Dari  kebebasan 
pribadi  tumbuhlah  suatu  tindakan  pa- 
sar  dan  melalui  tindakan  tersebut,  pe- 
laku usaha  dapat  mengalami  kekecewa- 
an"  yang  "negatif-(mengalami  kerugian) 
atau  menghasilkan  yang  positif  (menda- 
pat  keuntungan).  Apabila  mereka  meng- 
alami kerugian,  maka  mereka  dituntut 
untuk  menemukan  kesalahannya,  menga- 
pa  mereka  mengalami  kerugian.  Pelaku 
usaha  akan  belajar  dari  pengalaman  pa- 
sarnya,  untuk  meninjau  kembali  renca- 
na  dan  tindakan  pasarnya.  Dari  sinilah 
timbul  suatu  proses  pasar  yang  kong- 
kret.  Di  dalam  suatu  pasar  di  mana 
satu  sama  lain  saling  berhubungan,  ma- 
ka terjadi  apa  yang  disebut  dengan 
"interdependensi  harga",  yang  mene- 
tapkan, bahwa  semua  berfungsi  seba- 
gai  suatu  pasar  yang  sempurna,  dengan 
demikian  kita  berbicara  tentang  suatu 
sistem  pasar.  Dari  aspek  ekonomi,  tu- 
kar-menukar itu  disebut  suatu  peratur- 
an  tindakan  yang  spontan.  Setiap  orang 
yang  ikut  ambil  bagian  di  dalam  pa- 
sar hampir  tidak  sadar  dan  tidak  tahu 
akan  hal  ini.  Adam  Smith  telah  menga- 
takan,  bahwa  adanya  suatu  sistem  pa- 
sar bukan  sama  sekali  "bagian  dari  mak- 
sud"  pelaku  usaha  atau  sumber  motivasi 


mereka.  Tujuannya  adalah,  bahwa  setiap 
pelaku  usaha  ikut  ambil  bagian  di  da- 
lam pasar  untuk  melaksanakan  perda- 
gangannya,  yaitu  apa  yang  berhubung- 
an di  antara  mereka  sendiri.  Sistem  pa- 
sar sebagai  suatu  peraturan  terjadi  me- 
lalui peraturan  tersebut,  yaitu  bahwa 
setiap  pelaku  usaha  yang  ikut  ambil 
bagian  di  pasar  ditahan  melalui  peratur- 
an tersebut  dan  dibatasi  dalam  perda- 
gangannya.  Hal  ini  diberi  nama  dalam 
catatan  yang  klasik  oleh  Adam  Smith: 
Manusia  dituntun  oleh  tangan  yang  ti- 
dak kelihatan  {invisible  hands),  untuk 
mencapai  tujuan  yang  diinginkannya, 
yang  bukan  menjadi  maksudnya. 

Tentu  saja  perlu  diperhatikan,  seba- 
gaimana  berlakunya  peraturan  jaminan 
kebebasan,  apakah  pasar  juga  mende- 
finisikan  adanya  hak  milik.  Selama  de- 
finisi  hak  milik  tidak  ada  adaquat  mela- 
lui peraturan  tingkah  laku,  ekonomi  pa- 
sar belum  dapat  mengembangkan  pe- 
ngaruhnya  yang  akan  menghasilkan  ke- 
untungan. Pengakuan  hak  milik  priba- 
di dalam  sistem  ekonomi  pasar  sangat 
penting  untuk  memberikan  informasi  ke- 
pemilikan  pribadi. 

Pembatasan  tindakan  manusia  dite- 
tapkan  melalui  peraturan  jaminan  kebe- 
basan. Pembatasan  ini  mengarah  kepada 
tindakan  yang  terarah  melalui  keinginan 
manusia  itu  sendiri,  yang  berguna  bagi 
orang  lain  yang  ikut  ambil  bagian  di 
dalam  pasar.  Jadi  melalui  peraturan  ja- 
minan yang  bebas,  kekuasaan  perse- 
orangan  dapat  diredam  dan  tindakan- 
nya  diperadabkan,  sehingga  menghasil- 
kan peraturan  umum  tanpa  maksud  yang 
khusus.  Oleh  karena  itu  pengetahuan 
kita  tidak  salah  analisis,  apa  yang  di- 
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sebut  dengan  pengetahuan  tindakan 
yang  ekonomis  dari  akibat  yang  tidak 
disengaja  atau  secara  kebetulan.  Sistem 
pasar  bekerja  seperti  sistem  sibernetika, 
artinya  sistem  yang  mengatur  dengan 
sendiri. 

Kebebasan  dalam  tindakan  ekonomi 
berakibat  lebih  daripada  itu,  karena  pe- 
laku  usaha  selalu  membentuk  harapan- 
harapan  baru.  Dalam  hal  ini  muncul  sua- 
tu  elemen  tindakan  yang  manusiawi,  yang 
disebut  elemen  yang  berhubungan  de- 
ngan perusahaan.  Dan  tidak  hanya  per- 
usahaan  saja,  tetapi  juga  setiap  perse- 
orangan.  Misalnya,  seorang  konsumen 
juga  menjalankan  elemen  yang  berhu- 
bungan dengan  perusahaan;  dia  ingin 
membeli  sepasang  sepatu  dan  akan 
mencari  toko  sepatu  yang  berbeda-beda 
untuk  menemukan  sumber  harga  yang 
lebih  murah.  Dia  akan  menjajaki  di  se- 
kitarnya,  mencari  kemungkinan  baru  de- 
ngan bdiiyak  akal  untuk  menemukan 
toko  yang  lebih  murah. 

Demikian  juga  perusahaan  akan  me- 
lakukan  hal  yang  sama,  mengembang- 
kan  kegiatan  pencarian  untuk  menemu- 
kan pemecahan  masalah-masalah  baru 
yang  belum  terpecahkan  dan  mengem- 
bangkan  solusinya.  Tetapi  mereka  tidak 
pernah  tahu  pasti,  apakah  mereka  da- 
lam kenyataannya  menemukan  dan  meng- 
hasilkan  jawaban-jawaban  yang  lebih 
tepat  daripada  pesaingnya,  karena 
mungkin  saja  pesaingnya  juga  melaku- 
kan  hal  yang  sama  dan  menghasilkan 
solusi  yang  lebih  hebat. 

Oleh  karena  itu,  pelaku-pelaku  usaha 
tetap  dapat  hidup  bertahan  jika  mereka 
mencoba  terus-menerus  untuk  mengim- 
bangi  pesaing  yang  lain  yang  tidak  ke- 


lihatan,  Jadi  tidak  dapat  dihindarkan 
lagi,  bahwa  sistem  pasar  adalah  sistem 
yang  berhubungan  dengan  persaingan. 
Sistem  pasar  berkembang  sebagai  suatu 
hal  yang  menyeluruh,  yang  berkembang 
melalui  waktu  dan  sistem  tersebut  me- 
nyesuaikan  diri  dengan  masa  yang  akan 
datang  yang  belum  jelas  dan  sekaligus 
mempengaruhinya.  Inilah  suatu  peraturan 
ekonomi  manusia  yang  bebas  yang  di- 
sebut dengan  "ekonomi  pasar",  yaitu 
ekonomi  pasar  tanpa  kata  sifat.  Ekono- 
mi pasar  mencakup  baik  itu  suatu  ke- 
rangka  lembaga  peraturan  negara  hu- 
kum  dan  juga  "peraturan  tingkah  laku 
yang  spontan"  yang  berkembang  di  da- 
lam kerangka  tersebut  sebagai  suatu 
sistem,  yang  mengatur  dengan  sendiri- 
nya.  Oleh  karena  itu  negara  hukum  dan 
ekonomi  pasar  terikat  satu  sama  lain; 
inilah  yang  disebut  oleh  Walter  Euken 
dengan  "interdependensi  peraturan".  Ele- 
men yang  mengikat  di  sini  adalah  kebe- 
basan perseorangan  dan  tidak  ada  eko- 
nomi pasar  tanpa  kebebasan  perseorangan. 

Politik  ekonomi  yang  berdasarkan 
ekonomi  pasar  mengarah  kepada  suatu 
ekonomi  yang  efisien.  Oleh  karena  itu 
perlu  dijelaskan  masalah  efisiensi,  bagai- 
mana  keadaan  suatu  efisiensi  peratur- 
an ekonomi  berada  di  dalam  kebebas- 
an perseorangan.  Tetapi  pelaksanaan 
-efisiensi  tersebut  juga  tergantung  ke- 
pada moral  individu-individu  (masalah 
moral  tidak  dibahas  di  sini). 

SISTEM  PASAR  DAN  EFISIENSI 
EKONOMI 

Efisiensi  .terjadi  karena  pemecahan 
suatu  masalah,  yang  disebut  dengan  ma- 
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salah  ekonomi.  Hal  ini  terjadi  karena 
sarana  untuk  memuaskan  kebutuhan  ma- 
nusia  tidak  tersedia  dalam  jumlah  yang 
cukup.  Keadaan  inilah  yang  disebut  de- 
ngan  persediaan  terbatas.  Persediaan 
yang  terbatas  menuntut  orang  untuk  ber- 
usaha  di  dalam  kehidupannya,  karena 
melalui  usaha,  kerja  manusia  dan  sunn- 
ber-sumber  alam,  barang-barang  dapat 
diproduksi,  untuk  nnenekan  tingkat  ke- 
kurangan  itu.  Selanjutnya  berusaha  da- 
pat  diartikan  sebagai  suatu  proses,  pem- 
bagian  kerja  secara  bersama-sama,  ka- 
rena tidak  seorang  pun  yang  mempro- 
duksi  semua  yang  perlukannya,  dan  ti- 
dak seorang  pun  yang  membutuhkan 
segala  yang  diproduksinya.  Oleh  kare- 
na itu  kegiatan  manusia  harus  disela- 
raskan  satu  sama  lain,  artinya  dikoordi- 
nasikan.  Melalui  koordinasi  tersebut  da- 
pat  ditunjukkan  kemampuan  ukuran  efi- 
siensi  secara  ekonomis  dari  sistem  eko- 
nomi. Dengan  demikian  tingkat  perse- 
diaan barang-barang  (bahan-bahan)  yang 
terbatas  semaksimal  mUngkin  diperke- 
cil.  Suatu  ukuran  yang  mutlak  untuk  efi- 
siensi  memang  tidak  ada.  Oleh  karena 
itu  tidak  dapat  diberi  satu  ukuran  efi- 
siensi,  baik  efisiensi  yang  maksimai  mau- 
pun  yang  optimal.  Di  dalam  prakteknya, 
kita  hanya  dapat  membedakan  efisiensi 
secara  alternatif  dari  sistem  ekonomi  dan 
mengerjakan  secara  analitis  dasar-dasarnya. 

Jadi,  titik  tolak  pemikirannya  adalah 
bahwa  setiap  sistem  ekonomi  pada  awal- 
nya  sebagai  satu  kesatuan  sistem,  yang 
ditempatkan  pada  posisi  yang  lebih 
tinggi,  yang  disebut  dengan  "dunia  luar", 
yaitu  pada  posisi  mana  sistem  terse- 
but berdiri.  Dan  terhadap  perubahan- 
perubahan  dunia  luar,  sistem  harus  da- 


pat bereaksi  sedemikian  rupa,  sehingga 
sistem  itu  dapat  menyerap  perubahan- 
perubahan  atau  menyesuaikan  dengan 
perubahan-perubahan.  Kalau  sistem  ini 
tidak  dapat  beradaptasi,  maka  sistem 
tersebut  tidak  akan  bertahan  lama. 

Di  dalam  sistem  ekonomi  yang  ter- 
konsentrasi,  seperti  di  Uni  Soviet  sosialis 
dahulu,  semua  masalah  dicoba  dipecah- 
kan  melalui  suatu  paksaan.  Dengan  de- 
mikian diciptakanlah  suatu  sistem  koor- 
dinasi, yaitu  dengan  mendirikan  suatu 
lembaga  pusat,  komisi  perencana,  yang 
setiap  tahun  mengajukan  satu  rencana 
yang  berlaku  untuk  semua  perekonomi- 
an  nasional.  Rencana-rencana"  tersebut 
pada  tahun  berikutnya  dilaksanakan  de- 
ngan bermacam-macam  cara  melalui 
suatu  paksaan.  Inilah  yang  disebut  de- 
ngan sistem  ekonomi  komando  dan  ke- 
mampuan sistem  ekonomi  komando  ter- 
nyata  terbukti  lemah  jika  dihadapkan  de- 
ngan sistem  ekonomi  yang  lain,  yaitu  sis- 
tem ekonomi  pasar  yang  meniadakan 
paksaan  secara  penuh.  Apalagi  sistem 
ekonomi  komando  hampir  menolak  semua 
yang  berhubungan  dengan  hal-hal  yang 
inovatif.  Pada  sistem  ekonomi  komando, 
kekuatan  untuk  berkembang  dan  kemam- 
puan untuk  menyesuaikan  diri  dengan 
dunia  luar  sangat  kurang. 

Mengapa  sisterh  ekonomi  terpusat/ 
komando  bukan  suatu  sistem  ekonomi 
yang  efisien?  Karena  di  dalam  sistem  eko- 
nomi komando  seseorang  tidak  dapat 
mengutarakan  kreativitasnya  dengan  baik 
dan  mengembangkannya  seperti  di  da- 
lam suatu  sistem  ekonomi  yang  berlan- 
daskan  kepada  kebebasan  perseorang- 
an.  Di  dalam  sistem  ekonomi  terpusat 
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semua  dirangsang  dengan  bermacam- 
macam  imbalan,  seperti  pemberian  pre- 
mi  yang  disebut  dengan  keikutsertaan 
keuntungan,  serta  melalui  dorongan  mo- 
tivasi.  Jika  pusat  mempunyai  persoalan, 
pusat  berusaha  nnenennukan  dan  nnem- 
berikan  ke  arah  mana  motivasi  kegiatan- 
nya  sebaiknya  dikembangkan  untuk  meng- 
efektifkan  seluruh  perekonomian  nasio- 
nal.  Di  dalam  sistem  ekonomi  terpusat, 
tidak  cukup  hanya  nnendorong  motivasi, 
tetapi  setiap  individu  hams  diberi  infor- 
masi  yang  akurat  melalui  tanda-tanda 
dan  petunjuk  yang  tepat.  Tetapi  selu- 
ruh pengetahuan  di  dalam  suatu  masya- 
rakat  tidak  dapat -disimpan  dan-  dirang- 
kum  di  dalam  salah  satu  kepala,  satu 
komisi  perencana  atau  salah  satu  lemba- 
ga  tertinggi  pusat.  Hal  itu  hanya  mung- 
kin  untuk  orang  tertentu  untuk  menyim- 
pan  sebagian  dari  keseluruhan  penge- 
tahuan tertentu.  Dan  untuk  semua  pe- 
ngetahuan umum  dapat  diringkas  di  da- 
lam buku-buku  pelajaran  tetapi  setiap 
orang  mempunyai  dan  menguasai  pe- 
ngetahuan yang  khusus,  artinya  tentang 
pengetahuan  tertentu  di  suatu  tempat 
tertentu  dan  pada  waktu  tertentu.  Jenis 
pengetahuan  khusus  tersebut  hanya  ada 
pada  orang  tertentu,  tetapi  hal  itu  hanya 
meliputi  sebagian  dari  semua  pengeta- 
huan yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Se- 
bagian pengeLahuan  yang  lain  tidak 
kelihatan  dan  tidak  terdeteksi  di  pusat 
tetapi  secara  ekonomis  sangat  penting. 
Oleh  karena  itu  suatu  peraturan  ekono- 
mi yang  rasional  dan  efisien  harus  di- 
usahakan,  supaya  pengetahuan-pengeta- 
huan  itu  dapat  digunakan. 

Lembaga  pusat  ekonomi,  administrasi 
pusat  tidak  pernah  dapat  merangkum 


semua  jenis  pengetahuan  yang  tersedia. 
Oleh  karena  itu  lembaga-lembaga  pusat 
tidak  mungkin  mendidik  dan  mengirimkan 
sinyal-sinyal  yang  tepat  untuk  mengen- 
dalikan  proses  ekonomi  nasional.  Ma- 
salah  sistem  perencanaan  dan  sistem 
pengendalian  hanya  dapat  ditemukan 
jalan  keluarnya  melalui  kebijaksanaan 
secara  manusiawi  jika  pusat  mengenal 
orang-orang  tertentu  yang  memiliki  dan 
menguasai  pengetahuan  tertentu  pada 
waktu  tertentu  dan  pada  tempat  yang 
tertentu,  yang  kelebihannya  dapat  di- 
manfaatkan.  Dan  jika  pusat  ingin  menge- 
tahui  lebih  jauh  lagi  tentang  pengeta- 
huan tertentu  dan  untuk  apa  dapat  di- 
gunakan, hal  ini  tidak  dapat  berlang- 
sung  lama,  karena  selama  orang-orang 
yang  relevan  yang  mempunyai  tujuan  dan 
mempunyai  pengetahuan  tidak  dapat 
dikenal  oleh  pusat,  maka  tidak  ada  ke- 
mungkinan  bagi  orang-orang  yang  te- 
pat untuk  melakukan  tindakan  kebebas- 
an  perorangan. 

Masalah  yang  dikemukakan  di  atas 
hanya  dapat  diatasi  melalui  semua  tin- 
dakan kebebasan  perseorangan  yang 
sama-sama  dijamin,  terlepas  dari  siapa 
dan  dalam  bentuk  apa  yang  diperlukan. 
Melalui  kebebasan  perseorangan  terjadi 
proses  pasar  dan  oleh  karena  itu  sistem 
pasar  yang  berlandaskan  kepada  kebe- 
basan individu  adalah  suatu  metode  pe- 
ngalihan  pengetahuan  yang  tidak  dike- 
tahui  di  antara  orang-orang  yang  tidak 
saling  mengenal. 

Hal  ini  juga  terjadi  kepada  organi- 
sasi-organisasi  dan  perusahaan-perusa- 
haan  di  dalam  sistem  ekonomi  pasar.  Per- 
usahaan  adalah  suatu  alat  yang  penuh 
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dengan  kekuasaan,  yang  dikelola  oleh 
manusia,  tujuannya  untuk  memberi  mo- 
tivasi,  jika  kemampuan  individu-individu 
mencukupi  untuk  melakukan  tugas-tu- 
gasnya.  Kemungkinan  untuk  dapat  meng- 
organisir  dan  menjalankan  perusahan 
adalah  akibat  dan  pengaruh  dari  kebe- 
basan  perseorangan.  Oleh  karena  itu  di- 
harapkan,  bahwa  perusahaan-perusaha- 
an  mendidik  individu  keluar  sebagai  sub- 
sistem.  Hal  in!  ditentukan  oleh  sistem  in- 
formasi  proses  pasar  dan  dikendalikan 
oleh  persyaratan  pasar  yang  berubah- 
ubah.  Misalnya  melalui  periode  perenca- 
naan  dan  pelaksanaan  perusahaan  yang 
berm.acam-macam.  Ketangguhannya  dan 
saat  memulai  periode  tersebut  beru- 
bah  dan  bereaksl  terhadap  adanya  per- 
ubahan  hubungan  pasar.  Dengan  deml- 
kian  kemampuan  penyesuaian  sistem  pa- 
sar ditingkatkan  luar  biasa  oleh  eksis- 
tensi  perusahaan-perusahaan  yang  mam- 
pu  memberi  reaksi.  Perusahaan  adalah 
suatu  bentuk  pernyataan  kemampuan 
prestasi  sistem  pasar  yang  berada  da- 
lam  hubungan  pasar  yang  bersaing. 
Jadi,  sistem  pasar  akhirnya  adalah  suatu 
metode  koordinasi  yang  efisien  yang 
berisikan  perusahaan-perusahaan.  Orang 
yang  melayani  dan  menjalankannya  sen- 
diri,  tidak  mengetahui  sebelumnya  hasil- 
hasil  kongkret  yang  akan  datang. 

Kebebasan  perseorangan  juga  meru- 
pakan  syarat  untuk  efisiensi  peraturan 
ekonomi.  Peraturan  ini  memungkinkan  pe- 
nyesuaian terhadap  sistem  dunia  luar  me- 
lalui perubahan-perubahan  yang  kontinyu 
dan  evolusioner.  Oleh  karena  itu,  sua- 
tu masyarakat  yang  bebas  adalah  efisien 
secara  ekonomis  tetapi  hal  ini  tetap  ter- 
gantung  kepada  moral  masing-masing. 


DASAR  POLITIK  EKONOMI 

Politik  ekonomi  menunjukkan  suatu 
kegiatan  negara  yang  berhubungan  de- 
ngan ekonomi.  Jika  kegiatan  negara  ha- 
nya  mengikuti  dalam  kerangka  peraturan 
ekonomi  yang  bebas,  maka  kekuasaan 
negara  tidak  boleh  diterapkan  untuk  me- 
nyingkirkan  kebebasan  perseorangan  atau 
untuk  membatasinya,  tetapi  kekuasaan 
negara  pada  prinsipnya  harus  dibatasi. 
Pertanyaaannya  adalah,  apakah  syarat- 
syarat  dasar  utama  kegiatan  suatu  ne- 
gara? Negara  bukanlah  suatu  hakikat 
yang  gaib,  melainkan  suatu  organisasi 
yang  terdiri  dari  manusia-manusia.  Poli- 
tik ekonomi  tidak  pernah  terjadi  di  da- 
lam satu  negara  yang  abstrak,  melain- 
kan selalu  melalui  suatu  organisasi  yang 
kongkret  dengan  segala  kelemahannya. 
Lembaga  negara  adalah  bagian  dari 
sistem  masyarakat  yang  bebas,  yang  ter- 
diri dari  orang-orang  yang  mempunyai 
wewenang  yang  tinggi/  Oleh  karena  itu 
tidak  hanya  pihak  eksekutif,  tetapi  juga 
parlemen  dilihat  sebagai  lembaga  ting- 
gi  negara.  Dalam  hubungan  ini  masalah- 
nya  bukanlah  mengenai  orang-orang  yang 
mana  sebaiknya  melaksanakan  wewenang- 
wewenang  yang  ada,  melainkan  bagai- 
mana  lembaga-lembaga  negara  dapat 
diorganisir  dan  dijalankan,  supaya  orang- 
orang  yang  tidak  jnampu  atau  yang  ti- 
dak berkompeten  melaksanakan  kekua- 
saan negara  tidak  menimbulkan  kerugi- 
an  yang  besar. 

Metode  apa  yang  dapat  membatasi 
kekuasaan  negara  yang  menjamin  ke- 
bebasan perseorangan  di  bidang  ekono- 
mi? Untuk  itu  aparat  negara  mempunyai 
dua  tugas  di  dalam  masyarakat  yang 
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bebas:  Pertama,  negara  mengusahakan 
adanya  ketaatan,  perubahan  dan  per- 
kembangan  yang  dibentuk  melalui  per- 
aturan  tingkah  laku  yang  terjamin  be- 
bas. Untuk  itu  kepada  negara  diberikan 
monopoli  kekuasaan  yang  memaksa,  te- 
tapi  kekuasaan  yang  terbatas  dan  dihin- 
darkan  melalui  kebebasan  pribadi.  Apa- 
rat  negara  tidak  berhak  melaksanakan 
kekuasaan  paksa  yang  berlebihan  dan 
dalam  melakukan  kekuasaannya  dibatasi 
Dieh  peraturan  perundang-undangan  yang 
berlaku.  Aparat  negara  dapat  melaksa- 
nakan kekuasaan  paksaan  sejauh  hal  itu 
berdasarkan  undang-undang  yang  berla- 
ku. Aparat  negara  mempunyai  ruang 
gerak  untuk  mengukurnya  sendiri  dalam 
menerapkan  undang-undang  yang  berlaku 
terse  but. 

Kedua,  negara  harus  mempunyai  pres- 
tasi,  artinya  negara  menyediakan  pela- 
yanan  umum  yang  maksimal  dan  kebu- 
tuhan-kebutuhan  umum  anggota  masya- 
rakat  yang  sudah  disiapkan  berdasarkan 
kekuatan  pasar.  Dalam  kaitan  ini,  lemba- 
ga  tinggi  negara  harus  dialihkan  seba- 
gai  alat,  di  mana  dengan  bantuannya 
dapat  dicapai  prestasi-prestasi  untuk  ke- 
satuan  dan  persatuan  seluruh  anggota 
masyarakat.  Misalnya  pembangunan  ja- 
lan,  pembuatan  saluran,  mengeluarkan 
rencana  pembangunan  nasional  dan  Iain- 
lain.  Sehubungan  dengan  ini  partai  ma- 
yoritas  mempunyai  ruang  gerak  yang 
luas  terhadap  lembaga-lembaga  nega- 
ra yang  dipimpin  oleh  partai  mayoritas. 
Namun  demikian  mereka  tidak  mempu- 
nyai hak  untuk  melakukan  baik  itu  pak- 
saan ataupun  monopoli. 

Jika  hak  lembaga  tinggi  negara  mem- 
punyai kekuasaan  paksaan,  maka  me- 


reka tidak  mempunyai  pertimbangan. 
Namun  lembaga  tidak  dapat  bertindak 
sesuka  hatinya  karena  harus  menjamin 
peraturan  tingkah  laku  terjamin  bebas 
dan  te-r-ikat  dengan  peraturan  tersebut. 
Jika  lembaga  negara  dapat  melaksana- 
kan suatu  keputusan,  maka  lembaga 
tidak  mempunyai  hak  melakukan  ke- 
kerasan  dan  tidak  mempunyai  hak  mo- 
nopoli. Negara  tidak  mempunyai  hak 
untuk  melakukan  setiap  jenis  paksaan. 

Politik  ekonomi  yang  bebas  sama 
sekali  tidak  memberikan  suatu  ukuran- 
ukuran,  tetapi  hanya  memberikan  jenis- 
jenis  kegiatan  negara.  Politik  ekonomi 
meminta,  bahwa  kegiatan  lembaga-lem- 
baga negara  hanya  dijalankan  dalam 
kerangka  peraturan  tingkah  laku  yang 
terjamin  bebas,  atau  dengan  kata  lain 
dalam  kerangka  peraturan  keadilan.  Hal 
ini  mengesampingkan  apa  yang  disebut 
dengan  "intervensi  langsung"  yang  ber- 
tentangan  dengan  sistem  ekonomi  pasar. 

Contoh  terkenal  yang  bertentangan 
dengan  sistem  ekonomi  pasar  antara 
lain  adalah  adanya  penetapan  harga, 
pembatasan  jumlah  produksi  barang  ter- 
tentu,  pembatasan  masuk  ke  dalam  pa- 
sar yang  bersangkutan,  dan  adanya  ke- 
tentuan-ketentuan  seperti  larangan  dis- 
krirninasi  dan  pemberian  hak  istimewa 
serta  pemberian  proteksi  dan  juga  pem- 
berian lisensi  tertentu,  yang  dilaksana- 
kan  oleh  pihak  eksekutif.  Oleh  karena 
itu  suatu  prinsip  dasar  politik  ekonomi 
yang  bebas  adalah,  bahwa  kegiatan  ne- 
gara tidak  boleh  dalam  kerangka  eko- 
nomi yang  terintervensi,  melainkan  ha- 
rus sesuai  dengan  sistem  masyarakat  yang 
bebas. 
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Jadi  suatu  ekonomi  pasar  bukanlah 
suatu  ekonomi  yang  dibiarkan  berjalan 
begitu  saja  dengan  sendirinya;  sistem 
ekonomi  pasar  tidak  berdasarkan  ke- 
pada  laissez  fa/re.  Sistem  ekonomi  pasar 
mengikutsertakan  semua  peraturan  dan 
sarana  kegiatan  ekonomi,  yang  dapat  di- 
letakkan  dalam  bentuk  peraturan  umum. 
Sistem  pasar  tidak  dapat  bekerja  tanpa 
sejumlah  peraturan  seperti  ini.  Peraturan- 
peraturan  menguatkan  suatu  ukuran  dasar, 
yang  dapat  dilaksanakan  oleh  proses  pa- 
sar secara  kongkret  dalam  kebebasan. 

Hampir  di  semua  negara  yang  demo- 
kratis,  kekuasaan  eksekutif  ditetapkan 
dan  dialihkan  kepada  orang-drang  ber- 
wenang  yang  dapat  melaksanakannya. 
Hal  ini  ditetapkan  di  dalam  Undang- 
Undang  Dasar  suatu  negara,  yang  me- 
netapkan  prinsip-prinsip  pembagian  ke- 
kuasaan antara  kekuasaan  eksekutif,  le- 
gislatif  dan  yudikatif.  Misalnya,  DPR  In- 
donesia yang  mulai  menemukan  keper- 
cayaan  dirinya  menjadi  pengontrol  pe- 
merintah  dan  dapat  menakut-nakuti  pe- 
merintah,  akhirnya  DPR  menjadi  arogan 
seperti  yang  disebut  oleh  Novel  Ali.  Se- 
mestinya  DPR  tidak  hanya  sebagai  pe- 
ngontrol tetapi  juga  pembuat  konsep 
politik  ekonomi  yang  terjamin  bebas, 
yang  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  ek- 
sekutif. 

Politik  ekonomi  yang  bebas  hanya 
dapat  dilaksanakan  jika  kekuasaan  par- 
lemen  -  sesuai  kelaziman  -  melakukan  dua 
fungsi  sekaligus,  yaitu  pengontrol  dan 
pembuat  konsep.  Ini  hanya  dapat  ber- 
hasil  melalui  Undang-Undang  Dasar. 
Oleh  karena  itu,  suatu  Undang-Undang 
Dasar  ideal  yang  bebas  harus  berisikan 


klausul  yang  mendasar,  yang  mendefi- 
nisikan  apakah  hak  itu  dalam  penger- 
tian  peraturan  yang  terjamin  bebas.  Klau- 
sul mengenai  sifat-sifat  yang  harus  me- 
nunjukkan  peraturan  tingkah  laku  seper- 
ti ini,  yakni  abstrak,  pasti  dan  secara 
umum  dapat  diterapkan.  Dengan  demi- 
kian,  Undang-Undang  Dasar  seperti  in: 
mendefinisikan  batasan-batasan  kekuasa- 
an negara,  karena  semua  kekuasaan  ne- 
gara terikat  kepada  klausul  tersebut. 

Tugas  berikutnya  adalah  membentuk 
isi  peraturan  tingkah  laku  yang  bebas 
dan  dihasilkan  melalui  rapat  oleh  lemba- 
ga-lembaga  tinggi  negara.  Lembaga-lem- 
baga  tinggi  negara  mempunyai  kekuasa- 
an hukum  untuk  menetapkan  dan  me- 
nge.mbangkan  apa  yang  telah  ditetap- 
kan berdasarkan  Undang-Undang  Dasar. 
Sebagai  tindakan  selanjutnya  adalah 
membentuk  rapat  pemerintah  yang  khu- 
sus  dan  melalui  rapat  tersebut,  pemerin- 
tah dapat  melaksanakan  keputusan  po- 
litiknya.  Misalnya  menetapkan  jumlah  se- 
mua pendapatan  negara  -  pendapatan 
pajak  atau  pengeluaran  negara.  Tindak- 
an pemerintah  dibatasi  baik  oleh  klausul 
Undang-Undang  Dasar  maupun  oleh  per- 
aturan tingkah  laku  yang  terjamin  be- 
bas yang  ditetapkan  melalui  rapat  yang 
sah.  Ini  berarti,  bahwa  rapat  pemerin- 
tah mengeluarkan  keputusan-keputusan 
dan  melaksanakannya,  tetapi  kedua-dua- 
nya  tidak  mempunyai  wewenang  penen- 
tuan  hukum,  melainkan  tunduk  di  depan 
hukum. 

Syarat-syarat  dasar  politik  ekonomi 
yang  bebas  termasuk  di  dalamnya  ke- 
kuasaan negara  yang  dibatasi  oleh  Un- 
dang-Undang Dasar.  Di  sini  kelihatan 
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aspek  yang  lebih  daripada  interdepen- 
densi  peraturan:  Undang-Undang  Dasar 
yang  bebas  saling  berhubungan  dengan 
negara  hukum  dan  sistem  ekonomi  pa- 
sar.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dapat 
melakukan  atau  memberikan  hak,  baik 
itu  hak  istimewa  maupun  monopoli,  se- 
panjang  menyangkut  masalah  khusus  dan 
dengan  pertinnbangan  khusus  demi  ke- 
pentingan  umum.  Ini  mempunyai  kon- 
sekuensi  yang  lebih  jauh,  misalnya  ber- 
hubungan dengan  kebijakan  perpajakan, 
subsidi,  pembagian  pendapatan,  tenaga 
kerja  dan  Iain-Iain. 

Ada  suatu  keyakinan,  bahwa  semua 
pembatasan  kekuasaan  negara  adalah 
berlebihan,  bahkan  merugikan,  kalau  partai 
mayoritas  di  parlemen  memutuskan  dan 
mengawasi  aparat  negara  secara  kese- 
luruhan.  Ada  pendapat,  bahwa  parlemen 
yang  berwenang  dapat  mengatur  apa 
yang  selalu  dipandangnya  penting  mela- 
lui  wakil-wakil  partai  mayoritas.  Bayang- 
kanlah  kalau  kekuasaan  partai  mayoritas 
tidak  terbatas,  tentuJah  partai  mayoritas 
itu  dapat  melakukan  tindakan  yang  sa- 
lah.  Lembaga-lembaga  negara  dan  par- 
lemen adalah  organisasi  yang  mempunyai 
fungsi  yang  khusus  di  dalam  kerangka 
pembagian  kerja  dalam  bernegara.  Setiap 
anggota  lembaga  tinggi  negara  mempu- 
nyai peran  yang  besar  dalam  kerangka 
pembagian  kerja  dalam  masyarakat  dan 
sekaligus  juga  mempunyai  motivasi  pri- 
badi.  Manusia  akan  berkerja  dengan  giat 
sekali  untuk  mencapai  tujuannya  secara 
pribadi  dan  aparat  negara  adalah  alat, 
yang  dibentuk  dan  yang  dipimpin  oleh 
manusia.  Tujuan  setiap  pribadi  dapat 
bertentangan  dengan  kepentingan  umum 
di  dalam  demokrasi  yang  tidak  terba- 


tas. Oleh  karena  itu  demokrasi  yang  ti- 
dak terbatas  akan  menghasilkan  kehan- 
curan,  yang  mana  tak  seorang  pun 
menginginkannya  terjadi  dan  tak  seorang 
pun  secara  sadar  mencita-citakannya. 

Sehubungan  dengan  masalah  jaminan 
kebebasan,  harus.  juga  dibedakan  antara 
demokrasi  yang  tak  terbatas  dan  demo- 
krasi terbatas  bebas.  Yaitu,  di  dalam  de- 
mokrasi terbatas  secara  bebas  orang-orang 
yang  memimpin  mempunyai  kepentingan- 
nya  sendiri,  dan  melaksanakan  tugas-tu- 
gas  yang  mulia.  Batasan-batasan  kekua- 
saan orang  tersebut  hanya  terdapat  da- 
lam kerangka  peraturan  tingkah  laku  yang 
terjamin  bebas  yang  dipimpin  oleh  ta- 
ngan  yang  tidak  kelihatan,  untuk  men- 
capai tujuan,  yang  bukan  menjadi  mak- 
sudnya.  Dengan  demikian  prinsip  tangan 
yang  tidak  kelihatan  juga  berlaku  di  da- 
lam politik  ekonomi  yang  tidak  melalui 
demokrasi,  tetapi  dijinakkan  oleh  per- 
aturan dasar  yang  bebas  melalui  kekua- 
saan negara. 

TINDAKAN  DEMOKRASI  DALAM 
NEGARA  HUKUM 

Sehubungan  dengan  peraturan  dasar 
yang  bebas  yang  disebut  di  atas,  perta- 
nyaannya  adalah  bagaimana  menetap- 
kan  batasan  kekuasaan  negara?  Untuk 
itu  peraturan , tingkah  laku  juga  harus  di- 
ubah  dan  von  Goethe  telah  menunjuk- 
kan  akibat  buruk  dari  perubahan-peru- 
bahan  tanpa  adanya  tindakan.  Dengan 
demikian  perubahan  peraturan  tingkah 
laku  sangat  penting  di  samping  juga  ba- 
gaimana akibatnya  di  dalam  masyara- 
kat yang  bebas. 
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Semua  jenis  peraturan  tingkah  laku 
yang  disebut  di  atas  dapat  diubah  tanpa 
menghilangkan  kebebasan  perseorang- 
an.  Acuan  yang  kongkret  dari  peraturan 
tingkah  laku  seperti  ini  tidak  dapat  di- 
tetapkan  atas  dasar  petunjuk  prinsip- 
prinsip  yang  berlaku  secara  umum.  Po- 
litik  ekonomi  yang  bebas  hanya  me- 
nuntut  peraturan  yang  kongkret  -  yang 
selalu  mempunyai  acuan  -  dan  memper- 
lihatkan  sifat-sifat  umum '  peraturan  jamin- 
an  kebebasan. 

Melalui  politik  ekonomi,  beberapa  per- 
aturan tingkah  laku  dapat  diubah,  dan 
jangan  dibiarkan  menilai  sendiri.  Peratur- 
an tingkah  laku  berkembang  sebagai 
satu  kesatuan  dan  berakibat  sebagai 
satu  kesatuan  yang  membentuk  suatu 
sistem.  Perubahan  suatu  peraturan  da- 
pat merugikan  peraturan  yang  lain, 
yang  sebelumnya  mempunyai  kelebih- 
an  atau  sebaliknya.  Oleh  karena  itu 
pertanyaannya  adalah,  bagaimana  per- 
ubahan masing-masing  peraturan  ting- 
kah laku  dapat  mengubah  sistem  kese- 
luruhan  peraturan  tingkah  laku  dan 
mengubah  proses  pasar  yang  kongkret 
yang  dihasilkannya. 

Dalam  masalah  yang  sulit  ini,  politik 
ekonomi  yang  bebas  menawarkan  pe- 
mecahan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh 
Sokrates,  bahwa  suatu  politik  ekonomi 
adalah  politik  ekonomi  Vang  bebas.  Te- 
tapi  dia  tahu,  bahwa  setiap  individu  da- 
pat belajar  dari  kesalahannya.  Kemu- 
dian  individu  tersebut  maju  selangkah 
demi  selangkah  dan  membandingkan  ha- 
sil  yang  diharapkan  secara  teliti  dengan 
kenyataannya.  Dia  akan  selalu  berjaga- 
jaga  terhadap  setiap  perubahan  yang 


tidak  dapat  dihindarkan  yang  timbul  se- 
bagai akibat  sampingan  yang  tidak  di- 
harapkan. Dia  sadar  akan  hal  itu  dan 
berusaha  untuk  melaksanakan  perubahan- 
perubahan  dari  konhpleksitas  yang  ter- 
jadi  dan  akibatnya  serta  menyelesaikan 
penyebab  dan  akibatnya  dan  untuk  me- 
ngetahui  apa  yang  dilakukannya  se- 
benarnya. 

Jadi,  lembaga-lembaga  tinggi  negara 
dapat  mengubah  selangkah  demi  selang- 
kah setiap  peraturati  tingkah  laku  de- 
ngan mempelajari  akibatnya  terhadap 
proses  pasar  dan  merevisi  atau  mem- 
perbaiki  agar  sesuai  dengan  perubahan- 
perubahan  yang  sudah  direncanakan.  Po- 
litik ekonomi  seperti  ini  adalah  masuk 
akal  (rasional)  dan  ini  yang  disebut  de- 
ngan "politik  perubahan  selangkah  demi 
selangkah". 

Secara  materiil  peraturan  tingkah  laku 
yang  terjamin  bebas  dapat  berbeda- 
beda  dan  sedikit  banyak  mempunyai  tu- 
juan  adaquat.  Untuk  perubahan-perubah- 
annya,  lembaga  tinggi  negara  harus  me- 
nerima  sinyal-sinyal  yang  benar.  Masalah 
sinyal  tersebut  dalam  politik  ekonomi 
yang  bebas  dipecahkan  melalui  proses 
pendidikan  pembentukan  pendapat  yang 
bebas.  Peraturan  tingkah  laku  yang  ti- 
dak mempunyai  tujuan  akan  mengha- 
siikan  masalah  baru  dalam  proses  1<dor- 
dinasi  terhadap  tindakan-tindakan  indi- 
vidu. Individu-individu  yang  tidak  dikenal 
mengalaminya  dan  mengetahuinya,  kalau 
tingkah  lakunya  secara  pribadi  dan  se- 
cara materiil  bertentangan  satu  sama  lain 
dan  hasil  kongkret  dari  tindakannya  ti- 
dak sesuai  dengan  harapannya,  maka 
berdasarkan  pengalaman  yang  buruk  se- 
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perti  ini  setiap  pribadi  selalu  mempunyai 
ide  untuk  mengatasinya. 

Di  dalam  proses  pembentukan  pen- 
dapat  yang  bebas,  setiap  orang  da- 
pat  memberitahukannya  dan  saling  nne- 
ngenal.  Persaingan  pendapat  yang  be- 
bas memungkinkan  pendapat  minoritas 
menjadi  pendapat  yang  mayoritas,  dan 
disebut  pendapat  yang  terbuka.  Salah 
satu  syarat  proses  pembentukan  pen- 
dapat yang  bebas  adalah  transparansi. 
Oleh  karena  itu  tidak  dapat  diperki- 
rakan  pendapat  minoritas  yang  mana 
akan  berhasil  dan  pendapat  khusus  yang 
mana  akan  disusun  menjadi  pendapat 
mayoritas.  Dengan  demikian  masalah  po- 
litik  ekonomi  yang  bebas  akan  dipecah- 
kan  oleh  proses  persaingan  politik  yang 
bebas. 

Tindakan  politik  ekonomi  menghasil- 
kan  pendapat-pendapat  yang  ditetap- 
kan  oleh  aparat  negara  secara  sadar 
untuk  tujuan  tertentu  dan  dengan  me- 
tode  tertentu.  Kalau  hasil  tindakan-tin- 
dakan  tersebut  lain  daripada  apa  yang 
diharapkan,  maka  kebijakan  pihak  partai 
mayoritas  dianggap  sebagai  suatu  ke- 
salahan.  Orang-orang  yang  mengalami 
hal  yang  demikian  berpendapat,  bahwa 
politik  ekonomi  partai  mayoritas  tidak 
sesuai  dengan  kenyataan.  Di  sini  terja- 
di  adanya  persaingan  politik,  di  mana 
ada  partai-partai  yang  menawarkan  pe- 
mecahan-pemecahan  atas  kesalahan  ter- 
sebut yaitu  pemecahan  yang  berbeda- 
beda.  Parlemen  dan  pemerintah  pada 
waktunya  akan  dipilih.  Mereka  selalu 
mempunyai  karakter  yang  eksperimental 
untuk  memperkenalkan  peraturan  ting- 
kah  laku  yang  sesuai.  Kalau  parlemen 


atau  pemerintah  gagal,  lembaga-lem- 
baga  tinggi  negara  harus  menyesuaikan 
tindakannya  dengan  kemungkinan-ke- 
mungkinan  baru  yang  ditemukan;  kalau 
tidak,  mereka  akan  diganti  oleh  parle- 
men atau  pemerintah  (dari)  partai  yang 
lain.  Oleh  karena  itu  persaingan  politik 
memaksa  lembaga-lembaga  tinggi  ne- 
gara untuk  melaksanakan  sesuai  dengan 
syarat-syarat  yang  ditetapkan.  Lembaga- 
lembaga  negara  dimotivasi  untuk  me- 
lakukan  hal  tersebut. 

Persaingan  politik  saling  berhubungan 
dengan  masyarakat  yang  bebas,  yang 
silih  berganti  melalui  persaingan  penda- 
pat yang  bebas  lewat  demokrasi  di 
dalam  negara  hukum  yang  bebas.  Per- 
saingan tersebut  menghasilkan  dan  ber- 
hubungan dengan  syarat-syarat  yang 
adaquat  dan  sekaligus  memberi  moti- 
vasi.  Persaingan  politik  ditandai  dengan 
adanya  suatu  proses  dan  melalui  hal 
tersebut  ditemukan  tujuan  yang  sesuai 
dan  diumumkan,  yang  memotivasi  lem- 
baga-lembaga tinggi  negara  untuk  me- 
realisasikannya  dan  mengeluarkan  per- 
aturan-peraturan  yang  sesuai  untuk  itu. 
Oleh  karena  itu  politik  ekonomi  me- 
merlukan  suatu  demokrasi  di  dalam  ber- 
negara  yang  ditetapkan  di  dalam  suatu 
Undang-Undang  Dasar. 

PENUTUP 

Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan 
bahwa  dalam  menjalankan  politik  eko- 
nomi suatu  negara  kebebasan  dan  ke- 
kuasaan  tidak  dapat  dipisahkan  satu 
sama  lain.  Di  dalam  sistem  ekonomi  pa- 
sar  kebebebasan  perseorangan  diberi 
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tempat  yang  tinggi.  Kebebasan  individu 
dan  hak  milik  pribadi  merupakan  hak 
kodrati  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang, 
oleh  karena  itu  kebebasan  perseorang- 
an  dan  hak  milik  pribadi  biasanya  dite- 
tapkan  di  dalam  setiap  Undang-Undang 
Dasar  suatu  negara  sebagai  jaminan  pe- 
ngakuan  hak-hak  tersebut.  Demikian  juga 
hak-hak  lembaga  tinggi  negara  ditetap- 
kan  di  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar. 

Sistem  perekonomian  Indonesia  sudah 
menganut  sistem  ekonomi  pasar,  maka 
seharusnya  kebebasan  individu  dan  hak 
milik  pribadi  harus  ditetapkan  di  da- 
lam UUD  1945  pada  saat  amandemen 
UUD  1945  yang  keempat  nanti.  Hal  ini 
akan  mendorong  perkembangan  dan 
kemajuan  setiap  individu  yang  sekali- 
gus  menyejahterakan  seluruh  rakyat  In- 
donesia. 
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Pmblema  Reformasi  Konstitusi: 
Mengubah  Ataukah  Mengganti 

UUD  1945? 


H.  Anton  Djawamaku 


Reformasi  konstitusi  yang  telah  tiga  kali  dilaksanakan  melalui  perubahan 
(amandemen)  UUD  1945,  sesungguhnya  telah  melampaui  pengertian  amande- 
men  itu  sendiri.  Sebab  perubahan  yang  dilakukan  sudah  bersifat  substansi,  bah- 
kan  juga  menggantikan  ketentuan-ketentuan  UUD  1945.  Namun,  secara  kese- 
luruhan,  perubahan  yang  dilakukan  itu  terkesan  bersifat  tarribal  sulam. 

Sementara  itu,  aspirasi  masyarakat  untuk  bukan  hanya  mengubah  melain- 
kan  mengganti  UUD  1945  secara  lebih  sistematis  tampak  semakin  menguat. 
Penggantian  ini  tidak  dapat  dipercayakan  semata-mata  kepada  MPR,  tetapi  /cepa- 
cia sebuah  Komisi  Negara  atau  apapun  namanya  yang  bersifat  independen 
dengan  melibatkan  partisipasi  seluruh  masyarakat.  Pembuatan  konstitusi  baru 
ini  merupakan  peluang  bagi  rakyat  Indonesia  dalam  menentukan  masa  depannya. 


PENDAHULUAN 

REFORMASI  konstitusi  (UUD  1945), 
elah  menjadi  kenyataan  sejarah 
setelah  dalam  Sidang  Umum  bu- 
lan  Oktober  1999,  MPR  berhasil  me- 
nyepakati  apa  yang  disebut:  "Perubah- 
an Pertama  Undang-Undang  Dasar  Ne- 
gara Republik  Indonesia  Tahun  1945". 
Perubahan  pertama  ini  hanya  meliputi 
beberapa  pasal  saja,  karena  waktu  yang 
tersedia  sangat  terbatas,  sehinggaf  ti- 
dak memungkinkan  MPR  melakukan  per- 
ubahan sesuai  dengan  dinamika  dan 
aspirasi  masyarakat.  Hal  itu  menyiratkan 
bahwa  kelanjutan  proses  penyusunan 
rancangan  perubahan  UUD  1945  yang 
ditugaskan  kepada  Badan  Pekerja  (BP) 
MPR,  harus  lebih  -memperhatikan  dina- 


mika dan  aspirasi  masyarakat.  Periugas- 
an  yang  dimaksud  dituangkan  dalam 
Tap  MPR-RI  No.  IX/MPR/1999.  Hasiinya 
berupa  "Perubahan  Kedua  Undang-Un- 
dang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  1945". 

Akan  tetapi  proses  dan  hasil  dari  Per- 
ubahan Kedua  UUD  1945  tampaknya 
tidak  dilakukan  dengan  sepenuh  hati 
dan  terkesan  "asal  jadi".  Hal  itu  dapat 
disimak  dari  fakta-fakta  berikut:  Pertama, 
paling  tidak  ada  15  ketentuan  dalam  8 
bab  rancangan  perubahan  yang  dise- 
pakati  oleh  BP-MPR  berupa  rumusan- 


Baca  konsiderans  huruf  c  Tap  MPR-RI  No. 
IX/MPR/1999  tentang  Penugasan  BP-MPR  Un- 
tuk melanjutkan  Perubahan  UUD  1945. 
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rumusan  alternatif.  Ini  memberi  petunjuk 
bahwa  BP-MPR  tidak  sepenuhnya  me- 
lakukan  pembahasan  yang  mendalam, 
teliti  dan  cermat,  tetapi  seringkali  me- 
lakukan  akomodasi  terhadap  berbagai 
gagasan  dan  aspirasi  yang  berbeda  bah- 
kan  mungkin  saling  bertentangan.  Kedua, 
berkaitan  dengan  itu  pula  tidak  adanya 
"politik  hukum"  yang  disepakati  bersama 
oleh  BP-MPR  untuk  menjadi  pedoman 
operasional  bagi  perubahan  pasal  demi 
pasal,  sekaligus  berfungsi  sebagai  filter 
terhadap  berbagai  gagasan  dan  aspi- 
rasi mengenai  perubahan  UUD.  Dengan 
perkataan  lain,  tidak  ada  landasan  pe- 
mikiran  dasar  yang  sama  yang  menja- 
di- pertimbangan-  perubahan  pasal-pasal 
UUD  1945.  Akibatnya  hasil  rancang- 
an  perubahan  UUD  bersifat  "tambal 
sulam"  dan  sangat  "rhozaik".  Ketiga, 
dengan  alasan  terbatasnya  waktu,  MPR 
hanya  membahas  rancangan  perubah- 
an dari  bab-bab  yang  sudah  disepakati 
secara  bulat  dan  menghindari  bab-bab 
yang  krusial.  Akibatnya  dari  21  bab  yang 
diusulkan  untuk  diubah,  ternyata  MPR 
hanya  mampu  membahas  12  bab  {Kom- 
pas,  15  Agustus  2000). 

Mungkin  menyadari  kelemahan-kele- 
mahan  itu,  maka  di  dalam  Tap  MPR 
yang  memberikan  penugasan  selanjutnya 
kepada  BP-MPR  untuk  mempersiapkan 
rancangan  pexubahan  UUD  1945,  dite- 
gaskan  secara  eksplisit  "dengan  lebih 


Lihat  Perbandingan  Perubahan  Pertama 
UUD  1945,  Perubahan  Kedua  UUD  1945  dan 
Hasil  Finalisasi  Perubahan  Kedua  UUD  1945,  Pa- 
nitia  Ad  Hoc  I  Badan  Pekerja  MPR,  Jakarta  2000. 

Baca  konsiderans  hurif  a  Tap  MPR-RI  No.  IX/ 
MPR/1 999. 


banyak  men^erap  dinamika  dan  aspirasi 
masyarakat".  Berkenaan  dengan  itu  ada 
dua  soal  yang  perlu  mendapatkan  kla- 
rifikasi.  Pertama,  mengenai  perubahan 
UUD,  tentu  yang  dimaksudkan  adalah 
perubahan  yang  masih  dalam  kerangka 
UUD  1945.  Caranya  adalah  dengan 
mengubah  substansi  pasal  demi  pasal, 
termasuk  menambah  jumlah  pasal-pasal- 
nya.  Dalam  hal  ini  pasal  37  UUD  1945 
sudah  menggariskan  mekanisme  peru- 
bahan yang  dapat  dilakukan.  Perubahan 
demikian  juga  disebut  amandemen  se- 
bagaimana  dilakukan  di  Amerika  Serikat. 
Kedua,  berkaitan  dengan  dinamika  dan 
aspirasi  dalam  masyarakat.  Ternyata  se- 
jak  awal  proses  pembahasan  UUD  1945, 
banyak  yang  menghendaki  tidak  hanya 
■perubahan  tetapi  juga  pergantian  UUD 
1945.  Oleh  karena  itu,  problem  pokok- 
nya  adalah  apakah  perubahan  ataukah 
seharusnya  penggantian  UUD  1945? 

Tulisan  ini  akan  lebih  dulu  mengang- 
kat  problem  perubahan  UUD,  baik  da- 
ri proses  pembahasan  maupun  dari  ha- 
sil-hasil  yang  disepakati  oleh  Sidang 
Umum  (SU)  MPR  tahun  2000.  Ruang  ling- 
kupnya  meliputi  baik  problem  yang  ma- 
sih dalam  kerangka  UUD  1945  mau- 
pun di  luar  kerangka  tersebut,  tetapi 
dirasa  perlu  untuk  dimasukkan  ke  da- 
lam batang  tubuh  UUD.  Hal  yang  di- 
soroti- meliputi  beberapa  masalah  yang 
dianggap  penting  dan  telah  berkem- 
bang  menjadi  wacana  publik.  Selanjut- 
nya akan  diangkat  problem  aspirasi  yang 
menghendaki  penggantian  UUD  1945. 


Lihat  konsiderans  huruf  c  Tap  MPR-RI  No. 
IX/MPR/2000. 
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Seperti  biasanya  tulisan  ini  diakhiri  de- 
ngan  catatan  penutup. 

PROBLEM  PERUBAHAN  DALAM 
KERANGKA  UUD  1945 

Persoalan   Dasar  Negara 

Dari  aspirasi  yang  berkembang,  ada 
yang  mengusulkan  agar  dasar  negara 
dirumuskan  lagi  di  dalam  batang  tubuh, 
tetapi  ada  pula  yang  tetap  memperta- 
hankan  agar  dasar  negara  tetap  di  pem- 
bukaan.  Ternyata  kedua  usul  ini  diako- 
modasi  oieh  BP-MPR  dan  merumuskan- 
nya  dalam  bentuk  dua  alternatif  di  da- 
lam rancangan  perubahan  Bab  I  pasal  1 
ayat  (2). 

Selama  ini  dasar  negara  Rl  tercan- 
tum  di  dalam  Pembukaan  UUD  1945. 
Dalam  kesepakatan  fraksi-fraksi  BP-MPR, 
Pembukaan  UUD  1945  termasuk  mate- 
ri  yang  tidak  akan  diubah.  Keputusan 
tersebut  adalah  iogis,  sebab  Pembu- 
kaan UUD  1945  tidak  menjadi  bagian 
dari  (batang  tubuh)  UUD  1945,  tetapi 
sebaliknya  (batang  tubuh)  UUD  1945 
merupakan  bagian  dari  pembukaan.  Ar- 
tinya  ketentuan  UUD  1945  tidak  ter- 
kena  ketentuan  pasal  37,  tetapi  UUD 
harus  menjabarkan  pokok-pokok  pikir- 
an  dalam  pembukaan.  Jadi  dengan 
merumuskan  dasar  negara  ke  dalam 
batang  tubuh  UUD,  maka  terbuka  pe- 
luang  yang  sebesar-besarnya  untuk  me- 
lakukan  perubahan  terhadap  dasar  ne- 
gara. Dengan  demikian  sesungguhnya 


Lihat  Bisnis  Indonesia,  15  Januari  2000.  Un- 
tuk ulasan  yang  berkenaan  dengan  hal  ini,  lihat 
Suwarno  (Kompas,  4  Mei  2000). 


BP-MPR  tidak  konsisten  dengan  kese- 
pakatan awalnya  untuk  tidak  mengubah 
Pembukaan  UUD  1945.  Dalam  SU-MPR 
tahun  2000  masalah  yang  krusial  ini  ti- 
dak dibahas  oleh  MPR. 

Masalah   Bentuk  Negara 

Wacana  yang  berkembang  dalam  ma- 
syarakat  mengenai  bentuk  negara,  ada 
yang  menghendaki  tetap  dalam  negara 
kesatuan,  sebagian  lagi  menghendaki  ne- 
gara federal.  Kesepakatan  di  dalam  BP- 
MPR,  demikian  juga  di  dalam  SU  MPR 
adalah  tetap  mempertahankan  bentuk 
negara  kesatuan.  Rupanya  isu  negara  fe- 
deral dijawab  dengan  memberikan  ke- 
wenangan  kepada  pemerintah  daerah 
untuk  melaksanakan  otonomi  seluas- 
luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang 
oleh  undang-undang  ditentukan  seba- 
gai  urusan  pemerintah  pusat.  BP-MPR 
mengakomodasi  masalah  otonomi  dae- 
rah ini  di  dalam  rancangan  perubahan 
Bab  VI  tentang  Pemerintah  Daerah.  Usui 
tersebut  disempurnakan  oleh  SU-MPR 
menjadi  3  pasal,  yaitu  pasal  18,  pasal 
18  A  dan  pasal  18  B. 

Akan  tetapi  kalau  kita  simak  peru- 
bahan yang  dilakukan  terhadap  pasal 


Pelaksanaan  otonomi  daerah  sebelumnya 
telah  dijabarkan  di  dalam  UU  No.  22  Tahun  1999 
tentang  Pemerintahan  Daerah.  Lembaran  Ne- 
gara Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  1999  No. 
60  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  (TLNRI)  No.  3839.  UU  No.  25  Tahun 
1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pe- 
merintah Pusat  dan  Daerah.  LNRI  Tahun  1999 
No.  72  dan  TLNRI  No.  3848.  Kemudian  dite- 
gaskan  lagi  di  dalam  Tap  MPR  No.  IV/MPR/2000 
tentang  Rekomendasi  Kebijakan  Dalam  Penyeleng- 
garaan  Otonomi  Daerah. 
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18  UUD  ini,  rupanya  perubahan  itu  di- 
rancang  hanya  sebagai  dasar  hukum 
bagi  penyelenggaraan  otonomi  daerah. 
Kenyataan  yang  ada  di  daerah,  tidak 
hanya  daerah  otonom  tetapi  juga  wi- 
layah  administratif.  Ketentuan-ketentuan 
perubahan  pasal  18  UUD  1945  tidak 
dapat  digunakan  untuk  rnenjadi  dasar 
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ber- 
sifat  administratif. 


bali  menyepakati  usul  yang  pernah  di- 
lontarkan  di  dalam  SU-MPR  tahun  2000. 
Yaitu  bahwa  komposisi  MPR  terdiri 
dari  DPR  dan  DPD  yang  harus  dipilih 
melalui  pemilu,  ditambah  dengan  utus- 
an  masyarakat  tertentu  yang  karena 
tugas  dan  fungsinya  tidak  menggunakan 
hak  pilihnya  {Media  Indonesia,  7  Sep- 
tember 2001). 


Masalah  MPR 

Komposisi  Keanggotaan 

Dalam  masyarakat  berkembang  wa- 
cana  agar  seluruh  anggota  MPR  dipilih 
lewat  Pemilu.  Hal  ini  memang  lebih  de- 
mokratis.  Konsekuensinya  Utusan  Golong- 
an  seperti  wakil  TNI  dan  Poiri  di  MPR 
yang  selama  ini  diangkat,  harus  ditiada- 
kan.  Akan  tetapi  5P-MPR  rupanya  te- 
tap  mengakomodasi  wakil  TNI/PoIri, 
sambil  menggantikan  Utusan  Daerah  de- 
ngan Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) 
yang  harus  dipilih  melalui  pemilu.  Sub- 
stansi  DPD,  oleh  BP-MPR  diatur  tersen- 
diri  di  dalam  Bab  VII  A.  Perubahan  me- 
ngenai  komposisi  MPR  ini  sempat  di- 
bahas  oleh  SU-MPR  tahun  2000  tetapi 
tidak  disepakati.  Dewasa  ini  Panitia  Ad 
Hoc  I  BP-MPR  yang  mempersiapkan  ran-, 
cangan  perubahan  UUD  1945  untuk 
dibahas  dalam  SU-MPR  tahun  2001,  kem- 


Peran  TNI/PoIri  dalam  bidang  politik  melalui 
MPR  paling  lama  sampai  tahun  2009.  Lihat  pasal 
5  ayat  (4)  Tap  MPR-RI  No.  VII/MPR/2000  ten- 
tang  Peran  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Peran 
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. 


Kedudukan  dan  Kewenangan  MPR 

Dengan  perubahan  seperti  itu  tam- 
pak  kecenderungan  bahwa  PAH  l-BP 
MPR  mengadopsi  sistem  perwakilan  dua 
kamar  yang  selama  ini  banyak  dituntut 
oleh  komponen  masyarakat  dan  para 
pakar.  Persoalan  muncul  tentang  bagai- 
mana  kedudukan  dan  kewenangan  MPR, 
apalagi  kalau  nanti  disepakati  di  MPR 
bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di- 
pilih secara  langsung?  Ada  yang  berpen- 
dapat  bahwa  MPR  nanti  hanya  berupa 
sidang  gabungan  DPR  dan  DPD  dan 
oleh  karena  itu  kewenangannya  terba- 
tas  untuk  menetapkan  dan  mengubah 
UUD.  Tanpa  MPR  sebagai  lembaga, 
maka  semua  lembaga  tinggi  negara  me- 
miliki  kedudukan  yang  sama.  Hal  ini 
akan  semakin  memudahkan  pelaksana- 
an  mekanisme  checl<s  and  balances.  Se- 
baliknya  ada  yang  berpendapat  bahwa 
MPR  harus  tetap  sebagai  badan  yang 
permanen.  Dalam  keadaan  demikian, 
MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  nega- 
ra berkedudukan  seperti  supreme  soviet 
dengan  kekuasaan  yang  luar  biasa  be- 
sarnya.  Hal  ini  menafikkan  mekanisme 
checks  and  balances  di  antara  lembaga- 
lembaga  negara  dan  sekaligus  memper- 
lemah  demokratisasi. 
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Kekuasaan    Pemerintahan  Negara 

Wacana  yang  berkembang,  antara 
lain,  bahwa:  (a)  Presiden  adalah  orang 
Indonesia  asli  dianggap  sebagai  keten- 
tuan  yang  diskriminatif  dan  oleh  kare- 
na  itu  pedu  diubah.  BP-MPR  lalu  mem- 
buat  runnusan  yang  lebih  netral,  yaitu: 
"Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  war- 
ga  negara  Indonesia  sejak  kelahirannya 
dan  tidak  pernah  menerima  kewarga- 
negaraan  lain  karena  kehendaknya  sen- 
diri".  (b)  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  apakah  secara  langsung  dalam 
pemilu  atau  melalui  MPR.  Bagaimana  ji- 
ka  Wakil  Presiden  berhalangan  tetap, 
dan  bagaimana  jlka  terjadi~kekosorigan 
Wakil  Presiden.  Mengenai  hal  ini  BP- 
MPR  mengajukannya  dalam  bentuk  al- 
ternatif  yang  mengalir  dari  gagasan  pe- 
milihan secara  langsung  dan  melalui 
MPR.  Bahkan  masing-masing  alternatif 
itu  dengan  berbagai  varian  pula.  De- 
ngan  demikian  jelas  bahwa  BP-MPR 
belum  memperoleh  kesepakatan  apakah 
pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
dilakukan  secara  langsung  atau  tetap 
melalui  MPR.  Rancangan  mengenai  ke- 
kuasaan pemerintahan  negara  yang  te- 
lah  disiapkan  oleh  BP-MPR,  juga  tidak 
dibahas  di  dalam  SU-MPR  tahun  2000. 
Kini  ketika  mempersiapkan  perubahan 
ketiga  UUD  1945,  terdapat  petunjuk 
bahwa  rupanya  BP-MPR  akan  menye- 
pakati  pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  secara  langsung. 


Uraian  khusus  mengenai  masalah  ini,  Infra 
him.  9. 


Dewan  Pertimbangan  Agung  (DPA) 

Wacana  yang  berkembang  di  satu 
pihak  ada  yang  menghendaki  DPA  di- 
bubarkan,  karena  lembaga  ini  dinilai  se- 
bagai "Dewan  Pensiunan  Agung";  seba- 
liknya  di  pihak  lain  ada  yang  meng- 
hendaki DPA  tetap.  dipertahankan,  ka- 
rena fungsi  kepenasihatan  kepada  Pre- 
siden harus  tetap  ada  dan  ditingkatkan. 
Kalau  DPA  tetap  dipertahankan,  masa- 
lahnya  adalah:  (1)  Bagaimana  rekruit- 
men  dan  komposisi  keanggotaan  DPA; 
apakah  sekadar  menampung  unsur-un- 
sur  kekuatan  sosial  politik  yang  be- 
lum mempunyai  posisi?  (2)  Apakah  fung- 
si DPA  sekadar  menjadi  pejiasihat^ Pre- 
siden atau  penasihat  pemerintah?  (3) 
Sebagai  lembaga  tinggi  negara  yang 
juga  menjalankan  misi  demokrasi  dan 
kepentingan  umum,  bagaimanakah  per- 
tanggungjawaban  publik  yang  harus  di- 
lakukan oleh  DPA? 

Dalam  menghadapi  SU-MPR  tahun 
2000,  berkenaan  dengan  DPA  BP-MPR 
menyiapkan  naskah  rancangan  yang  ber- 
sifat  alternatif.  Alternatif  pertama,  DPA 
dihapuskan  dan  menyerahkan  kepada 
Presiden  untuk  membentuk  badan  pe- 
nasihat sesuai  dengan  kebutuhan.  Alter- 
natif kedua,  DPA  tetap  dipertahankan 
dan  para  anggotanya  dipilih  oleh  DPR. 
Akan  tetapi  SU-MPR  tahun  2000  ter- 
nyata  tidak  membahas  masalah  ini,  se- 
hingga  kesepakatan  yang  dicapai  oleh 
BP-MPR  hanya  menjadi  sebuah  doku- 
men  historis. 

Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) 

Wacana  mengenai  DPR  antara  lain: 
(1)  Kewenangan  legislasi  yang  dimiliki 
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DPR  sudah  dirinci  di  dalam  Perubahan 
Pertama  UUD  1945  (pasal  2).  Apakah  ti- 
dak  sebaiknya  kewenangan  dalam  bi- 
dang  pengawasan  juga  dirinci  secara 
tegas?  (2)  Dalam  pasal  19  UUD  1945 
hanya  disebutkan  bahwa  susunan  DPR 
ditetapkan  dengan  undang-undang.  Se- 
suai  dengan  semangat  demokrasi  hen- 
daknya  ditentukan  bahwa  semua  ang- 
gota  DPR  dipilih  lewat  pemilu  yang 
jurdil.  (3)  Masyarakat  juga  menghen- 
daki  agar  fungsi  dan  hak-hak  DPR  di- 
masukkan  di  dalam  UUD.  Ini  akan  me- 
nimbulkan  implikasi  terhadap  lembaga 
tinggi  negara  lainnya  yang  melaksana- 
kan  fungsi  serupa.  Misalnya  jika  DPR 
melaksanakan  Hak  aiigket,  bagaimanakah 
dengan  fungsi  BPK,  apakah  masih  relevan? 

BP-MPR  merespons  aspirasi  menge- 
nai  DPR  tersebut  dan  memasukkannya 
dalam  rancangan  perubahan  UUD.  Ter- 
nyata  SU-MPR  menerima  sebagian  be- 
sar  rancangan  perubahan  mengenai  DPR 
dan  menambahkan  dengan  satu  ke- 
tentuan  baru  menjadi  pasal  20  ayat  (5): 
bahwa  apabila  Presiden  tidak  sege- 
ra  mengesahkan  RUU  yang  sudah  di- 
setujui  bersama  DPR,  dalam  waktu  30 
hari  setelah  persetujuan  itu  RUU  sah 
menjadi  UU  dan  wajib  diundangkan. 
Dengan  demikian  tertutup  kemungkin- 
an  bagi  Presiden  untuk  menangguhkan 
pengesahan  sebuah  RUU,  apabila  ada 
ketentuan  di  dalam  RUU  tersebut  yang 
kurang  berkenan  di  hatinya. 

Kekuasaan  Kehakiman 

Dalam  hal  ini  masalah-masalah  lama 
seperti  kemandirian  kekuasaan  keha- 
kiman, hak  uji  materil  terhadap  peratur- 


an  perundang-undangan  di  bawah  Tap 
MPR,  fungsi  serta  kedudukan  badan- 
badan  peradilan  dan  lain  sebagainya 
masih  tetap  menjadi  wacana.  Respons 
BP-MPR  mengenai  masalah  ini  cukup 
luas,  tetapi  sekaligus  juga  bersifat  kon- 
tradiksi.  Dikatakan  cukup  luas,  oleh 
karena  judul  Bab  IX  UUD  1945  di- 
ubah  menjadi  "Kekuasaan  Kehakiman 
dan  Penegakan  Hukum".  Di  bawah 
bab  itu  selain  ditegaskan  mengenai  ke- 
kuasaan kehakiman  yang  mandiri  dan 
merdeka,  semua  lembaga  peradilan  di 
bawah  kontrol  Mahkamah  Agung,  ada- 
nya  Komisi  Yudisial,  Dewan  Kehormat- 
an  Hakim  dan  Mahkamah  Konstitusi,  ju- 
ga diatur  mengenai  Kejaksaan  sebagai 
lembaga  negara  yang  mandiri.  Dikatakan 
bersifat  kontradiksi  karena  dalam  ran- 
cangan itu  disebutkan  bahwa  Mahkamah 
Agung  berwenang  melakukan  uji  ma- 
teriil  terhadap  peraturan  perundang- 
undangan  di  bawah  undang-undang.  Se- 
dangkan  Mahkamah  Konstitusi  yang  ha- 
nya merupakan  bagian  dari  Mahkamah 
Agung  diberi  kewenangan  untuk  mela- 
kukan uji  materiil  terhadap  undang- 
undang.  Rancangan  yang  telah  disiap- 
kan  oleh  BP-MPR  ini  walaupun  sempat 
dit)ahas  oleh  SU-MPR  tahun  2000,  te- 
tapi akhirnya  tidak  disepakati. 

Menyongsong  perubahan  ketiga  UUD, 
PAH  I  BP-MPR  tanggal  1  Oktober  2001 
menegaskan  lagi  kesepakatan  yang  te- 
lah dicapai  sebelumnya  bahwa  Mah- 
kamah Konstitusi  adalah  bagian  dari 
Mahkamah  Agung,  bukan  menjadi  lem- 
baga yang  berdiri  sendiri.  Rancangan 
yang  disepakati  baru  mengenai  tugas 
Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  mengadili 
perkara  pada  tingkat  pertama  dan  ter- 
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akhir  untuk  menguji  undang-undang  atau 
peraturan  perundang-undangan  di  ba- 
wahnya  terhadap  UUD,  memutuskan 
perselisihan  kewenangan/kompetensi  an- 
tarlembaga  negara,  memutuskan  pem- 
bubaran  partai  politik  dan  memutuskan 
perselisihan  tentang  hasil  pemilu  {Kom- 
pas,  2  Oktober  2001).  Dengan  rancang- 
an  baru  ini  maka  kontradiksi  pada  ran- 
cangan  sebelumnya  sudah  ditiadakan. 

Masalah  Keuangan  Negara 

Demi  menjamin  transparansi  dan  ter- 
tib  anggaran  serta  pertanggungjawaban 
publik,  ada  aspirasi  yang  menghendaki 
agar  ditegaskan  dalam  UUD  bahwa 
semua  pengeluaran  atau  penerimaan 
untuk  kepentingan  publik  dimasukkan 
ke  dalam  APBN.  Selanjutnya  untuk  le- 
bih  meningkatkan  pengawasan  keuang- 
an negara,  hendaknya  ditegaskan  da- 
lam UUD  bahwa  Badan  Pemtiiksa  Ke- 
uangan (BPK)  adalah  suatu  badan  yang 
mandiri,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan 
pemerintah  dan  kekuasaan-kekuasaan 
lainnya. 

Berkaitan  dengan  masalah  keuangan 
ini  BP-MPR  merespons  dalam  dua  hal 
pokok.  Pertama,  menyempurnakan  keten- 
tuan  dalam  Bab  VIII  antara  lain  de- 
ngan memasukkkan  ketentuan  menge- 
nai  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sen- 
tral  yang  independen.  Kedua,  menge- 
luarkan  ketentuan  mengenai  Badan  Pe- 
meriksa  Keuangan  dari  Bab  VIII  dan 
menjadikannya  tersendiri  dalam  Bab 
VIII  A.  Di  dalam  Bab  ini  ditegaskan 
bahwa  BPK  adalah  lembaga  negara 
yang  bebas  dari  pengaruh  pemerintah 
dan  lembaga  negara  lainnya,  yang  ber- 


tugas  mengawasi  dan  memeriksa  pe- 
ngelolaan  dan  tanggung  jawab  keuang- 
an negara.  Hasil  pengawasan  dan  peme- 
riksaan  BPK  atas  keuangan  negara  di- 
serahkan  kepada  DPR  dan  DPD.  Sedang- 
kan  hasil  pemeriksaan  dan  pengawasan 
keuangan  daerah  diserahkan  kepada  DPRD. 

Lagi-lagi  kesepakatan  BP-MPR  ini 
hanya  menjadi  dokumen  historis.  SU- 
MPR  tahun  2000  memang  sempat  mem- 
bahasnya,  namun  tidak  diperoleh  ke- 
sepakatan. Dengan  demikian  hasil  BP- 
MPR  tersebut  menjadi  bahan  bagi  per- 
siapan  perubahan  ketiga  UUD. 


Masalah  Agama 

Berkenaan  dengan  masalah  agama, 
muncul  kembali  aspirasi  agar  di  dalam 
UUD  dicantumkan  rumusan:  "Negara 
berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 
dengan  kewajiban  menjalankan  syariat 
Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya".  Se- 
baliknya  ada  yang  tetap  memperta- 
hankan  perumusan  pasal  29  UUD  1945. 
Masalah  yang  muncul  iaiah  apabila  ke- 
wajiban menjalankan  syariat  agama  ba- 
gi para  pemeluknya  dimasukkan  ke  da- 
lam UUD,  maka  negara  harus  juga 
mengawasi  pelaksanaan  ibadah  atau 
menjadi  "polisi  agama".  Dengan  demi- 
kian Negara  Indonesia  ini  hakikatnya 
menjadi  Negara  Agama. 

Mengenai  hal  ini  BP-MPR  mengako- 
modasikannya  dengan  rumusan  alterna- 
tif  sesuai  dengan  alur  pikiran  aspirasi 
yang  saling  bertentangan  itu.  Akan  te- 
tapi  SU-MPR  tahun  2000  menghindari 
masalah  peka  ini  dan  oleh  karena  itu 
tidak  melakukan  pembahasan.  Apabila 
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masalah  ini  muncul  lagi  dalam  proses 
perubahan  ketiga  UUD,  jelas  merupa- 
kan  suatu  kemunduran  bagi  bangsa 
dan  negara.  Sebab  masalah  ini  sesung- 
guhnya  telaii  selesai  dengan  disahkan- 
nya  UUD  ini  pada  tanggal  18  Agustus 
1945. 

Hak  Asasi  Manusia  (HAM) 

Rancangan  perubahan  yang  disusun 
oleh  BP-MPR  seteiah  mengalami  pe- 
nyempurnaan  akhirnya  disepakati .  oleh 
SU-MPR  menjadi  Bab  X  A  tentang 
HAM,  mulai  dari  pasal  28  A  sampai 
dengan  pasal  28  J.  Ketentuan-ketentu- 
an  mengenai  HAM  itir  meliputi  pula 
HAM  yang  sama  sekali  tidak  boleh  di- 
kurangi  dalam  keadaan  apapun  dan 
oleh  siapapun  {non-derogable  rights),  ka- 
rena  hak-hak  itu  dianggap  sangat  men- 
dasar  sifatnya.  Hal  ini  akan  menimbul- 
kan  kesulitan  baru.  Misalnya  azas  ti- 
dak berlaku  surut  di  dalam  pasal  28  I 
ayat  (1),  karena  pengaruh  internasional 
dan  perkembangan  keilmuan  menuntut 
adanya  pasal  pengecualian  yang  me- 
nyimpang  dari  asas  tersebut.  UUD  1945 
tidak  secara  tegas  memberikan  dasar 
hukum  bagi  pengecualian  tersebut.  De- 
ngan demikian  peluang  terbatas  untuk 
menerapkan  azas  berlaku  surut  di  da- 
lam UU  No.  26/2000  tentang  Pengadilan 
HAM,  harus  batal  demi  hukum.  Sebab 
UU  kedudukannya  lebih  rendah  dari- 
pada  UUD. 

Dengan  demikian  perlu  dipertim- 
bangkan  kembali  ketentuan-ketentuan 


\nRI  Tahun  2000  No.  208  dan  TLNRI  No. 
4026. 
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non-derogable  rights  di  dalam  perubah- 
an UUD  berikutnya.  Hal  ini  dapat  be- 
rupa  menambah  pasal  pengecualiannya 
di  dalam  UUD  1945  atau  mengeluar- 
kan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dari 
UUD  dan  menempatkannya  dalam  per- 
aturan  perundang-undangan  yang  le- 
bih rendah.  Apalagi  PBB  sendiri  ha- 
nya  meletakkan  non-derogable  rights 
itu  dalam  Kovenan  yang  statusnya  sama 
dengan  UU  (Budiardjo,  2000:  413-416). 
Berarti  perlu  diciptakan  produk  hukum 
baru  yang  berkenaan  dengan  HAM,  di 
sarriping  meniadakan  ketidakkonsisten- 
an  yang  ada  sekaligus  merupakan  pro- 
duk hukum  yang  memiliki  karakter  res- 
pbnsif/btdhoriir  Derigari'  demikian  tetap 
terbuka  kemungkinan,  walaupun  sangat 
kecil  dan  terbatas,  untuk  tetap  menye- 
ret  para  pelaku  pelanggaran  berat  HAM. 
Upaya  ini  berarti  bahwa  negara  tetap 
berusaha  memenuhi  rasa  keadilan  ma- 
syarakat,  terutama  rasa  keadilan  ke- 
luarga  korban.  Karena  itu  pula  mungkin 
dunia  internasional  tidak  perlu  lagi  me- 
nista  kita  sebagai  bangsa  dan  negara 
yang  paling  tidak  beradab,  karena  kita 
tidak  membiarkan  para  pelaku  pelang- 
garan berat  HAM  bebas  dari  segala 
tuntutan  hukum. 

PROBLEM  PERUBAHAN  DI  LUAR 
KERANGKA  UUD  1945 

Pemilu 

Dari  ketentuan  UUD  1945  diketahui 
bahwa  Indonesia  adalah  negara  derno- 
krasi  perwakilan  (kedaulatan  berada  di 
tangan  rakyat  dan  dilakukan  oleh  MPR). 
Untuk  dapat  disebut  sebagai  negara  de- 
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mokrasi,  pola  umum  yang  digunakan 
adalah  melaksanakan  pemilu  secara  ber- 
kala,  langsung,  umum,  bebas  dan  raha- 
sia  serta  jujur  dan  adil  (demokratis).  Ma- 
salahnya  adalah  bahwa  dalam  naskah 
UUD  1945,  tidak  ditemukan  satu  kata 
pun  tentang  Pemilu.  Oleh  karena  itu, 
ada  yang  mengusulkan  agar  dalam  UUD 
hendaknya  dicantumkan  secara  tegas 
kewajiban  untuk  menyelenggarakan  Pe- 
milu secara  berkala  berdasarkan  azas 
"luber  dan  jurdil".  BP-MPR  sudah  me- 
respons  masalah  ini  dengan  merumus- 
kan  ketentuan-ketentuan  mengenai  Pe- 
milu di  dalam  Bab  VII  B.  Rancangan  ter- 
sebut  sempat  dibahas  oleh  SU-MPR  ta- 
hun  2000,  namun  akhirnya  tak  disepa- 
kati.  Kiranya  dalam  perubahan  ketiga 
UUD  nanti,  pembahasan  mengenai  ma- 
salah ini  memperoleh  hasil  yang  memadai. 

Partai  Politik 

Ciri  lain  dari  suatu  negara  demokrasi 
iaiah  adanya  kebebasan  untuk  mendi- 
rikan  partai  politik  sesuai  dengan  aspi- 
rasi  dan  kebutuhan  yang  hidup  dan  ber- 
kembang  di  dalam  masyarakat.  Fungsi, 
hak,  kedudukan  dan  kewaj'iban  partai 
politik  itu  harus  sama  dan  sederajat. 
Akan  tetapi  dalam  UUD  1945,  hal  par- 
tai politik  ini  sama  sekali  tidak  dican- 
tumkan. Oleh  karena  itu  muncul  aspira- 
si  bahwa  seb'agai  "saran'a 'demokrasi, 
hendaknya  partai  politik  diatur  secara 
jelas  di  dalam  UUD  sehingga  eksisten- 
sinya  diakui.  Dalam  naskah  rancangan 
BP-MPR,  masalah  ini  sudah  direspons 
di  dalam  Bab  VII  B  tentang  "Pemilihan 
Umum".  Akan  tetapi  karena  SU-MPR  ta- 
hun  2000  tidak  menyepakati  rancangan 
ketentuan  mengenai  Pemilu,  maka  gu- 


gur  pula  peluang  partai  politik  untuk  di- 
sebutkan  secara  eksplisit  di  dalam  UUD. 

Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah 
(DPRD) 

Negara  Indonesia  juga  menerapkan 
prinsip  otonomi  daerah  dan  di  daerah- 
daerah  otonom  ini  diadakan  apa  yang 
disebut  DPRD.  Akan  tetapi  di  dalam 
UUD  1945  tidak  pernah  dicantumkan 
hal  itu.  Dalam  masyarakat  muncul  aspi- 
rasi  yang  menghendaki  agar  DPRD  di- 
atur secara  jelas  di  dalam  perubahan 
UUD.  Dengan  demikian  dalam  pelak- 
sanaan  pemerintahan  di  daerah  juga 
berlangsung  mekanisme  checks  and 
balances.  BP-MPR  mengakomodasi  as- 
pirasi  ini  di  dalam  Bab  VI  yang  berjudul 
Pemerintahan  Daerah  pasal  18  ayat  (3). 
SU-MPR  tahun  2000  rupanya  dapat  me- 
nerima  aspirasi  ini  dengan  melakukan 
penyempurnaan  redaksional. 

Pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden   Secara  Langsung 

BP-MPR  tahun  2000  tidak  memper- 
oleh kata  sepakat  tentang  apakah  Pre- 
siden dan  Wakil  Presiden  dipilih  seca- 
ra langsung  atau  tetap  dipilih  melalui 
MPR.  Hal  itu  tampak  dalam  rancangan 
yang  disiapkan  oleh  BP-MPR  berupa  al- 
ternatif  dari  kedua  cara  pemilihan  itu'. 
Hasil  ini  pun  tidak  dibahas  oleh  SU-MPR 
ketika  itu.  Berbeda  dengan  keadaan  pa- 
da  tahun  2000,  semangat  yang  menge- 
muka  melalui  fraksi-fraksi  MPR  di  PAH  I 
BP-MPR  pada  10  September  2001,  ke- 
tika mempersiapkan  rancangan  peru- 
bahan ketiga  UUD  adalah  bahwa  me- 
reka  menghendaki  pemilihan  Presiden 
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dan  Wakil  Presiden  2004  dilaksanakan 
secara  langsung  oleh  rakyat.  Jadi  pada 
prinsipnya  BP-MPR  telah  sepakat  un- 
tuk  melakukan  pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  secara  langsung.  Cara  ini 
berarti  meninggalkan  cara  lama,  yaitu 
pemilihan  yang  dilakukan  oieh  MPR. 
Walaupun  demikian  tampaknya  PAH  I 
BP-MPR  masih  belum  menghendaki  le- 
nyapnya  keterlibatan  MPR  dalam  pemi- 
lihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  ter- 
sebut.  Hal  ini  tampak  dari  berbagai 
varian  yang  dilontarkan  berkenaan  de- 
ngan  tata  cara  pemilihan  itu  {Kompas, 
11  September  2001;  Suara  Karya,  15  Sep- 
tember 2001). 

Sistem  Perwakilan  Dua  Kamar 

Salah  satu  wacana  yang  juga  mun- 
cul  di  masyarakat  adalah  adanya  ke- 
inginan  mengubah  sistem  perwakilan 
menjadi  dua  kamar  (bicameral),  yakni 
MPR  terdiri  atas  anggota-anggota  DPR 
dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD). 
Kedua  lembaga  yang  terakhir  ini  rnemi- 
liki  fungsi  dan  kewenangan  yang  ber- 
beda.  Anggota  DPR  mewakili  jumlah 
tertentu  dari  rakyat,  sedang  DPD  lebih 
mewakili  kepentingan  daerah  secara  ke- 
seluruhan.  DPR  memiliki  kewenangan 
legislasi,  sedangkan  DPD  memiliki  kewe- 
nangan untuk  memberikan  persetujuan 
atau  menolak  suatu  RUU,  khususnya 
yang  berhubungan  dengan  kepentingan 
daerahnya.  Perwakilan  dengan  sistem  dua 
kamar  ini  umumnya  diterapkan  di  negara 
federal. 

Wacana  ini  rupanya  ditanggapi  se- 
cara positif  oleh  para  anggota  BP-MPR 
dengan  terlebih  dulu  melakukan  peru- 
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bahan  pada  ketentuan  mengenai  MPR. 
Rancangan  perubahan  itu  berbunyi  bah- 
wa  MPR  terdiri  dari  para  anggota  DPR 
dan  DPD  yang  dipllih  melalui  Pemilu 
dan  utusan  masyarakat  tertentu  yang  ti- 
dak  menggunakan  hak  pilihnya.  Keten- 
tuan-ketentuan  mengenai  DPR  diatur 
di  dalam  Bab  VII  rancangan  perubahan, 
sedangkan  ketentuan-ketentuan  menge- 
nai DPD  diatur  di  dalam  Bab  VII  A. 
Rancangan  perubahan  mengenai  DPR 
dibahas  oleh  SU-MPR  tahun  2000  dan 
dengan  penyempurnaan  tertentu  lalu  di- 
sepakati.  Sedangkan  rancangan  peru- 
bahan mengenai  DPD  dibahas  juga  oleh 
SU-MPR  tahun  2000,  tetapi  tidak  di- 
sepakati.  Kihi  ketika  misrnpersiapkan  ran- 
cangan perubahan  ketiga,  BP-MPR  kem- 
bali  menyepakati  penerapan  sistem  dua 
kamar. 

ASPIRASI  MEMBUAT  UUD  BARU 

Untuk  dapat  memahami  secara  pro- 
porsional  aspirasi  membuat  UUD  baru 
guna  menggantikan  UUD  1945,  kita 
perlu  menelaah  beberapa  masalah  beri- 
kut.  Pertama,  apa  sesungguhnya  yang 
menjadi  tujuan  reformasi  konstitusi.  Ke- 
dua, apa  saja  yang  menjadi  kelemah- 
an  mendasar  dari  UUD  1945  sehingga 
konstitusi  tersebut  perlu  diganti  dengan 
yang  baru.  Ketiga,  bagaimana  kerangka 
dasar  konstitusi  baru  yang  diinginkan  itu. 

Adapun  tujuan  reformasi  konstitusi  pa- 
da dasarnya  adalah: 

1.  Meletakkan  dasar  bagi  perwujudan  In- 
donesia baru  yang  lebih  demokratis, 
sehingga  peran  rakyat  menjadi  lebih 
besar  dan  lebih  dihargai  daripada  pe- 
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ran  negara  dalam  seluruh  aspek  ke- 
hidupan  bernegara,  berbangsa  dan  ber- 
masyarakat 

2.  Menata  kembali  pembagian  kekuasa- 
an  negara,  sehingga  terwujud  mekanis- 
me  checks  and  balances  yang  fungsio- 
nal.  Semua  lembaga  negara  terbentuk 
secara  demokratis  dan  dapat  nnelang- 
sungkan  proses  demokratisasi. 

3.  Meletakkan  dasar  bagi  terwujudnya 
supremasi  hukum,  sehingga  hukuni  se- 
cara jelas  dan  pasti  tidak  lagi  meng- 
abdi  kepada  kepentingan  kekuasaan, 
melainkan  senantiasa  lebih  responsif 
terhadap  perasaan  keadilan  dalam 
masyarakat 

4.  Mewujudkan  sebuah  Indonesia  baru 
ydhg  mengakui  dan  menjunjung  tinggi 
harkat  dan  martabat  manusia,  dengan 
meletakkan  dasar-dasar  bagi  penghor- 
matan,  perlindungan  dan  pemajuan 
HAM  secara  universal. 

5.  Meletakkan  dasar-dasar  bagi  perwu- 
judan  kemakmuran  yang  berkeadilan 
bagi  bangsa  Indonesia,  bertolak  dari 
persamaan  di  bidang  hukum,  politik, 
ekonomi  dan  sosial  budaya. 

Dengan  demikian,  perubahan  UUD  1945 
yang  dilakukan  MPR  seharusnya  mampu 
mewujudkan  tujuan  yang  diuraikan  itu. 

Sedangkan  kelemahan  pokok  UUD 
1945  dapat  diuraikan  sebagai  berikut: 
Pertama,  dari  segi  historis.  UUD  1945 
dibuat  dalam  keadaan  darurat  dan  ter- 
buru-buru,  hanya  untuk  mengesankan  bah- 


Untuk  sebagian  alasan  historis  ini  cliangkat 
dari  Hendardi  (2000). 


wa  Indonesia  sudah  merdeka  dan  mem- 
punyai  perangkat  kenegaraan,  salah  satu- 
nya  adalah  UUD  1945  itu.  Sifat  darurat 
ini  menjadi  jelas  ketika  militer  Belanda 
menyerbu  Rl,  yang  menjadi  kepala  pe- 
merintahan  adalah  seorang  perdana  men- 
teri.  Lalu  terbentuk  Republik  Indonesia 
Serikat  dengan  Konstitusi  RIS,  kemudian 
usai  penyeraHan  kedaulatan  Rl  diganti 
lagi  dengan  UUDS  1950.  Baik  Konsti- 
tusi RIS  maupun  UUDS  1950  masih 
bersifat  sementara,  sehingga  Konsti- 
tuante  hasil  pemilu  1955  menyiapkan 
dan  membahas  rancahgan  konstitusi 
untuk  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  le- 
bih legitimate.  Akan  tetapi  belum  lagi 
Konstituanie  menghasilkan  konstitusi  ba- 
ru, timbul  provokasi  yang  mengusulkan 
UUD  1945  diberlakukan  kembali.  Da- 
lam dua  kali  pemungutan  suara  di  Kon- 
stituante,  usul  kembali  ke  UUD  1945 
gagal  memenuhi  2/3  suara.  Dengan 
begitu  seharusnya  UUD  1950  tetap 
berlaku.  Akan  tetapi  atas  desakan  TNI- 
AD,  Presiden  Soekarno  lalu  menge- 
luarkan  Dekrit  kembali  ke  UUD  1945. 
Akibatnya  tamatlah  riwayat  UUDS  1950 
yang  jauh  lebih  baik  dan  lengkap  bagi 
warga  negara.  Pada  masa  Orde  Ba- 
ru, UUD  1945  bukan  saja  tidak  diprak- 
tekkan  sebagai  konstitusi,  tetapi  juga 
"dikeramatkan". 


Ulasan  yang  cukup  komprehensif  mengenai 
Sidang  Konstituanie  dan  hasil-hasilnya,  lihat  Na- 
sution  (1995). 
12 

Hal  ini  antara  lain  dikemukakan  oleh  penga- 
mat  politik  dan  pakar  hukum  dari  Washington 
University,  Daniel  S.  Lev  di  Jakarta  pada  tahun 
1999  {Media  Indonesia,  30  Agustus  1999). 

13 

Upaya  mengkeramatkan  UUD  1945  dapat 
disimak  dari  Tap  MPR  No.  IV/MPR/1983  tentang 
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Kedua,  secara  substansial  UUD  1945 
mengandung  kontradiksi  antara  kehen- 
dak  untuk  mengidealisasikan  Rl  seba- 
gai  negara  hukum,  tetapi  sekaligus  ju- 
ga  merekonstruksikannya  sebagai  ma- 
nifestasi  ide  kekeluargaan.  Akibatnya 
para  penguasa  negara  selama  ini  ti- 
dak  menjabarkan  makna  negara  hukum 
sebagai  suatu  kontrak  sosial  yang  lu- 
gas,  antara  penguasa  yang  mennerlu- 
kan  kekuasaan  dan  wewenang  untuk 
menegakkan  eksistensinya,  dan  rakyat 
yang  memerlukan  hak  dan  kebebasan 
untuk  menegakkan  hidupnya  sesuai  de- 
ngan  martabatnya  sebagai  manusiai.  Hu- 
bungan  antara  penguasa  dan  rakyat  di- 
rekonstruksikan  sebagai  hubungan  inte- 
gralistik,  dengan  warna-warna  paternal- 
isme  dan  patrimonialisme  yang  kental. 
Dalam  konteks  hubungan  itu  terjadi  sen- 
tralisasi  kekuasaan  di  tangan  eksekutif. 
Eksekutif  menjadi  sedemikian  dominan, 
sementara  legislatif  dan  yudikatif  seka- 
dar  "ornamen"  yang  harus  mengabdi  ke- 
pada  kepentingan  eksekutif.  Oleh  ka- 
rena  itu  pula  meski  memilih  prinsip  ke- 
daulatan  rakyat  (demokrasi),  namun  se- 
panjang  penerapannya  dalam  sejarah 
Indonesia  modern,  UUD  1945  tidak 
mampu  melahirkan  sistem  politik  dan 
pemerintahan  yang  demokratis. 

Berbagai  kelemahan  itu  kemudian 
disimpulkan  oleh  seorang  pehgamat  po- 
litik Ul,  Eef  Saefulloh  Fatah,  bahwa 
UUD  1945  mempunyai  problem  teks 


Referendum  dan  UU  No.  5  Tahun  1985  tentang 
Referendum.  LNRI  Tahun  1985  No.  29  dan  TLNRI 
No.  3288.  Kedua  peraturan  ini  telah  dicabut  de- 
ngan Tap  MPR  No.  VIII/MPR/1 988  dan  UU  No. 
6  Tahun  1999.  LNRI  Tahun  1999  No.  34  dan 
TLNRI  No.  3818. 


maupun  konteks.  Problem  teks  sangat 
jelas,  UUD  1945  tidak  memadai  untuk 
mendukung  demokrasi  yang  dibutuh- 
kan  oleh  rakyat  sekarang  ini.  Sedang- 
kan  problem  konteks,  selama  ini  UUD 
1945  menjadi  dasar  munculnya  peme- 
rintah  yang  otoritarian.  Sementara  itu 
pakar  hukum  tata  negara  dari  Ul,  Prof. 
Dr.  Harun  Alrasyid,  kembali  menegas- 
kan  bahwa  UUD  1945  adalah  UUD  se- 
mentara yang  dibuat  dalam  suasana 
tidak  tenteram,  tergesa-gesa  dan  tidak 
lengkap.  Kelemahan  ini  diproyeksikan 
dalam  pasal  3  UUD  1945  yang  menya- 
takan  tueas  utama  MPR  adalah  me- 

14 

netapkan  UUD.  Apabila  MPR  melak- 
sanakan  ketentuan  pasal  3  UUD  1945, 
hal  itu  berarti  "sekali  merengkuh  da- 
yung  dua  pulau  terlampaui".  Dalam  hal 
ini:  (1)  mengubah  status  UUD  dari  se- 
mentara menjadi  tetap;  (2)  menam- 
pung  segala  aspirasi  masyarakat  ttie- 
ngenai  perubahan  UUD  dan  menuang- 
kannya  ke  dalam  naskah  UUD  yang 
baru  (Alrasyid,  2000).  Hal  yang  terakhir 
ini  termasuk  kemungkinan  penggantian 
UUD  1945. 

Berdasarkan  kenyataan-kenyataan  yang 
diuraikan  di  atas,  tidak  heran  apabila 
banyak  kelompok  masyarakat  dan  para 
pakar  yang  menghendaki  bukan  per- 
ubahan melainkan  penggantian  UUD 
1945.  Kelompok  masyarakat  yang  di- 


Kedua  pengamat  ini  mengemukakan  penda- 
patnya  di  dalam  Seminar  Lemhanas,  "Mengkaji 
Penyempurnaan  UUD  1945  Menyongsong  Indo- 
nesia Baru",  tanggal  31  Agustus  di  Jakarta  (Kom- 
pas,  1  September  1999).  Sifat  kesementaraan 
dari  UUD  1945  disimpulkan  dari  pernyataan  Ir. 
Soekarno  ketika  memimpin  sidang  Panitia  Per- 
siapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  tanggal  18 
Agustus  1945.  Lihat  Yamin  (1971:  410). 
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kenal  paling  vokal  adalah  Koalisi  Or- 
nop  yang  menuntut  pembentukan  kon- 
stitusi  baru  melalui  Komisi  Konstitusi. 
Sedangkan  para  pakar,  di  antaranya  Prof. 
Dr.  Harun  Alrasyid,  pada  tanggal  13  Juli 
1999  di  Jakarta  menegaskan  bahwa  ti- 
dak  hanya  amandemen  -  mengubah 
substansi  pasal  per  pasal,  tetapi  UUD 
1945  harus  diganti  dengan  yang  baru 
{Republika,  14  Juli  1999).  Demikian  juga 
ahli  hukum  UGM,  Prof.  Dr.  Muchsan, 
pada  tanggal  27  Agustus  di  Yogyakarta 
menyatakan  bahwa  UUD  1945  tidak 
hanya  layak  diamandemen,  lebih  dari 
itu  sudah  waktunya  diganti,  khususnya 
bagian  batang  tubuhnya.  Masalahnya 
perubahan  itu  menyangkut  sistem,  jadi 
bukan  perubahan  pasal  demi  pasal  yang 
bersifat  tambal  sulam.  Memang  ada 
pasal-pasal  yang  masih  bisa  digunakan, 
tetapi  yang  penting  adalah  kerangka 
sistemnya.  Pembukaan  saja  yang  tidak 
perlu  diganti,  karena  menyangkut  dasar 
negara,  pandangan  hidup  dan  lain  se- 
bagainya  {Kompas,  30  Agustus  1999). 

Adapun  kerangka  sistem  yang  di- 
maksudkan  itu  terdiri  dari  tiga  unsur 
yang  mutlak  diperlukan  untuk  memenuhi 
penggantian  UUD  1945.  Unsur  pertama, 
asas  demokrasi  atau  kedaulatan  rak- 
yat.  Asas  ini  menjadi  rancu  ketika  diha- 
dapkan  pada  kenyataan  adanya  wakil- 
wakil  rakyat  di  dua  lembaga  perwakil- 
an:  DPR  dan  MPR.  Sistem  semacam  ini 
hanya  dianut  oleh  negara  federal  se- 
perti  AS,  di  sana  ada  Senat  dan  Kong- 
res.  Untuk  Indonesia  seharusnya  cukup 


Koalisi  ini  terdiri  dari  sekitar  23  LSM  dan 
organisasi  massa  di  Jakarta.  Mengenai  alasan- 
alasannya,  lihat  kertas  kerja  Koalisi  Ornop  (2001). 


satu  saja  lembaga  perwakilan  rakyat 
yang  semuanya  dipilih  oleh  rakyat  dan 
yang  menang  dalam  pemilu  otomatis 
menjadi  Presiden.  Unsur  kedua,  biasanya 
disebut  sistem  atributif.  Sistem  ini  me- 
nyangkut kewenangan  untuk  menegas- 
kan mengenai  Trias  Politica  yang  me- 
nuju  kepada  distribution  of  power.  Ada 
pemisahan  kekuasaan  antara  ketiga  lem- 
baga itu,  tetapi  ada  hak  untuk  saling 
melakukan  checks  and  balances.  Ketiga, 
perumusan  mengenai  HAM  yang  bersi- 
fat menyeluruh,  langsung  diterapkan  dan 
tidak  bersifat  multi-interpretasi  {Kompas, 
30  Agustus  1999). 

Seiama  reformasi  konstitusi  tetap  ber^ 
pijak  pada  tataran  perubahan  pasal 
demi  pasal  tanpa  landasan  paradigma 
yang  jelas,  seiama  itu  pula  aspirasi  peng- 
gantian UUD  1945  akan  terus  meng- 
gelinding  bak  bola  salju.  Apalagi  kalau 
perubahan  UUD  itu  ternyata  bersifat 
tambal  sulam  sehingga  membawa  ma- 
syarakat,  bangsa  dan  negara  masuk  ke 
dalam  kekacauan  politik  dan  kerancuan 
ketatanegaraan.  Hal  ini  dapat  kita  saksi- 
kan  berupa  "kemacetan  konstitusional" 
luar  biasa  yang  tercermin  dalam  perse- 
teruan  antara  eksekutif  dan  legislatif 
belum  lama  ini.  Perseteruan  itu  sudah  ber- 
sifat antagonistis  yang  tidak  menyum- 
bang  kepada  proses  peningkatan  kuali- 
tas  demokrasi,  karena  masing-masing  pi- 
hak  berpijak  pada  landasan  yang  ber- 
beda.  Di  satu  pihak  Presiden  berpijak 
pada  demokrasi  konstitusional,  bahwa 
proses  politik  harus  berlangsung  menu- 
rut  kerangka  hukum  yang  tertinggi,  yaitu 
konstitusi.  Sedangkan  di  lain  pihak  MPR/ 
DPR  bersikukuh  pada  demokrasi  ma- 
yoritas  yang  menganggap  bahwa  mayori- 
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tas  dalam  legislatif  mencerminkan  ke- 
daulatan  rakyat,  dan  karena  itu  sah  dan 
ada  di  atas  segalanya  dalam  menen- 
tukan  proses  politik  nasional. 

PENUTUP 

Dari  proses  reformasi  konstitusi  yang 
berlangsung,  tampak  bahwa  dinamika 
dan  aspirasi  masyarakat  yang  berkem- 
bang  tidak  hanya  meliputi  perubahan 
pasal-pasal  UUD  1945  dalam  arti  aman- 
demen,  tetapi  juga  penggantian  UUD 
1945  dengan  sebuah  UUD  baru.  Wa- 
laupun  penggatian  itu  bukan  berarti 
se^mua  pasal  UUD  harus  sama  seka.li 
baru,  melainkan  penerapan  sistem  UUD 
yang  lebih  sesuai  kebutuhan  untuk  me- 
wujudkan  suatu  .Indonesia  Baru.  Semen- 
tara  problem  perubahan  UUD  1945  ter- 
nyata  meliputi,  baik  hal-hal  yang  masih 
berada  dalam  kerangka  UUD  1945  mau- 
pun  hal-hal  yang  berada  di  luar  kerang- 
ka UUD  tersebut.  Beberapa  perubah- 
an dari  hal  yang  terakhir  ini  bahkan 
memiliki  paradigma  parlementer  yang 
berbeda  dari  paradigma  UUD  1945. 
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian 
problem  perubahan  UUD  1945  secara 
tidak  langsung  sudah  mengarah  kepa- 
da  penggantian  UUD  1945,  walaupun 
proses  penggantian  itu  tidak  dilaku- 
kan  secara  menyeluruh.  Dengan  demi- 
kian  dalam  proses  reformasi  konstitusi 
ini,  sesungguhnya  yang  lebih  dominan 


Lihat  pandangan  dan  pernyataan  Forum 
Demokrasi  mengenai  situasi  sosial  politik  akhir- 
akhir  ini  {Kompas,  12  dan  15  Januari  2001).  Lihat 
juga  tanggapan  pakar  hukum  lata  negara,  Dr. 
Jimly  Ashidiqie  SH  {Kompas,  15  Januari  2001)  dan 
Prof.  Dr.  Achmad  Ali  {Kompas,  17  Januari  2001). 


adalah  dinamika  dan  aspirasi  masya- 
rakat yang  menghendaki  penggantian 
UUD  1945  daripada  sekadar  melaku- 
kan  perubahan  pasal  demi  pasal. 

Kalau  memang  pergantian  UUD  1945 
adalah  pilihan  rasional  yang  harus  di- 
lakukan,  maka  acuannya  tidak  lagi  ke- 
pada  pasal  37  melainkan  pasal  3  UUD 
1945.  Berdasarkan  acuan  ini  dapat  di- 
jabarkan  mekanisme  pelaksanaannya  me- 
lalui  Ketetapan  MPR.  Dalam  hal  ini 
patut  dicatat  bahwa  proses  penggan- 
tian UUD  tidak  dapat  dipercayakan  se- 
mata-mata  kepada  BP-MPR  atau  MPR 
secara  keseluruhan,  melainkan  harus  de- 
ngan melibatkan  seluruh  lapisan  ma- 
syarakat. Sebab  per  definisi  konstitusi 
adalah  pernyataan  kesepakatan  bersama 
seluruh  rakyat  dalam  suatu  negara.  De- 
ngan demikian  pergantian  UUD  1945 
merupakan  peluang  yang  harus  diguna- 
kan  rakyat  Indonesia  sebaik-baiknya  un-' 
tuk  bukan  saja  menyempurnakan  te- 
tapi bahkan  juga  merumuskan  kembali 
konstitusi nya.  Konstitusi  yang  berlaku  se- 
karang  dibuat  oleh  segelintir  orang  yang 
tergabung  dalam  BPUPKI/PPKI  pada 
tahun  1945  dan  dalam  suasana  yang 
terburu-buru.  Konstitusi  tersebut  tidak 
pernah  mendapat  legitimasi  dari  selu- 
ruh rakyat.  Aneh  tetapi  nyata,  sebuah 
konstitusi  yang  diperuntukkan  bagi  rak- 


BPUPKI  adalah  singkatan  dari  Badan  Penyeli- 
dik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indone- 
sia yang  mengadakan  sidang  besar  pertama  dari 
tanggal  29  Mei  -1  Junt  1945  dan  sidang  besar  ke- 
dua  dari  tanggal  10  -  17  Juli  1945.  Badan  ini  lalu 
dibubarkan  dan  diganti  dengan  PPKI  (Panitia  Per- 
siapan Kemerdekaan  Indonesia)  yang  menyeleng- 
garakan  sidang  pengesahan  UUD  pada  tanggal 
18  Agustus  1945.  Uraian  mengenai  hal  ini  lihat 
Yamin(1971). 
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yat,  namun  tidak  pernah  dimintakan  pen- 
dapat  dari  rakyat  tentang  itu. 

Pembuatan  konstitusi  baru  memerlu- 
kan  pengkajian  yang  menyeluruh  dan 
saksama,  harus  lepas  dari  kepentingan 
politik  sesaat  dan  mengacu  kepada  ke- 
pentingan bangsa  secara  keseluruhan. 
Untuk  itu  MPR  perlu  membentuk  Komisi 
Negara  (atau  apapun  namanya)  yang 
bertugas  mempersiapkan  rancangan  kon- 
stitusi baru  yang  utuh,  bukan  konstitusi 
sebagai  hasil  tambal  sulam.  Keanggo- 
taan  Komisi  ini  hendaknya  terdiri  dari 
para  pakar  dari  berbagai  disiplin  ilmu 
yang  mempunyai  relevansi  dengan  kon- 
stitusi, perwakilan  dari  tiap  daerah  di 
Indonesia,  bersikap  independen  dan  me- 
miliki  integritas  pribadi.  Dalam  proses 
persiapan  rancangan  konstitusi  baru  itu, 
hendaknya  Komisi  menggalang  partisi- 
pasi  aktif  masyarakat  hingga  ke  daerah- 
daerah  dan  secara  bertahap  menggu- 
lirkan  kembali  hasil  perumusannya  un- 
tuk memperoleh  umpan  balik  dari  se- 
luruh  lapisan  masyarakat.  Hasil  pengo- 
lahan  umpan  balik  itu  kemudian  dita- 
warkan  lagi  kepada  masyarakat,  sebe- 
lum  disampaikan  kepada  MPR  untuk 
dibahas  dan  kemudian  disahkan  dalam 


SU-MPR.  Tentu  saja  MPR  sesuai  de- 
ngan kewenangan  konstitusional  yang 
dimilikinya  dapat  melakukan  perubah- 
an  terhadap  hasil  kerja  Komisi  ini.  Wa- 
laupun  demikian  perubahan  ini  dapat 
dikontrol  secara  ketat  oleh  masyarakat 
melalui  pertanggungjawaban  publik  para 
anggota  MPR. 
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DOKUMEN 


KTT  APEC  dan  KTT  ASEAN 
Pasca  Tragedi  WTC 

Faustinas  Andrea 


PERTEMUAN  Puncak  Forum  Kerja 
Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC) 
di  Shanghai,  Cina,  21  Oktober  2001 
menghasiikan  kesepakatan  untuk  bekerja 
sama  memerangi  terorisme  yang  melanda 
Amerika  Serikat  akhir-akhir  ini.  Upaya  un- 
tuk memerangi  terorisme  ini  sejak  semula 
menjadi  tema  utama  pertemuan  di  Shang- 
hai, yaitu  sejak  SOM  APEC  dan  KTM 
APEC.  Sementara  itu  liberalisasi  perda- 
gangan  dan  investasi  yang  selalu  menja- 
di tema  pertemuan-pertemuan  APEC 
sebelumnya,  mendapat  porsi  lebih  kecil. 
Hal  ini  karena  masalah  terorisme  di  Ame- 
rika Serikat  lebih  mendesak  untuk  dibahas 
mengingat  pengaruhnya  terhadap  ekono- 
mi secara  global.  Para  pemimpin  APEC 
menganggap  bahwa  tindakan  bersama  da- 
lam  memerangi  terorisme  sangat  diperlu- 
kan  guna  menciptakan  perdamaian,  ke- 
sejahteraan  dan  keamanan  suatu  bangsa. 
Tindakan  bersama  tersebut  dituangkan 
dalam  suatu  deklarasi  terpisah  dari  dekla- 
rasi  ekonomi  dengan  judul  APEC  Economic 
Leader  on  Counter  Terorism. 

Dalam  deklarasi  ekonomi  antara  lain 
disebutkan  bahwa  APEC  akan  tetap  mem- 
pertahankan  kepercayaan  umum  untuk 
memerangi  proteksionisme  guna  mencip- 
takan pemulihan  ekonomi  secara  global, 
regional  dan  nasional  masing-masing  nega- 
ra  anggotanya.  Ini  dilakukan  dengan  meng- 


upayakan  bantuan  berupa  pemberian  ber- 
bagai  fasilitas  dan  kesempatan  serta  ke- 
mudahan  dalam  mengatasi  kemerosotan 
ekonomi  bagi  masing-masing  negara  ang- 
gotanya. Selain  itu,  para  pemimpin  APEC 
bertekad  mendorong  pertumbuhan  eko- 
nomi negara  anggota  APEC  secara  ber- 
kelanjutan  dengan  mempertajam  visi  APEC 
guna  mengatasi  melemahnya  ekonomi 
global,  yakni  dengan  melakukan  aksi-aksi 
kolektif  secara  kongkret  untuk  membang- 
kitkan  kembali  situasi  perekonomian  du- 
nia  agar  terhindar  dari  keterpurukan  yang 
semakin  parah. 

KTT  ASEAN  ke-7  yang  berlangsung  di 
Brunei  Darussalam  awal  November  2001 
yang  dilanjutkan  dengan  KTT  ASEAN  +  3 
antara  lain  membahas  masalah  terorisme 
di  Amerika  Serikat  dan  usulan  ke  arah 
pembentukan  Masyarakat  Ekonomi  Asia 
Timur.  Dalam  deklarasinya,  para  pemimpin 
ASEAN  mengecam  keras  tindakan  teror- 
isme di  Amerika  Serikat  dan  mengang- 
gap tindakan  itu  sebagai  sebuah  "se- 
rangan  terhadap  kita  semua"  yang  mem- 
punyai  implikasi  terhadap  perdamaian,  sta- 
bilitas  internasional  dan  regional  serta 
perkembangan  ekonomi  dunia. 

Sementara  itu,  usulan  pembentukan  Ma- 
syarakat Ekonomi  Asia  Timur  dalam  KTT 
ASEAN  +  3  belum  disetujui  oleh  para  pe- 
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mimpin  ASEAN  karena  beberapa  alasan: 
Pertama,  setiap  negara  mitra  dialog  ASEAN 
yaitu  Cina,  Korea  Selatan  dan  Jepang 
mempunyai  usulan  yang  berbeda-beda. 
Kedua,  Cina,  Korea  Selatan  dan  Jepang  nne- 
rupakan  negara-negara  yang  ekonominya 
lebih  kuat  dibandingkan  dengan  ASEAN 
sehingga  sangat  mungkin  terjadi  friksi  di 
antara  ketiganya  jika  melakukan  ekspan- 
si  investasi  di  ASEAN.  Ketiga,  adanya  ke- 
senjangan  ekonomi  di  antara  anggota 
ASEAN  dapat  menjadi  kendala  bagi  inte- 
grasi  ekonomi  secara  regional,  terutama 
dengan  ke-4  negara  baru  ASEAN,  yaitu 
Vietnam,  Laos,  Kamboja  dan  Myanmar. 

Ringkasan  peristiwa  edisi  ini  akan  me- 
nyajikan  berita  tentang  Pertemuan  Puncak 
Para  Pemimpin  APEC  ke-9,  Pertemuan  Pun- 
cak Para  Pemimpin  ASEAN  ke-7,  -dan  Perte- 
muan Puncak  ASEAN-h3. 

I.  KTT  APEC  KE-9 

Pertemuan  Informal  Para  Pemimpin  Eko- 
nomi APEC  {Asia  Pacific  Leaders  Meeting- 
AELM)  atau  KTT  APEC  ke-9,  berlangsung 
di  Shanghai  Cina  tanggal  21  Oktober  2001 
dan  dihadiri  oleh  Presiden  Cina  Jiang 
Zemin,  Presiden  Amerika  Serikat  George 
W.  Bush,  Presiden  Rusia  Vladimir  Putin, 
PM  Australia  John  Howard,  PM  Selandia 
Baru  Helen  Clark,  Presiden  Kanada  Jean 
Chretien,  Presiden  Cile  Ricardo  Lagos  Es- 
cobar, Kepala  Eksekutif  Hongkong  Tung 
Chee-hwa,  Presiden  Rl  Megawati  Soe- 
karnoputri,  PM  Jepang  Junichiro  Koizumi, 
Presiden  Korea  Selatan  Kim  Dae-jung, 
PM  Malaysia  Mahathir  Mohamad,  Sultan 
Brunei  Darussalam  Hassanal  Bolkiah,  Pre- 
siden Meksiko  Vicente  Fox,  PM  Niugini 
Mekere  Morauta,  Presiden  Peru  Alejandro 
Toledo,  Presiden  Filipina  Gloria  Macapagal 
Arroyo,  PM  Singapura  Goh  Chok  Tong, 
PM  Thailand  Thaksin  Shinawatra,  dan 
PM  Vietnam  Phan  Van  Khai.  Sementara  itu, 
Taiwan  tidak  mengirimkan  perwakilannya. 

KTT  APEC  yang  didahului  dengan  per- 
temuan  tingkat   pejabat  tinggi  {Senior 


Official  Meeting-SOM)  dan  pertemuan 
tingkat  menteri  luar  negeri  {APEC  Annual 
Ministerial  Meeting-AMM)  mengeluarkan 
dua  deklarasi  secara  terpisah  yang  ditan- 
datangani  oleh  para  pemimpin  APEC.  De- 
klarasi dengan  judul  Meeting  New  Chal- 
lenges in  the  New  Century  antara  lain  me- 
nyatakan  sebagai  berikut  {Media  Indonesia, 
22-10-2001): 

1 .  Mendorong  pertumbuhan  ekonomi  APEC 
secara  berkelanjutan,  baik  dalam  jang- 
ka  menengah  maupun  jangka  panjang. 

2.  Melakukan  kebijakan  untuk  meningkat- 
kan  pertumbuhan  ekonomj  dan  me- 
ningkatkan  kebijakan  kerja  sama  di  bi- 
dang  ekonomi  makro. 

3. -  Mempercepat  usaha  domestik  untuk 

membangun  kapasitas  dan  perbaikan 
struktural  secara  mendalam  di  bidang 
jaring  pengaman  sosial  dengan  memba- 
ngun upaya  untuk  memperkuat  eko- 
nomi dan  infrastruktur  hukum,  corporate 
governance  dan  supervisi  capital  market. 

4.  APEC  akan  tetap  mempertahankan  ke- 
percayaan  umum  untuk  memerangi  pro- 
teksionisme  dan  melaksanakan  putaran 
baru  WTO  di  Doha,  Qatar,  November 
2001. 

5.  Mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi 
secara  berkelanjutan,  berbagai  bentuk 
keuntungan  yang  ditimbulkan  oleh  glo- 
balisasi  dan  ekonomi  baru  serta  memaju- 
kan  fasilitas,  perdagangan,  dan  investasi. 

6.  Mempertajam  visi  APEC  di  masa  yang 
akan  datang  dengan  merhbangun  kerja  ' 
sama  ekonomi  regional  yang  lebih  kuat. 

7.  Sepakat  untuk  mewujudkan  isi  Deklarasi 
Bogor  1994  yang  menyebutkan  bahwa 
implementasi  pasar  bebas  bagi  anggo- 
ta APEC  yang  masuk  kategori  negara 
industri  maju  dimulai  pada  2010,  se- 
dangkan  kelompok  negara  sedang  ber- 
kembang  pada  2020  dan  mengatasi  ke- 
lesuan  ekonomi  global. 
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Sementara  itu,  deklarasi  yang  berjudul 
APEC  Economic  Leader  on  Counter  Teror- 
ism  menyatakan  bahwa  segala  bentuk  aksi 
terorisme  yang  ditujukan  kepada  siapa- 
pun  dan  dalam  bentuk  apapun  merupa- 
kan  ancaman  bagi  perdamaian,  kesejahte- 
raan  dan  keamanan  suatu  bangsa.  Teroris- 
me juga  merupakan  ancaman  langsung 
terhadap  visi  APEC  yang  bebas  dan  ter- 
buka  serta  nilai-nilai  fundamental  yang  di- 
miliki  anggotanya.  Berkaitan  dengan  aksi 
memerangi  terorisme,  mereka  menyata- 
kan untuk  menghindari  segala  bentuk  aksi 
teror  di  masa  yang  akan  datang  sesuai  de- 
ngan Piagam  PBB  dan  hukum  internasional 
serta  bertekad  mewujudkan  Resolusi  De- 
wan  Keamanan  PBB  Nomor  1373. 

Tujuan  resolusi  itu  adalah  untuk  meng- 
hadapi  aksi  terorisme  global  yang  mengi- 
kat  189  negara  anggota  PBB  dan  mewa- 
jibkan  negara  anggotanya  untuk  mencari, 
menghukum,  atau  mengekstradisi  teroris 
yang  ditemukan  di  wilayahnya.  Para  pe- 
mimpin  APEC  mengundang  negara-negara 
untuk  tukar-menukar  informasi  mengenai 
jaringan  teroris  dan  membekukan  aset 
maupun  membendung  arus  dana  para  te- 
roris. Di  samping  itu  para  pemimpin  APEC 
sepakat  untuk  meningkatkan  keamanan 
angkutan  udara  dan  laut  sesuai  dengan 
persyaratan  internasional  [Media  Indonesia, 
22-10-2001). 

Presiden  Amerika  Serikat  George  W. 
Bush  meminta  kepada  para  pemimpin 
APEC  untuk  menandatangani  deklarasi  anti- 
terorisme  dengan  tujuan  guna  meningkat- 
kan keamanan  penerbangan  dan  pela- 
buhan  serta  memotong  arus  dana  bagi  te- 
rorisme, namun  permintaan  tersebut  di- 
tolak  oleh  para  pemimpin  APEC.  Deklarasi 
bersama  untuk  memerangi  terorisme  akhir- 
nya  disetujui  untuk  dicantumkan  secara 
terpisah.  Demikian  juga  keputusan  Ameri- 
ka Serikat  untuk  melawan  terorisme  yang 
dibarengi  dengan  serangan  ke  Afghanistan 
tidak  mendapat  dukungan  sepenuhnya 
dari  para  pemimpin  APEC.  Sebaliknya  jus- 
tru  George  W.  Bush  mendapat  tentangan 


dari  banyak  pihak,  termasuk  beberapa 
pemimpin  APEC  atas  serangan  Amerika 
Serikat  ke  Afghanistan.  Malaysia  dan  Indo- 
nesia, misalnya,  menyampaikan  protes  ter- 
hadap Amerika  Serikat  tentang  banyak- 
nya  korban  di  pihak  sipil.  Demikian  juga 
Presiden  Cina  Jiang  Zemin  dan  Presiden 
Rusia  Vladimir  Putin  yang  meminta  ke- 
pada Presiden  George  W.  Bush  untuk  se- 
gera  mengakhiri  serangan  militer  di  Afgha- 
nistan dan  membentuk  pemerintahan  koa- 
lisi  di  Afghanistan  {Kompas,  23-10-2001). 

Serangan  teroris  terhadap  gedung  WTC 
dan  Pentagon  di  Amerika  Serikat  tanggal 
11  September  2001  lalu  mempunyai  pe- 
ngaruh  terhadap  kondisi  ekonomi  suatu 
negara  dan  berakibat  pada  kelambanan 
ekonomi  dunia.  Tidak  terkecuali  dinamika 
kerja  sama  di  negara-negara  APEC  terke"- 
na  imbasnya.  Indonesia,  misalnya,  sekali- 
pun  tanpa  adanya  serangan  teroris  di 
Amerika  Serikat  itu,  nilai  ekspornya  diper- 
kirakan  telah  menurun  sekitar  20-40  persen 
sebagai  akibat  dari  pertumbuhan  ekono- 
mi dunia  yang  melamban.  Apalagi  jika  di- 
kaitkan  dengan  pasca  serangan  itu.  Bank 
Dunia  meramalkan  bahwa  pemulihan  eko- 
nomi di  Asia  akan  mengalami  kemundur- 
an  6-9  bulan  dari  yang  diperkirakan  sebe- 
lumnya  sebagai  akibat  dari  melemah- 
nya  perekonomian  dunia  sehingga  pemu- 
lihannya  paling  cepat  kuartal  ketiga  ta- 
hun 2002. 

Indonesia  seharusnya  memanfaatkan 
momentum  pertemuan  APEC  untuk  mene- 
liti  berbagai  hambatan  pemulihan  ekono- 
mi domestiknya  yang  kini  tengah  mema- 
suki  krisis  ekonomi  tahap  kedua.  Kemam- 
puan  Indonesia  untuk  menyesuaikan  diri 
deriigan  perkembangan  baru  akan  menen- 
tukan  keberhasilannya  dala'm  pencapaian 
pembangunan.  Untuk  itu  program  perbaik- 
an  ekonomi  hendaknya  diprioritaskan  pada 
usaha  kecil  dan  menengah,  sektor  indus- 
tri  kecil  dan  agrobisnis  serta  sektor  riil 
agar  keterpurukan  ekonomi  tidak  sema- 
kin  parah.  Di  samping  itu,  peluang  untuk 
melakukan  efisiensi  di  bidang  ekonomi 
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dan  memanfaatkan  daya  saing  sebagai 
kekuatan  dagang  akan  memberi  manfaat 
yang  lebih  besar  bagi  Indonesia  apabila 
pemanfaatan  peluang  tersebut  dimanfaat- 
kan  dengan  sungguh-sungguh  dengan  mem- 
pertahankan  kebijakan  ekonomi  makro 
yang  tepat. 

Pertemuan  ABAC  dengan  Pemimpin 
APEC 

Dalam  pertemuan  dengan  pemimpin 
APEC  tanggal  21  Oktober  2001,  ABAC 
(APEC  Business  Advisory  Council),  yang  di- 
pimpin  oleh  Qin  Xiao,  disebutkan  bahwa 
[Media  Indonesia,  22-10-2001): 

1.  Para  pemimpin  APEC  berjanji  akan 
mengambil  langkah  tepat  agar  g^lobali- 
sasi  bermanfaat  bagi  seluruh  anggota 
APEC. 

2.  Para  pemimpin  APEC  mendukung  pe- 
laksanaan  putaran  baru  negosiasi  per- 
temuan tingkat  menteri  WTO  di  Qatar, 
pada  bulan  November  2001. 

3.  Keprihatinan  seluruh  anggota  ABAC 
berkaitan  dengan  melemahnya  ekono- 
mi global  dan  instabilitas  keuangan, 
khususnya  setelah  serangan  teroris  di 
Amerika  Serik^t  tanggal  11  September 
2001. 

4.  Para  pemimpin  APEC  bertekad  akan 
memerangi  terorisme  dan  mengambil 
langkah  untuk  mengembalikan  keper- 
cayaan  pasar  dunia. 


II.  KTT  ASEAN  KE-7 

Pertemuan  Puncak  Para  Kepala  Ne- 
gara  ASEAN  atau  KTT  ke-7  yang  berlang- 
sung  di  Brunei  Darussalam  tanggal  5-6 
November  2001  dihadiri  oleh  Presiden  Rl 
Megawati  Soekarnoputri,  Sultan  Brunei  Da- 
russalam Hassanal  Bolkiah,  PM  Thailand 
Thaksin  Shinawatra,  PM  Malaysia  Ma- 
hathir Mohamad,  PM  Singapura  Goh  Chok 


Tong,  Presiden  Filipina  Gloria  Macapagal 
Arroyo,  PM  Vietnam  Phan  Van  Khai,  PM 
Laos  Bounhang  Vorachith,  PM  Kamboja 
Hun  Sen  dan  Ketua  Dewan  Pembangunan 
dan  Perdamaian  Negara  Myanmar  Than 
Shwe.  Pertemuan  ini  dimaksudkan  untuk 
membahas  upaya-upaya  regional  guna 
mengatasi  resesi  global,  memerangi  teror- 
isme, proses  kemajuan  kerja  sama  eko- 
nomi intra-ASEAN  dan  peningkatan  inte- 
grasi  kawasan. 

KTT  yang  didahului  dengan  Pertemu- 
an Pejabat  Tinggi  {Senior  Official  Meeting/ 
SOM),  Pertemuan  Para  Menteri  Ekonomi 
ASEAN  {ASEAN  Economic  Ministerial  Meet- 
/ng/AEMM)  dan  Pertemuan  Para  Menteri 
Luar  Negeri  ASEAN  (ASEAN  Foreign  Affairs), 
mempunyai  nilai  strategis  jika  dikaitkan 
dengan  dampak  simultan  pasca  serangan 
terorisme  di  Amerika  Serikat  tanggal  11 
September  2001  lalu  dan  tantangan  dari 
melemahnya  perekonomian  global  akhir- 
akhir  ini.  Oleh  karena  itu,  dalam  ASEAN 
Declaration  on  Joint  Action  to  Counter 
Terrorism,  para  pemimpin  ASEAN  meman- 
dang  bahwa  terorisme  dalam  segala  ben- 
tuknya  merupakan  ancaman  terhadap  per- 
damaian dan  keamanan  internasional. 

Deklarasi  KTT  ASEAN  antara  lain  berisi: 

1.  Mengecam  serangan  teroris  ke  New 
York,  Washington  DC,  dan  Pennsylva- 
nia pada  tanggal  11  September  2001. 

2.  Menyatakan  keprihatinannya  atas  dam- 
pak  yang  ditimbulkan  oleh  teroris  ter- 
hadap perdamaian  dan  stabilitas  inter- 
nasional dan  regional  serta  pengaruh 
terhadap  perkembangan  ekonomi. 

3.  Pentingnya  memperkuat  kerja  sama 
regional  dan  internasional  dalam  meng- 
hadapi  tantangan  mendatang. 

4.  Aksi-aksi  terorisme  dalam  segala  ben- 
tuk  dan  manifestasinya,  yang  dilakukan 
di  manapun,  kapanpun,  dan  oleh  siapa- 
pun,  sebagai  sebuah  ancaman  menda- 
lam  bagi  perdamaian  dan  keamanan 
nasional. 
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5.  ASEAN  perlu  mengambil  langkah  ter- 
padu  guna  melindungi  dan  memperta- 
hankan  seluruh  bangsa  untuk  perdamai- 
an  dan  keamanan  dunia. 

6.  Para  pemimpin  ASEAN  menyampaikan 
rasa  simpati  kepada  mereka  yang  men- 
jadi  korban  serangan  teroris  tanggal  11 
September  2001  di  Amerika  Serikat, 
pemerintah  Amerika  Serikat  serta  ke- 
luarga-keluarga  korban  dari  berbagai 
bangsa  di  seluruh  dunia. 

7.  Para  pemimpin  ASEAN  menolak  jika 
tindakan  teroris  itu  dihubungkan  de- 
ngan  agama  atau  bangsa  manapun. 

8.  Menegaskan  tekad  untuk  melaksana- 
kan  kebijakan  dan  strategi  yang  efektif 
yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  ke- 
sejahteraan  rakyat  sebagai  bagian  dari 
perang  melawan  terorisme  {Kompas, 
6-11-2001  ). 

9.  ASEAN  perlu  memacu  ekonomi  domes- 
tiknya  akibat  menurunnya  tingkat  per- 
mintaan  dan  ketidakpastian  ekonomi 
dunia  akhir-akhir  ini. 

10.  ASEAN  sepakat  untuk  meningkatkan 
kerja  sama  ekonomi  berkaitan  dengan 
kesepakatan  bersama  tentang  perda- 
gangan  bebas  dan  investasi. 

1 1 .  ASEAN  sepakat  untuk  mempercepat  ne- 
gosiasi  mengenai  liberalisasi  perdagang- 
an  di  bidang  pelayanan  jasa,  pengang- 
kutan  dan  pariwisata. 

12.  ASEAN  sepakat  untuk  melibatkan  pihak 
swasta  dalam  setiap  pertemuan  tingkat 
tinggi  dengan  para  kepala  pemerintah- 
an  ASEAN. 

13.  ASEAN  sepakat  untuk  mengembangkan 
sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  dan 
teknologi  informasi  guna  mengatasi  ke- 
senjangan  di  antara  anggota  ASEAN. 

14.  ASEAN  sepakat  untuk  membangun  wi- 
layah-wilayah  pertumbuhan  yang  ber- 
pusat  di  Brunei  Darussalam,  Indonesia, 
Malaysia,  Filipina,  dan  Sungai  Mekong 
(Suara  Pembaruan,  6-11-2001). 


Pertemuan  ASEAN +  3 

Pertemuan  Para  Pemimpin  ASEAN  de- 
ngan PM  Cina  Zhu  Rongji,  PM  Jepang 
Junichiro  Koizumi  dan  Presiden  Korea  Se- 
latan  Kim  Dae-jung,  atau  disebut  sebagai 
pertemuan  ASEAN  +  3,  merupakan  perte- 
muan rutin  yang  dilakukan  sejak  tahun 
1997  dan  berlangsung  setelah  pertemuan 
puncak  ASEAN.  Dalam  pertemuan  di  Bru- 
nei Darussalam  6  November  2001  lalu, 
pembahasan  kerja  sama  ekonomi  ke  arah 
Asia  Timur  semakin  menjadi  perhatian  pen- 
ting  oleh  para    pemimpin  Asia  itu. 

Pertemuan  tersebut  antara  lain  sepakat 
untuk  membangun  kawasan  perdagangan 
bebas  ASEAN-Cina  dalam  10  tahun  men- 
datang  dan  selanjutnya  akan  dikembang- 
kan  dengan  masuknya  Korea -Selatan  mau — 
pun  Jepang.  Dengan  memiliki  dua  milyar 
konsumen  dan  produk  domestik  bruto 
(PDB)  sebesar  US$2  triliun,  kawasan  ini 
merupakan  kawasan  terbesar  ketiga  sete- 
lah kawasan  perdagangan  bebas  Amerika 
Utara  dan  Uni  Eropa.  Rencana  Perdagang- 
an Bebas  yang  mempunyai  volume  per-  • 
dagangan  sekitar  US$2  triliun  akan  mem- 
punyai arti  penting  bagi  integrasi  antara 
Cina-ASEAN.  Di  samping  itu,  karena  ASEAN 
merupakan  negara  mitra  dagang  terbesar 
kelima  bagi  Cina  setelah  Jepang,  Ame- 
rika Serikat,  Uni  Eropa  dan  Hongkong.  Ga- 
gasan  pembentukan  kawasan  perdagang- 
an bebas  ini  diikuti  pula  dengan  rencana 
pembuatan  jalur  kereta  api  yang  menghu- 
bungkan  Singapura  dan  Kumming  (Cina) 
dengan  rel  kereta  api  sepanjang  5.500  km 
dan  nilai  proyek  sebesar  US$2  milyar 
sampai  US$5  milyar  dan  akan  melewati 
Malaysia,  Thailand,  Kamboja,  Vietnam,  Laos 
dan  Myanmar  (Business  News,  9-11-2001). 

Sultan  Brunei  Darussalam  Hassanal  Bol- 
kiah  sebagai  ketua  pertemuan  mengata- 
kan  bahwa  dengan  melemahnya  ekono- 
mi dunia  akhir-akhir  ini  maka  negara-ne- 
gara  ASEAN  tidak  bisa  mengandalkan  pa- 
sar  tradisionalnya  seperti  yang  selama  ini 
dilakukan.  Untuk  itu,  kerja  sama  ASEAN 
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dengan  Asia  Timur  mempunyai  nilai  stra- 
tegis  dalam  melakukan  perdagangan  be- 
bas  di  masa  mendatang.  Namun  demikian, 
kawasan  perdagangan  bebas  ASEAN  yang 
akan  dilakukan  selama  10  tahun  menda- 
tang bukan  merupakan  target  bahwa  se- 
mua  persoalan  negara  di  kawasan  akan 
dapat  diatasi  dalam  waktu  singkat  {Koran 
Tempo,  7-11-2001). 

Sementara  itu,  Menlu  Rl  Hassan  Wira- 
yuda  mengatakan  bahwa  Korea  Selatan 
mengusulkan  pelaksanaan  KTT  Asia  Ti- 
mur yang  terpisah  dari  ASEAN,  bukan  lagi 
ASEAN-l-3  seperti  sekarang  ini.  Di  samping 
itu,  ada  pula  usulan  mengenai  perlunya 
segera  dibentuk  Sekretariat  Asia  Timur, 


yaitu  Sekretariat.  ASEAN-t-3.  Adanya  usul- 
an-usulan  tersebut  menandakan  bahwa 
perlu  segera  dibentuk  satu  Masyarakat 
Ekonomi  Asia  Timur  {East  Asian  Economic 
Community).  Selanjutnya,  Wirayuda  menga- 
takan bahwa  adanya  usulan  tersebut  me- 
macu  ASEAN  untuk  lebih  meningkatkan 
konsolidasi,  integrasi  dan  efisiensi  bagi 
peningkatan  daya  saing  di  kawasan.  Un- 
tuk itu,  sebagaimana  yang  telah  dise- 
pakati  dalam  KTT  Informal  ke-4  di  Singa- 
pura,  November  2000:  Pertama,  proses 
pembentukan  Masyarakat  Ekonomi  Asia 
Timur  agar  tetap  dikelola  melalui  dialog 
ASEAN-l-3;  kedua,  agar  dikelola  secara 
bertahap;  dan  ketiga,  ASEAN  tetap  meme- 
gang  kemudi  {driving  seat)  dalam  pengelo- 
laan  ASEAN-l-3  {Kompas,  6-11-2001). 
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